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SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Menimbang

a.

KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyesuaian
perkembangan atau perubahan keadaan dalam tahun
berjalan antara lain berupa perubahan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan
sasaran pembangunan, serta menjamin keselarasan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan rencana program dan
kegiatan prioritas daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2025 perlu ditinjau
kembali;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (1) dan 355
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RPKD) Tahun 2025;

bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 050/657/11/Bapperida/2025
Bapplitbang tanggal 23 Mei 2025 tentang Hasil Fasilitasi
Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas
Tahun 2025;



Mengingat

1.

-

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kapuas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Nomor Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat
II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4725);



10.

11.

12.

13.

14.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6056);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencaa Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018
tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



Menetapkan

26.

27.

28.

29.

30.

31.

33.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 81);

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 88);

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 16 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Kapuas Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas
Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN
2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kapuas
Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025, diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI KAPUAS,
ttd

M. WIYATNO

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 28 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,
ttd

USIS I. SANGKAI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 NOMOR 37

Sal}érgnlfs\é‘s*iliﬁlengan aslinya
K




DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .coceiiiiiiiieiiieirnrecnrecececececscscasacesesesssestscscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns i
DAFTAR TABEL ...c.cctittiiiuiuiuintutecacectctcaiateseseseseststscscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss iii
DAFTAR GAMBAR .....ccctuiuiuiuiuiniuincectieieieieiesesesesestscscscscssssssssssssssscassssssssssssssssscns vii
BAB I PENDAHULUAN ....cciiittiiettiettceetccecccessccescsessssssssesssessssssssessssssssssssssssssssses I-1
1.1 Latar BelaKang ..o e I-1
1.2 Dasar HUKUIN c..ooiiiiii e I-3
1.3 Hubungan Antar DORUMEN ......coiuiiiiiiiii e I-6
1.4 Maksud dan TUJUAN ..c.ouieii et eeaes I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD ........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiii e I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ......ccccccttururerececacecacecececenenecnsnnes II-1
2.1 Kondisi Umum Wilayah.......c.oeiiiiiiiiiii e I1-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ........c.oeuiiniiiiiiiiiii e II-1
2.1.1.1 Kondisi Geografi Wilayah ........cc.coiiiiiiiiiiiiiiiii II-1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Lahan ...........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 11-7
2.1.1.3 Wilayah Rawan BencCana ........ccccoeuiiiiiiiiiiiiiiiieie e I1-10
2.1.1.4  DemOZIafl ..ouiiniiiii e II-10
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .........ccoooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicceeee, II-14
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan .........cccoeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii II-14
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan SoSial .......cccooiuiiiiiiiiiiiiiiii e 11-24
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..........ccccoveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieceeeee I1-51
2.1.3 Aspek Pelayanan UmUI ......c.ooiiiiiiiiiiiiii e 11-52
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ...... 11-52
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .......cccccieieieieieienenennnnns III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .........c.ccoooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiecceee I1-4
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Kabupaten Kapuas ........cc.coeveiiiiiiiiiiiniiinennn.e. I11-6
3.1.1.1 Struktur Perekonomian Daerah .........c..c.ccooiiiiiiiiiiiiiii I11-6
3.2 Kinerja Keuangan Masa Lalu ......ccocoieiiiiiiiiiiniiiie e 11-10
3.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Masa Lalu Tahun 2020-2024 .............ccc.ene.. II1-10
3.2.2 Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2020-2024 .........ccooiiiiiiiiiiiiiinnennnnee. ImI-12
3.2.3 Perkembangan Pembiayaan Daerah ...........ccocoooiiiiiiiiiiiiiiii 11-14
3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ...........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiceen 1I-15
3.3.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksi.....III-16
3.3.2 Kebijakan Terkait Perubahan Perencanaan Belanja Daerah ........................ I11-19



3.3.3 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan
Belanja Tidak TerduUga ....c.oeeveuiinieiiniiiiiiiiee ettt e e e enees 1-21
3.3.4 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan ..........cc.coocoviiiiiiiiiiinennan.e. 11-25
3.3.5 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayan ............c.coocoooiiiiiiin.. I11-26
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH........ccccccoeureeneee IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran PembanguUnan .......c..ccoeceeiiiviniiinininiiineeieeeeeeieeeeennes V-1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah ..........c..c.ooiiiiiiiiiiii Iv-21
BABYV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....ccccocteteieiaiecenenenenenencnnes V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH .......ccccceecereeeees VI-1
BAB VII PENUTUP ...ccciititiuiuiiiieiececieietacersssscasesssacssessssssasssssssssssssssssssssssssssssssssses VII-1

ii



Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 2.3
Tabel 2.4

Tabel 2.5

Tabel 2.6

Tabel 2.7

Tabel 2.8

Tabel 1.9
Tabel 2.10

Tabel 2.11
Tabel 2.12
Tabel 2.13
Tabel 2.14
Tabel 2.15
Tabel 2.16
Tabel 2.17

Tabel 2.18

Tabel 2.19

Tabel 2.20

Tabel 2.21

Tabel 2.22

Tabel 2.23
Tabel 2.24

DAFTAR TABEL

Luas Kabupaten Kapuas Menurut Kecamatan

Jarak Antara Ibu Kota Kabupaten Kapuas dan Ibu Kota Kecamatan.. II-3

Data Sex Ratio Kabupaten Kapuas 2016 — 2024 ........ccoeveniiniinennennne. II-13

Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kapuas Tahun

2021 = 2024 ..o II-13

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kapuas 2020 — 2024
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kapuas 2018 — 2024
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kapuas 2017 — 2024
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kapuas 2018 — 2024
PDRB Per-Kapita Kabupaten Kapuas Tahun 2021-2023

Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kab.

Kapuas 2019-2024 ... couiiiiiiiii e 11-22
Rasio Gini Kabupaten Kapuas 2017-2024 .......ccoviiiiiiiiiiiiiineneeneanes I1-23
Rasio Gini Kabupaten Kapuas, Prov. Kalteng, dan Nasional .............. II-24
Angka Melek Huruf Kab. Kapuas Tahun 2021-2024 ..............cc.ceeee.. II-24
Angka Partisipasi Sekolah ........ccccoooiiiiiiiiiiiiii I1-26
Angka Kelulusan di Kab. Kapuas Tahun 2017-2021 ...........c.ceenneneee. II-27
Capaian Pembangunan Fasilitas Pendidikan Kab. Kapuas ................ II-28

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Penyusun di
Kab. Kapuas Tahun 2017-2022

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kapuas

Tahun 2016-2020 ...cceiiniiiiiiii e 11-34
Capaian Indikator Kinerja di Bidang Seni dan Budaya dan

Olahraga di Kab. Kapuas Tahun 2018 - 2022 .......c..cciviiiiiiiininnennnne. II-51
Capaian Indikator Kinerja di Bidang Kepemudaan & Olahraga Kab.

Kapuas Tahun 2016-2020 ......c.ccoiiiiiiiniiiiiiiiiiie e 11-52
Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan Kab. Kapuas ................... 11-53
Capaian Pembangunan Fasilitas Pendidikan Kab. Kapuas ................. II-55
Capaian Pembangunan Bidang Kesehatan Kab. Kapuas .................... II-57

Panjang Jalan (Km)

di Kab. Kapuas Tahun 2020-2024 (KIM) ..ccoevvenreeiieniiniieneeeeineneeneenes 11-65

Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah

iii



Tabel 2.25

Tabel 2.26

Tabel 2.27

Tabel 2.28
Tabel 2.29
Tabel 2.30
Tabel 2.31
Tabel 2.32

Tabel 2.33

Tabel 2.34

Tabel 2.35
Tabel 2.36
Tabel 2.37

Tabel 2.38
Tabel 2.39

Tabel 2.40
Tabel 2.41
Tabel 2.42
Tabel 2.43
Tabel 2.44

Tabel 2.45

Tabel 2.46

Tabel 2.47

Tabel 2.48
Tabel 2.49

Panjang jalan (Km) Menurut Jenis Permukaan & Kondisi Jalan

di Kab. Kapuas Tahun 2018-2022 (KMm) .....ccoveviiniiniiiniiiiiiniincineennen. [1-65
Banyaknya Air Minum yang Disalurkan Menurut Jenis Konsumen

di Kab. Kapuas (m3), 2024 ...t I1-70
Banyaknya Pelanggan PDAM Menurut Jenis Konsumen di

Kab. Kapuas Tahun Tahun 2021-2024 .......coviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeenenas I1-70
Jumlah SR di tiap SPAM TKK ....oiuiiiiiiii e, I1-70
Kapasitas Produksi SPAM PDAM .......ccociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 11-72
Jumlah Pengguna SPAM Non Perpipaan .........cc.ccoccvviiiiiiiiiiinniininnnn. I1-73
Kondisi Kantor Desa di Kab. Kapuas Tahun 2017 ...........c.ocooieiiniane. II-73
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kab. Kapuas Tahun 2016-2020 .....cccouiiiiiiniiiiiiieeieeeieieeeeeaeeeeneneenenas II-83
Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman Kab.
Kapuas Tahun 2019-2023 ...t e e eanas I1-87
Capaian Pembangunan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban
Umum & Perlindungan Masyarakat Kab. Kapuas ..............cooeeiiinnie. I1-88
Capaian Pembangunan Bidang Sosial Kab. Kapuas .............ccccceuvenen.. I1-90
Capaian Pembangunan Bidang Tenaga Kerja Kab. Kapuas ................ I1-91
Indikator Capaian Kinerja TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja) Tahun 2022-2024 ..ottt e enes 11-92
Indikator Capaian Kinerja TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) ....... I1-93
Capaian Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Kapuas .......cceeiieiiiiiiiiiiiiiiiiineieicneieeeenes 11-94
Luas Tanah yang diberikan Hak Atas Tanah menurut Jenisnya ........ II-101
Jumlah SK tentang Hak Atas Tanah di Kab. Kapuas ........c.c....c.coe.e. II-101
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022 ......... II-104
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiineens I1-106
Capaian Pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Kapuas .......cccoiiiiviiiiiiiiiieiecceeeeeee e II-106
Capaian Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kab. Kapuas Tahun 2018 — 2022 ......ciiiiiiiiiiiiiiiii e I1-108
Capaian Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Kapuas ..ot ee e e e e II-109
Jenis, Kelas dan Pelayanan Dermaga di Kab. Kapuas ............c........... 11-114
Ceklist Kelengkapan/Fasilitas Jalan Raya di Kab. Kapuas ................ II-117

Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Kapuas Tahun 2018-

iv



Table 2.50

Tabel 2.51

Tabel 2.52
Tabel 2.53
Tabel 2.54
Tabel 2.55
Tabel 2.56
Tabel 2.57
Tabel 2.58
Tabel 2.59
Tabel 2.60

Tabel 2.61

Tabel 2.62
Tabel 2.63
Tabel 2.64

Tabel 2.65

Tabel 2.66
Tabel 2.67
Tabel 2.68

Tabel 2.69

Tabel 2.70

Tabel 2.71
Tabel 2.72
Tabel 2.73
Table 3.1
Tabel 3.2
Tabel 3.3

Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kapuas Tahun 2018-2022 ......iuiiiiiiiiiiiiiiiie et enes II-121
Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional di Kab.
Kapuas Tahun 2018-2022 ..ottt II-124
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kab. Kapuas Tahun 2018-2022 ... II-125

Capaian Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga .............. 11-126
Ketersediaan Sistem dan Statistik yang Terintegrasi .......c....ccoceeeuenen 1I-127
Buku Kabupaten Kapuas Dalam Angka .......c.ccccoeeiviiiiiiiiiiiininnninn. II-128
Capaian Pembangunan Bidang Persandian Kab. Kapuas .................. 11-128
Capaian Pembangunan Bidang Kebudayaan Kab. Kapuas ................ II-129
Capaian Pembangunan Bidang Perpustakaan Kab. Kapuas .............. I1-130
Capaian Pembangunan Bidang Kearsipan Kab. Kapuas .................... I1-132
Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Kab. Kapuas
Tahun 2020 — 2024 ....ooiiiiiii e 11-134
Capaian Indikator Urusan Pertanian Kab Kapuas
Tahun 2020-2024 ....ooiiiiii e 11-137
Realisasi Produksi Kayu Bulat Periode 2017-2021 .......cceevviiiienennnne. [1-142
Realisasi Produk Kayu Olahan Periode 2017-2021 .......c..ccoiiiieniennnne. II-142
Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Kapuas
Tahun 2020 — 2023 ....ooiiiiiii e 11-143
Indikator pada Urusan Perindustrian di Kabupaten Kapuas
Tahun 2020-2024 ....oeiiiiii e II-146
Capaian Kinerja Bidang TranSmigrasi ........c..ceeeveeveuveniiniineniinienennenennes II-151
Indikator Perencanaan Pembangunan ..........c.ccocoveiiiiiiiiiiiiiiiinninine. II-151
Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Kapuas
Tahun 2020-2024 ..o [1-152
Capaian Pembangunan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Kapuas ........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiceeeea II-155
Capaian Kinerja Bidang Urusan Pengawasan Kabupaten Kapuas

Tahun 2018-2022 ..o II-156
Capaian Pembangunan Bidang Kesekretariatan DPRD ...................... II-156
Capaian Kinerja RPJMD Kab. Kapuas 2018-2023 .........ccccciviiiieniennne. I1-157
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kab. Kapuas Tahun 2025 ................. II-160
Postur Makro Fisik Tahun 2023-2025 (dalam % PDB) ..........cccceveuene. 1I-3
Sasaran Pembangunan Tahun 2023-2025 .........cccciiiiiiiiiiiiiiinennennnne. I1-4

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kapuas Tahun 2020-2024 .....cccoviiiiiiiiiiieiieiieieeeeeeaeenenes I1-7



Table 3.4
Table 3.5
Tabel 3.6
Tabel 3.7
Table 3.8
Tabel 3.9
Tabel 4.1

Tabel 4.2
Tabel 4.3

Tabel 4.4

Tabel 4.5

Tabel 4.6

Table 4.7
Tabel 4.8

Tabel 5.1
Table 6.1

Tabel 6.2

Tabel 6.3
Tabel 6.4

Tabel 6.5

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Kapuas 2017-2024 (PEIrSEN) ....ocuveuveniuneuneniiiineneeniinenaenennes 11-7

Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2019-2023 ............c..cceceveeneee. II-13
Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2023 ........cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeenes II-15
Target Pendapatan Daerah Tahun 2025 .............ccooiiiiiiiiinn. III-16
Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025 ...........c..cccceeienne. I-21
Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan .................c........... II1-26

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas
Tahun 2024-2026 ......oouiiiiiiiiiiiiiie e IV-8
Keselarasan Visi dan Misi RPJPN, RPJPD Kalteng, RPJPD Kapuas .... IV-12
Keselarasan Dokumen RPD dengan RPJPN, RPJMN, dan RPJMD
Provinsi Kalimantan Tengah .........cccoooiiiiiiiiiiiiiiiiee e IV-14

Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Kab. Kapuas

(Sebelum Perubahan / 2025) ....ccoiiiiiiiiiii e IvV-22
Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Kab. Kapuas
(Setelah Perubahan / 2025 ...t IV-31
Daftar Usulan Pokir DPRD Kabupaten Kapuas Tahun 2025 melalui
S P D - R e IV-54
Usulan Kabupaten Kapuas ke Provinsi Kalimantan Tengah .............. IV-79

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Hasil Pembahasan Forum

Perangkat Daerah untuk RKPD Kab. Kapuas TA. 2025 ..................... IV-87
Matrik Perubahan RKPD Kab. Kapuas Tahun 2025 ........................... V-2
Keselarasan Target Indikator Pembangunan Provinsi Kalimantan
Tengah — Kabupaten Kapuas ........ccccoviiiiiiiiiiiiiiiiiicceeeee, VI-2
Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten

KA DU it e e eans VI-3
Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kapuas ....................... VI-3

Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal Pembangunan Kab.
Kapuas Tahun 2024-2020 ......c.oeuiiiiniiiiiiiieieeieie et eae e VI-9
Indikator Kinerja Utama Daerah (IKUD) Rakortek Tahun 2024 ......... VI-17

vi



Gambar 1.1
Gambar 1.2
Gambar 2.1
Gambar 2.2

Gambar 2.3
Gambar 2.4

Gambar 2.5
Gambar 2.6
Gambar 2.7
Gambar 2.8
Gambar 2.9
Gambar 2.10

Gambar 2.11
Gambar 2.15
Gambar 2.16
Gambar 2.17
Gambar 2.18
Gambar 2.19
Gambar 2.20
Gambar 2.21
Gambar 2.22
Gambar 2.23
Gambar 2.24
Gambar 2.25
Gambar 2.26
Gambar 2.27
Gambar 2.28
Gambar 2.29
Gambar 2.30
Gambar 2.31
Gambar 2.32
Gambar 2.33
Gambar 2.34

DAFTAR GAMBAR

Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas ......c..cc.ceevenieniane. I-2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan ............... I-7
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kapuas ........c..coocveevenienen.e. 11-4
Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas Tahun Menurut Jenis
Kelamin 2016 — 2022 ....o.iiiiiiiiiiiiiiiee e II-11
Piramida Penduduk Kabupaten Kapuas Tahun 2024 .................... II-12
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha

Kab. Kapuas 2020 — 2024 ... II-19
Prioritas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah........ II-20
Grafik PDRB Per-Kapita Kabupaten Kapuas Tahun 2022-2024...... II-21
Rata-rata Lama Sekolah Kab. Kapuas Tahun 2020-2025 .............. II-25
Angak Harapan Lama Sekolah Kab. Kapuas Tahun 2020-2024 ..... 11-27
Usia Harapan Hidup Kab. Kapuas Tahun 2020-2024 .................... I1-30
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kab. Kapuas Tahun
2021-2024 oo 11-32
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Kapuas Tahun 2020-2024 ...1I-33
Grafik AKB Per 1.000 Kelahiran Hidup Kab. Kapuas ..................... I1-60
Grafik AKB per 1.000 Kelahiran Hidup Kab. Kapuas .......c............. II-60
Grafik Cakupan Desa/Kelurahan UCI .........c.ooiiiiiiiiiiiiiiiiiinn... II-61
Grafik AKI Per 1.000 Kelahiran Hidup Kab. Kapuas ...................... I1-62
Grafik Prevalensi HIV/AIDS Kab. Kapuas ......cccoeeeviveiiiiiiininnennnee. II-63
Grafik Angka Kejadian Malaria Kab. Kapuas ........c.cccceviiiiiinin... I1-64
Grafik Ketersediaan Pangan Utama ........c.ccccecveiiiiiiiiiiiiiiniinnnen.e. 11-97
Grafik Ketersediaan Energi Perkapita .........ccccoeviiiiiiiiiiiininennnn... 11-98
Grafik Ketersediaan Protein Perkapita .........ccococviviviiiiiiiiiiinininnn... I1-98
Grafik Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan ................ 11-99
Grafik Penanganan Daerah Pangan .........c..coccveviiiiiiiiininiininnennan.e. II-100
Grafik Indeks Ketahanan Pangan ...........ccccooviiiiiiniiiiiinninininenenne. I1-100
Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ........c..cocoeiiiiinnn.e. II-106
Grafik Perkembangan Koperasi .......c.ccocoveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnn.e. II-122
Grafik Laju Persentase Koperasi AKtif ........cccooeviiiiiiiiiiiininnnnn.e. 1I-123
Grafik Persentase Usaha Mikro Kecil.........c..ccocveiiiiiiiiiiiininininnan.e. II-124
Grafik Angka Konsumsi Ikan Tahun 2020-2024 .............ccccoeeneenee. II-135
Grafik Produksi Sektor Perikanan Tahun 2020-2024 .................... II-135
Grafik Jumlah Nelayan Penangkap Ikan Tahun 2020-2024 .......... II-136

Grafik Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2020-2024 .......... II-136

vii



Gambar 2.35

Gambar 2.36

Gambar 2.37

Gambar 2.38

Gambar 2.39
Gambar 2.40

Gambar 2.41
Gambar 2.42

Gambar 2.43
Gambar 2.44
Gambar 2.45
Gambar 2.46
Gambar 2.47
Gambar 2.48

Gambar 2.49

Gambar 2.50

Gambar 3.1

Gambar 3.2

Gambar 3.3

Gambar 3.4

Grafik Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Tahun

2020-2024 Kab. KapUas ..cceveuiiiiiiiiiieineieiee et ee e 11-137
Grafik Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kab. Kapuas
Tahun 2020-2024 ..ot 11-138

Grafik Kontribusi Sektor Pertanian Palawija dan Perkebunan
Tanaman Keras terhadap PDRB Kab. Kapuas Tahun 2020-2024 ..1I-139
Grafik Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Kelompok

Tani Kab. Kapuas Tahun 2020-2024 ........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieans II-140
Grafik Cakupan Bina Kelompok Petani Kab. Kapuas ..................... II-141
Grafik Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten

Kapuas Tahun 2020 — 2023 ......coiiiiiiiiiiiiii e 1I-144
Ekspor Bersih Perdagangan Kab. Kapuas Tahu 2020-2023 ........... 1I-144
Ekspor Bersih Perdagangan/Usaha Informal Kabupaten Kapuas

Tahun 2020-2023 ...t 11-145
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2020-2024 .................. II-146
Pertumbuhan Industri Tahun 2020-2024 ..........ccociiiiiiiiiiiiinnnnee. 1I-147
Rencana Zona KI Batanjung ........c.ceeeiiiiiiiiiiiiiiiiii e II-148
Rencana Jalan Basarang — Batanjung 50 Km..........c.ccooeiiiiiinann... 11-148
Kontribusi Sektor Industri Tahun 2020-2024 ..........ccooviiiiiiiinnnee. II-149
Kantor PDRB Industri Rumah terhadap Sektor Industri

Tahun 2020-2024 ... 11-150
Persentase Belanja Pendidikan Kab. Kapuas Tahun 2020-2024 ....1I-154
Persentase Belanja Kesehatan Kab. Kapuas Tahun 2020-2024 ..... 1I-154
Capaian Sasaran Pembangunan Nasional ..........c.cccceveiviiiiiiinn.e. II-2

Gambaran Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas

Tahun 2020-2024 (Dalam JUta) ....cceeeeeieeieniiiiinieiieeeeiereeeneenes II-11
Gambaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas
Tahun 2020-2024 ... e II-11

Gambaran Pendapatan Transfer Pusat

Tahun 2020-2024 ... II-12

Kabupaten Kapuas

viii



LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR
TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BAB I KAPUAS NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan
pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu
proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja
Perangkat Daerah, juga berpedoman Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dan
pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di tahun berkenaan, dimana
Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2024-
2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonomi Baru (DOB). Arah Kebijakan pembangunan jangka menengah dalam RPD
di tahun berkenaan menjadi dasar penentuan tema pembangunan RKPD yang
selanjutnya diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah di tahun
berkenaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat sasaran dan prioritas
pembangunan. Sehingga RKPD Kabupaten Kapuas tahun 2025 mencerminkan
komitmen dan upaya daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan
daerah tahun 2025. Prioritas program dan kegiatan tersebut, selanjutnya menjadi
acuan kerja bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu

masing-masing.
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Penyusunan rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu pada arah
kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD Provinsi, dan program prioritas
nasional dalam RKP, hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya; hasil
evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2023; serta tujuan sasaran sebagaimana
tertuang dalam RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026. Perencanaan pembangunan
tahunan daerah yangdisusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan
sampai penyusunan anggaran. Dokumen RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2025
disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 16
dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;

o

Penyusunan rancangan awal;

o

Penyusunan rancangarnmn;

e

Pelaksanaan Musrenbang

®

Perumusan rancangan akhir;
Penetapan.

Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per
tahun dari dokumen RPJMD/RPD, yang juga memuat sasaran dan prioritas
pembangunan daerah dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah
dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada
Renstra Perangkat Daerah. Berikut tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas :

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas
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1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD

Kabupaten Kapuas Tahun 2025 meliputi:

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19533 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194)

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6633);

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 -4



18.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018
Nomor 182);

19.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);

20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran
Negara Tahun 2025 Nomor 19)

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencaa
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan
Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 462);

24 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
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Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1419);

28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-
3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

29.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S5 Tahun 2015
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

30.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas
Tahun 2025-2045;

31.Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas tahun 2025 memperhatikan
keterpaduannya terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah (PPD), juga
menjabarkan agenda dari perencanaan pembangunan nasional (PPN) dan
perencanaan pembangunan provinsi (PPP). Mempedomani dokumen-dokumen
tersebut dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema,
arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 dengan prioritas
pembangunan Daerah Tahun 2025. Lebih lanjut, pada Pasal 77 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa berpedoman pada RKP dan
program strategis nasional yaitu penyelarasan prioritas pembangunan Daerah,
program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan
sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.
RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2025 menjadi acuan bagi setiap PD dalam
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Disamping itu, RKPD
menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta rujukan dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Keterhubungan

tersebut digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 1.2

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

RPJPD

v

Renstra <=t RPJMD/RPD

RKA-SKPD == == =§ Rancangan
v

DPA-SKPD === APBD

Dari gambar 1.2. di atas, tampak bahwa sebagai dokumen perencanaan
tahunan, RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2025 disusun dengan menjaga
keterkaitan (linkage) dan konsistensi dengan berbagai dokumen dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional, serta keterkaitannya dari sisi penganggaran.
Keterkaitan dan konsistensi dimaksud ditunjukkan oleh kebijakan, program, dan
kegiatan antar dokumen yang tidak saling bertentangan, namun selaras dan sinergis

satu sama lain.

1.4 Maksud dan Tujuan
Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2025 adalah materi dasar
penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan Maksud adalah :
1. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi
prioritas pembangunan daerah;
Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.
Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana
pembangunan yang akan dijadikan sebagai salah satu kekuatan

pembangunan;

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 I-7



Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

(RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1.

10.

Tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih
tajam dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Kapuas pada
tahun anggaran 2025 mendatang;

Tersedianya pedoman umum untuk menetapkan Perubahan APBD Tahun
2025, berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kapuas
dengan DPRD yang mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran dalam
RPJPD dan RPD, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan
aspirasi masyarakat yang berkembang dan disampaikan melalui lembaga
eksekutif dan lembaga legislatif;

Tersedianya tolok ukur untuk mengevaluasi penilaian Kinerja Pemerintah
Daerah;

Sebagai salah satu upaya untuk membangun komitmen bersama antara
eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah
yang akan dibiayai melalui Perubahan APBD pada tahun 2025;
Mendorong paritisipasi masyarakat melalui kepastian kebijakan dalam
pembangunan jangka pendek;

Sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan Perubahan RAPBD Tahun
Anggaran 2025;

Menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam rangka
penentuan kegiatan prioritas.

Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
(KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2025;

Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan
pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat
pemerintahan;

Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber

daya dalam pembangunan daerah;

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2025 ini

terdiri dari 7 (tujuh) bab, dengan sistematika sebagai berikut:
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BAB 1

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan
antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan
tujuan.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan (2023) serta
permasalahan pembangunan daerah.

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan
kebijakan  pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi permasalahan
ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi
daerah beserta kerangka pendanaan.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan = evaluasi
pembangunan tahunan, dan kedudukan tahun rencana (RKPD).
Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi
dan kepentingan masyarakat.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian
kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama
(IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun
perencanaan.

PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Wilayah
Gambaran mengenai kondisi umum Kabupaten Kapuas dilihat dari aspek
geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum,

serta aspek daya saing daerah sebagaimana berikut:

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi Kabupaten Kapuas dilakukan untuk
memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi
pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Aspek geografi
merupakan informasi spasial dan mendasar tentang bagaimana karakteristik
wilayah Kabupaten Kapuas berperan dalam pembangunan daerah, baik kaitannya
dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga penggunaan
lahan untuk pembangunan daerah. Lebih lanjut, akan dilihat pula berbagai potensi
pengembangan wilayah dan demografi yang mencakup perubahan penduduk,
komposisi, dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam

waktu tertentu.

2.1.1.1 Kondisi Geografi Wilayah
Gambaran kondisi geografi wilayah Kabupaten Kapuas dijabarkan sebagai
berikut:
A. Administrasi Wilayah
Secara geografis, Kabupaten Kapuas terletak pada 00 8’ 48”-30 27’ 00” LS dan
1130 2’ 367-1140 44’ 00” BT yang secara umum terbagi dalam 2 (dua) bagian,
yakni: daerah sebelah utara (meliputi 6 kecamatan) merupakan daerah dataran
tinggi yang berbukit dengan ketinggian antara 100-500 m/dpl, an daerah sebelah
selatan (meliputi 11 kecamatan) merupakan daerah pesisir, dataran rendah dan
rawa-rawa dengan ketinggian 0-50 m/dpl. Secara administratif, batas wilayah
Kabupaten Kapuas sebagai berikut:
e Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara;
e Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Barito Kuala,
Provinsi Kalimantan Selatan;

e Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau; dan
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e Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi
Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan

Selatan.

Secara yuridis formal, Kabupaten Kapuas dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai
Undang-Undang. Seiring dengan dinamika pembangunan wilayah dan aspirasi
serta kebutuhan, sejak tahun 2002 Kabupaten Kapuas dimekarkan menjadi 3
(tiga) kabupaten, yakni: Kabupaten Kapuas (kabupaten induk), Kabupaten
Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas (kabupaten hasil pemekaran) yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002.

Secara umum luas wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kapuas yaitu
17.070,39 Km2. Kabupaten Kapuas terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 17
(tujuh belas) kelurahan, dan 214 (dua ratus empat belas) desa dengan rincian

sebagai berikut.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No Kecamatan Luas Persentase Luas
(Km?2) Wilayah
1 | Kapuas Kuala 401,02 2,35%
2 | Tamban Catur 90,69 0,53%
3 | Kapuas Timur 184,68 1,08%
4 | Selat 70,61 0,41%
S | Bataguh 413,56 2,42%
6 | Basarang 221,14 1,30%
7 | Kapuas Hilir 82,11 0,48%
8 | Pulau Petak 185,04 1,08%
9 | Kapuas Murung 44473 2,61%
10 | Dadahup 602,91 3,53%
11 | Kapuas Barat 428,88 2,51%
12 | Mantangai 6.340,71 37,14%
13 | Timpah 1.915,68 11,22%
14 | Kapuas Tengah 1.961,80 11,49%
15 | Pasak Talawang 969,47 5,68%
16 | Kapuas Hulu 1.193,57 6,99%
17 | Mandau Talawang 1.563,78 9,16%
KABUPATEN KAPUAS 17.070,38 100

Sumber: BPS, Kabupaten Kapuas Dalam Angka 2023/2024
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Sementara itu, keadaan orbitasi di Kabupaten Kapuas saat ini yaitu terdapat
jarak yang cukup jauh antara ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten,
misalnya Ibu Kota Kecamatan Mandau Talawang di Sei Pinang (362 Km), Ibu Kota
Kecamatan Kapuas Hulu di Sei Hanyo (342 Km), Ibu Kota Kecamatan Kapuas
Tengah di Pujon (252 Km) dan Ibu Kota Kecamatan Timpah di Timpah (215 Km).
Tabel 2.2 Jarak Antar Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan

Ibu Kota Jarak ke Ibu
No Kecamatan Kota Kabupaten
Kecamatan
(Km)
1 Kapuas Kuala Lupak Dalam 59,00
2 Tamban Catur Tamban Catur 47,00
3 Kapuas Timur Anjir Serapat 21,00
4 Selat Kuala Kapuas 0,00
S Bataguh Bataguh 20,50
6 Basarang Basarang 8,00
7 Kapuas Hilir Barimba 9,50
8 Pulau Petak Sei Tatas 16,00
9 Kapuas Murung | Palingkau 25,00
10 Dadahup Dadahup 48,00
11 Kapuas Barat Mandomai 23,00
12 Mantangai Mantangai Tengah 83,00
13 Timpah Timpah 215,00
14 Kapuas Tengah Pyjon 252,00
15 Pasak Talawang | Jangkang 289,00
16 Kapuas Hulu Sei Hanyo 342,00
17 | Mandau Sei Pinang 362,00
Talawang

Sumber: BPS, Kabupaten Kapuas Dalam Angka 2025

B. Topografi Wilayah
Topografi Kabupaten Kapuas terdiri atas 2 (dua) wilayah, yakni wilayah bagian
utara dan selatan. Wilayah bagian utara merupakan daerah perbukitan, dengan
ketinggian antara 100-500 meter dari permukaan air laut dan mempunyai tingkat
kemiringan antara 8-15 derajat. Sedangkan pada bagian selatan terdiri dari
pantai dan rawa-rawa dengan ketinggian antara 0-5 meter dari permukaan air
laut yang mempunyai elevasi 0-8 persen serta dipengaruhi oleh pasang surut dan
merupakan daerah yang berpotensi banjir cukup besar terutama pada saat air

laut pasang/naik.
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Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kapuas

C. Geologi Wilayah
Secara fisiografis regional, daerah Kabupaten Kapuas berada pada Cekungan
Barito yang pada bagian utara - barat laut dibatasi oleh Pegunungan Schwaner-

Muller, bagian timur oleh Pegunungan Meratus, dan timur laut oleh Cekungan
|
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Kutai (Daerahnya berupa perbukitan tidak teratur yang terpisahkan oleh dataran
rendah berawa-rawa dengan sungai utama adalah Sungai Kapuas. Arah umum
aliran sungainya dari utara ke selatan (Nila etal., 1995). Pada jarak lebih kurang
100 kilometer, perbedaan ketinggian sungai utama antara hulu dan muara hanya
30 meter, maka sungai utama tersebut banyak membentuk kelokan.

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Kapuas dapat dikelompokkan menjadi 4
(empat) ordo, 13 (tiga belas) group, dan 15 (lima belas) sub-group macam tanah.

Keempat ordo tersebut adalah: histosol, entisol, inceptisol dan ultisol.

D. Hidrologi Wilayah
Wilayah perairan di Kabupaten Kapuas meliputi danau, rawa, beberapa sungai
besar dan kanal. Nama dan panjang sungai yang melintasi Kabupaten Kapuas,
yakni:
a) Sungai Kapuas Murung, dengan panjang * 66,38 Km.
b) Sungai Kapuas, dengan panjang + 600,00 Km.

c) Daerah pantai/pesisir Laut Jawa, dengan panjang * 37 Km.

Kabupaten Kapuas juga memiliki 4 (empat) buah anjir/kanal, yaitu:

e Anjir Serapat sepanjang * 28 Km (menghubungkan Kuala Kapuas menuju
Banjarmasin, wilayah Kalimantan Tengah sepanjang 14 Km dan wilayah
Kalimantan Selatan 14 Km).

e Anjir Kalampan sepanjang 14,5 Km (menghubungkan Kota Mandomai
Kecamatan Kapuas Barat ke Pulang Pisau wilayah Kabupaten Pulang Pisau
mengarah ke Palangkaraya).

e Anjir Basarang sepanjang + 24 Km (menghubungkan Kuala Kapuas ke wilayah
Pulang Pisau).

e Anjir Tamban sepanjang + 25 Km (menghubungkan Kuala Kapuas menuju
Banjarmasin, wilayah Kalimantan Tengah sepanjang 13 Km dan wilayah

Kalimantan Selatan 12 Km).

E. Klimatologi Wilayah
Kabupaten Kapuas termasuk daerah beriklim tropis dan lembab dengan
temperatur berkisar antara 21-23 derajat Celcius dan maksimal mencapai 36
derajat Celcius. Intensitas penyinaran matahari selalu tinggi dengan sumber daya
air cukup banyak, sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang
menimbulkan awan aktif/tebal. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan

Desember, sedangkan bulan kering/kemarau jatuh pada bulan Juni sampai
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dengan Agustus. Iklim di Kabupaten Kapuas diamati dengan 8 stasiun
meteorologi (pos pengamatan) di Tamban Catur, Bataguh, Basarang, Kapuas
Hilir, Pulau Petak, Kapuas Murung, dan Dadahup. Pada tahun 2020,
berdasarkan amatan dari kedelapan stasiun meteorologi didapatkan hasil bahwa
bulan Desember menjadi bulan dengan hari hujan terbanyak dengan hari hujan
terbanyak berada di Pulau Petak (pos pengamatan Narahan) dengan 199 hari

hujan pada tahun 2020.

F. Penggunaan Lahan
Secara geografis, penggunaan lahan Kabupaten Kapuas terbagi atas 2 (dua)
wilayah yaitu Selatan dan Utara. Kabupaten Kapuas wilayah Selatan yang
mencakup 11 (sebelas) kecamatan memiliki karakteristik pasang surut (rawa)
yang berpotensi untuk lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
Sementara wilayah Utara yang mencakup 6 (enam) kecamatan memiliki
karakteristik berbukit-bukit sangat sesuai untuk lahan perkebunan, kehutanan,
peternakan dan pertambangan.
Penggunaan lahan berdasarkan RTRW Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2039
terdiri dari:
1. Kawasan Lindung;
a) Kawasan gambut terdapat di Kecamatan Timpah dan Mantangai seluas
73.200 Ha.
b) Kawasan pelestarian alam, terdapat di Kecamatan Mantangai dan Timpah
seluas 128.296 Ha.
2. Kawasan Budidaya;
a) Pertanian, tersebar di seluruh kecamatan.
b) Perikanan tangkap dan budidaya, tersebar di seluruh kecamatan, terutama
di Kecamatan Kapuas Kuala dan Timpah.
c) Perkebunan besar, tersebar di seluruh kecamatan.
d) Kawasan hutan produksi terdapat di Kecamatan Mantangai, Timpabh,
Kapuas Tengah, Pasak Talawang, Kapuas Hulu dan Mandau Talawang.
e) Kawasan pertambangan terdapat di seluruh kecamatan sesuai dengan jenis
dan potensi tambang.
f) Kawasan pariwisata mencakup wisata alam dan wisata buatan yang
tersebar di seluruh kecamatan.

g) Kawasan permukiman terdiri dari kawasan perkotaan dan perdesaan.
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h) Kawasan Industri di Batanjung Kecamatan Kapuas Kuala dan kluster

industri tersebar di seluruh kecamatan.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Lahan
Kawasan budidaya adalah kawasan yang dibudidayakan atas dasar kondisi
dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
Kawasan budidaya di Kabupaten Kapuas yang memiliki potensi untuk
pengembangan dan mendukung perekonomian daerah, yaitu:
1. Kawasan hutan produksi
a. Kawasan hutan produksi tetap
Pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap dilakukan dengan prinsip
softlanding, yaitu mengatur jumlah tebangan pada tiap periode guna
memberikan kesempatan kepada hutan untuk memperbaiki alam sehingga
tercapai keberlanjutan dan kelestarian pengelolaan hutan. Kawasan Hutan
produksi tetap terletak di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Tengah dan
Mantangai dengan total luas 823.904 Ha.
b. Kawasan hutan produksi terbatas
Pemanfaatan dilakukan secara terbatas serta mempertimbangkan
keberadaan kawasan permukiman transmigrasi yang ada disekitar kawasan
hutan. Kawasan hutan produksi terbatas terletak di Kecamatan Kapuas Hulu
dengan total luas 499,684 Ha.
c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dipergunakan untuk
pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan. Kawasan ini terdapat di
Kecamatan Kapuas Hulu, Kapuas Tengah, Timpah dan Mantangai dengan
total luas 170.917 Ha.
2. Kawasan hutan rakyat
Kawasan hutan rakyat tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kapuas
dengan total luas 3.528,84 Ha.
3. Kawasan pertanian
a. Pertanian dan Hortikultura
Kabupaten Kapuas merupakan daerah penghasil bahan pangan terutama
beras dengan luas lahan untuk sawah 92.986 Ha dengan padi sawah seluas
88.752 Ha dan padi ladang seluas 3.884 Ha. Sedangkan untuk subsektor

hortikultura, luas panen yang terluas dikembangkan pada komoditas cabe
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merah (568 Ha), cabe rawit (466 Ha), kacang panjang (304 Ha), bayam (182
Ha), kangkong (201 Ha), terong (230 Ha), dan ketimun (187 Ha).

Kawasan Perkebunan

Komoditas perkebunan yang umumnya dikembangkan di Kabupaten Kapuas
adalah karet, kelapa, kelapa sawit dan kopi. Tanaman karet merupakan
tanaman dengan luas tanaman terbesar di Kabupaten Kapuas yang mencapai
31.133,30 Ha pada tahun 2020.

Peternakan

Komoditas peternakan yang umum dikembangkan di Kabupaten Kapuas,
terdiri dari beberapa jenis ternak dengan komoditas peternakan yang cukup
tinggi produktivitasnya seperti sapi, kambing, babi, ayam kampung, ayam
pedaging, itik dan itik manila. Peternakan ayam buras menjadi komoditi
terbesar dengan populasi pada tahun 2020 mencapai 536.356 ekor, disusul

ternak ayam kampung mencapai 247.761 ekor.

4. Kawasan perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Kapuas, meliputi:

a.

Kawasan perikanan budidaya, meliputi: perikanan budidaya air payau,
perikanan budidaya air tawar, dan perikanan budidaya laut yang terletak di
seluruh kecamatan, baik pada kawasan lindung maupun kawasan budidaya
lainnya.

Kawasan penangkapan ikan laut, terletak di daerah Kecamatan Kapuas
Kuala.

Kawasan pengelolaan perikanan sungai, danau dan rawa tersebar di seluruh
kecamatan, utamanya berada di Kecamatan Mantangai, Timpah dan Kapuas

Tengah.

5. Kawasan pertambangan

Kawasan pertambangan hanya dapat dikembangkan secara terbatas. Pelaku

kegiatan pertambangan diwajibkan untuk membangun fasilitas keamanan dan

pengamanan serta barier hijau (non permanen) dan akses khusus. Kawasan

pertambangan di Kabupaten Kapuas, meliputi:

a.

Kawasan peruntukan pertambangan besar, terdiri dari:

= Batu bara, terletak di Kecamatan Mandau Talawang, Kapuas Hulu, Pasak
Talawang, Kapuas Tengah, Timpah, dan Mantangai;

» Emas, terletak di Kecamatan Kapuas Hulu dan Kapuas Tengah;

= Batu gamping, di Kecamatan Kapuas Tengah;
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» Pasir kuarsa, terletak di Kecamatan Kapuas Tengah, Timpah dan
Mantangai;

= Pasir zircon, terletak di Kecamatan Kapuas Tengah, Timpah dan
Mantangai;

» Kaolin, di Kecamatan Timpah dan Mantangai; dan

= Pasir sungai, di semua Kecamatan yang dilintasi Sungai Kapuas dan
Kapuas Murung.

b. Wilayah pertambangan rakyat yang tersebar di seluruh kecamatan.
6. Kawasan industri,terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan industri/industrial estate, yang mencakup industri
besar dan menengah yang berada di Batanjung.

b. Kawasan peruntukan klaster industri di luar kawasan industri, yang
mencakup industri menengah dan industri kecil yang tersebar di seluruh
daerah Kabupaten Kapuas.

c. Industri mikro, kecil dan menengah tidak wajib berlokasi dalam kawasan
industri.

7. Kawasan pariwisata, mencakup:
a. Kawasan peruntukan pariwisata alam
b. Kawasan peruntukan pariwisata buatan
8. Kawasan permukiman

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan meliputi 1 ibu

kota kabupaten, 17 ibu kota kecamatan, 17 kelurahan, 214 desa dan dusun serta

permukiman lain.
9. Kawasan peruntukan lainnya, terdiri atas:

a. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, yaitu pengembangan kawasan
komersial dengan kegiatan perdagangan skala besar, sedang dan rumah
tangga yang tersebar di seluruh ibu kota kecamatan;

b. kawasan peruntukan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang meliputi:
kawasan perkantoran, pendidikan, pelayanan kesehatan, peribadatan, ruang
olah raga, seni dan budaya serta jaringan sarana dan prasarana pelayanan
dasar yang tersebar di seluruh kecamatan.

c. kawasan peruntukan lainnya untuk pertahanan dan keamanan, mencakup:
Komando Distrik Militer (KODIM) Kuala Kapuas di Kecamatan Selat dan
Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang terdapat di seluruh kecamatan di

wilayah Kabupaten Kapuas.
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2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan RTRW Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2039, kawasan rawan

bencana yang terdapat di Kabupaten Kapuas meliputi:

A.

B.

Kawasan rawan gelombang/pasang surut air laut yang meliputi seluruh kawasan
pesisir di Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Selat;

Kawasan rawan banjir meliputi daerah di Kecamatan Mandau Talawang, Kapuas
Hulu, Kapuas Tengah, Kecamatan Timpah, Kecamatan Dadahup, Kecamatan

Kapuas Murung dan Kecamatan Mantangai;

. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan terletak di Kecamatan Basarang,

Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Kapuas Timur,
Kecamatan Kapuas Hilir, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Pulau Petak,
Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Dadahup, Kecamatan Kapuas Barat dan

Kecamatan Mandau Talawang; dan

.Kawasan rawan tanah longsor meliputi daerah di Kecamatan Mandau Talawang,

Kecamatan Kapuas Hulu, Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Timpah dan

Kecamatan Pasak Talawang.

2.1.1.4 Demografi

Pembahasan demografi meliputi komposisi jumlah penduduk, distribusi, dan

kepadatan penduduk.

A. Komposisi dan Jumlah Penduduk

Gambaran kependudukan sebuah wilayah sangat menentukan pembangunan
daerah karena sumber daya manusia berperan sebagai pelaksanaan sekaligus
sasaran dalam pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk melihat
karakteristik demografi suatu wilayah sebagai bentuk pengkajian potensi sumber
daya pembangunan yang pada akhirnya dapat berguna untuk menentukan arah
kebijakan ke depan.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022
tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan dan Pulau, Kabupaten Kapuas adalah wilayah dengan luas
17.033,646 km?2 dengan jumlah penduduk mencapai 411.979 jiwa pada tahun
2022. Namun, berdasarkan data BPS yang tertuang pada Kabupaten Kapuas
Dalam Angka Tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Tahun 2024

mencapai 430.180 jiwa.
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Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020-2024
Sumber: Kapuas dalam angka, 2025

Jumlah penduduk di Kabupaten Kapuas pada Tahun 2024 mencapai 430.190
jiwa yang terdiri dari perempuan 208.770 jiwa, dan 221.420 jiwa laki-laki.
Jumlah penduduk di Kabupaten Kapuas secara umum mengalami kenaikan.
Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Tahun 2020-2024 disajikan
pada grafik diatas.

Komposisi penduduk suatu wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat
dilihat melalui piramida penduduk. Piramida penduduk dapat digunakan untuk
melihat produktivitas maupun analisis keberhasilan program kependudukan
selama ini misalnya Keluarga Berencana. Jika dilihat dari bentuk piramida
penduduk, penduduk Kabupaten Kapuas berada pada kondisi stationary, artinya
tingkat kelahiran dan kematian rendah sehingga pertumbuhan penduduk
berlangsung statis atau tidak tumbuh. Penduduk terbanyak berada pada usia
produktif yaitu 15 sampai 34 tahun. Artinya, usia muda cukup banyak dimana
kondisi ini dapat dilihat sebagai potensi bahwa Kabupaten Kapuas memiliki

sumber daya produktif yang dapat menunjang pembangunan.
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Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Kapuas Tahun 2024
Sumber: Kabupaten Kapuas Dalam Angka, 2025

Disisi lain, pada rentang O hingga 19 tahun memiliki ketergantungan yang cukup
tinggi pada akses pendidikan dan kesehatan yang merupakan tanggung jawab
pemerintah dalam penyediaan akses dasar tersebut. Sehingga, penyusunan
program pemerintah harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan akses terhadap layanan dasar. Berikut adalah grafik yang
menunjukkan piramida penduduk di Kabupaten Kapuas Tahun 2024.

Sex Ratio adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah
penduduk perempuan, biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-
laki per 100 penduduk perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna
untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender,
terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan
perempuan secara adil, juga guna merancang pengembangan pendidikan
berwawasan gender. Sex ratio penduduk Kabupaten Kapuas cenderung stabil di
rentang 104%-107%. Nilai sex ratio lebih dari 100% ini menunjukkan jumlah
penduduk laki-laki yang lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.
Secara rinci, data jumlah penduduk menurut sex ratio di Kabupaten Kapuas

disajikan pada tabel dibawah ini.
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Tabel 2.3 Data Sex Ratio Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2024

Penduduk

No | Tahun Laki-laki Perempuan (jiwa) Jumlah Sex

(jiwa) (jiwa) Ratio
1 2016 179.248 171.795 351.043 104%
2 2017 180.742 173.102 353.844 104%
3 2018 182.073 174.309 356.382 104%
4 2019 183.396 175.424 358.820 105%
5 2020 211.973 198.473 410.446 107%
6 2021 214.802 201.379 416.181 107%
7 2022 218.291 204.919 423.210 107%
8 2023 219.101 206.085 425.186 107%
9 2024 221.420 208.770 430.180 106%

Sumber: Kapuas Dalam Angka Volume 23 2025

B. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Ditinjau dari distribusi penduduknya, Kabupaten Kapuas memiliki kepadatan

penduduk yang rendah yaitu sebesar 25 jiwa/km? pada tahun 2024. Terdapat 3

kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu Kecamatan Selat,

Mantangai, dan Bataguh, dimana kecamatan paling padat adalah Kecamatan

Selat dengan kepadatan penduduk 1.025 jiwa/km? dan terendah di Kecamatan

Mandau Talawang sebesar S jiwa/km?2. Kecamatan Tamban Catur dan Kapuas

Hilir memiliki luas wilayah terkecil di Kabupaten Kapuas namun kepadatan

penduduknya cukup tinggi diantara kecamatan lainnya. Kecamatan dengan

kepadatan penduduk tinggi sejak Tahun 2020 sampai dengan 2024 yaitu Selat,

Tamban Catur, dan Kapuas Hilir.

Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kapuas Tahun

2021 - 2024
Luas 2021 2022 2023 2024
Kecamatan Wilayzah Jumlah Kepadatan Jumlah Kepadatan Jumlah Kepadatan Jumlah Kepadatan
(km?) Penduduk | Penduduk | Penduduk | Penduduk | Penduduk | Penduduk | Penduduk | Penduduk
iigfaas 360 22.000 61 22.200 117 | 22253 56 22.710 57
I:aaTubran 66 17.200 259 17.700 267 | 17.108 189 17.210 190
ﬁ:ﬁfs 202 30.800 152 31.700 157 | 31.403 170 31.890 173
Selat 112 71.700 642 73.900 661 | 72.382 1.025 73.246 1.037
Bataguh 282 42.300 150 42.500 151 |  44.054 107 44,666 108
Basarang 206 23.800 116 24.000 117 | 24917 113 25.370 115
E?l‘i’r”as 91 15.000 165 15.400 160 | 14732 179 14.780 180
Pulau Petak 135 23.200 172 23.400 173 | 23.796 129 24.070 130
Kapuas 288 28.600 99 28.900 100 | 29.930 65 29.108 65
Murung
Dadahup 203 13.500 67 13.600 67 | 13.925 23 14.060 23
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e 2021 2022 2023 2024
Kecamatan Wilayzah Jumlah Kepadatan Jumlah Kepadatan Jumlah Kepadatan Jumlah Kepadatan
(km?) Penduduk Penduduk Penduduk Penduduk Penduduk Penduduk Penduduk Penduduk
g:’r’:tas 480 22.300 46 22.800 48 | 22555 53 22.760 53
Mantangai 6.128 45.600 7 45.900 7| 47502 7 48.260 8
Timpah 2.016 12.300 6 12.600 6| 12543 7 12.720 7
Kapuas 1.146 18.600 16 19.100 17 | 19.156 10 19.490 10
Tengah
Pasak 687 10.700 16 10.700 16 | 10.842 11 10.890 11
Talawang
ﬁaﬁas 1.074 11.800 9 11.900 9| 11823 10 11.870 10
Mandau
1.322 6.900 5 7.000 5 6.985 4 7.080 5
Talawang
Total 14.999 416.300 28 423.210 28 | 425.186 25 430.180 25

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan faktor pembangunan yang penting
untuk diperhatikan. Aspek ini meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,
kesejahteraan sosial, dan sosial budaya. Beberapa indikator penting untuk
mengetahui kondisi perekonomian antara lain: penilaian Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Indikator sosial budaya
termasuk angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, lama harapan sekolah,
kelompok kesenian, dan sarana olahraga. Berikut ini merupakan penjelasan secara

rinci dalam sub bab aspek kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Gambaran kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten

Kapuas dijabarkan sebagai berikut:

A. Pertumbuhan PDRB
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tingkat regional/provinsi
menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan nilai tambah
dari hasil aktivitas ekonomi pada suatu waktu tertentu (BPS). Dengan kata lain
PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan
menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa.
Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi
seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta
semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.
Data PDRB Kabupaten Kapuas menggunakan data BPS untuk analisis

perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Kapuas dengan penilaian harga
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konstan maupun harga berlaku. PDRB harga konstan (riil) yang dapat
dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke
tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menunjukkan kemampuan
sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk
menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan peranan kategori
ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang
menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas
dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata

ekonomi per kapita.

Tabel 2.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten

Kapuas 2020 - 2024 (Milyar Rupiah)

Kategori Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023* 2024**

A Pertanian, Kehutanan, dan 43291 47920 51749 5.566,6 6.1629
Perikanan
Pertambangan dan 1549,2 23475 50189 45456 41062
Penggalian
Industri Pengolahan 2.176,3 2.521,3 2952,3 3.159,5 3.288,3
Fengadaan  Listik - dan 15,3 16,03 17, 17,2 16,0
Pengadaan Air,

E Pengelolaan Sampah, 12,0 13,07 15,6 17,2 18,9
Limbah dan Daur Ulang

F Konstruksi 1.298,8 1.483,5 1656,7 1.819,4 1.979,5
Perdagangan Besar dan

G Eceran; Reparasi Mobil 2.7915 2.876,5 3190,9 3,486,7 3.687,0
dan Sepeda Motor
Transportasi dan

H Pergudangan 697,1 742,3 803,4 911,9 1.022

| Penyediaan ~Akomodasi 2626 280,2 2982 329,9 360,0
dan Makan Minum

J Informasi dan Komunikasi 1745 188,9 1945 2121 2250

K Jasa  Keuangan  dan 656,9 7027 806,6 8793 94,4
Asuransi

L Real Estat 524,7 542,3 553,8 5874 638,6

M,N Jasa Perusahaan 45 48 52 6,2 7,0

0 Administrasi
Pemerintahan, 646,8 696,9 7329 7115 845,4
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib

P Jasa Pendidikan 917,2 926,1 985,0 1.072,2 1.160,6

Q Jasa Kesehatan dan 3471 416,4 439,0 540,6

- : 490,9

Kegiatan Sosial

R,S,TU Jasa Lainnya 140,5 145,3 1498 160,7 1745

Produk Domestik Regional Bruto 16.544,1 18.695,9 229949 23.974,4 25.168,6

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Kapuas Menurut Lapangan Usaha 2020-2024
Keterangan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha meningkat
selama kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2020 Nilai PDRB berdasar ADHB
cenderung menurun (16,54 triliun rupiah) akibat kondisi pandemi Covid-19 yang
terjadi di seluruh dunia dan Indonesia pada tahun 2020 mulai akhir Triwulan I
2020 turut mempengaruhi pencapaian PDRB. Namun pada tahun 2023, angka

sementara nilai PDRB mencapai 23.974,4 triliun yang menunjukkan adanya
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perbaikan ekonomi pada setiap sektor lapangan usaha pasca pandemi. Lima
tahun terakhir tiga lapangan usaha dominan yang menyumbang PDRB terbesar
adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; Perdagangan Besar dan
Eceran; dan industri pengolahan. Pertanian, kehutanan, dan perikanan
merupakan sektor yang terus konsisten mengalami kenaikan meskipun dalam
keadaan pandemi. Nilai PDRB berdasar ADHB dapat dicermati pada tabel
berikut.

PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar
2010), secara umum menunjukkan peningkatan pada periode 2018-2024. Pada
tahun 2019 mencapai 10,91 triliun, pada Tahun 2018 mencapai sebesar 10,1
triliun Rupiah, dan pada Tahun 2017 mencapai 9,5 triliun rupiah. Pada Tahun
2020, dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 diperkirakan nilai PDRB ADHK
sempat turun menjadi sebesar 10,7 triliun Rupiah, namun mulai Tahun 2021
terjadi peningkatan cukup signifikan menjadi 11,3 triliun Rupiah sampai dengan
Tahun 2024 menjadi 13,4 triliun Rupiah. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
tetap menjadi sektor unggulan PDRB di Kabupaten Kapuas. Sektor dan
peningkatan PDRB secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kapuas 2018 - 2024 (Milyar Rupiah)

Kategori Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*
A Pertanian, Kehutanan, 24895 26479 26793 27537 27763 28474 2.968,9
dan Perikanan
Pertambangan dan 17992 19427 1749,2 1.886,9 23737 25822 2.780,1
Penggalian
Industri Pengolahan 1.126,8 1.207,5 1.297,6 1.345,8 1.398,1 1.472,9 1.428,5
Pengadaan Listrik dan 8,4 8,9 10,1 10,8 10,9 107 9,5
Gas '
Pengadaan Air, 59 6,0 6,7 6,8 73 8,1
E Pengelolaan Sampah, 7,6
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 829,8 880,0 809,8 8724 944,6 1.018,6 1.083,2
Perdagangan Besar
G Eceran; Reparasi Mobil 1.512,4 1.640,7 1.607,0 1.636,4 1703,9 1.831,4 1.919,2
dan Sepeda Motor
H Transportasi dan 3529 3844 3947 456 437.2 4628 4867
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi 165,4 171,7 159,6 163,7 173,7 199,5
| ) 188,7
dan Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 112,2 117,2 128,5 139,9 140,7 150,5 158,1
K "Aasa Keuangan dan 381,0 405,3 435,3 4664 4855 518,6 546,9
suransi
L Real Estat 272,5 285,1 287,8 288,0 290,3 300,9 320,0
M,N Jasa Perusahaan 28 3,0 2,8 29 3,0 3,4 3,7
0 Administrasi
Pemerintahan, 355,5 30938 389,6 4493 4554 4409 502,5
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 502,8 538,7 559,6 564,5 588,5 619,9 655,9
Q Jasa Kesehatan dan 189,6 1974 199,8 222,3 230,7 2640
; ) 249,6
Kegiatan Sosial
RS,T,U Jasa Lainnya 75,7 81,2 80,5 80,7 82,3 87,4 91,8
Produk Domestik Regional Bruto 10.182,4 10.911,5 10.797,9 11.306,0 12.102,2 12.793,8 13.426,6
Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2025
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Keterangan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Dari data BPS Kabupaten Kapuas tahun 2025, nilai PDRB Kabupaten Kapuas
berdasar atas harga konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kapuas
menurut lapangan wusaha periode 2017-2024 mengalami fluktuasi yang
mencerminkan dinamika ekonomi daerah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada
tahun 2022 sebesar 7,54% sebagai dampak dari pemulihan pasca pandemi,
sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada 2020 sebesar -0,11% akibat
pandemi COVID-19 yang memukul hampir seluruh sektor. Sektor transportasi,
konstruksi, dan pengadaan air menunjukkan laju pertumbuhan yang signifikan
di beberapa tahun, meskipun tidak selalu stabil, sementara sektor pertanian
sebagai basis utama tumbuh relatif moderat. Beberapa sektor seperti akomodasi,
pemerintahan, dan jasa lainnya sempat mengalami kontraksi, namun kembali
menunjukkan tren positif setelah tahun 2021. Proyeksi tahun 2024
menunjukkan sedikit perlambatan menjadi 4,95%, sehingga diperlukan strategi
berkelanjutan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan mendorong sektor-

sektor potensial sebagai penggerak utama ekonomi daerah.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kapuas 2017 - 2024 (Persen)

Kategori Lapangan Usaha 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024*

A Pertanian,  Kehutanan, | 545 | 400 | 636 | 141 | 188 | 149| 256 | 427
dan Perikanan

B Pertambangan a@an | y541| o75 | 797 | -905| 1224 | 1967 | 88t 7,66
Penggalian
Industri Pengolahan 5,39 8,87 7,16 5,52 1,90 7,67 5,35 -3,01
rongadaan Lk dan | 571 | 1298 | 594 | 1052 | 512 | 559 | 16| 1125
Pengadaan Air,

E Pengelolaan Sampah, 1,62 3,75 1,35 | 10,02 1,80 7,98 5,48 5,79
Limbah dan Daur Ulang

F Konstruksi 520 | 463 | 605| -7.98 | 828 | 7.72| 1784| 634
Perdagangan Besar dan

G Eceran; Reparasi Mobil 8,96 8,06 848 | -2,05 1,51 4,45 7,48 4,79
dan Sepeda Motor

H Transportasi dan | 1144 | 893 | 893| 266| 506| 557| 572| 516
Pergudangan

| Penyediaan ~Akomodasi | g4 | 744 | 375 | .537 | 165| 521 | 863 | 571
dan Makan Minum

J Informasi dan Komunikasi 6,65 6,74 4,46 9,32 6,76 2,89 6,'99 5,00

K Jasa  Keuangan dan | g7, | 506 | 37| 690 | 430 | 744 | 683 | 547
Asuransi

L Real Estat 445 | 562 | 461 094 008| 081 | 363| 635

MN Jasa Perusahaan 592 | 625 | 794 -667 | 317 | 421 | 1347 | 875

° Adminisirasi 017 | 559 | 1079 | -081| 1186 | 422 | -317 | 13,96
Pemerintahan,
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Kategori Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* | 2024**
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Waijib

P Jasa Pendidikan 6,39 6,90 7,13 3,49 0,67 4,87 533 5,81

Q Jasa  Kesehatan dan | goo | 33 | 415 | 174 | 1236 | 222 | 822| 574
Kegiatan Sosial

RSTU Jasa Lainnya 6,59 6,96 733 | -091 0,29 2,02 6,18 5,05

Produk Domestik Regional Bruto 7,62 7,01 7,16 -1,04 4,71 7,04 571 4,95

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2025
Keterangan: * angka sementara

**) angka sangat sementara

C. Distribusi Persentase PDRB

Distribusi PDRB Kabupaten Kapuas cenderung konsisten selama 5 tahun

terakhir (2017-2021). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan

perekonomian utama masyarakat Kabupaten Kapuas karena memiliki kontribusi

terbesar sekitar 25% setiap tahunnya. Dilihat dari PDRB ADHB, sektor kedua

penyumbang terbesar adalah sektor Industri pengolahan yang cenderung

meningkat selama S tahun terakhir. Pada tahun 2017 sebesar 11,66% hingga

pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 13,73%. Sedangkan sektor terendah di

Kabupaten Kapuas adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah,

dan daur ulang dengan hanya 0,7% setiap tahunnya.

Tabel 2.8 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan

Usaha Kabupaten Kapuas 2018 - 2024 (Persen)

Kategori Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 25,21 25,31 26,17 25,50 22,50 23,22 24,49
B Pertambangan dan Penggalian 13,38 12,24 9,36 11,84 21,84 18,96 16,31
C Industri Pengolahan 11,64 11,62 13,15 13,73 12,84 13,18 13,07
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,08 0,09 0,09 0,07 0,07 0,06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
dan Daur Ulang
F Konstruksi 8,28 8,31 7,85 7,99 7,20 7,59 7,87
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 1625 | 16,99 1687 | 1553 13,87 14,54 14,61
Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 3,81 4,07 4,21 4,04 3,49 3,80 4,06
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,73 1,68 1,59 1,48 1,30 1,38 1,43
J Informasi dan Komunikasi 0,96 0,95 1,05 1,03 0,85 0,88 0,89
K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,63 3,68 3,97 3,87 3,51 3,67 3,75
L Real Estat 3,18 3,09 3,17 2,92 2,41 2,45 2,54
M,N Jasa Perusahaan 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03
0 AdmlnlstraS| .Peme.rllntahan, Pertahanan dan 367 374 3.91 3.93 3.19 2,07 3.36
Jaminan Sosial Waijib
P Jasa Pendidikan 5,25 5,30 5,54 5,03 4,28 4,47 4,61
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,01 2,02 2,10 2,15 1,91 2,05 2,15
R,S,TU | Jasa Lainnya 0,83 0,84 0,85 0,78 0,65 0,67 0,69
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2025
Keterangan:

*) angka sementara
**) angka sangat sementara

Pada tahun 2019, laju ekonomi meningkat 0.1% menjadi 7,16% dengan tertinggi

bergeser ke sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
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Wajib. Hingga pada tahun 2020 tingkat pertumbuhan ekonomi minus 1,04%
akibat pandemi Covid-19. Pada saat pandemik tersebut sektor listrik dan gas
menyumbang ekonomi sebesar 13,25 dibanding sektor lainnya yang cenderung
minus. Terakhir pada tahun 2021, tingkat ekonomi membaik dengan 4,71%
dengan setiap sektor meningkat dibanding pada tahun 2020.

m Kapuas MKalteng M Indonesia

7,04

6,5

571

4,71

3,6 3.7

2,07

Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kapuas 2020 - 2024 (Persen)
Sumber: Diolah dari Data BPS, 2025

Jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Indonesia,
Kabupaten Kapuas dalam kurun waktu tahun 2020-2024 yang selalu diatas
angka LPE Indonesia. Sedangkan tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid 19 LPE
Kalimantan Tengah mencapai -1,4 persen, LPE nasional sebesar -2,07 persen,
dan Kapuas -1,04 lebih tinggi dibanding nasional dan Kalimantan Tengah. LPE
Kabupaten Kapuas selalu di atas Provinsi Kalimantan Tengah, dilihat pada 5

tahun terakhir pada tahun 2020 hingga 2024.

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 11-19



5 L
"Z"v /1/"‘\ I ——— ey
S s’ >
__/ S '“"‘. i
£ 4 E -
') ROV mALMAN AN e . i a
ROV KALMANTAN BARAT ;) \\' - A (L =
( ‘\':D‘" B

LAUT Jawa ), = Y | r——

Gambar 2.5 Prioritas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah menyebutkan Kabupaten Kapuas
termasuk prioritas kedua dalam penanganan pertumbuhan ekonomi. Prioritas
tersebut berdasarkan tingkat kondisi keparahan kemiskinan, pengangguran, dan
kondisi pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dilakukan seperti, pemulihan
konsumsi masyarakat dengan jalan meningkatkan pemberian dan ketepatan
bantuan sosial khususnya bagi masyarakat miskin yang terdampak, pemberian
stimulus ekonomi kepada pelaku usaha potensial, meningkatkan belanja

pemerintah, dan stimulus ekspor.

. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat
kemakmuran penduduk suatu daerah. PDRB per kapita merupakan gambaran
rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil aktivitas
produksi seluruh kegiatan ekonomi. Pendapatan perkapita merupakan rata-rata
nilai PDRB setiap penduduk setelah dikurangi dengan pendapatan faktor neto
yang keluar/masuk, biaya penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Oleh
karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per
kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi
sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Tabel dibawah ini merupakan PDRB Per Kapita berdasarkan harga berlaku:
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Gambar 2.6 Grafik PDRB Per Kapita Harga Berlaku
Kabupaten Kapuas Tahun 2022-2024
Sumber Data: BPS Kapuas Dalam Angka 2025

PDRB per kapita Kabupaten Kapuas mengalami peningkatan di setiap tahunnya,
hingga mencapai puncak pada tahun 2024 (58,5 juta rupiah per kapita). PDRB
Kabupaten Kapuas paling banyak ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; serta Perdagangan Besar dan

Eceran.

. Laju Inflasi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan
jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga
barang atau jasa di suatu wilayah, kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan
istilah laju inflasi. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat
disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang
meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan
spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi

barang. Inflasi secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Tabel 2.9 Laju Inflasi Tahun 2020-2024

Tahun | Sampit | Kapuas Sukamara Palangka Raya Kalimantan Tengah
2020 1,62 - - 0,71 1,03
2021 4,62 - - 2,58 3,32
2022 5,99 - - 6,51 6,32
2023 2,56 - - 2,68 2,64
2024 1,18 1,08 1,19 0,88 1,03

Sumber: BPS Kapuas Dalam Angka, 2025
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Di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat dua kota yang dijadikan referensi
penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) setiap bulannya untuk perhitungan
secara nasional, yaitu Kota Palangka Raya dan Sampit. Pada tahun 2020, laju
tertinggi inflasi di Kota Sampit sebesar 1,62 persen, diikuti oleh Kota Palangka
Raya sebesar 0,71 persen. Pada tahun 2021, tingkat inflasi meningkat di sekitar
angka 3,32%. Pada tahun 2022 inflasi Kalimantan secara umum naik 3%
mencapai 6,32%.

Kabupaten Kapuas mulai termasuk kabupaten/kota inflasi sejak tahun 2024,

Dari hasil penghitungan inflasi Kabupaten Kapuas yaitu sebesar 1,08.

F. Kemiskinan

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan
kesejahteraan, pemerataan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. Tujuan ini
juga sejalan dengan SDGs pertama, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan
di manapun. Definisi BPS, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang
untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan maupun bukan makanan
yang diukur dari pengeluaran. Kemiskinan merupakan permasalahan krusial
karena hasil dari kebijakan aspek sosial, budaya, dan politik. Sehingga fokus
utama penanggulangan kemiskinan dimulai dari segi kesehatan, pendidikan,
makanan, dan perumahan.

Dibawah ini merupakan tabel garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan
persentase penduduk miskin di Kabupaten Kapuas. Garis kemiskinan digunakan
sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin
berdasarkan pengeluaran rupiah per kapita per bulan. Batas kemiskinan ini
mengalami peningkatan setiap tahun dari 2019 ke 2024. Tahun 2019 sebesar Rp.
305.809 dan tahun 2024 sebesar Rp 508.022 .

Tabel 2.9 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kapuas 2019 - 2024

Tahun Ggris Kemiskinan Juml‘ah‘Pen.duduk Persentage ‘
(rupiah/kapita/bulan) Miskin (ribu) Penduduk Miskin

2019 305.809 18,23 5,09
2020 332.999 18,17 5,04
2021 345.272 19,45 5,35
2022 424.066 20,18 5,52
2023 485.958 19,19 5,21
2024 508.022 19,47 5,25

Sumber: Kabupaten Kapuas Dalam Angka 2025

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 [1-22



Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kapuas menunjukkan grafik
fluktuatif, terdapat penurunan selama periode 2019 — 2020, namun pada tahun
2021, terjadi peningkatan 0,31% jumlah penduduk miskin menjadi 19.450 jiwa.
Peningkatan ini disebabkan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga 2021
dimana masyarakat kesulitan pekerjaan atau meningkatkan pendapatan. Pada
tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022, yaitu sebesar 5,21%.
Pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding 2023 yaitu sebesar 5,25%
Masalah kemiskinan masih menjadi tugas untuk pemerintah daerah karena
melalui kemiskinan bisa muncul permasalahan lainnya. Selain memberikan
bantuan, pengentasan masalah kemiskinan pada kelompok tertentu dapat
diperkuat melalui pemberdayaan masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan

berkelanjutan.

G. Gini Ratio

Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan
pendapatan penduduk secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini di antara 0 hingga 1.
Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat
ketimpangan yang semakin tinggi. Sedangkan apabila bernilai O, indikator
tersebut menunjukkan adanya pemerataan pendapatan penduduk. Dengan kata
lain, Rasio Gini suatu daerah diupayakan agar mendekati O untuk menunjukkan
adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Jika nilai Indeks Gini
kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”, jika nilainya
antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”, dan jika
nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.
Berikut ini merupakan tabel Rasio Gini Kabupaten Kapuas pada tahun 2017 -
2024.

Tabel 2.10 Rasio Gini Kabupaten Kapuas 2017 - 2024

No. Tahun Rasio Gini Kriteria

1. 2017 0,310

2. 2018 0,328

3. 2019 0,344

4. 2020 0,316 Ketimpangan
S. 2021 0,312 Moderat

6. 2022 0.303

7. 2023 0.305

8 2024 0,309

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2025
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Di Kabupaten Kapuas Gini Ratio menunjukkan ketimpangan moderat selama 8
tahun terakhir (2017 - 2024) secara konsisten. Indeks tertinggi pada tahun 2019
(0,344) dan terendah pada tahun 2022 (0.303). Setahun terakhir, yaitu pada
tahun 2024, indeks gini Kabupaten Kapuas 0,309 menggambarkan kesenjangan
pendapatan antar penduduk semakin baik bila dibandingkan dari tahun 2017-
2024.

Tabel 2.11 Ratio Gini Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan
Nasional 2017 - 2024

No Skala 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

1. | Kabupaten | 5161 0308|0344 | 0316 |0,312 | 0,303 | 0,305 | 0,309
Kapuas

o, | Kalimantan | 545\ 5345 | 0336 | 0,320 | 0,362 | 0,319 | 0,317 | 0,304
Tengah

3. | Nasional 0,390 | 0,389 | 0,380 | 0,385 | 0,384 | 0,381 | 0,388 | 0,381

Sumber: BPS Kab. Kapuas, BPS Prov Kalimantan Tengah, dan BPS Indonesia, 2025

Jika dibandingkan rata-rata gini ratio secara provinsi, Kabupaten Kapuas
memiliki kesenjangan rata-rata yang lebih rendah di Kalimantan Tengah dalam
lima tahun terakhir (2020-2024). Secara nasional, Kabupaten Kapuas pada
tahun 2024 juga lebih baik dibanding rata-rata Indonesia (0,381) pada tahun
yang sama (BPS Kab. Kapuas dan BPS Indonesia, 2025).

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembahasan mengenai fokus kesejahteraan sosial meliputi:

A. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang
memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf
latin, huruf arab, dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.
Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan
dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian
besar penduduk untuk memperoleh kemampuan membaca dan menulis.

Tabel 2.13 Angka Melek Huruf Kabupaten Kapuas Tahun 2021-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2025

Indikator Tahun
2022 2023 2024
Angka Melek
Huruf Usia 15 98,74 98,93 98,40
Keatas
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Angka melek huruf di Kabupaten Kapuas dapat dikatakan stabil pada kisaran
98%, mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024, dimana pada tahun 2023
angka melek huruf di Kabupaten Kapuas menjadi 98,93%, sedangkan tahun
2024 sebesar 98,4%. Penurunan ini disebabkan karena adanya anak yang
berkebutuhan khusus (ABK) yang hingga usia lebih dari 15 tahun belum dapat
membaca, dan/atau belum terbaharuinya data kependudukan yang
menyebutkan masih pelajar, belum bersekolah atau PAUD, sehingga dianggap
belum dapat membaca. Namun pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami

peningkatan.

B. Rata-rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah
dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh
jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan
tingkat pendidikan terakhir. Rata-rata lama sekolah menunjukkan tren
peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan rata-rata 7,93%,
dimana pada tahun 2024 kondisi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kapuas
adalah 7,93 tahun. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa masyarakat
Kabupaten Kapuas semakin menyadari pentingnya pendidikan dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Berikut adalah grafik rata-rata lama sekolah di

Kabupaten Kapuas Tahun 2020 hingga 2024.
8
79 7,93

7,8 7,84
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Gambar 2.7 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kapuas Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2025
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C. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyak
penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Makin
tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu
daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar
dalam mengakses pendidikan secara umum. Angka Partisipasi Sekolah
dibedakan menjadi dua yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka
Partisipasi Kasar (APK). APM mengukur proporsi anak usia sekolah yang
bersekolah tepat waktu sedangkan APK menunjukkan partisipasi penduduk yang
sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu. Nilai
APK SD/MI di Kabupaten Kapuas melebihi 100% yang artinya kapasitas
pendidikan dasar dapat menampung kebutuhan anak sekolah dasar secara baik.
Sementara Angka Partisipasi Murni SMA/SMK sederajat hanya mencapai 53,82%
yang artinya usia penduduk yang sekolah pada jenjang SMA sederajat belum
mencukupi atau melebihi usia sekolah yang seharusnya. Berikut adalah angka

partisipasi sekolah di Kabupaten Kapuas.

Tabel 2.14 Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi

Sekolah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 s/d 2024

. Tahun
Uraian
2022 2023 2024

Angka Partisipasi Murni (%)
1. SD/MI (%) 99,79 99,77 99,32
2. SMP/MTS (%) 74,29 74,7 75,98
3. SMA/SMK/MA Sederajat 53,82 51,12 58,17
Angka Partisipasi Kasar (%)
1. SD/MI (%) 109,01 108,85 109,36
é.MP/MTS (%) 90,28 84,91 80,94
3. SMA/SMK/MA Sederajat 87,18 85,21 91,35
Angka Partisipasi Sekolah (%)
1. SD/MI (%) 99.94 99.81 99,32
2. SLTP/MTS (%) 93,22 94,56 91,42
3. SMA/SMK/MA Sederajat 71,2 70,12 67,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2025

D. Angka Kelulusan

Angka kelulusan di Kabupaten Kapuas disebabkan oleh capaian prestasi siswa
secara akademik sesuai dengan standar kelulusan yang telah ditentukan, sistem
pendidikan yang diterapkan, kurikulum yang diberlakukan dan kualitas pendidik

yang baik dalam mengantarkan siswa mengikuti ujian. Upaya untuk
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memperbaiki hal ini adalah adanya pengawasan kepada seluruh siswa
menjelang, saat dan pasca ujian, dan adanya kerjasama antara sekolah dan
orang tua dalam proses pendidikan, hingga pelaksanaan ujian kelulusan
berlangsung. Capaian angka kelulusan siswa SD dan SMP dalam tahun 2020-
2024 di Kabupaten Kapuas telah mencapai 100%, selengkapnya dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Angka Kelulusan di Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021

No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
1 Angka Kelulusan SD (%) 100% 100% 100% 100% 100%
2 Angka Kelulusan SMP (%) 100% 100% 100% 100% 100%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

E. Angka Harapan Lama Sekolah

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan
kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator
Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator
sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi
karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama
Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang
diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang.
Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya
sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan
yang ditempuh). Peningkatan harapan lama sekolah terjadi di setiap tahunnya
dimana pada tahun 2024, harapan lama sekolah mencapai 13,01 tahun atau
seseorang berumur 7 (tujuh) tahun ke atas diharapkan dapat bersekolah sampai
dengan pendidikan perguruan tinggi. Berikut adalah grafik Angka Harapan Lama
Sekolah di Kabupaten Kapuas pada tahun 2020-2024.
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Gambar 2.11 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kapuas
Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kapuas Dalam Angka 2025
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F. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang memadai adalah unsur penting dalam mendukung
kualitas pendidikan. Fasilitas ini tidak hanya memengaruhi kenyamanan dan
motivasi siswa, tetapi juga membantu guru menyampaikan materi pelajaran dengan
lebih efektif. Oleh karena itu, investasi fasilitas pendidikan yang baik merupakan
langkah yang penting di dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di semua
jenjang. Fasilitas pendidikan mencakup berbagai aspek, dengan capaian indikator
pembangunan fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Kapuas selama lima

tahun terakhir terdapat di Tabel 2.16.

Tabel 2. 16 Capaian Pembangunan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Kapuas
No. Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik

Sekolah pendidikan SMP/MTs
kondisi bangunan baik

Rasio ketersediaan

3. sekolah/penduduk usia sekolah n/a n/a n/a n/a n/a
pendidikan dasar

Rasio ketersediaan sekolah terhadap

n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a n/a

4, penduduk usia sekolah pendidikan n/a n/a n/a n/a n/a
menengah
5 dR:Ss;? guru/murid sekolah pendidikan 110 110 110 110 111

Rasio guru terhadap murid

6. i 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14
pendidikan menengah

7 Rasio guru/murid per kelas rata-rata 114 114 114 114 114
sekolah dasar

8 Rasio guru terhadap murid per kelas 1:98 1-30 1-30 1-30 1-30
rata-rata

9 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil n/a n/a n/a n/a n/a
menamatkan SD
Angka melek huruf penduduk usia

10.  15—24 tahun, perempuan dan laki- 99,14 98,69 99,11 99,00 98,7
laki (%)
Penduduk yang berusia > 15 Tahun

. melek huruf (tidak buta aksara) i i i it 4

12 Guru yang memenuhi kualifikasi n/a n/a n/a n/a n/a

S1/D-IV
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, 2023

Berdasarkan data yang tersedia, dapat dilihat bahwa nilai Angka Melek Huruf (AMH)
sebesar 98,7 persen pada penduduk usia 15—24 tahun menunjukkan bahwa hampir
semua orang dalam kelompok usia ini di daerah tersebut memiliki kemampuan

membaca dan menulis yang baik. Hal ini menunjukkan kualitas pendidikan yang
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tinggi dan akses yang baik ke fasilitas pendidikan, serta potensi kesetaraan gender
dalam pendidikan. Namun, nilai AMH hanya mencerminkan aspek tertentu dari
pendidikan, sehingga perlu melihat lebih lanjut untuk memahami kondisi
pendidikan secara keseluruhan untuk memahami kondisi pendidikan di Kabupaten

Kapuas.

Rasio guru/murid yang lebih rendah (misalnya, 1:11) pada tingkat sekolah dasar
mengindikasikan bahwa setiap guru memiliki tanggung jawab terhadap jumlah
murid yang lebih sedikit, yang dapat memungkinkan interaksi lebih personal di
antara guru dan murid. Hal ini dapat mendukung pemahaman yang lebih baik dan
perhatian yang lebih besar terhadap setiap siswa. Rasio guru/murid yang lebih tinggi
(misalnya, 1:30) pada tingkat sekolah menengah mengindikasikan bahwa setiap
guru bertanggung jawab terhadap jumlah murid yang lebih besar, sehingga interaksi
personal antara guru dan murid mungkin lebih terbatas. Ini bisa mengakibatkan

tantangan dalam memberikan perhatian individu kepada setiap siswa.

Baik di sekolah dasar maupun menengah, rasio guru terhadap murid per kelas rata-
rata adalah 1:14. Ini menunjukkan bahwa dalam kelas-kelas tersebut, jumlah guru
dan muridnya relatif seimbang, yang bisa mendukung pembelajaran yang efektif.
Jika dibandingkan, rasio guru/murid di sekolah dasar (1:11) lebih rendah daripada
di sekolah menengah (1:14). Ini menggambarkan fokus lebih besar pada interaksi
personal di tingkat dasar, sementara di tingkat menengah, guru harus mengelola

kelas dengan jumlah murid yang sedikit lebih besar.

Penting untuk diingat bahwa rasio guru/murid adalah salah satu aspek dari sistem
pendidikan. Kualitas pengajaran, kurikulum, dan dukungan tambahan juga
memainkan peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Kondisi fisik dan sumber
daya sekolah juga dapat memengaruhi cara pendidikan diberikan. Oleh karena itu,
rasio guru/murid perlu dipertimbangkan bersama dengan faktor-faktor lain dalam

menganalisis sistem pendidikan suatu daerah atau negara.

Jika dilihat dari kualitas fasilitas pendidikan Kabupaten Kapuas dari sisi nonfisik
maka bisa dikatakan Kabupaten Kapuas memiliki fasilitas pendidikan yang cukup
baik, namun ada keterbatasan untuk menginterpretasikan kualitas pendidikan dari
segi fisik karena tidak tersedianya data dari OPD terkait seperti sekolah pendidikan
SD/MI kondisi bangunan baik; sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan
baik; rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar; rasio
ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah.

Adapun terdapat tiga indikator nonfisik yang datanya tidak tersedia yakni proporsi
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murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar; penduduk yang berusia >
15 tahun melek huruf (tidak buta aksara); guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-
V.

G. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu
daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang
bayi yang baru lahir. Angka Harapan Hidup merupakan indikator untuk
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk,
dan derajat kesehatan. Usia harapan hidup di Kabupaten Kapuas terus
mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 72,42 tahun hingga tahun 2024
yang mencapai 72,86 tahun. Peningkatan usia harapan hidup dapat dilakukan
dengan intervensi program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya
seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, serta pemberantasan
kemiskinan. Berikut adalah usia harapan hidup di Kabupaten Kapuas.

72,9 72,86
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Gambar 2.9 Usia Harapan Hidup Kabupaten Kapuas Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2025

H. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indeks komposit untuk
mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang
pembangunan manusia. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM
dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan
Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
(pendidikan) serta Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (standar hidup

layak/ekonomi). Selama periode 2018-2024 angka IPM Kabupaten Kapuas
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menunjukan tren meningkat. Hal ini disebabkan karena meningkatnya indikator
komposit penyusun IPM yakni Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah,
Rata-rata lama sekolah. Berikut ini perkembangan indikator komponen IPM di
Kabupaten Kapuas pada Tahun 2018-2024.

Tabel 2.17 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen
Penyusunannya di Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2022

Komponen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Angka Harapan Hidup 68,64 68,69 72,42 72,45 72,71 72,75 72,86
Harapan Lama Sekolah 12,54 12,9 12,92 12,93 12,94 12,96 13,01
Rata-rata Lama Sekolah 8,41 8,54 8,59 8,64 7,64 7,84 7,93
PPP disesuaikan 10.738 | 11.063 | 11.015 | 11.148 | 11.377 | 11.829 | 11.791
IPM Kapuas 68,68 69,38 69,48 69,63 70,01 72,40 72,98
IPM Kalimantan Tengah | 70,42 70,91 71,05 71,25 | 71,63 73,73 74,28
IPM Nasional 71,39 71,92 71,94 | 72,29 73,77 74,39 75,02

Sumber: Data BPS diolah, 2025
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Tabel diatas menunjukkan perkembangan IPM Kabupaten Kapuas dan Provinsi
Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 2018-2024. Terlihat bahwa IPM
Kabupaten Kapuas mengalami kenaikan dimana pada tahun 2024 IPM
Kabupaten Kapuas mencapai 72,98. Kondisi yang sama juga ditemukan di
tingkat provinsi dan nasional. Akan tetapi, perkembangan IPM Kabupaten
Kapuas berada dibawah IPM Provinsi Kalteng dan secara Nasional, yang artinya
pemerintah Kabupaten Kapuas harus lebih serius dalam peningkatan kualitas
sumber daya manusia melalui

peningkatan akses pelayanan kesehatan,

pendidikan, dan standar hidup yang layak.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase banyaknya angkatan kerja
terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK
adalah indikator besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (supply) yang

dapat terlibat dalam produksi barang/jasa.
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Gambar 2.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kapuas
Tahun 2021-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2024

TPAK pada tahun 2021 di Kabupaten Kapuas pada posisi 70,23 poin pada tahun
2021. Namun pada tahun 2022, mengalami penurunan ke 66,43 poin, membaik

kembali pada tahun 2023 (66,58) dan tahun 2024 (71,52) poin.

J. Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran
terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten
Kapuas mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2024. Pada tahun 2020
dan 2021, tingkat pengangguran terbuka mengalami sedikit penurunan. Hal
tersebut mengindikasi bahwa Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 tidak
berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Kapuas, walaupun
tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia meningkat.
Akan tetapi, TPT di Kabupaten Kapuas lebih tinggi jika dibandingkan tingkat
pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia. Pada 2023,
kondisi Kabupaten Kapuas dan seluruh Indonesia mulai membaik yang dapat

dilihat dari penurunan tingkat pengangguran terbuka.

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 [1-32



4,98 4,91

3,91
4 3,66 3,61

2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2.11 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kapuas
Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2025

K. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Indonesia maka capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
dapat dilihat dari 4 (empat) pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar
pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar hukum dan
tata kelola. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini dimaksudkan untuk
meningkatkan capaian pembangunan daerah dengan tetap mempertahankan
kualitas lingkungan hidup.

Indikator TPB sebanyak 220 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten
Kapuas telah dihitung pencapaiannya, dimana 27 indikator telah mencapai target
nasional yang ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017. Sedangkan 30 indikator
sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, 21 indikator yang
dilaksanakan namun tidak memiliki target nasional dan 142 indikator belum ada
datanya. Kabupaten Kapuas sedang dalam merumuskan perubahan atas RPJMD
Tahun 2018-2023. Untuk menyempurnakan dokumen perencanaan tersebut,
maka perlu melihat gambaran umum capaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan Kabupaten Kapuas yang terlihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.18 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020

No. NO. CAPAIAN Sesuai
TPB LA S INDIKATOR LIRS W (1518 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Meningkatnya persentase
penduduk yang menjadi
Mengakhiri Proporsi peserta peserta jaminan
Kemiskinan dalam jaminan kesehatan kesehatan melalui SJSN o o o .
1 Segala Bentuk 1.3.1.(a) melalui SUSN Bidang Bidang Kesehatan 0 0 55,98% 71,36% 71,31% Tidalk
Dimanapun Kesehatan. menjadi minimal 95%
pada tahun
2019
Persentase rumah Meningkatnya akses air
Mengakhiri tangga yang memiliki minum layak untuk 40%
1 Kemiskinan dalam | ) 4 1 4 akses terhadap penduduk N/A N/A 60,96% 62,42% 71,89% Tidak
Segala Bentuk layanan sumber air berpendapatan
Dimanapun minum layak dan terbawah pada tahun
berkelanjutan. 2019 menjadi 100%.
Persentase rumah Meningkatnya akses
Mengakhiri s sanitasi layak untuk 40%
Kemiskinan dalam tangga yang memiliki penduduk
1 1.4.1.(e) akses terhadap N/A N/A 50,62% 52,91% 69,55% Tidak
Segala Bentuk 1 N berpendapatan
- ayanan sanitasi layak
Dimanapun dan berkelaniutan terbawah pada tahun
Jutarn. 2019 menjadi 100%.
Meningkatnya Angka
.. Partisipasi Murni
g:;?jkmig; dalam Angka Partisipasi SD/MI/
1 Seoala Bentuk 1.4.1.(g) Murni (APM) Sederajat pada tahun 97,35 95,32 92,73 94,04 89,63 Tidak
8 SD/MI/sederajat. 2019 menjadi 94,78%
Dimanapun .
(2015:
91,23%).
Meningkatnya Angka
Mengakhiri Angka Partisipasi Partisipasi Murni
1 Kemiskinan dalam | 4 Murni (APM) SMP/MTs/ Sederajat 69,59 70,16 69,28 69,53 63,62 Tidak
Segala Bentuk SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019
Dimanapun Jat. menjadi 82,2% (2015:
79,97%).
Mengakhiri Persentase penduduk Kepemilikan akta la{.ur
Kemiskinan dalam umur 0-17 tahun untuk penduduk 40%
1 1.4.1.() s berpendapatan terbawah 65,89 95,88 89,3 97,75 93,82 Ya
Segala Bentuk dengan kepemilikan
Dimanapun akta kelahiran pada tahun 2019
p : menjadi 77,4%
1 Mengakhiri 1.4.1.(k) Persentase rumah Meningkatnya akses - - 78,97 79,59 79,93 Tidak
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No. NO. CAPAIAN Sesuai
TPB TUJUAN TPB INDIKATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Kemiskinan dalam tangga miskin dan penerangan untuk
Segala Bentuk rentan yang sumber penduduk 40%
Dimanapun penerangan berpendapatan terbawah
utamanya listrik baik menjadi 100% pada
dari PLN dan bukan tahun
PLN. 2019.
.. Jumlah korban
Mengak.hlrl meninggal, hilang, (tidak ada dalam .
Kemiskinan dalam dan terkena dampak lampiran Tidak
1 Segala Bentuk 1.5.1% p p 0 0 25% 30% 30% ada
. bencana per 100.000 Perpres 59/2017)
Dimanapun target
orang.
Meningkatnya jumlah
Mengakhiri Jumlah lokasi lokasi pengu atgr.l
> pengurangan risiko
Kemiskinan dalam penguatan bencana daerah pada
1 Segala Bentuk 1.5.1.(a) pengurangan risiko pac 0 0] 0 5 lokasi 0] Tidak
. tahun 2019 menjadi 39
Dimanapun bencana daerah. daerah (2015: 35
daerah).
Jumlah daerah Meningkatnya jumlah
bencana daerah bencana
Mengakhiri alam/bencana sosial alam /bencana sosial
> yang
Kemiskinan dalam yang mendapat mendapat pendidikan
1 Segala Bentuk 1.5.1.(d) pendidikan layanan bat p 0 0 0 0 0 Tidak
Dimanapun Khusus layanan khusus pada
(SMAB=Sekolah/ tahun. 2019 menjadi 450
(2015:
Madrasah Aman 100)
Bencana) ’
Menurunnya indeks
Mengakhiri Indeks risiko bencana EIS;IZZna ada pusat-
Kemiskinan dalam pada pusat-pusat usat err‘)cumbihan an
1 Segala Bentuk 1.5.1.(¢) pertumbuhan yang Eerisik% tinggi dari 5%’ g 0 0 0 59% 54% Ya
Dimanapun berisiko tinggi. .4 .
menjadi 118,6 di 133
kabupaten/Kota
(2014:169,4).
Mengakhiri Jumlah kerugian (tidak ada dalam o o Tidak
! Kemiskinan dalam 1.5.2.(a) ekonomi langsung lampiran 0 80% 30% 0 0 ada
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No. NO. CAPAIAN Sesuai
TPB TUJUAN TPB INDIKATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Segala Bentuk akibat bencana. Perpres 59/2017)
Dimanapun
.. Dokumen strategi .
Mengakhiri pengurangan risiko (tidak ada dalam
1 Kemiskinan dalam 1.5.3% bencana (PRB) lampiran 0 0 0 0 0 Tidak
Segala Bentuk - - Perpres 59/2017) ada
- tingkat nasional dan
Dimanapun daerah.
Menghilangkan
AKAfSEE:;z? Prevalensi 3 kel 3 kel
Ketahanan Ketldakcgkupan (tldak ada dalam 7 kel. (APBD) 6 | (APBD) 15 19 kel. Tidak
.. . Konsumsi Pangan lampiran (APBD) 5 ada
2 Pangan dan Gizi 2.1.1 N/A kel. kel. (APBN)
. (Prevalence of Perpres 59/2017) kel. (APBN) Target
yang Baik, serta . (APBN) (APBN)
> Undernourishment).
Meningkatkan
Pertanian
Berkelanjutan
. Menurunnya proporsi
i&;z}g)zlrl:r?gkan penduduk dengan
Mencapai dengan asupan kalori | kalor minimmum di 2185 | 21028 | 2077 | 2205
Ketahanan 8 b kkal/kapit | kkal/kapi | kkal/kapi | kkal/kapi
.. minimum di bawah bawah
2 Pangan dan Gizi 2.1.2.(a) . . N/A a t ta ta Ya
ang Baik, serta 1400 . . 1400 kkal/kapita/hari /hari a/hari / hari /hari
yans it kkal/kapita/hari. pada tahun 2019
Meningkatkan menjadi 8,5 %
Pertanian . o
Berkelanjutan (2015: 17,4%).
1}\{/Ieclra1g}aurl:;1gkan Menurunnya prevalensi
Menf:)a i ’ Prevalensi stunting stunting (pendek dan
Ke tahap;lan (pendek dan sangat sangat pendek) pada
2 Pangan dan Gizi 2.2.1.(a) pendek) pada anak di | anak di bawah dua 39,30% 44,10% 41,53% | 42,37% 42,37% Tidak
ang Baik, serta bawah dua tahun/baduta pada
yang ; tahun/baduta. tahun 2019 menjadi 28%
Meningkatkan (2013:
Pertanian 32 90/'
Berkelanjutan 9%).
Menghilangkan Menurunnya prevalensi
Kelaparan, anemia pada ibu hamil
Mencapai . . pada tahun 2019
2 2.2.2.(a) Prevalensi anemia . 1 9,70% 9,70% 14% 20,73% 14,98% Ya
Ketahanan menjadi
Pangan dan Gizi 28% (2013: 37,1%).
yang Baik, serta
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CAPAIAN
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TPB TUJUAN TPB INDIKATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Meningkatkan
Pertanian
Berkelanjutan
Menghilangkan
Kelaparan, P S
. A ersentase bayi usia
Mencapai Persentase bayi usia .
. kurang dari 6 bulan yang
Ketahanan kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif
2 Pangan dan Gizi 2.2.2.(b) yang mendapatkan aap o 49% 52% 40% 66,40% 71,76% Ya
. . menjadi 50% pada tahun
yang Baik, serta ASI eksklusif. R
> (2013: 38%).
Meningkatkan
Pertanian
Berkelanjutan
Meningkatnya kualitas
Menghilangkan Kualitas konsumsi konsumsi pangan yang
Kelaparan, pangan yang diindikasikan oleh skor
Mencapai diindikasikan oleh Pola Pangan Harapan
Ketahanan skor Pola Pangan (PPH) mencapai 92,5
2 Pangan dan Gizi 2.2.2.(c) Harapan (PPH) (2014: 81,8), dan tingkat N/A 86,3 84,1 77,8 82.1 Tidak
yang Baik, serta mencapai; dan konsumsi ikan menjadi
Meningkatkan tingkat konsumsi 54,5 kg/kapita/tahun
Pertanian ikan. pada
Berkelanjutan tahun 2019 (2015: 40,9
kg/kapita/tahun).
Menjamin
Kehidupan yang
Sehat dan Menurunnya angka
Meningkatkan Ancka Kematian Tbu kematian ibu per 100 102 / 75,56 / 75,54 / 99,32 / 48,93 /
3 Kesejahteraan 3.1.1* (AKgI) ribu kelahiran hidup 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Ya
Seluruh Penduduk ’ pada tahun 2019 KH KH KH KH KH
Semua Usia menjadi 306 (2010: 346).
Menjamin Proporsi perempuan Meningkatnya persentase
: pernah kawin umur :
Kehidupan yang 15-49 tahun van persalinan oleh tenaga
Sehat dan o et kesehatan terampil pada 5.152 6982 6693 5844 5889
3 Meningkatkan 3.1.2*% b . . tahun 2019 menjadi 95 (70,3%) (95,30%) (94,75%) (83,94 %) (85,87%) Tidak
- terakhirnya ditolong
Kesejahteraan oleh tenaga kesehatan 7%
Seluruh Penduduk enag (2015: 91,51%).
- terlatih.
Semua Usia
3 Menjamin 3.1.2.(a) Persentase Meningkatnya persentase 5.152 5526 5205 4415 4428 Tidak
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No. NO. CAPAIAN Sesuai
TPB TUJUAN TPB INDIKATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Kehidupan yang perempuan pernah persalinan di fasilitas (70,3%) (75,43%) (73,68%) (63,42%) (64,57%)
Sehat dan kawin umur 15-49 pelayanan kesehatan
Meningkatkan tahun yang proses pada tahun 2019
Kesejahteraan melahirkan menjadi 85 % (2015:
Seluruh Penduduk terakhirnya di fasilitas | 75%).
Semua Usia kesehatan.
Menjamin
Kehidupan yang Angka Kematian (tidak ada dalam 557 | 10,64/100 | 0.58/100 | 0,66/100 | 0,65 Tidak
Sehat dan Balita (AKBa) per .
3 Meningkatkan 3.2.1* 1000 kelahiran lampiran /1000 0 0 0 /1000 ada
. - . Perpres 59/2017) KH KH KH KH KH Target
Kesejahteraan hidup.
Seluruh Penduduk
Semua Usia
Menjamin
Kehidupan yang Angka Kematian . .
Sehat dan Neonatal (AKN) per (tldak ada dalam 4,69/100 7,70/1000 3,80/100 3.30/ 4,24/100 Tidak
3 Meningkatkan 3.2.2% 1000 kelahiran lampiran 0 KH 0 1000 0 ada
. - . Perpres 59/2017) KH KH KH KH Target
Kesejahteraan hidup.
Seluruh Penduduk
Semua Usia
Menjamin
Kehidupan yang
enurune ke
Meningkatkan Angka Kematian Bayi | ' op. 00 higup ad 5,13% 9,35% 1.30/100 | 1.30/100 | 4,56/100
3 Kesejahteraan 3.2.2.(a) (AKB) per 1000 5019 mé’nPa o4 (35/1000 | (9/1000 0 0 0 Ya
Seluruh Penduduk e kelahiran hidup. : J KH) KH) KH KH KH
. (2012- 2013: 32).
Semua Usia
Kesejahteraan
Seluruh Penduduk
Semua Usia
Menjamin Meningkatnya persentase
h Persentase kabupaten/ kota yang
Kehidupan yang o/ SO
Schat dan kabupate'n / koota yang mencalpal iO Yo imunisasi
3 Meningkatkan 3.2.2.(b) mencapai 80% dasar lengkap pada bayi N/A N/A N/A 70 80 Tidak
. imunisasi dasar pada tahun 2019
Kesejahteraan lengkap pada bayi menjadi
Seluruh Pendudulk 95% (2015: 71,2%).
Semua Usia
Menjamin Prevalensi HIV pada Menurunnya prevalensi
3 Kehidupan yang 8:3.1.3) populasi dewasa. HIV pada populasi 23 4,84 100 21 N/A Ya
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No. NO. CAPAIAN Sesuai
TPB TUJUAN TPB INDIKATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Sehat dan dewasa tahun 2019
Meningkatkan menjadi <0,5% (2014:
Kesejahteraan 0,46%).
Seluruh Penduduk
Semua Usia
II\{/I:}rlliJ;;m:n an Menurunnya prevalensi
Sehat dan Yane Insiden Tuberkulosis | Tuberculosis (TB) per 107/ 115/ 88.4/ 95.9/ 51.2/
3 Meninekatkan 3.3.2.(a) (ITB) per 100.000 100.000 penduduk pada 100000 100000 100000 100000 100000 Ya
ng e penduduk. tahun 2019 menjadi 245 pddk pddk pddk pddk pddk
Kesejahteraan 2013: 297
Seluruh Penduduk ( ’ ):
Semua Usia
Menjamin
Kehidupan yang
Sehat dan Keiadian Malaria per (tidak ada dalam Tidak
3 Meningkatkan 3.3.3* IOJOO oran p lampiran Perpres API: 0.38 API:1.17 | API:1.12 | API:0.32 | API: 0.07 ada
Kesejahteraan g 59/2017) target
Seluruh Penduduk
Semua Usia
%:ﬁggg;ln yang Persentase
Sehat dan kabupaten/kota yang | 4.y ada dalam . | Tidak
. melakukan deteksi . 18 PKM : 26 pkm :
3 Meningkatkan 3.3.4.(a) .. . ; lampiran Perpres N/A N/A N/A ada
. dini untuk infeksi 69,23% 100%
Kesejahteraan Hepatitis B 59/2017) target
Seluruh Penduduk cpatits B.
Semua Usia
II\(/I:}rlliJ;lrln lgn an Jumlah orang yang Filariasis
ban yang Memerlukan intervensi | (tidak ada dalam Filariasis : ) Tidak
Sehat dan terhadap penyakit lampiran 0 ; kusta : 0 ada
3 Meningkatkan 3.3.5* adap penyaxit p N/A N/A N/A ; " | :kusta:8
- tropis yang terabaikan | Perpres 59/2017) 18 Orang Target
Kesejahteraan (Filariasis orang
Seluruh Penduduk
] dan Kusta).
Semua Usia
g:ﬁ;;nl:n an Menurunnya prevalensi
Sehat dr;n yang tekanan darah tinggi
3 Meningkatkan 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan pada o 35,76% 36,56% 39,14% 51,50% 51,50% Tidak
Kesejahteraan darah tinggi tahun 2019 menjadi
o, . o,
Seluruh Penduduk 24,3% (2013: 25,8%).
Semua Usia
3 Menjamin 3.4.2.(a) Jumlah Meningkatnya jumlah 75% 80% 85% 90% 100% Ya
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No. NO. CAPAIAN Sesuai
TPB TUJUAN TPB INDIKATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Kehidupan yang kabupaten/kota yang Kabupaten/Kota yang
Sehat dan memiliki puskesmas memiliki puskesmas
Meningkatkan yang yang
Kesejahteraan menyelenggarakan menyelenggarakan upaya
Seluruh Penduduk upaya kesehatan kesehatan jiwa pada
Semua Usia jiwa. tahun 2019 menjadi 280
(2015: 80).
Menjamin Persentase
Kehidupan yang ketersediaan obat
Sehat dan dan vaksin di (tidak ada dalam Tidak
3 Meningkatkan 3.b.1.(a) Puskesmas. lampiran 0 0 92% 100% 97,42% ada
Kesejahteraan Perpres 59/2017)
Seluruh Penduduk
Semua Usia
Menjamin
g:r?éiitdaiian yang Meningkatnya persentase
Inklusif dan Merata Persentase SD/MI S].D / .MI terakreditasi
o minimal B pada tahun
4 serta 4.1.1.(a) terakreditasi 2019 menjadi 84,2% 33,18 32,75 35,22 36,17 36,66 Tidak
Meningkatkan minimal B. ]
(2015:68,7%).
Kesempatan
Belajar Sepanjang
Hayat untuk
Semua
Menjamin
Kualitas
Pendidikan yang Meningkatnya persentase
Inklusif dan Merata Persenta; c S.MP/ MTs SMP/MTs terakreditasi
serta tera}{redltam minimal B pada tahun .
4 Meningkatkan 4.1.1.(b) minimal B. 2019 menjadi 81% 40,07 41,09 41,34 42,85 43,8 Tidak
Kesempatan (2015:62,5%).
Belajar Sepanjang
Hayat untuk
Semua
Menjg un Meningkatnya Angka
Kualitas . . . .
. 1 Angka Partisipasi Partisipasi Kasar (APK)
Pendidikan yang Kasar (APK) SD/MI/sederajat pad
4 Inklusif dan Merata | 4.1.1.(d) . jat pada 115,32 113,16 107,97 105,68 97,41 Tidak
serta SD/MI/sederajat. tahun %Ol9 m«f:njadl0
Meningkatkan 114,09% (2015: 108%).
Kesempatan
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No. NO. CAPAIAN Sesuai
TPB TUJUAN TPB INDIKATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Belajar Sepanjang
Hayat untuk
Semua
Menjamin
Kualitas
Pendidikan yang Meningkatnya APK
Inklusif dan Merata Angka Partisipasi SMP/MTs/sederajat
serta Kasar (APK) pada .
4 Meningkatkan 4.1.1.(e) SMP/MTs/sederajat. tahun 2019 menjadi 97,69 98,25 98,25 100,39 78,28 Tidak
Kesempatan 106,94% (2015: 100,7%).
Belajar Sepanjang
Hayat untuk
Semua
Menjamin
Kualitas .
g Meningkatnya rata-rata
Pendidikan yang
Inklusif dan Merata Rata-rata lama larpa §ekolah penduduk
serta sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
4 . 4.1.1.(g) umur 215 tahun. pada tahun 2019 7,09 7,5 7,51 7,52 7,59 Tidak
Meningkatkan 2di 8.8 tahun (2015:
Kesempatan menjadi 8,8 tahun ( ’
. . 8,25 tahun).
Belajar Sepanjang
Hayat untuk
Semua
Menjamin
Kuah.ta's Meningkatnya APK anak
Pendidikan yang . . . o
Inklusif dan Merata Angka Partisipasi yang'm'englkutl .
serta Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia
4 Meningkatkan 4.2.2.(a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 65,94 67,06 36,61 32,92 75,31 Tidak
Kesempatan Dini (PAUD). 2019 menjadi 77,2%
. . (2015: 70,06%).
Belajar Sepanjang
Hayat untuk
Semua
Menjamin Rasio Angka 4.1. Rasio Angka
Kualitas Partisipasi Murni Partisipasi Murni (APM)
Pendidikan yang (APM) perempuan/ perempuan /laki-laki di
Inklusif dan Merata . laki-laki di (1) SD/MI/paket A yang .
4 serta 4.5.1 SD/MI/sederajat; (2) setara gender pada 89,62 84,81 83,42 83,47 83,7 Tidak
Meningkatkan SMP/MTs/sederajat; tahun 2019.
Kesempatan (3) SMA/SMK/MA/ 4.2 Rasio APM
Belajar Sepanjang sederajat; dan Rasio perempuan/laki-laki di
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No.

NO.

CAPAIAN

Sesuai

Sanitasi yang
Berkelanjutan

dan industri, serta
penyediaan air baku
untuk pulau-pulau.

menjadi

118,6 m3/detik (2015:
51,44 m3/detik) dan
penyediaan air baku
untuk 60 pulau.

TPB TUJUAN TPB INDIKATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Hayat untuk Angka Partisipasi SMP/MTs/ Paket B yang
Semua Kasar (APK) setara gender pada
perempuan/laki-laki di | tahun
(4) Perguruan Tinggi. 2019.
4.3 Rasio APK
perempuan/laki-laki di
SMA/SMK/MA yang
setara gender pada
tahun 2019.
4.4 Rasio APK
perempuan /laki-laki
pada
PT dan PTA yang setara
gender pada tahun 2019.
Menjamin
Kualitas .
Pendidikan yang Merﬁngkai[nga 1iata—rata
Inklusif dan Merata Persentase angka angka melek axsara
serta melek aksara penduduk usia di atas 15
4 . 4.6.1.(a) tahun pada tahun 2019 98,07 99,15 98,7 99,11 99 Ya
Meningkatkan penduduk umur 215 i2di 96.1% (2015:
Kesempatan tahun menjadi 96,1% ( ’
. . ’ 95,2%).
Belajar Sepanjang
Hayat untuk
Semua
Menjamin Persentase rumah Meningkatnya akses
Ketersediaan i1i1 s terhadap layanan air
serta Pengelolaan tangga yang memiliki minum layak pada tahun .
6 Air Bersih dan 6.1.1.(a) ?;?Safrgli%gr air 2019 menjadi 100% 0 0 77,6 83,9 87,6 Tidalk
Sanitasi yang f (2014:70%).
g minum layak.
Berkelanjutan
Meningkatnya kapasitas
prasarana air baku
Menjamin Kapasitas prasarana untuk
Ketersediaan air baku untuk melayani rumah tangga,
serta Pengelolaan melayani rumah perkotaan dan industri 0.041 0.088 0.131
6 Air Bersih dan 6.1.1.(b) tangga, perkotaan pada tahun 2019 N/A N/A m3/det m3/det m3/det Tidak
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No. NO. CAPAIAN Sesuai
TPB TUJUAN TPB INDIKATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Menjamin . . Meningkatnya akses
. Proporsi populasi :
Ketersediaan s terhadap layanan air
6 serta Pengelolaan 6.1.1.(c) %’:r;%l;nrf?élrﬁ{;;ksiis minum layak pada tahun 0 0 0 0.72% 0 Tidak
Air Bersih dan T m}i’num aman dan 2019 menjadi 100% e
Sanitasi yang berkelaniutan (2014:70%).
Berkelanjutan J )
Menjamin Meningkatnya akses
. Persentase rumah e
Ketersediaan i1i1s terhadap sanitasi yang
6 serta Pengelolaan | ¢ 5 1 1) | layak pada tahun 2019 N/A N/A 50,62% | 52,91% | 69,55% Tidak
Air Bersih dan R ) ap menjadi 100% (2014: A IR OO0
Sanitasi ayanan sanitasi o
anitasi yang lavak 60,9%).
Berkelanjutan yax.
Meniamin Meningkatnya jumlah
Ke teJr sediaan Jumlah desa/kelurahan yang
desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi 16
serta Pengelolaan . 27 29 32
6 Air Bersih dan 6.2.1.(c) melaksanakan Total Berbasis Desa/Kel | hoca/Kel | Desa/Kel | Desa/Kel 39 Ya
Sanitasi van - Sanitasi Total Masyarakat (STBM) Desa/Kel
Berkelanyu t angn Berbasis Masyarakat menjadi 45.000 pada
J (STBM). tahun 2019 (2015:
25.000).
Menjamin Jumlah 16
Ketersediaan desa/kelurahan yang (tidak ada dalam Desa/Kel 27 32 39 Tidak
6 serta Pengelolaan 6.2.1.(d) Open Defecation lampiran Desa/Kel 29 Desa/Kel Desa/Kel ada
Air Bersih dan B Free (ODF)/ Stop Perpres 59/2017) Desa/Kel Target
Sanitasi yang Buang Air Besar
Berkelanjutan Sembarangan (SBS).
Menjamin Jumlah Terbangunnya
Ketersediaan E:r%iﬁafr?/ kota yang infrastruktur air limbah
serta Pengelolaan infras t%u Ktur air dengan sistem terpusat
6 Air Bersih dan 6.2.1.(e) limbah denean skala kota, kawasan, N/A N/A 5 Unit 9 Unit 16 Unit Ya
Sanitasi yang sistern ter gsat skala komunal pada tahun
Berkelanjutan p 2019 di 438
kota, kawasan dan
kabupaten/kota.
komunal.
Menjamin
Ketersediaan Proporsi rumah (tidak ada dalam Tidak
serta Pengelolaan tangga yang terlayani lampiran ada
6 Air Bersih dan 6.2.1.(f) sistem pengelolaan Perpres 59/2017) N/A N/A 263 RT 348 SR 407 RT Target
Sanitasi yang air limbah terpusat.
Berkelanjutan
6 Menjamin 6.3.1.(a) Jumlah Peningkatan kualitas N/A N/A 1 Unit 1 Unit 1 Unit Ya
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No. NO. CAPAIAN Sesuai
TPB TUJUAN TPB INDIKATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Ketersediaan kabupaten/kota yang pengelolaan air limbah
serta Pengelolaan ditingkatkan kualitas sistem setempat melalui
Air Bersih dan pengelolaan lumpur peningkatan kualitas
Sanitasi yang tinja perkotaan dan pengelolaan lumpur tinja
Berkelanjutan dilakukan perkotaan dan
pembangunan pembangunan Instalasi
Instalasi Pengolahan Pengolahan Lumpur
Lumpur Tinja (IPLT). Tinja
(IPLT) di 409
kabupaten/kota.
Menjamlp . (tidak ada dalam
Ketersediaan Proporsi rumah . .
serta Pengelolaan tangga yang terlayani lampiran Tidak
6 ; ne 6.3.1.(b) ngea yang teriay Perpres 59/2017) N/A N/A 795RT | 2370 RT | 4306 RT ada
Air Bersih dan sistem pengelolaan T
. . arget
Sanitasi yang lumpur tinja.
Berkelanjutan
Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi yang
Inklusif dan
Berkelanjutan, Laiu pertumbuhan (tidak ada dalam Tidak
8 Kesempatan Kerja 8.1.1* PDJB per Kkapita lampiran Perpres N/A 12,09 11,1 8,76 -12,97 ada
yang Produktif P pita. 59/2017) Target
dan Menyeluruh,
serta Pekerjaan
yang Layak untuk
Semua
Meningkatkan
Pertumbuhan Meningkatnya Produk
Ekonomi yang Domestik Bruto (PDB)
Inklusif dan per
Berkelanjutan, PDB per kapita. kapita per tahun menjadi
8 Kesempatan Kerja 8.1.1.(a) lebih dari Rp 50 juta 34,2 38,33 42,59 46,32 40,31 Tidak
yang Produktif pada
dan Menyeluruh, tahun 2019 (2015: Rp
serta Pekerjaan 45,2 juta).
yang Layak untuk
Semua
Meningkatkan Tingkat (tidak ada dalam Tidak
8 Pertumbuhan 8.5.2* pengangguran lampiran NA 5,42 4,08 5,37 4,98 ada
Ekonomi yang terbuka berdasarkan Perpres 59/2017) Target
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CAPAIAN

Sesuai

TPB TUJUAN TPB INDIKATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Inklusif dan jenis kelamin dan
Berkelanjutan, kelompok umur.
Kesempatan Kerja
yang Produktif
dan menyeluruh,
serta Pekerjaan
yang Layak untuk
Semua
Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi yang
Inklusif dan
Berkelanjutan, Tinekat seteneah (tidak ada dalam Tidak
8 Kesempatan Kerja 8.5.2.(a) eng an rarflg lampiran Perpres NA 8735 7514 10403 10076 ada
yang Produktif pengangsu 59/2017) Target
dan Menyeluruh,
serta Pekerjaan
yang Layak untuk
Semua
Membangun Meningkatnya laju
Infrastruktur yang
. pertumbuhan PDB
Tangguh, Laju pertumbuhan . .
Meningkatkan PDB industri 1ndgstr1 mar%ufa.ktur. .
9 . . 9.2.1.(a) sehingga lebih tinggi dari 6,63 9,31 9,9 10,12 13,1 Ya
Industri Inklusif manufaktur.
. pertumbuhan PDB
dan Berkelanjutan, .
(2015: 4,3%).
serta Mendorong
Inovasi
Meneurangi Koefisien Gini pada
Kese%lb'lan ’:’m Koefisien Gini. tahun
10 Jans 10.1.1* 2019 menjadi 0,36 0,327 0,31 0,328 0,344 0,316 Ya
Intra- dan (2014:
Antarnegara 0,41).
Mengurangi Jumlah daerah Jumlah daerah tertinggal
Kesenjangan tertinggal yang yang terentaskan
10 Intra- dan 10.1.1.(b) terentaskan. sebanyak 80 kabupaten 13 32 56 o4 119 Ya
Antarnegara pada tahun 2019.
I\K/I:Srﬁ:.l;ini; Berkurangnya Desa
10 Jang 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal | Tertinggal sebanyak 112 112 134 120 104 Ya
Intra- dan
5.000 desa
Antarnegara
10 Mengurangi 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri. Meningkatnya Desa 0 0 0 0 1 Ya
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No. NO. CAPAIAN Sesuai
TPB TUJUAN TPB INDIKATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Kesenjangan Mandiri paling sedikit
Intra- dan sebanyak 2.000 desa.
Antarnegara
Menjadikan Kota Jumlah korban
dan Permukiman meninggal, hilang (tidak ada dalam Tidak
11 Inklusif, Aman, 11.5.1* dan terkena dampak lampiran 0 0 50% 60% 72% ada
Tangguh dan bencana per 100.000 Perpres 59/2017) Target
Berkelanjutan orang.
Menjadikan Kota Indeks Risiko
. . Menurunnya Indeks
dan Permukiman Bencana Indonesia Risiko Bencana (IRB)
11 Inklusif, Aman, 11.5.1.(a) (IRBI). - o 1o 0 0 0 59% 54% Tidak
mencapai 30% hingga
Tangguh dan
. tahun 2019.
Berkelanjutan
Menjadikan Kota Jumlah sistem Tersedianya sistem
dan Permukiman 11.5.1.(c) eringatan dini cuaca eringatan dini cuaca
11 | Inklusif, Aman, peringe perng 0 0 0 1 0 Ya
dan iklim serta dan
Tangguh dan 1
. kebencanaan. iklim serta kebencanaan.
Berkelanjutan
Menjadikan Kota
dan Permukiman Jumlah kerugian (tidak ada dalam Tidak
11 Inklusif, Aman, 11.5.2.(a) ekonomi langsung lampiran 0 0 0 0 0 ada
Tangguh dan akibat bencana. Perpres 59/2017) Target
Berkelanjutan
Menjadikan Kota Meningkatnya cakupan
dan Permukiman Persentase sampah penanganan sampah Tidak
11 Inklusif, Aman, 11.6.1.(a) perkotaan yang perkotaan menjadi 80% 69,66 70,63 48,61 33.99 27,92
Tangguh dan tertangani. pada tahun 2019 (2013:
Berkelanjutan 46%).
Terwujudnya kota hijau
yang berketahanan iklim
dan bencana melalui
. Jumlah kota hijau pengembangan dan
Menjadikan Kota Y penerapan green water,
. ang mengembangkan
dan Permukiman dan menerapkan sreen | ST€e0 waste (pengelolaan
11 Inklusif, Aman, 11.6.1.(b) nerapxan g sampah dan limbah 0 0 0 0 0 Tidak
T waste di kawasan .
angguh dan melalui reduce-reuse-
. perkotaan
Berkelanjutan . recycle), green
metropolitan. .
transportation
khususnya di 7 kawasan
perkotaan metropolitan,
hingga tahun 2019.
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No. NO. CAPAIAN Sesuai
TPB TUJUAN TPB INDIKATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Terwujudnya kota hijau
Jumlah kota hijau yang berketahanan iklim,
Menjadikan Kota yang menyediakan melalui penyediaan
dan Permukiman ruang terbuka hijau ruang
11 Inklusif, Aman, 11.7.1.(a) di kawasan terbuka hijau, paling 0 0] 0 0 0] Tidak
Tangguh dan perkotaan sedikit di 12 kawasan
Berkelanjutan metropolitan dan perkotaan metropolitan
kota sedang. dan 20 kota sedang,
hingga tahun 2019.
Menjadikan Kota Dokumen strategi
dan Permukiman 11.b.2* neuranean ri %k (tidak ada dalam Tidak
11 Inklusif, Aman, pengurangarn tisixo lampiran 0 0 0 0 0 ada
bencana (PRB)
Tangguh dan . Perpres 59/2017) Target
. tingkat daerah.
Berkelanjutan
. Dokumen strategi Menurunnya Indeks
Mengambil N . . .
. pengurangan risiko Risiko Bencana melalui
Tindakan Cepat bencana (PRB) tingkat | strategi pengurangan
13 untuk Mengatasi 13.1.1* . g trategl pengurang 0 0 0 1 Dok 0 Ya
. nasional dan risiko bencana tingkat
Perubahan Iklim .
dan Dampaknya daerah. nasional dan daerah
hingga tahun 2019.
Mengambil Jumlah korban
Tindakan Cepat meninggal, hilang (tidak ada dalam Tidak
13 untuk Mengatasi 13.1.2* dan terkena dampak lampiran 0 30% 30% 50% 50% ada
Perubahan Iklim bencana per 100.000 Perpres 59/2017) Target
dan Dampaknya orang.
Menguatkan
Masyarakat yang
Inklusif dan
Damai untuk
Pembangunan
Berkelanjutan, Jumlah kasus
Menyediaan keiahatan (tidak ada dalam Tidak
16 Akses Keadilan 16.1.1.(a) J lampiran 6 7 N/A N/A N/A ada
pembunuhan pada
untuk Semua, dan . Perpres 59/2017) Target
satu tahun terakhir.
Membangun
Kelembagaan
yang Efektif,
Akuntabel, dan
Inklusif di Semua
Tingkatan
16 Menguatkan 16.6.1.(a) Persentase Meningkatnya persentase WTP WTP WTP WTP WTP Ya
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No.

NO.

CAPAIAN

Sesuai

TPB TUJUAN TPB INDIKATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Masyarakat yang peningkatan Opini opini Wajar Tanpa
Inklusif dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
Damai untuk Pengecualian (WTP) laporan keuangan pada
Pembangunan atas Laporan tahun 2019 untuk
Berkelanjutan, Keuangan Kementerian/Lembaga:
Menyediaan Kementerian/ 95%, Provinsi: 85%,
Akses Keadilan Lembaga dan Kabupaten:60%, Kota:
untuk Semua, dan Pemerintah Daerah 65% (2015 untuk K/L:
Membangun (Provinsi/Kabupaten/ 74%, Provinsi: 52%,
Kelembagaan Kota). Kabupaten: 30%,
yang Efektif, Kota:41%).

Akuntabel, dan
Inklusif di Semua
Tingkatan
Menguatkan
Masya}*akat yang Meningkatnya persentase
Inklusif dan .
. Skor B atas Sistem
Damai untuk Persentase s .
. . Akuntabilitas Kinerja
Pembangunan peningkatan Sistem . -
. o) . . Instansi Pemerintah

Berkelanjutan, Akuntabilitas Kinerja

. - (SAKIP) untuk
Menyediaan Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga:

16 Akses Keadilan 16.6.1.(b) Kementerian/Lembaga 85%. Provinsi: 75% sa: 60,88 (B) 61,11 (B) 62,03 (B) 64,75 (B) 66,44 (B) Ya

untuk Semua, dan dan Pemerintah % o b
. Kabupaten/Kota: 50%
Membangun Daerah (Provinsi/ .
pada tahun 2019 (2015:
Kelembagaan Kabupaten/Kota). - o o
ang Efektif, K/L: 60,24%, Provinsi:
¥ ¢ 0,30%, Kabupaten/Kota:
Akuntabel, dan 2.38%)
Inklusif di Semua ool
Tingkatan
Menguatkan
Masyarakat yang
Inklusif dan Persentase .
. Meningkatnya
Damai untuk penggunaan E-
penggunaan E-
Pembangunan procurement
Berkelanjutan terhadap belanja procurement terhadap

16 . ’ 16.6.1.(c) belanja pengadaan 76 80 86 92 94 Ya

Menyediaan pengadaan.

Akses Keadilan
untuk Semua, dan
Membangun
Kelembagaan
yang Efektif,

menjadi 80% pada tahun
2019
(2013: 30%).

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

48




No. NO. CAPAIAN Sesuai
TPB TUJUAN TPB INDIKATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Akuntabel, dan
Inklusif di Semua
Tingkatan
Menguatkan
Masyarakat yang Meningkatnya persentase
Inklusif dan Damai . . instansi pemerintah yang
Persentase instansi e e L
untuk merintah van memiliki nilai Indeks
Pembangunan pemenntan yang Reformasi Birokrasi Baik
. memiliki nilai Indeks -
Berkelanjutan, S . untuk Kementerian/
. Reformasi Birokrasi s o
Menyediaan Baik Kementerian/ Lembaga menjadi 75%, Ya
16 Akses Keadilan 16.6.1.(d) Lembaga dan Provinsi: 60%, - - 56,18 - 56,45
untuk Semua, dan & Kabupaten/Kota: 45%
Pemerintah .
Membangun D o pada tahun 2019 (2015:
aerah (Provinsi/ .
Kelembagaan Kabupaten/Kota) untuk K/L: 47%,
yang Efektif, p ’ Provinsi:
Akuntabel, dan NA, Kabupaten/Kota:
Inklusif di Semua NA).
Tingkatan
Menguatkan
Masyarakat yang
Inklusif dan
Damai untuk
Pembangunan Persentase
Berkelaniutan keterwakilan Meningkatnya
- ’ perempuan di Dewan keterwakilan perempuan
Menyediaan Perwakilan Rakyat di DPR dan DPRD (Hasil
1 0, 0, 0, 0, O,
16 ﬁlrijfli Iézzcllaljndan 16.7.1.(a) (DPR) dan Dewan Pemilu 2014 untuk DPR: 30% 30% 30% 30% 27,50% Ya
Membaneun ? Perwakilan Rakyat 16,6%).
Kelembagan Daerah (DPRD).
yang Efektif,
Akuntabel, dan
Inklusif di Semua
Tingkatan
Menguatkan
Masyarakat yang Meningkatnya persentase
Inklusif dan Persentase anak yang anak yang memiliki akte
Damai untuk memiliki akta kelahiran menjadi 85%
16 | pembangunan 16.9.1.6) | 1 ciahiran. pada tahun 2019 (2015: 65,89 95,88 89,3 97,75 93,82 Ya
Berkelanjutan, 75%).
Menyediaan
Akses Keadilan
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No. NO. CAPAIAN Sesuai
TPB TUJUAN TPB INDIKATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
untuk Semua, dan
Membangun
Kelembagaan
yang Efektif,

Akuntabel, dan
Inklusif di Semua
Tingkatan

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kapuas, 2022
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2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas
hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat
Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab.
Pembangunan keolahragaan diupayakan dapat meningkatkan dinamika
kegiatan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat. Berbagai kegiatan
keolahragaan dilaksanakan baik di tingkat kabupaten ataupun pengiriman atlet
di tingkat provinsi, regional, maupun nasional.
A. Seni, Budaya, dan Olahraga
Dalam pengembangan seni dan budaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas
mendorong dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan seni budaya melalui kegiatan-
kegiatan festival, lomba, baik yang bersifat kesenian tradisional maupun
kesenian modern. Di bidang olahraga, komitmen Pemerintah Daerah untuk
mengembangkan olahraga secara umum maupun tradisional, merupakan
bagian penting dari kebijakan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas
sumber daya manusia secara khusus dalam mengembangkan bakat dan potensi
pemuda dan remaja dan juga diharapkan dapat menyumbangkan prestasi yang
tidak hanya pada skala lokal akan tetapi juga pada skala nasional. Beberapa
indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masayarakat terkait seni
budaya dan olahraga antara lain jumlah grup kesenian, jumlah gedung
kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Data terkait

beberapa indikator tersebut termuat di Tabel 2.21.

Tabel 2. 19 Capaian Indikator Bidang Seni Budaya dan Olahraga di Kabupaten Kapuas

Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah grup kesenian (grup) 39 39 39 39 40
Jumlah gedung kesenian (gedung) 1 1 1 1 1
Jumlah klub olahraga (klub) 37 37 37 37 37
Jumlah gedung olahraga (gedung) 20 20 20 20 20

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan & Olahraga Kabupaten Kapuas, 2023

Selama tahun 2018 hingga 2021, grup kesenian di Kabupaten Kapuas konstan
berjumlah 39 grup yang lalu bertambah menjadi 40 grup pada 2022. Sementara
itu, jumlah gedung kesenian yang pengelolaannya menjadi kewenangan Dinas
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas yakni
satu gedung. Akan tetapi, sebenarnya banyak sanggar dan gedung kesenian
yang berada di tingkat kecamatan, baik yang dikelola oleh publik maupun privat.

Meninjau bidang keolahragaan, jumlah klub olahraga di Kabuapten Kapuas
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selama lima tahun terakhir jumlahnya tetap yaitu 37 klub olahraga. Hal ini juga
didukung jumlah gedung olahraga di Kabupaten Kapuas sebanyak 20 gedung

selama lima tahun terakhir.

B. Kepemudaan
Organisasi kepemudaan di Kabupaten Kapuas ada yang merupakan
organisasi nasional, organisasi regional dan organisasi kedaerahan. Ini
tentunya dapat menunjang peran pemuda dalam proses pembangunan di
Kabupaten Kapuas. Organisasi kepemudaan mengalami penurunan aktivitas
semasa Pandemi Covid-19, meskipun begitu geliat olahraga daerah tidak
surut bahkan cakupan pembinaan olahraga mengalami peningkatan hingga

mencapai 35 pada tahun 2020.

Tabel 2.20 Capaian Indikator Kinerja di Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020

No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase
1 organisasi pemuda | 14,28 14,28 14,28 14,28 7,14
yang aktif
Cakupan
2 pembinaan 24 24 26 28 35
olahraga

Cakupan pelatih
yang bersertifikasi
Persentase
peningkatan
jumlah pemuda
berprestasi
Jumlah organisasi
kepemudaan yang
memiliki pemuda
berprestasi
Jumlah cabang
6 olahraga yang | - - - 9 7
berprestasi
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Kapuas,
2018

NA NA NA 22,70 -

NA NA NA 2 1

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan
Dasar

A. Pendidikan

Pendidikan adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 bahwa setiap
warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Indikator pendidikan di Kabupaten Kapuas selama lima tahun terakhir termuat di Tabel
2.21.
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Tabel 2. 21 Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Kapuas

No. Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pendidikan Anak Usia Dini n/a n/a n/a n/a n/a
(PAUD)
2.  Angka partisipasi kasar (%) 80,94 79,66 84,8 83,78 83,10
3. gir:g;zg;?‘d(:;';( anyang n/a n/a n/a n/a n/a
4 Rata-rata lama sekolah 7,51 7,52 7,59 7.60 7.64
(tahun)
5.  Angka melek huruf (%) 98,7 99,1 100,0 100,0 100,0
6. Angka Partisipasi Sekolah/APS (%)
SD/MI/Paket A 108,4 112,06 110,81 99,65 99,94
SMP/MTs/Paket B 102,12 88,63 89,17 93,72 93,22
7. Angka Partisipasi Murni/APM (%)
SD/MI/Paket A 92,73 94,04 94,31 93,22 99,79
SMP/MTs/Paket B 68,28 69,53 68,32 65,50 74,29
8.  Angka Kelulusan/AL (%)
AL SD/MI 100 100 100 100 100
AL SMP/MTs 100 100 100 100 100
9. Angka Melanjutkan/AM (%)
AM dari SD/MI ke SMP/MTs 69,09 71,22 n/a n/a n/a
10. Angka Putus Sekolah/APS (%)
APS SD/MI 2,50 3,60 n/a n/a n/a
APS SMP/MTs 1,95 3,60 n/a n/a n/a

Sumber: Dinas Pendidikan dan BPS Kabupaten Kapuas, 2023

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan
fasilitas pendidikan serta antusias keikutsertaan penduduk dalam bersekolah
dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka partisipasi Murni
(APM). APS adalah proporsi dari semua anak yang masih bersekolah dalam
suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur
jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada

kelompok umur tersebut

Berdasar data, APS jenjang pendidikan dasar enam tahun masih relatif
tinggi, sebesar 99,94 persen, untuk anak usia 13—15 tahun (setara SMP)
sebesar 93,22 persen. Persentase ini menunjukan bahwa makin tingginya
jenjang pendidikan pula partisipasi penduduk untuk bersekolah. Begitu juga
dengan Angka Partisipasi Murni dimana menunjukkan pola yang sama pada
tahun 2022. Pada tahun tersebut, APM tertinggi adalah APM SD sederajat
sebesar 99,79 persen kemudian disusul APM SMP Sederajat sebesar 74,29.
Kondisi pendidikan di Kabupaten Kapuas juga belum optimal dari sisi
pemerataan dan akses pendidikan dimana angka putus sekolah baik SD

sederajat maupun SMP sederajat secara umum mengalami peningkatan, hal ini
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dapat dilihat dalam 2 tahun terakhir dari tahun 2018 menuju 2019. Tentu saja
perlu adanya penanganan khusus dalam meningkatkan jenjang pendidikan baik
melalui pendidikan kesetaraan maupun pendidikan informal lainnya. Hal ini
juga didukung oleh rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kapuas masih
rendah berkisar di angka 7,64 yang berarti bahwa rata-rata penduduk
menempuh pendidikan hingga jenjang SMP kelas tujuh hingga delapan. Nilai ini
baiknya dapat ditingkatkan guna mewujudkan target wajib belajar di dalam
peraturan perundang-undangan terkait pendidikan sehingga penduduk,
khususnya anak-anak dapat merasakan manfaat pembangunan di bidang

pendidikan.

Di sisi lain, Angka Melek huruf penduduk Kabupaten Kapuas bisa
dipertahankan mendekati angka 100% dalam lima tahun terakhir, menunjukan
bahwa hampir seluruh penduduk bisa membaca dan menulis yang
mengindikasikan penduduk memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam
menyerap informasi melalui tulisan. Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten
Kapuas pada tahun 2022 sebesar 83,1 persen mengindikasikan bahwa sebanyak
83,1 persen dari jumlah total populasi dalam usia sekolah yang seharusnya
bersekolah pada waktu tertentu tersebut benar-benar bersekolah. Dengan kata
lain, sekitar 83,1 persen dari anak-anak atau siswa yang seharusnya berada di
tingkat pendidikan yang sesuai usianya telah mengakses sistem pendidikan. Ini
bisa diartikan sebagai tingkat partisipasi pendidikan yang relatif tinggi di
Kabupaten Kapuas. Makin tinggi nilai APK, makin besar akses dan keterlibatan
siswa dalam pendidikan, yang dapat dianggap sebagai indikator positif dalam
hal penyediaan layanan pendidikan dan kesempatan belajar bagi penduduk di
usia sekolah. Kualitas pendidikan Kabupaten Kapuas juga didukung dengan
Angka Kelulusan yang menunjukan nilai 100%. Secara teoritis, angka kelulusan
100 persen adalah pencapaian yang sangat baik dan diharapkan dalam suatu
sistem pendidikan, karena menunjukkan bahwa semua siswa telah mencapai
tingkat kompetensi yang diperlukan. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam
beberapa kasus, angka kelulusan 100 persen juga dapat menjadi hasil dari
praktik-praktik yang tidak memadai, seperti penurunan standar atau kebijakan
promosi otomatis, yang seharusnya dihindari untuk memastikan kualitas
pendidikan yang sebenarnya. Sedangkan, untuk indikator pendidikan anak usia
dini dan angka pendidikan yang ditamatkan tidak diketahui data dari OPD
terkait.
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Fasilitas pendidikan yang memadai adalah unsur penting dalam
mendukung kualitas pendidikan. Fasilitas ini tidak hanya memengaruhi
kenyamanan dan motivasi siswa, tetapi juga membantu guru menyampaikan
materi pelajaran dengan lebih efektif. Oleh karena itu, investasi fasilitas
pendidikan yang baik merupakan langkah yang penting di dalam upaya
peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang. Fasilitas pendidikan mencakup
berbagai aspek, dengan capaian indikator pembangunan fasilitas pendidikan
yang ada di Kabupaten Kapuas selama lima tahun terakhir terdapat di Tabel
2.22.

Tabel 2. 22 Capaian Pembangunan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Kapuas
No. Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik
Sekolah pendidikan SMP/MTs
kondisi bangunan baik
Rasio ketersediaan
&, sekolah/penduduk usia sekolah n/a n/a n/a n/a n/a
pendidikan dasar
Rasio ketersediaan sekolah
4. terhadap penduduk usia sekolah n/a n/a n/a n/a n/a
pendidikan menengah
Rasio guru/murid sekolah

n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a n/a

5. et des 1:10 1:10 1:10 1:10 1:11

g,  asioguruterhadap murid 114 114 114 114 1:14
pendidikan menengah

7 Rasio guru/murid per kelas rata- 114 114 1-14 114 114
rata sekolah dasar

g, ~ nasioguruterhadap murid per 128 1:30 130  1:30  1:30
kelas rata-rata
Proporsi murid kelas 1 yang

S berhasil menamatkan SD n/a n/a n/a n/a n/a
Angka melek huruf penduduk usia

10. 15—24 tahun, perempuan dan 99,14 98,69 99,11 99,00 98,7
laki-laki (%)
Penduduk yang berusia > 15

11.  Tahun melek huruf (tidak buta n/a n/a n/a n/a n/a
aksara)
Guru yang memenuhi kualifikasi

12. S1/D-IV n/a n/a n/a n/a n/a

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, 2023
Berdasarkan data yang tersedia, dapat dilihat bahwa nilai Angka Melek

Huruf (AMH) sebesar 98,7 persen pada penduduk wusia 15—24 tahun
menunjukkan bahwa hampir semua orang dalam kelompok usia ini di daerah

tersebut memiliki kemampuan membaca dan menulis yang baik. Hal ini
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menunjukkan kualitas pendidikan yang tinggi dan akses yang baik ke fasilitas
pendidikan, serta potensi kesetaraan gender dalam pendidikan. Namun, nilai
AMH hanya mencerminkan aspek tertentu dari pendidikan, sehingga perlu
melihat lebih lanjut untuk memahami kondisi pendidikan secara keseluruhan

untuk memahami kondisi pendidikan di Kabupaten Kapuas.

Rasio guru/murid yang lebih rendah (misalnya, 1:11) pada tingkat
sekolah dasar mengindikasikan bahwa setiap guru memiliki tanggung jawab
terhadap jumlah murid yang lebih sedikit, yang dapat memungkinkan interaksi
lebih personal di antara guru dan murid. Hal ini dapat mendukung pemahaman
yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap setiap siswa. Rasio
guru/murid yang lebih tinggi (misalnya, 1:30) pada tingkat sekolah menengah
mengindikasikan bahwa setiap guru bertanggung jawab terhadap jumlah murid
yang lebih besar, sehingga interaksi personal antara guru dan murid mungkin
lebih terbatas. Ini bisa mengakibatkan tantangan dalam memberikan perhatian

individu kepada setiap siswa.

Baik di sekolah dasar maupun menengah, rasio guru terhadap murid per
kelas rata-rata adalah 1:14. Ini menunjukkan bahwa dalam kelas-kelas
tersebut, jumlah guru dan muridnya relatif seimbang, yang bisa mendukung
pembelajaran yang efektif. Jika dibandingkan, rasio guru/murid di sekolah
dasar (1:11) lebih rendah daripada di sekolah menengah (1:14). Ini
menggambarkan fokus lebih besar pada interaksi personal di tingkat dasar,
sementara di tingkat menengah, guru harus mengelola kelas dengan jumlah

murid yang sedikit lebih besar.

Penting untuk diingat bahwa rasio guru/murid adalah salah satu aspek
dari sistem pendidikan. Kualitas pengajaran, kurikulum, dan dukungan
tambahan juga memainkan peran penting dalam keberhasilan pendidikan.
Kondisi fisik dan sumber daya sekolah juga dapat memengaruhi cara pendidikan
diberikan. Oleh karena itu, rasio guru/murid perlu dipertimbangkan bersama
dengan faktor-faktor lain dalam menganalisis sistem pendidikan suatu daerah

atau negara.

Jika dilihat dari kualitas fasilitas pendidikan Kabupaten Kapuas dari sisi
nonfisik maka bisa dikatakan Kabupaten Kapuas memiliki fasilitas pendidikan
yang cukup baik, namun ada keterbatasan untuk menginterpretasikan kualitas

pendidikan dari segi fisik karena tidak tersedianya data dari OPD terkait seperti
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sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik; sekolah pendidikan
SMP/MTs kondisi bangunan baik; rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia
sekolah pendidikan dasar; rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia
sekolah pendidikan menengah. Adapun terdapat tiga indikator nonfisik yang
datanya tidak tersedia yakni proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan
sekolah dasar; penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta

aksara); guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.

B. Kesehatan

Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas memiliki upaya dalam rangka
meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan
memperbanyak penyediaan fasilitas kesehatan dan pengadaan tenaga
kesehatan minimal satu di setiap desa sampai dengan dua tenaga kesehatan

hingga ke daerah pelosok.

Pengukuran kualitas kesehatan di Kabupaten Kapuas berdasarkan
keberhasilan indikator kesehatan selama lima tahun terakhir merupakan cara
yang relevan dan penting dalam mengevaluasi kesejahteraan masyarakat dan
menentukan arah kebijakan kesehatan di masa mendatang. Hal tersebut
merupakan alat yang kuat untuk memastikan bahwa upaya-upaya kesehatan
yang dilakukan berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat. Tabel 2.24

memuat indikator kesehatan di Kabupaten Kapuas selama lima tahun terakhir.

Tabel 2. 23 Capaian Pembangunan Bidang Kesehatan Kabupaten Kapuas
No. Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022

Angka Kematian Bayi (AKB)
per 1000 kelahiran hidup (jiwa)
Angka kelangsungan hidup

5,1 4,6 4,6 4,3 2,7

2. bayi 994,95 995,37 99543 995,70 997,26
Angka Kematian Balita per

3 1000 kelahiran hidup (jiwa) 56 53 5.2 55 3.8
Angka kematian neonatal per

4. 1000 kelahiran hidup (jiwa) 3.8 3.3 4.2 3.6 2.4
Angka kematian ibu per

> 100.000 kelahiran hidup (jiwa) 72,0 61,0 48,9 1.7 366
Cakupan komplikasi

6. kebidanan yang ditangani (%) 898 5338 35,2 27,5 241
Cakupan pertolongan

7 persalinan oleh tenaga 73.7 53.8 85.9 98.0 90,2

kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan (%)
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No.

Indikator Kinerja

2018

2019

2020

2021

2022

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child Immunization
(UCI) (%)

Cakupan Balita Gizi Buruk
mendapat perawatan (%)
Proporsi penduduk dengan
asupan kalori di bawah tingkat
konsumsi minimum (standar
yang digunakan Indonesia
2.100 kkal/kapita/hari)
Persentase anak usia 1 tahun
yang diimunisasi campak (%)
Non Polio AFP rate per
100.000 penduduk (kasus)
Cakupan balita pneumonia
yang ditangani (%)

Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit TBC BTA (%)
Tingkat prevalensi
Tuberkolosis (per 100.000
penduduk)

Tingkat kematian karena
Tuberkolosis (per 100.000
penduduk)

Proporsi jumlah kasus
Tuberkolosis yang terdeteksi
dalam program DOTS (%)
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit DBD (%)

Penderita diare yang ditangani
(kasus)

Angka kejadian Malaria
(kasus)

Tingkat kematian akibat
Malaria

Proporsi anak balita yang tidur
dengan kelambu
berinsektisida

Proporsi anak balita dengan
demam yang diobati dengan
obat anti malaria yang tepat
Prevalensi HIV/AIDS dari total
populasi (%)

Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin (%)
Cakupan kunjungan bayi 9%)
Cakupan puskesmas (%)

50,0

n/a

93,0

0,0

55

27,9

92,8

3,1

83,0

83

96,7

423

0,008

80,0

95,4
152,9
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88,5

n/a

96,4

4,1

10,4

35,1

104,1

8,4

80,4

291

88,5

106

0,001

85,1

75,0
152,9

83,3

n/a

84,1

0,0

5,8

22,7

62,8

6,7

80,5

18

28,6

23

0,010

85,1

71,0
152,9

50,6

n/a

84,9

1,1

8,0

20,2

78,1

4,6

79,7

15

23,8

10

0,015

85,2

80,2
152,9

67,5

n/a

98,7

2,3

12,9

25,6

106,5

8,5

80,6

136

24,2

0,019

85,3

97,4
152,9
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No. Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022

Cakupan pembantu
puskesmas (%)
29 Cakupan kunjungan Ibu hamil
" K6 (%)
30. Cakupan pelayanan nifas (%) 91,0 74,4 85,5 98,1 90,2
31 Cakupan neonates dengan
"~ komplikasi yang ditangani (%)
Cakupan pelayanan anak
balita (%)
Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak
usia 6—24 bulan keluarga
miskin
Cakupan penjaringan
34. kesehatan siswa SD dan 55,8 56,8 64,5 89,7 89,0
setingkat (%)
Cakupan pelayanan
35. kesehatan dasar masyarakat 0 0 0 0 0
miskin
Cakupan pelayanan gawat
darurat level 1 yang harus
diberikan sarana kesehatan
(RS) (%)
Cakupan Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam (%)
Sumber: Dinas Kesehatan dan BPS Kabupaten Kapuas, 2023

28. 54,6 58,3 55,6 58,3 56,1

91,2 86,2 85,7 93,5 96,1

58,1 22,1 26,2 22,2 17,2

32. 92,5 92,5 77,7 80,1 97,4

33.

36. 100 100 100 100 100

37. 100 100 100 100 100

Dari 39 indikator kesehatan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun
2017, berikut akan dijabarkan 6 indikator yang sering dianggap paling utama
dan relevan dalam menentukan tingkat kesehatan dan dapat menjadi fokus
pemantauan dan perbaikan kesehatan di Kabupaten Kapuas. Indikator-
indikator ini mencakup aspek-aspek penting dari kesehatan populasi, termasuk
kesehatan bayi, ibu, balita, imunisasi, malaria, dan HIV/AIDS. Pemantauan dan
perbaikan pada indikator-indikator ini dapat membantu meningkatkan

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

- Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

AKB adalah indikator kunci dalam menilai kualitas perawatan ibu dan bayi.
Tingkat kematian bayi yang tinggi dapat mengindikasikan masalah serius dalam
perawatan kesehatan ibu dan bayi. Dari Gambar 2.15, terindikasi penurunan

yang positif dalam tingkat kematian bayi selama 2018—2022. Penurunan AKB
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dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan dalam perawatan kesehatan
maternal, akses terhadap perawatan medis yang berkualitas, dan upaya
pencegahan penyakit yang berkontribusi pada tingkat kematian bayi yang lebih
rendah. Ini adalah perkembangan yang baik dalam upaya menjaga kesehatan

dan meningkatkan kualitas hidup bayi.

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup
5,1

4,6
4,57 43

2,74

N W B~ OO O

2018 2019 2020 2021 2022

Gambar 2. 15 Grafik AKB per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Kapuas
Sumber: diolah dari Dinas Kesehatan dan BPS Kabupaten Kapuas, 2023

- Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan balita
dalam suatu populasi. Kematian balita yang tinggi bisa menjadi isyarat adanya

masalah dalam pelayanan kesehatan dan gizi anak-anak.

Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

6,5
55
4,5
3,5
2,5

2018 2019 2020 2021 2022

Gambar 2. 16 Grafik AKB per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Kapuas
Sumber: diolah dari Dinas Kesehatan dan BPS Kabupaten Kapuas, 2023
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Gambar 2.16 menggambarkan variasi tingkat kematian balita selama
beberapa tahun. Meskipun terdapat fluktuasi angka tersebut, terjadi penurunan
signifikan pada tahun 2022 dari angka 5,51% menuju 3,84%, hal ini dapat
mengindikasikan perbaikan dalam perawatan kesehatan anak-anak, upaya
pencegahan penyakit, serta akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan.
Penurunan AKB adalah hal positif karena menggambarkan upaya yang
dilakukan untuk menjaga kesehatan balita dan mengurangi tingkat kematian

dalam kelompok usia ini.
- Cakupan Imunisasi Universal Anak (UCI)

Indikator UCI mengukur sejauh mana anak-anak diimunisasi untuk
mencegah penyakit tertentu. Cakupan yang rendah dapat meningkatkan risiko

penyakit menular pada anak-anak.

Cakupan Imunisasi Universal Anak (UCI)
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Gambar 2. 17 Grafik Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Sumber: diolah dari Dinas Kesehatan dan BPS Kabupaten Kapuas, 2023

Dari Gambar 2.17, tergambarkan fluktuasi cakupan imunisasi anak-anak
selama beberapa tahun. Peningkatan yang signifikan pada tahun 2019
mencerminkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan cakupan imunisasi.
Namun, penurunan pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan adanya

tantangan dalam menjaga cakupan imunisasi yang tinggi.

Peningkatan kembali pada tahun 2022 adalah positif, menunjukkan
upaya pemulihan cakupan imunisasi. Cakupan imunisasi yang tinggi sangat
penting untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan melindungi

kesehatan anak-anak. Oleh karena itu, perhatian terus-menerus terhadap
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upaya meningkatkan cakupan imunisasi adalah kunci dalam menjaga

kesehatan anak-anak dalam masyarakat.
- Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Indikator ini berguna mengukur tingkat risiko kematian ibu saat hamil,
melahirkan, atau dalam waktu 42 hari setelah persalinan dalam setiap 100.000
kelahiran hidup. Indikator AKI digunakan untuk mengukur kualitas perawatan
kesehatan maternal dan mengidentifikasi potensi masalah di dalam sistem
perawatan maternal serta sebagai indikator keselamatan ibu selama masa

kehamilan dan persalinan.

Angka Kematian |Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
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Gambar 2. 18 Grafik AKI per 10.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Kapuas
Sumber: diolah dari Dinas Kesehatan dan BPS Kabupaten Kapuas, 2023

Dari Gambar 2.18, terindikasi perbaikan yang positif terkait keselamatan
ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan selama beberapa
tahun terakhir. Penurunan yang signifikan dalam AKI antara tahun 2018 dan
2022 adalah prestasi penting dalam perawatan kesehatan maternal dan upaya

pencegahan komplikasi yang dapat menyebabkan kematian ibu.

Penurunan AKI adalah hasil dari berbagai faktor, termasuk perbaikan akses
terhadap perawatan kesehatan berkualitas, peningkatan kualitas perawatan ibu
selama kehamilan dan persalinan, serta upaya pencegahan penyakit yang dapat
memengaruhi kesehatan ibu. Ini adalah perkembangan positif dalam upaya

menjaga kesehatan ibu dan mengurangi risiko kematian maternal.

- Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi
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Merupakan indikator kesehatan yang menunjukkan seberapa besar
persentase populasi suatu wilayah atau negara yang terinfeksi virus HIV.
Indikator ini mengukur tingkat penyebaran HIV/AIDS dalam masyarakat dan
membantu dalam pemantauan dan evaluasi upaya pencegahan serta perawatan
terkait HIV/AIDS. Makin tinggi prevalensi ini, makin besar jumlah orang yang

terinfeksi HIV dalam populasi tersebut.

Gambar 2.19 mencerminkan variasi tingkat penyebaran HIV/AIDS dalam
populasi selama beberapa tahun. Penurunan drastis pada tahun 2019 adalah
positif, menunjukkan upaya berhasil dalam pengendalian penyebaran
HIV/AIDS. Namun, peningkatan pada tahun 2020, 2021, dan 2022 adalah
peringatan penting bahwa upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS

harus terus diintensifkan.

Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi
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Gambar 2. 19 Grafik Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Kapuas
Sumber: diolah dari Dinas Kesehatan dan BPS Kabupaten Kapuas, 2023
Prevalensi HIV/AIDS yang lebih tinggi pada tahun-tahun terakhir

menunjukkan bahwa masalah ini masih relevan dalam kesehatan masyarakat.
Pemantauan, pencegahan, pengobatan, dan edukasi terus menjadi fokus dalam

mengatasi HIV/AIDS untuk melindungi kesehatan populasi.
- Angka Kejadian Malaria

Merupakan angka yang mengukur jumlah kasus baru penyakit malaria
yang terjadi dalam suatu populasi atau wilayah dalam jangka waktu tertentu.
Indikator ini adalah ukuran penting untuk memahami seberapa sering malaria
terjadi di suatu daerah dan dapat digunakan untuk perencanaan dan
pengendalian penyakit ini. Makin tinggi angka kejadian malaria, makin tinggi

tingkat infeksi malaria dalam populasi tersebut.
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Angka Kejadian Malaria
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Gambar 2.20 Grafik Angka Kejadian Malaria Kabupaten Kapuas
Sumber: diolah dari Dinas Kesehatan dan BPS Kabupaten Kapuas, 2023
Dari Gambar 2.20, tergambarkan penurunan yang dramatis dalam

jumlah kasus malaria selama beberapa tahun terakhir. Penurunan yang tajam
dari tahun 2018 hingga 2022 adalah prestasi penting dalam upaya pengendalian
penyakit malaria. Kondisi ini menunjukkan efektivitas upaya pencegahan,
seperti penggunaan kelambu berinsektisida dan pemberian obat anti malaria
yang tepat kepada individu yang terinfeksi serta perbaikan akses ke layanan

kesehatan.

Penurunan Angka Kejadian Malaria adalah langkah positif di dalam
upaya mengurangi beban penyakit ini pada populasi dan meningkatkan
kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Tetap mempertahankan upaya
pencegahan dan pengendalian malaria adalah kunci untuk terus mengurangi

angka kejadian penyakit ini.

Perubahan dalam data kesehatan seperti Angka Kematian Bayi (AKB)
yang menurun dari tahun 2018 hingga 2022, Angka Kematian Balita yang juga
mengalami penurunan, peningkatan dalam cakupan desa/kelurahan Universal
Child Immunization (UCI), penurunan Angka Kematian Ibu, serta fluktuasi
dalam prevalensi HIV/AIDS dan Angka Kejadian Malaria, memiliki dampak yang
signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Penurunan AKB dan Angka
Kematian Balita menunjukkan perbaikan dalam perawatan kesehatan anak-
anak dan bayi, sedangkan penurunan Angka Kematian Ibu mencerminkan
keselamatan ibu yang lebih baik selama masa kehamilan dan persalinan.
Peningkatan UCI adalah tanda positif dalam upaya pencegahan penyakit pada
anak-anak. Sementara itu, fluktuasi dalam Prevalensi HIV/AIDS dan Angka

Kejadian Malaria mengingatkan bahwa upaya pengendalian penyakit menular
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tetap menjadi prioritas untuk melindungi kesehatan masyarakat. Keseluruhan,
data ini mencerminkan kompleksitas tantangan dan pencapaian dalam sektor
kesehatan yang dapat memengaruhi kualitas hidup dan tingkat kesehatan

penduduk di Kabupaten Kapuas.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Jalan dan Jembatan

Salah satu prasarana yang penting dalam memperlancar kegiatan
ekonomi adalah jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan
melancarkan arus lalu lintas barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain.
Berdasarkan Kabupaten Kapuas Dalam Angka Tahun 2025, total panjang jalan
di Kabupaten Kapuas tahun 2024 yaitu 2.441,64 km. Menurut level pemerintah
yang berwenang mengelolanya, total panjang tersebut dapat dibagi menjadi 3,
yaitu jalan negara sepanjang 193,96 km, jalan provinsi sepanjang 95,33 km,

serta jalan kabupaten sepanjang 2.144,21 km.

Menurut jenis permukaan jalannya, baru 880,73 km yang sudah diaspal,
sedangkan yang sudah diperkeras (kerikil) sepanjang 183,44 km dan sisanya

masih berupa tanah/pasir yaitu sepanjang 674,36 km.

Berdasarkan kondisinya, jalan di Kabupaten Kapuas yang dalam keadaan
baik sepanjang 561,87 km, dalam keadaan sedang sepanjang 585,22 km, dan
jalan dalam keadaan rusak sepanjang 83,75 km serta rusak berat sepanjang
913,37 km.

Tabel 2.24 Panjang Jalan (Km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten
Kapuas Tahun 2020-2024 (km)

Tingkat Kewenangan Pemerintah 2020 2021 2022 2023 2024

Negara 193,96 193,96 202,10 202,10 193,96
Provinsi 113,50 113,50 113,50 95,33 95,33
Kabupaten 214421 214421 214421 214421 214421
Jumlah 2451,67 2451,67 2.459,81 2.441,64 2.441,64

Sumber: Kapuas Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2. 25 Panjang Jalan (Km) Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kabupaten
Kapuas Tahun 2018-2022 (km)
Capaian Kinerja

Keadaan Jalan

2020 2021 2022 2023 2024
Jenis Permukaan
Aspal 689,71 586,59 606,86 871,44 880,73
Kerikil 213,07 194,22 296,92 183,44 183,44
Tanah 734,08 882,30 779,60 683,65 674,36
Beton/Lainnya 507,35 481,11 460,83 405,68 405,68
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Keadaan Jalan Capaian Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024
JUMLAH 2144,21 2144,21 2144,21 2144,21 2144,21
Kondisi Jalan
Baik 766,50 479,85 770,95 551,87 561,87
Sedang 477,08 456,72 576,82 585,93 585,22
Rusak 250,73 265,10 350,19 83,75 83,75
Rusak Berat 649,90 642,54 446,25 922,66 913,37
Persentase jalan 60,00 50,78 53,79 53,06 53,5
kondisi pelayanan
mantap

Sumber: Kapuas Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan LPJ Bupati Kapuas 2019, dalam 5 (lima) tahun terakhir
kebijakan umum pembangunan infrastruktur transportasi Kabupaten Kapuas
diprioritaskan untuk pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi
dan menghubungkan antar kecamatan wilayah utara dan selatan Kabupaten
Kapuas, guna mendukung pengembangan ekonomi wilayah, membuka akses
dan keterisolasian serta mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.
Pembangunan diprioritaskan kepada 8 (delapan) ruas jalan dan 3 (tiga)
jembatan, yaitu:

a. Jalan Kapuas - Mandomai - Mantangai - Tanjung Kelanis -

Simpang Lungkuh Layang;

b. Jalan Anjir KM 1 — Sare Pulau - Pulau Kupang — Lupak;

c. Jalan Basarang - Murung Keramat — Terusan - Batanjung;

d. Jalan Timpah - Pujon - Sei Hanyo - Tumbang Bukoi;

e. Jalan Nasional — Sei Asam — Bakungin — Palingkau Seberang;
f. Jalan Anjir KM 9 — Catur — Tamban — Lupak - Palampaij;

g. Jalan Simpang Palingkau — SP1, SP2, SP3 — Penda Ketapi;

h. Jalan Basarang — Batanjung;

i. Jembatan Anjir Serapat;

j. Jembatan Mandomai;

k. Jembatan Mantangai.

Selain kesembilan ruas jalan di atas, pembangunan jalan juga
diprioritaskan untuk meningkatkan keterhubungan antar wilayah sampai ke
desa, yang meliputi 214 desa, 17 kelurahan dan 17 ibukota kecamatan.

a. Pengembangan infrastruktur wilayah lainnya dan infrastruktur

pertanian yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
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. Peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat

dengan penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu
dan cakupan layanan.

Pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis potensi
sumber daya lokal yang memiliki daya ungkit bagi kesejahteraan

masyarakat.

. Penerapan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelestarian dan penghormatan kepada nilai-nilai budaya lokal
sebagai identitas masyarakat Kapuas.

Pembangunan desa melalui Gerakan Membangun Desa Bajenta

(Gerbang Desa Bajenta).

. Pemberdayaan masyarakat melalui Kapuas Tiada Hari Tanpa

Aktivitas (Kapuas Taheta).

- Sarana Irigasi

Sistem jaringan irigasi yang terdapat di Kabupaten Kapuas adalah

jaringan irigasi primer, meliputi:

5 Mmoo 0 o 0 T o

e

L.

. Jaringan Irigasi Primer Tajepan di Kecamatan Kapuas Murung;
. Jaringan Irigasi Primer Simpei di Kecamatan Mantangai;

. Jaringan Irigasi Primer Semangat Jaya I di Kecamatan Bataguh;
. Jaringan Irigasi Primer Sei Teras di Kecamatan Kapuas Kuala;

. Jaringan Irigasi Primer Sei Tatumbu di Kecamatan Mantangai;

Jaringan Irigasi Primer Sei Rangas di Kecamatan Mantangai;

. Jaringan Irigasi Primer Roko di Kecamatan Kapuas Kuala;

.Jaringan Irigasi Primer Panampang di Kecamatan Mantangai;

Jaringan Irigasi Primer Pamantan di Kecamatan Mantangai;
Jaringan Irigasi Primer Palingakau Kecil di Kecamatan Kapuas

Murung;

. Jaringan Irigasi Primer Palingkau Besar di Kecamatan Kapuas

Murung;

Jaringan Irigasi Primer Palampai di Kecamatan Kapuas Kuala;

m. Jaringan Irigasi Primer Pagan di Kecamatan Mantangai;

n

0.

. Jaringan Irigasi Primer Mampai di Kecamatan Kapuas Murung;

Jaringan Irigasi Primer Lumbah di Kecamatan Kapuas Murung;
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p. Jaringan Irigasi Primer Kota di Kecamatan Bataguh;

q. Jaringan Irigasi Primer Karuhei di Kecamatan Mantangai;

-

. Jaringan Irigasi Primer Dusun Jaya Sari di Kecamatan Bataguh;

s. Jaringan Irigasi Primer Dandang di Kecamatan Kapuas Murung;

t. Jaringan Irigasi Primer Beringin di Kecamatan Mantangai;

u. Jaringan Irigasi Primer Bakung di Kecamatan Bataguh;

v. Jaringan Irigasi Primer Bakambat di Kecamatan Bataguh;

w.Jaringan Irigasi Primer Bahatap Besar di Kecamatan Bataguh dan
Kapuas Kuala;

x. Jaringan Irigasi Primer Pulau Kupang di Kecamatan Bataguh,;

y. Jaringan Irigasi Primer lainnya yang menjadi kewenangan

Kabupaten meliputi Kecamatan Bataguh, Kapuas Kuala,

Mantangai dan Kapuas Barat.

Sedangkan sistem drainase yang terdapat di Kabupaten Kapuas meliputi:

a. Saluran drainase primer

e Jalan Cilik Riwut;

e Jalan Pulang Pisau - Batas Kota Kuala Kapuas;
e Jalan Pemuda;

e Jalan Tambun Bungai;

e Jalan Kalimantan;

e Jalan Sumatera

e Jalan Katamso;

e Jalan Ahmad Yani; dan

e Jalan Sudirman.
b. Saluran drainase sekunder

e Jalan Patih Rumbih;
e Jalan Kenanga;

e Jalan Suprapto;

e Jalan Barito;

e Jalan Anggrek;

e Jalan Sogiono;

e Jalan Kasturi;

e Jalan Pilau;
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e Jalan Teratai;

e Jalan Maluku;

e Jalan Duta Pembangunan;

e Jalan Cilik Riwut - Sei Baras;

e Jalan Cilik Riwut I - Jalan Perum. Pemuda Permai;
e Jalan Saka Purun;

e Jalan Garuda;

e Jalan Panglima Batur;

e Jalan Mahakam;

e Jalan P. Tandean; dan

e Jalan Melati.

c. Saluran drainase tersier yang merupakan saluran tepi jalan dan
saluran utama pada lingkungan permukiman yang terintegrasi
dengan sistem pengendali banjir dan/atau saluran drainase

primer dan saluran drainase sekunder.
- Sarana Air Bersih

Kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan dilayani oleh dua sistem
berbeda, yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan
dan bukan perpipaan. Untuk SPAM perpipaan mayoritas dikelola oleh BUMD
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas. Namun, ada juga
SPAM perpipaan berbasis masyarakat di tingkat desa yang disebut Kelompok
Pengelola SPAM (KP SPAM). Semenrtara, SPAM non perpipaan dikelola langsung

oleh masyarakat.
a. SPAM Perpipaan oleh PDAM

Sumber air baku PDAM Kabupaten Kapuas diambil dari dua sumber,
yaitu air permukaan dari Sungai Kapuas Murung dan Sungai Kapuas. Debit air
sungai ini cukup besar dan tersedia sepanjang tahun dengan lebar sungai
sekitar 600 meter dan kedalaman mencapai 8 meter. Pada musim kemarau yang
berdurasi diatas 2,5 bulan, air sungai Kapuas Murung terinstrusi air laut
sehingga menjadi payau atau asin, terutama untuk wilayah Kota Kuala Kapuas,
Kecamatan Kapuas Hilir, Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Pulau Petak
dan Kecamatan Basarang. Untuk mengatasi masalah tersebut, air baku diambil
dari hulu sungai yaitu di Palingkau yang tidak terintrusi air laut, sehingga

pemanfaatan sumber air baku tergantung keadaan iklim yang ada.
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Berdasarkan data dari PDAM Kabupaten Kapuas Tahun 2024, dalam
PDAM melayani kebutuhan air bersih Sosial 47.677 m3, Rumah tangga
4.392.031 m3, Instansi pemerintah 73.746 m3, Niaga/ komersil 47.712 m3,
Khusus 11.226 m3. Rincian penyediaan air berdasarkan jenis pelanggan dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26

Banyaknya Air Minum yang Disalurkan menurut Jenis Konsumen
di Kabupaten Kapuas (m3), 2024

Jenis Pelanggan lightin
2021 2022 2023 2024
Sosial 56.553 49.202 43.058 47.677
Rumah Tangga 5.188.360 4.214.625 4.296.885 4.392.031
Instansi Pemerintah 78.676 72.687 67.825 73.746
Niaga 59.176 47.906 43.507 47.712
Industri - - - -
Khusus 17.934 13.294 12.619 11.226
Bocor 1.174.250 1.953.936 2.121.694 N/a
Jumlah 6.574.949 6.351.650 6.585.588 4.572.392

Sumber: Kabupaten Kapuas dalam Angka 2025

Data dari PDAM tahun 2024 menunjukkan jumlah pelanggan kategori
sosial sebanyak 119 pelanggan, kategori rumah tangga sebanyak 26377
pelanggan, kategori instansi pemerintah sebanyak 244 pelanggan, kategori
niaga/ komersil sebanyak 329 pelanggan kategori khusus sebanyak 39

pelanggan. Rekapitulasi kapasitas produksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 27 Banyaknya Pelanggan PDAM Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Kapuas

. Tahun
Jenis Pelanggan
2021 2022 2023 2024
Sosial 118 119 123 119
Rumah Tangga 26636 27018 27158 26377
Instansi Pemerintah 236 246 250 244
Niaga 342 314 308 329
Industri 0 0 0 0
Khusus 45 44 43 39
Jumlah 27377 27741 27882 27108

Sumber: Kabupaten Kapuas dalam Angka 2025

Dari 10 unit SPAM perpipaan yang beroperasi, terdapat 9.873 sambungan
rumah (SR) yang sudah terpasang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 28 Jumlah SR di tiap SPAM IKK

SPAM ibukota kecamatan (IKK) J“g‘:h
Pusat Kuala Kapuas 572
Cabang Kapuas Hilir 901
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SPAM ibukota kecamatan (IKK) Jumlah

SR
IKK Mandomai 513
IKK Palingkau 800
IKK Basarang 1.517
IKK Mantangai 404
IKK Anjir Serapat 3.569
IKK Dadahup 145
IKK Sei Tatas 803
IKK Pujon 649
Jumlah 9.873

Sumber: PDAM Kabupaten Kapuas, 2019
d. SPAM Perpipaan Berbasis Masyarakat
SPAM Berbasis masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas terbentuk

melalui Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk
terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.
Pengelola SPAM berbasis Masyarakat yang kemudian disebut KP SPAM dibentuk
dan disahkan melalui SK Kepala Desa. KP SPAM yang terbentuk diharapkan
mampu mengelola sendiri lembaga dan keuangan KP SPAM sehingga mampu
berdiri sendiri, memberikan keuntungan bagi pengelola, dan masyarakat bisa
mendapatkan akses air bersih. KP SPAM yang tidak mampu bertahan
disarankan untuk bergabung ke BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) sehingga

bisa mendapat dukungan keuangan dari Dana Desa.
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Tabel 2. 29 Kapasitas Produksi SPAM PDAM

Kapasitas SPAM

Kapasitas Kapasitas Kapasitas Kapasitas Kapasitas Kehilangan Waktu
No Unit SPAM terpasang produksi distribusi air terjual belum air (%) operasi Kondisi
(l/det) (I/det) (I/det) (I/det) terpakai (jam/hari)
(lI/det)

1 Pusat Kuala Kapuas 225 166 129 101,9 59 20,89 24 Beroperasi
2 Cabang Kapuas Hilir 40 31 30 17,5 9 40,88 17 Beroperasi
3 IKK Mandomai 15 8 7 5 7 26,47 11 Beroperasi
4 IKK Palingkau 28 11 11 8 16 26,61 13 Beroperasi
5 IKK Basarang 25 15 6 4.8 10 14,29 6 beroperasi
6 IKK Mantangai 15 7 6 3,7 9 39,34 10 Beroperasi
7 IKK Anjir Serapat 5 0 32 28,6 5 11,46 12 Beroperasi
8 IKK Dadahup 5 5 5 3,3 0 34 11 Beroperasi
9 IKK Sei Tatas 5 2 2 1,3 3 23,53 8 Beroperasi
10 IKK Pujon 25 15 13 7.8 10 40,91 9 Beroperasi
11 IKK Basarang Desa 0 0 0 0 0 0 0 Tidak

Lunuk Ramba beroperasi

Jumlah 388 260 240 182 128 24,21

Sumber: PDAM Kabupaten Kapuas, 2019

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

72



e. SPAM Non Perpipaan

Sebagian masyarakat Kabupaten Kapuas mendapatkan akses air minum
dari Sistem Penyediaan Air Minum Non Perpipaan yang diperoleh secara
individu. SPAM Non Perpipaan ini terdiri dari sumur gali terlindungi/ tidak
terlindungi, sumur gali pompa terlindungi/tidak terlindungi, tampungan air
hujan, dan mata air swadaya masyarakat. Sumur air tanah dangkal umumnya
digunakan oleh masyarakat pada daerah yang belum terlayani oleh jaringan
perpipaan air minum atau sudah ada jaringan pipa air minum namun masih
ada masyarakat yang belum berlangganan dengan sistem penyediaan air minum
setempat. Berikut data penduduk yang dilayani oleh SPAM Non Perpipaan.

Tabel 2. 30 Jumlah Pengguna SPAM Non Perpipaan

No Pelayanan SPAM Non Jumlah rumah tangga
Perpipaan terlayani
1 Sumur bor/pompa 10.336
2 Sumur terlindungi 1.126
3 Mata air terlindungi 193
4 Ari hujan 13.674
Jumlah 25.329

Sumber: SIM SPAM Ditjen Cipta Karya PUPR, 2019

- Gedung Kantor

Gedung perkantoran yang ada di Kabupaten Kapuas mayoritas terdiri dari
kantor pemerintah mulai tingkat kota hingga desa. Sejak tahun 2015, anggaran
pembangunan kantor difokuskan kepada pembangunan atau rehab bangunan
kantor desa. Berikut kondisi kantor desa di Kabupaten Kapuas tahun 2017

dirinci per kecamatan.

Tabel 2.31 Kondisi kantor desa di Kabupaten Kapuas Tahun 2017

Kondisi
No Kecamatan Jumlah Rusak
desa Baik Sedang ,

ringan
1. Kapuas Kuala 13 9 - 4
2. Tamban Catur 10 5 1 4
3. Kapuas Timur 7 6 - 1
4, Selat 2 - - 2
5. Bataguh 14 14 - -
6. Basarang 14 10 - 4
7. Kapuas Hilir 3 3 - -
8. Pulau Petak 12 2 - 0
9. Kapuas Murung 21 14 6 1
10. Dadahup 13 8 5 -
11. Kapuas Barat 11 8 1 2
12. Mantangai 38 26 10 2
13. Timpah 9 7 2 -
14. Kapuas Tengah 13 10 1 2
15. Pasak Talawang 10 9 - 1
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Kondisi

Jumlah
No Kecamatan desa Baik Sedang Rtusak
ringan
16. Kapuas Hulu 14 1 12
17. Mandau Talawang 10 - 10

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022

- Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang, aspek-aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang sendiri meliputi
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang,
pengawasan penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan kelembagaan
penataan ruang. Perencanaan tata ruang berhubungan dengan upaya untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang termasuk penetapan rencana tata
ruang. Sementara, pemanfaatan ruang berkaitan dengan upaya mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui

penyusunan dan pelaksanaan program.

Dari keenam aspek penyelenggaraan penataan ruang tersebut,
keluarannya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu dokumen perencanaan
dan perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang. Dokumen
perencanaan tata ruang yang ada meliputi rencana umum tata ruang dan
rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang secara hierarkis terdiri dari
1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi; 3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan 4) Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang terdiri dari 1) RTR
Pulau/ Kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, dan RDTR KPN sebagai
rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) RDTR Kabupaten
sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan 3)

RDTR Kota sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Sistem Perkotaan

Tata ruang Kabupaten Kapuas telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
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Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2039. Berdasarkan peraturan tersebut, sistem

perkotaan wilayah Kabupaten Kapuas terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Wilayah/ PKW, yaitu Kawasan Perkotaan Kuala

Kapuas.

2. Pusat Kegiatan Lokal/ PKL, yang meliputi:

a.
b.
c.
d.

€.

Pujon (Kecamatan Kapuas Tengah);

Palingkau Lama (Kecamatan Kapuas Murung);
Sei Hanyo (Kecamatan Kapuas Hulu);

Timpah (Kecamatan Timpah);

Mandomai (Kecamatan Kapuas Barat).

3. Pusat Pelayanan Kawasan/ PPK, yang meliputi:

a.
b.

C.

L.

Sei Pinang (Kecamatan Mandau Talawang);
Buhut Jaya (Kecamatan Kapuas Tengah);
Mantangai Hilir, Pulau Keladan, Lamunti Permai, dan Mantangai

Tengah (Kecamatan Mantangai);

. Sei Lunuk (Kecamatan Bataguh);

. Lunuk Ramba dan Bungai Jaya (Kecamatan Basarang);

Sei Tatas (Kecamatan Pulau Petak); Barimba (Kecamatan Kapuas
Hilir);
Anjir Mambulau Tengah dan Anjir Serapat Baru (Kecamatan

Kapuas Timur;

. Saka Mangkahai (Kecamatan Kapuas Barat;

Jangkang (Kecamatan Pasak Talawang);

. Warnasari (Kecamatan Tamban Catur);
k.

Dadahup (Kecamatan Dadahup);

Lupak Dalam (Kecamatan Kapuas Kuala).

4. Pusat Pelayanan Lingkungan/ PPL, yang meliputi

a.

b.

Pangkalan Rekan, Batuah, Maluen, Basungkai, Batu Nindan,
Basarang Jaya, Panarung, Tambun Raya, Pangkalan Sari,
Tarung Manuah, dan Basarang (Kecamatan Basarang);

Terusan Raya Hulu, Terusan Makmur, Terusan Karya, Terusan
Mulya, Tamban Luar, Sei Jangkit, Pulau Kupang, Pulau
Mambulau, Terusan Raya, Terusan Baguntan Raya, Terusan
Raya Barat, Bangun Harjo, Budi Mufakat, dan Bamban Raya
(Kecamatan Bataguh);
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c. Tambak Bajai, Menteng Karya, Sumber Alaska, Harapan Baru,
Petak Batuah, Bentuk Jaya, Bina Jaya, Manuntung, Sumber
Agung, Kahuripan Permai, Dadahup Raya, dan Tanjung Harapan
(Kecamatan Dadahup);

d. Sei Kayu, Pantai, Sakatamiang, Penda Ketapi, Teluk Hiri, Sei
Dusun, Basuta Raya, Sei Pitung, Anjir Kalampan, dan Maju
Bersama (Kecamatan Kapuas Barat);

e. Sei Asam, Bakungin, Sei Pasah, Dahirang, Hampatung,
Mambulau, dan Saka Batur (Kecamatan Kapuas Hilir);

f. Barunang II, Tumbang Puroh, Supang, Jakatan Pari, Tangirang,
Tumbang Sirat, dan Dirung Koram (Kecamatan Kapuas Hulu);

g. Pematang, Cemara Lebat, Palampai, Sei Teras, Batanjung,
Tamban Lupak, Tamban Baru Selatan, Sei Bakut, SImpang
Bunga Tanjung, Wargo Mulyo, Lupak Timur dan Baranggau
(Kecamatan Kapuas Kuala);

h. Palangkau Lama, Palangkau Baru, Muara Dadahup, Mampai,
Tajepan, Palingkau Baru, Bumi Rahayu, Manggala Permai, Suka
Mukti, Suka Reja, Saka Binjai, Bina Sejahtera, Rawa Subur, Bina
Karya, Belawang, Palingkau Jaya, Palingkau Asri, Palingkau
Sejahtera, Talekung Punei, Karya Bersama, dan Sumber Mulya
(Kecamatan Kapuas Murung);

i. Bajuh, Marapit, Barunang, Tapen, Hurung Pukung, Penda
Muntei, Kota Baru, Kayu Bulan, Masaran, Karukus, dan Manis
(Kecamatan Kapuas Tengah);

j. Anjir Mambulau Barat, Anjir Mambulau Timur, Anjir Serapat
Timur, Anjir Serapat Tengah, dan Anjir Serapat Barat (Kecamatan
Kapuas Timur);

k. Lawang Tamang, Tanjung Rendan, Karetau Manta’a, Tumbang
Bukoi, Masaha, Tumbang Tihis, Tumbang Manyarung, dan
Masupa Ria (Kecamatan Mandau Talawang);

1. Danau Rawah, Katunjung, Sei Ahas, Kalumpang, Tarantang,
Lamunti, Suka Maju, Sari Makmur, Sekata Bangun, Harapan
Jaya, Lamunti Baru, Warga Mulya, Manyahi, Sekata Maju,
Keladan Jaya, Sriwidadi, Sumber Makmur, Sidomulyo, Rantau

Jaya, Katimpun, Tumbang Muroi, Lahei Mangkutup, Mantangai
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Hulu, Humbang Jaya, Sei Gawing, Bukit Batu, Muroi Raya, Sei
Kapar, Manusup, dan Manusup Hilir (Kecamatan Mantangai);
m. Tumbang Tukun, Sei Ringin, Hurung Kampin, Batu
Sambung, Kaburan, Tumbang Diring, Tumbang Nusa, Balai
Banjang, dan Dandang (Kecamatan Pasak Talawang); dan

n. Anjir Palambang, Handiwung, Palangkai, Narahan, Teluk
Palinget, Sakalagon, Bunga Mawar, Narahan Baru, Banama,

Mawar Mekar, dan Sei Tatas Hilir (Kecamatan Pulau Petak).

Rencana struktur jaringan
Selain rencana sistem perkotaan, terdapat beberapa rencana struktur jaringan
penting seperti:
1. Rencana pengembangan jalan nasional (Ruas Pulang Pisau — Batas
Kota Kuala Kapuas sepanjang 35,26 km (tiga puluh lima koma dua
enam kilometer); Ruas Batas Kota Kuala Kapuas — Batas Provinsi
Kalimantan Selatan sepanjang 13,19 km (tiga belas koma satu
sembilan kilometer); Kuala Kurun - Sei Hanyo sepanjang 18,39 km
(delapan belas koma tiga Sembilan kilometer); dan Sei Hanyo —
Tumbang Lahung Sepan) dan jalan lainnya.
2. Rencana pengembangan jaringan perkeretaapian dan stasiun
kereta api.
3. Rencana pengembangan transportasi sungai dan danau (alur
pelayaran dan pelabuhan).
4. Rencana pengembangan transportasi laut (pelabuhan pengumpul
di Batanjung; terminal khusus dan alur pelayaran laut).
5. Rencana pengembangan jaringan energi (minyak bumi dan gas
serta ketenagalistrikan).
6. Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi.
7. Rencana pengembangan jaringan sumber daya air (sumber yang
berasal dari daerah aliran sungai/ DAS Barito, Kapuas dan
Kahayan; Danau yang tersebar di Kecamatan Kapuas Tengah,
Kecamatan Mantangai, Kecamatan Timpah, Kecamatan Pasak
Talawang, dan Kecamatan Mandau Talawang; Kolam yang terletak
di Kecamatan Selat, Kecamatan Kapuas Barat, Kecamatan

Dadahup, Kecamatan Kapuas Tengah dan Kecamatan Kapuas
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Hulu; dan Cekungan Air Tanah/ CAT Palangka Raya -

Banjarmasin; serta pengembangan jaringan irigasi, sistem

pengendalian banjir, jaringan air baku dan air bersih).

8. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya (sistem

penyediaan air minum/ SPAM, sistem pengelolaan air

limbah/SPAL, sistem jaringan persampahan wilayah, sistem

jaringan evakuasi bencana, dan sistem drainase).

Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang Kabupaten Kapuas meliputi Kawasan Peruntukan Lindung

dan Kawasan Peruntukan Budidaya.

1. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
dibawahnya yang meliputi Kawasan Hutan Lindung di
Kecamatan Basarang, Kecamatan Bataguh, Kecamatan
Dadahup, Kecamatan Kapuas Barat, Kecamatan Kapuas Kuala,
Kecamatan Mandau Talawang, Kecamatan Mantangai,
Kecamatan Selat, Kecamatan Tamban Catur, dan Kecamatan
Timpah.

Kawasan Perlindungan Setempat yang meliputi Kawasan
Sempadan Pantai di Kecamatan Kapuas Kuala, Kawasan
Sempadan Sungai dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau.
Kawasan Konservasi yang meliputi Kawasan Suaka Alam/KSA
(Kecamatan Dadahup, Kecamatan Mantangai dan Kecamatan
Timpah) dan Kawasan Pelestarian Alam/KPA (Kawasan
Perlindungan Plasma Nutfah berupa Kawasan Reservat Danau
Lapimping di Kecamatan Timpah dan Kawasan Ekosistem Air
Hitam di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Timpah).
Kawasan Rawan Bencana yang meliputi Kawasan Rawan
Gelombang/ Pasang Surut Air Laut (Kawasan Pesisir di
Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Bataguh, dan Kecamatan
Selat), Kawasan Rawan Banjir (Kecamatan mandau Talawang,
Kecamatan Kapuas Hulu, Kecamatan Kapuas Tengah,
Kecamatan Timpah, Kecamatan Dadahup, Kecamatan Kapuas

Murung, dan Kecamatan Mantangai), Kawasan Rawan
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Kebakaran Hutan dan Lahan (Kecamatan Basarang, Kecamatan
Kapuas Kuala, Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Kapuas
Timur, Kecamatan Kapuas Hilir, Kecamatan Bataguh,
Kecamatan Pulau Petak, Kecamatan Kapuas Murung,
Kecamatan Dadahup, Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan
Mandau Talawang), dan Kawasan Rawan Tanah Longsor
(Kecamatan Mandau Talawang, Kecamatan Kapuas Hulu,
Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Timpah dan Kecamatan

Pasak Talawang)
2. Kawasan Peruntukan Budidaya

e Kawasan Hutan Produksi yang meliputi Kawasan Hutan
Produksi Terbatas (Kecamatan Basarang, Kecamatan Bataguh,
Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Hulu, Kecamatan Kapuas
Kuala, Kecamatan Mandau Talawang, Kecamatan Mantangai,
Kecamatan Timpah), Kawasan Hutan Produksi Tetap
(Kecamatan Kapuas Hulu, Kecamatan Kapuas Tengah,
Kecamatan Mandau Talawang, Kecamatan Mantangai,
Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah), dan Kawasan
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (Kecamatan Kapuas
Hulu, Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mandau
Talawang, Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Tamban
Catur, dan Kecamatan Timpah).

e Kawasan Pertanian yang meliputi Kawasan Tanaman Pangan
(kawasan tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan dan
kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KPPB di Kecamatan
Bataguh dan Kecamatan Kapuas Tengah), Kawasan Hortikultura
(Kecamatan Basarang, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Kapuas
Barat, Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Kapuas Tengah,
Kecamatan Pulau Petak, Kecamatan Selat, dan Kecamatan
Tamban Catur), dan Kawasan Perkebunan (Kecamatan
Basarang, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Dadahup,
Kecamatan Kapuas Barat, Kecamatan Kapuas Hulu, Kecamatan
Kapuas Kuala, Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Kapuas

Tengah, Kecamatan Mandau Talawang, Kecamatan Mantangai,
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Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Pulau Petak, Kecamatan
Selat, dan Kecamatan Timpah).

e Kawasan Perikanan yang meliputi kawasan perikanan budidaya
(Kecamatan Bataguh, Kecamatan Dadahup, Kecamatan Kapuas
Kuala).

e Kawasan Pertambangan dan Energi yang meliputi kawasan
pertambangan mineral (Kecamatan Kapuas Tengah).

e Kawasan Peruntukan Industri yang meliputi kawasan industri
(kawasan industri Batanjung di Kecamatan Kapuas Kuala) dan
Sentra Industri Kecil dan Menengah yang tersebar di seluruh
Kabupaten Kapuas.

e Kawasan Pariwisata (Komplek GKE Imanuel Mandomai di
Kecamatan Kapuas Barat; Mesjid Jami Al-ikhlas Mandomai di
Kecamatan Kapuas Barat; Sandung Aras Bapa Jatu dan
Indosangku di Kecamatan Kapuas Barat; Huma Hai dan Kramat
Raden Injui Amai Gilang di Kecamatan Kapuas Barat; Makam
Pahlawan Tui Batur di Kecamatan Kapuas Barat; Sandung
Keramat (Pusa Kambe) di Kecamatan Timpah; Pasah Patahu dan
Pasah Tumbang Desa Lapetan di Kecamatan Mantangai; Rumah
Adat Desa Mantangai di Kecamatan Mantangai; Komplek Balai
Basarah Merapit di Kecamatan Kapuas Tengah; Panantuhu di
Kecamatan Kapuas Tengah; Sandung Damang Ratu di
Kecamatan Kapuas Tengah; Betang Sei Pasah di Kecamatan
Kapuas Hilir; Kuta Bataguh di Kecamatan Bataguh; Damang
Bahandang Balau di Kecamatan Dadahup; Betang Singa Ruhat
di Kecamatan Mandau Talawang; Betang Mangku Timbus di
Kecamatan Kapuas Hulu; Sandung Singa Keting dan Sapundu di
Kecamatan Kapuas Hulu; Betang Kasurui Nampai di Kecamatan
Kapuas Hulu; Komplek Patahu Keluarga Besar Ronden di
Kecamatan Hulu; Kawasan Patung Raja Bunu di Kuala Kapuas;
Kawasan Balai Adat Kaharingan di Kuala Kapuas; Kawasan
Istana Ujung Murung di Kuala Kapuas; Bumi Perkemahan
Handel Marhanang di Kecamatan Kapuas Timur; Kawasan
Ekowisata dan Gowes Track “Kampung Barasih” Kawasan

Kerajinan Rotan Pulau Telo di Kuala Kapuas; Kawasan Kerajinan

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 80



Getah Nyatu di Kecamatan Kapuas Hilir; Waterfront City Kuala
Kapuas; Kawasan Agrowisata di Kecamatan Basarang; Sentra
Agropolitan dan Minapolitan Basarang di Kecamatan Basarang;
dan Wisata Edukasi TPA Handel Palinget; Pantai Teluk Gabang
di Kecamatan Kapuas Kuala; Tempat Rehabilitasi Orang Utan
(Tuanan) di Kecamatan Mantangai; Danau Lalawe di Kecamatan
Timpah; Danau Haliwung di Kecamatan Timpah; Danau Pantau
di Kecamatan Timpah; Danau Lapimping di Kecamatan Timpah;
Pulau Lampahen di Kecamatan Mantangai; Danau Lapetan di
Kecamatan Timpah; Air Hitam Sei Mantangai di Kecamatan
Timpah; Bukit Mariming di Kecamatan Kapuas Hulu; Pulau Telo
di Kecamatan Selat: Air Terjun Gunung Puti di Kecamatan
Mandau Talawang; dan Air Terjun Masupa Bahandang di
Kecamatan Mandau Talawang).

e Kawasan Permukiman yang meliputi kawasan permukiman
perkotaan dan kawasan perdesaan.

e Kawasan Pertahanan dan Keamanan (Markas Komando Distrik
Militer 1011/KLK di Kecamatan Selat; Markas Komando Rayon
Militer yang terdapat di Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten
Kapuas; Subdenpom XII/2-5 Kuala Kapuas yang terdapat di
Kecamatan Selat; Eks Markas Yonif 631/Antang di Kecamatan
Selat; Eks Lapangan Tembak Yonif 631/Antang di Kecamatan
Selat; Markas Kepolisian Resor Kapuas di Kecamatan Selat;
Markas Kepolisian Sektor yang tersebar di seluruh Kecamatan di
Kabupaten Kapuas; Pos polisi yang tersebar di beberapa
Kecamatan di Kabupaten Kapuas; dan Lapangan tembak Polres

Kuala Kapuas di Kecamatan Kapuas Hilir).

Kawasan Strategis

Rencana pengembangan kawasan strategis Kabupaten Kapuas meliputi:
1. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan

ekonomi.

e Kawasan perkotaan Kuala Kapuas;
e Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lamunti terletak di Kecamatan

Mantangai, Dadahup, Kapuas Murung, dan Kapuas Barat;
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Kawasan minapolitan, terletak di Kecamatan Basarang dan
minapolitan Batanjung yang terletak di Kecamatan Kapuas Kuala;
dan

Kawasan pengembangan industri dan pelayanan ke pelabuhan
Batanjung di Kecamatan Kapuas Kuala dan Kecamatan Tamban

Catur.

2. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial

budaya.

Kawasan Betang Sei Pasah terletak di Kecamatan Kapuas Hilir;
Kawasan situs sejarah Kuta Bataguh terletak di Kecamatan
Bataguh;

Kawasan Kota Sei Hanyo terletak di Kecamatan Kapuas Hulu;
Kawasan GKE Imanuel Mandomai terletak di Kecamatan Kapuas
Barat;

Kawasan Betang Singa Ruhat terletak di Kecamatan Mandau
Talawang; dan

Kawasan Damang Bahandang Balau di Kecamatan Dadahup.

3. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan

fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan ekosistem gambut dan air hitam terletak di Kecamatan
Mantangai; dan
Kawasan mangrove pesisir pantai terletak di Kecamatan Kapuas

Kuala.

Beberapa capaian dalam pembangunan menurut penataan ruang yakni

rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB mencapai 0,3

pada tahun 2020. Sedangkan luasan RTH publik Kabupaten Kapuas mencapai

3.794,39 ha.

Berdasarkan Perubahan RPMJD Kabupaten Kapuas tahun 2018-2023
dan Renstra Dinas PUPRPKP Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023, Persentase

Pemanfaatan Lahan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Kapuas

pada tahun 2019-2020 tidak mengalami perubahan yaitu tetap pada 0,094%.

Berikut adalah capaian indikator kerja bidang Tata Ruang berdasarkan Renstra

Dinas PUPRPKP Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023:
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A. Jumlah kawasan yang telah dibuat peta analog/digital sesuai RTRW
Kondisi kinerja awal pada indikator Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah
Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rinciannya Melalui Peta Analog/ peta
digital (album), Master Plan/RTRW (buku) di tahun 2013 adalah 20 dan
Kondisi Kinerja pada Tahun 2018 adalah 25. Kenaikan capaian indikator
kerja bidang Tata Ruang dari tahun 2013-2018 mencapai 5.

B. Jumlah informasi teknis pemanfaatan ruang sesuai RTRW yang
dikeluarkan
Kondisi kinerja awal pada indikator Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang
Sesuai dengan Peraturan Daerah Tentang RTR wilayah Kabupaten/ Kota
beserta rencana rinciannya di tahun 2013 adalah 25 dan Kondisi Kinerja
Tahun 2018 mencapai 20. Terjadi peningkatan sebanyak S dari tahun
2013-2018.

Selain itu, ketersediaan dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan
Perda di Kabupaten Kapuas pada tahun 2016-2019 telah tersedia. Data
tersebut berdasarkan capaian kinerja Bappeda tahun 2016-2020. Berikut
adalah Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020.
Tabel 2. 32 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020
Capaian Kinerja
No  Bidang Urusan/ Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
1 Proporsi panjang jaringan 5, 57,67 57,32 56,26 58,17
jalan dalam kondisi baik
2 Rasiopanjangjalandengan 505 ¢ gg5 0,005 0,005 0,005
jumlah penduduk
3 Persentase kawasan
pemukiman —yang  yang o5 4018 39,79 37,87 36,89
belum dapat dilalui
kendaraan roda 4
4 Persentase jalan kabupaten
dalam kondisi baik ( > 40 57,00 57,67 61,32 56,26 58,17
KM/Jam)
5 Persentase jalan yang
memiliki trotoar dan
drainase/saluran 7,00 33,63 43,74 64,16 66,03
pembuangan air (minimal
1,5 m)
6 Persentase sempadan jalan 59, 59 6% 6% 7%

yang dipakai pedagang kaki
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No

Bidang Urusan/ Indikator

2018

Capaian Kinerja

2019 2020 2021

2022

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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lima atau bangunan rumah
liar

Persentase rumah tinggal
bersanitasi

Persentase sempadan
sungai yang dipakai
bangunan liar

Persentase drainase dalam
kondisi baik/ pembuangan
aliran air tidak tersumbat
Tidak terjadi genangan > 2
kali setahun

Persentase pembangunan
turap di wilayah jalan
penghubung dan aliran
sungai rawan longsor
Persentase irigasi
kabupaten dalam kondisi
baik

Rasio Jaringan Irigasi
Persentase penduduk
berakses air minum
Proporsi rumah tangga
dengan akses
berkelanjutan terhadap air
minum layak, perkotaan
dan perdesaan

Persentase areal kawasan
kumuh

Tersedianya fasilitas
pengurangan sampah di
perkotaan

Rasio tempat pemakaman
umum per satuan penduduk
Rasio tempat ibadah per
satuan penduduk

Penataan Ruang:

Rasio Ruang Terbuka Hijau
per Satuan Luas Wilayah
ber HPL/HGB

Luasan RTH publik sebesar
20% dari luas wilayah
kota/kawasan perkotaan
Rasio bangunan ber- IMB
per satuan bangunan
Ruang publik yang berubah
peruntukannya

Rasio luas kawasan
tertutup pepohonan

1,00

5%

0,15

> 2 kali

N/A

72,19

0,031
0,17

0,17

72.22

53.21

N/A

7000

N/A

N/A

0,093

N/A

n/a

2,29 3,09 2,32

5% 5% 5%

0,50 0,2168 0,30

> 2 kali > 2 kali > 2 kali

N/A N/A N/A

73,95 74,27 59,35

0,031 0,030 0,040
0,23 0,33 0,45

0,23 0,33 0,45

71.21 70.12 4,10

58.23 60 N/A

N/A N/A N/A

15000 8000 14000

0.3 0.3 N/A

3,794.39 3,794.39 N/A

0,049 0,176 0,053

N/A N/A N/A

13,40 13,40 13,40

0,74

5%

0,10

> 2 kali

N/A

31,35

0,031
0,39

0,39

4,10

N/A

N/A

33000

N/A

N/A

0,176

N/A

13,40

84



Capaian Kinerja

No Bidang Urusan/ Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

berdasarkan hasil
pemotretan citra satelit dan
survei foto udara terhadap
luas daratan
26 Ketaatan terhadap RTRW n/a 100 100 90 a0
Sumber: Dinas PUPRPKP Kabupaten Kapuas, 2023

Berdasarkan data diatas, indikator yang mengalami peningkatan dari
tahun 2018 sampai 2023 yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi
baik, persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 km/jam), persentase
jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5
m), persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan
rumah liar, persentase penduduk berakses air minum, proporsi rumah tangga
dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan
perdesaan, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, rasio bangunan ber- IMB
per satuan bangunan.

Dalam hal ini indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi
baik mengalami peningkatan 2,05 %, indikator persentase jalan kabupaten
dalam kondisi baik ( > 40 km/jam) mengalami peningkatan 2,05 %, indikator
persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air
(minimal 1,5 m) mengalami peningkatan 843,87%, indikator persentase
sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
mengalami peningkatan 40%, indikator persentase penduduk berakses air
minum dan indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan
terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan mengalami peningkatan
129,41%. Indikator tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
mengalami peningkatan 12,76%, indikator rasio tempat ibadah per satuan
penduduk mengalami peningkatan 371,43%, indikator rasio bangunan ber- IMB
per satuan bangunan mengalami peningkatan 90,29%

Sedangkan yang mengalami penurunan, meliputi indikator: rasio panjang
jalan dengan jumlah penduduk, persentase kawasan pemukiman yang yang
belum dapat dilalui kendaraan roda 4, persentase rumah tinggal bersanitasi,
persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak
tersumbat, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, persentase areal

kawasan kumuh.
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Indikator rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk mengalami
penurunan 16,6 %, indikator persentase kawasan pemukiman yang yang belum
dapat dilalui kendaraan roda 4 mengalami penurunan 10,63 %, indikator
persentase rumah tinggal bersanitasi mengalami penurunan 26 %, indikator
persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
mengalami penurunan 33,33 %,indikator persentase irigasi kabupaten dalam
kondisi baik mengalami penurunan 56, 57%,indikator persentase areal kawasan
kumuh mengalami penurunan 94,32%, ketaatan terhadap RTRW mengalami
penurunan 10%.

Sedangkan yang sifatnya tetap yaitu indikator tidak terjadi genangan > 2
kali setahun, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB,

luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

1) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023,
diketahui bahwa rata-rata rumah tangga dengan luas lantai <20 meter persegi
di Kabupaten Kapuas mencapai 2,73 persen, yang mengakibatkan kurangnya
sirkulasi udara dan cahaya yang merupakan dua aspek penting pada kesehatan
dalam rumah. Hal ini berarti juga ada 2,73 persen dari total rumah tangga yang
tinggal bersama rumah tangga lain dalam satu rumah. Sedangkan pada tahun
2017, konsep indikator luas lantai berubah menjadi luas lantai perkapita (<7,2
m?2) dimana hanya sebanyak 0,68 persen saja yang memiliki kasus tersebut.
Rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri dan bersama di
Kabupaten Kapuas sebesar 42,78 persen. Sedangkan tempat penggunaan buang
air besar sebesar 73,31 persen dan fasilitas listrik mencapai 96,58 persen dari
total keseluruhan rumah tangga.

Akses penduduk terhadap ketersediaan air bersih pada umumnya sudah
baik dan meningkat setiap tahunnya. Dalam lima tahun terakhir, persentase
penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak mengalami
peningkatan dari 50,13 persen pada tahun 2016 menjadi 56,1 persen pada
tahun 2020. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau terjadi
peningkatan secara terus menerus, hingga mencapai 87,90 persen pada tahun
2020. Berikut adalah capaian kinerja urusan perumahan dan permukiman

Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2022.
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Tabel 2. 33 Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kapuas
Tahun 2019-2023

No , , Capaian Kinerja
Bidang Urusan/ Indikator 2019 2020 2021 2022 2023
1 Rasio rumah layak huni 0,087 0,088 0,088 0,088 0,086
2 Rasio permukiman layak huni 0,08 0,085 0,085 0,085 0.088

Cakupan ketersediaan rumah

3 . 86,11 87,9 87,9 87,9 86,2
layak huni

4 Cak.upan Iay.anan rumah layak 86,11 87.9 87.9 87.9 86.2
huni yang terjangkau

5 Persentase pemukiman yang n/a 45 n/a n/a 34
tertata

g ersentase fingkungan 005 005 003 003
pemukiman kumuh

7 Persentgse luasan permukiman n/a 0,40 0,40 3,28 3,28
kumuh di kawasan perkotaan

8 Proporsi rumah tangga n/a o5 o5 o5 19.94

kumuh perkotaan
Cakupan Lingkungan Yang
9 Sehat dan Aman yang didukung
dengan PSU
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kapuas, 2024

Capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman
Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2023 menunjukkan perkembangan yang
bervariasi. Beberapa indikator seperti rasio permukiman layak huni mengalami
peningkatan positif dari 0,080 menjadi 0,088, serta penurunan persentase
lingkungan permukiman kumuh dari 0,05 menjadi 0,03 yang mencerminkan
adanya upaya perbaikan lingkungan hunian. Namun, indikator rasio rumah
layak huni dan cakupan rumah layak huni yang terjangkau menunjukkan tren
menurun di tahun 2023, yang perlu menjadi perhatian dalam menjamin akses
masyarakat terhadap hunian yang layak. Selain itu, peningkatan tajam pada
luasan kawasan kumuh di perkotaan dari 0,40% menjadi 3,28% menandakan
tantangan urbanisasi yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan penyediaan

prasarana dan penataan ruang yang memadai.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat capaian positif pada beberapa
aspek, namun penurunan beberapa indikator strategis serta belum tersedianya
data pada cakupan lingkungan yang sehat dan aman menunjukkan perlunya
langkah-langkah perbaikan. Pemerintah Kabupaten Kapuas diharapkan
memperkuat integrasi program perumahan, penataan kawasan, serta
penyediaan PSU secara merata dan berkelanjutan. Kolaborasi antar perangkat

daerah, pendataan yang akurat, dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja
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menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak, aman, dan

manusiawi bagi seluruh masyarakat.

2) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu bidang urusan pembangunan yang tidak kalah penting yakni
terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang
meliputi beberapa indikator yang capainnya selama lima tahun terakhir termuat
di Tabel 2.28.

Pembangunan bidang ini diharapkan dapat mendukung kondusivitas
hidup masyarakat melalui peningkatan ketentraman dan ketertibaan umum
serta masyarakat yang makin terlindungi, baik mitigasi maupun penanganan
risiko hal yang berbahaya. Lebih lanjut, hal ini dapat secara tidak langsung
meningkatkan iklim berinvestasi yang lebih jauh lagi dapat mendukung
pembangunan ekonomi Kabupaten Kapuas.

Tabel 2.34 Capaian Pembangunan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kapuas

Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
Cakupan petugas linmas per RT 0,96 0,96 0,91 0,91 0,91
(petugas)
;’l/(r:)gkat penyelesaian pelanggaran K3 100 100 100 100 100

Cakupan pelayanan bencana

kebakaran kabupaten/kota (%) 29,41 29.41 29.41 29,41 29,41

Tingkat waktu tanggap daerah

layanan WMK (%) 7273 8125 8182 7647 66,67

Persentase penegakan perda (%) 100 100 100 100 100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas, 2023

Terdapat dua indikator yang capaiannya sudah 100% selama lima tahun
terakhir di Kabupaten Kapuas yakni tingkat penyelesaian pelanggaran
ketertiban, ketentraman, dan keindahan atau K3 dan persentase penegakan
peraturan daerah/perda. Angka tersebut menunjukkan kondisi bahwa
pelanggaran K3 yang terjadi di Kabupaten Kapuas dapat diatasi oleh OPD terkait
juga kondisi bahwa keseluruhan peraturan daerah yang disahkan sudah

diimplementasikan dengan baik secara keseluruhan.

Terkait keamanan di satuan masyarakat lingkup mikro, terdapat

indikator cakupan petugas perlindungan masyarakat atau linmas yang dihitung
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per rukun tetangga/RT, dengan capaian yang sangat baik hampir mencapai
100% selama lima tahun terakhir. Meskipun jumlah RT di Kabupaten Kapuas
tetap berjumlah 2.205 RT selama lima tahun terakhir, terdapat penurunan
cakupan petugas linmas pada tahun 2019 (terdapat 2.107 petugas) ke tahun
2020 (menjadi 2.002 petugas). Nilai yang belum memcapai 100% ini
menunjukkan bahwa belum semua RT di Kabupaten Kapuas bisa memiliki

petugas linmasnya masing-masing.

Pelayanan kebakaran di tingkat kabupaten masih rendah cakupannya
dengan capaian konstan di angka 29,41% berturut-turut lima tahun terakhir.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa masih kurang dari sepertiga area berpotensi
kebakaran yang terlindungi pemadam kebakaran. Indikator tingkat waktu
tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen
kebakaran/WMK juga belum bisa membuat capaian pembangunan di bidang ini
lebih baik karena, meskipun capainnya cukup bagus di angka 81% pada tahun
2019 dan 2020, nilainya menurun selama dua tahun terakhir bahkan menjadi
66,67% pada tahun 2022. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi ini adalah
keterbatasan sumber daya, termasuk gedung/pos pemadam, kendaraan dan
alat, juga personel. Luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Kapuas juga

memengaruhi capaian pelayanan kebakaran ini.

3) Sosial

Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan
untuk membantu individu, kelompok, maupun kesatuan masyarakat agar
mereka mampu memenuhi segala kebutuhannya, yang pada akhirnya
diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-
tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di

masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupan.

Identifikasi capaian pembangunan di bidang sosial dapat ditinjau dari
indikator lima indikator. Terdapat beberapa indikator yang tidak ada datanya
yakni persentase WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial serta persentase korban bencana yang dievakuasi dengan
mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. Sementara itu,
indikator di bidang sosial terkait panti sosial bukan menjadi kewenangan
kabupaten, melainkan kewenangan provinsi. Data tahun 2018 tidak tersedia
karena pada saat itu terjadi penyesuaian kelembagaan Dinas Sosial Kabupaten

Kapuas yang sebelumnya tergabung dengan dinas tenaga kerja. Sebagai
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gantinya, disediakan data hingga tahun 2023. Capaian indikator pembangunan

bidang sosial termuat di Tabel 2.29.

Tabel 2. 35 Capaian Pembangunan Bidang Sosial Kabupaten Kapuas
Indikator 2019 2020 2021 2022 2023
Persentase . PMKS vyang memperoleh 63 73 59 59 59
bantuan sosial (%)
Persentase PMKS yang tertangani (%) 100 100 100 100 100
Persentase korban bencana yang menerima
bantuan sosial selama masa tanggap darurat 100 100 100 100 100
(%)
Persentase penyandang cacat fisik dan
mental, serta lanjut usia tidak potensial yang 80 90 79 67 65
telah menerima jaminan sosial (%)
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, 2023
Indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial capaiannya

fluktuatif selama lima tahun terakhir, mencapai puncaknya pada tahun 2020
sebesar 73% tetapi turun sebanyak 12% menjadi 59% selama tiga tahun terakhir
hingga 2023. Di sisi lain, indikator PMKS yang tertangani dan indikator korban
bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dapat
tercapai 100% berturut-turut mulai tahun 2019 hingga 2023. Indikator
persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial
yang telah menerima jaminan sosial meningkat nilainya dari 80% pada tahun
2019 menjadi 90% pada tahun 2020. Sayangnya, capaiannya terus turun hingga
menjadi 65% pada tahun 2023. Fluktuasi capaian tentunya turut dipengaruhi
ketersediaan anggaran, khususnya untuk alokasi bantuan dan jaminan sosial.
Selain itu, Kabupaten Kapuas belum memiliki data akurat terkait disabilitas,
fisik maupun mental, yang dapat digunakan sebagai basis data penyelenggaraan

jaminan sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja
Tenaga kerja memegang peran kunci dalam lingkup urusan pemerintahan
wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lingkup ini mencakup
kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan aspek-aspek
ketenagakerjaan, pengaturan pasar kerja, serta hubungan di antara
pengusaha dan pekerja. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi tenaga kerja dan pengusaha, menjaga
keseimbangan antara kepentingan karyawan dan pengusaha, dan

memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi.
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Selain itu, di dalam konteks urusan pemerintahan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah juga dapat terlibat dalam
kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan investasi, pengembangan
industri, serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Semua
ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, walaupun tidak
secara langsung terkait dengan penyediaan layanan dasar seperti
pendidikan dan kesehatan. Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan

Kabupaten Kapuas selama lima tahun terakhir sesuai termuat di Tabel 2.30.

Tabel 2. 36 Capaian Pembangunan Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
Angka sengketa pengusaha pekerja per
tahun (kasus)
Besaran kasus yang diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB) (kasus)
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang
ditempatkan (orang)
Besaran tenaga kerja yang mendapat
pelatihan berbasis kompetensi (orang)
Besaran tenaga kerja yang mendapat
pelatihan berbasis masyarakat (orang)
Rasio lulusan $1/S2/S3 813 174 157 881 120
Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas, 2023

- 28 27 18

- - 4 5 10

595 241 64 33 69

- 10 60 12 20

40 - - - -

Didapat fakta bahwa pada indikator angka sengketa pengusaha pekerja
per tahun mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2022, menunjukkan
kemungkinan peningkatan dialog dan resolusi yang lebih baik. Indikator
besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) mengalami
peningkatan, menandakan terdapat penggunaan metode kesepakatan sebagai
cara penyelesaian konflik. Indikator besaran pencari kerja yang terdaftar yang
ditempatkan menurun secara signifikan, hal ini bisa jadi mencerminkan
tantangan penyaluran tenaga kerja. Indikator besaran pemeriksaan perusahaan
meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan peningkatan pengawasan dan
inspeksi. Indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi capaiannya bervariasi dari tahun ke tahun. Indikator rasio lulusan
S1/S2/S3 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, mencerminkan perubahan

dalam pendidikan tinggi dan lulusan di bidang ini.

Data capaian indikator-indikator tersebut menggambarkan upaya untuk
memberikan pelatihan dan keterampilan kepada tenaga kerja terkait konteks

pelatihan berbasis masyarakat dan kewirausahaan. Peningkatan jumlah tenaga
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kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dari tahun ke tahun dapat
mencerminkan upaya untuk meningkatkan keterampilan berwirausaha di
antara angkatan kerja. Meskipun jumlahnya mungkin relatif kecil, pelatihan ini
dapat berkontribusi pada pengembangan kemampuan ekonomi dan

kewirausahaan di masyarakat.

Di sisi lain, tidak ada data dan informasi terkait indikator keselamatan
dan perlindungan; besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program
Jamsostek; perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah
daerah. Sedangkan, indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan

pelatihan berbasis masyarakat hanya ada data tahun 2018.
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)

TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) adalah persentase orang
dewasa yang aktif secara ekonomi, baik bekerja atau mencari pekerjaan. Ini
mencerminkan sejauh mana angkatan kerja suatu negara terlibat dalam
kegiatan ekonomi. TPAK yang tinggi menunjukkan ekonomi yang aktif,
sementara TPAK rendah dapat menandakan masalah pengangguran atau
ketidakpartisipan ekonomi. Dampaknya mencakup pertumbuhan ekonomi,
pendapatan per kapita, dan kesejahteraan sosial. TPAK yang optimal

mendukung stabilitas ekonomi dan kemajuan masyarakat.

Tabel 2. 37 Indikator capaian kinerja TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)

No Wilayah / Tahun 2022 2023 2024

1 Indonesia 68,6 69,5 70,6
Kalimantan Tengah 67,23 67,18 68,71

3 Kapuas 66,43 66,58 71,52

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Kabupaten Kapuas memiliki capaian TPAK tahun 2024 diatas tingkat
nasional. Meskipun terjadi fluktuasi tahunan, gap antara TPAK Kabupaten
Kapuas dan tingkat nasional relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa
Kabupaten Kapuas mengalami tantangan serupa dengan nasional dalam

meningkatkan partisipasi angkatan kerja.
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) mencerminkan persentase orang

yang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Tinggi TPT dapat
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menandakan ketidakstabilan ekonomi dan tekanan sosial. Rendahnya TPT

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Tabel 2. 38 Indikator capaian kinerja TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)

No Wilayah / Tahun 2022 2023 2024

1 Indonesia 5,9 5,3 4,9
2 Kalimantan Tengah 4,26 4,1 4,01
3 Kapuas 3,91 3,66 3,61

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Kabupaten Kapuas memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang
lebih rendah daripada tingkat nasional maupun provinsi sepanjang periode
2022-2024. Terdapat pengulangan pola yang menunjukkan bahwa TPT
Kabupaten Kapuas secara konsisten lebih rendah dibanding tingkat nasional.
Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Kapuas memiliki kondisi lapangan
kerja yang relatif stabil, dengan angka pengangguran yang lebih rendah
dibandingkan dengan rata-rata nasional. Perbedaan ini menunjukkan adanya

potensi dalam menciptakan lapangan kerja dan stabilitas ekonomi lokal.
2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan aspek
penting dalam lingkup urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar. Bidang ini mencakup kebijakan dan program-program yang
bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial kepada
perempuan dan anak-anak serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran
mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah bertanggung jawab
menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak-anak, mengatasi
isu-isu seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan akses
perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta memastikan hak-hak
anak-anak terlindungi. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
adalah bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan adil,

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas
dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga
terus mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Program-program yang dilaksanakan, baik dilakukan secara langsung oleh
SKPD teknis maupun program yang dilaksanakan Tim Penggerak PKK

Kabupaten Kapuas dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan
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keterampilan peningkatan kapasitas perempuan secara khusus berguna
mendorong peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga sejalan dengan
kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan, merupakan salah satu prioritas
pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak hanya di ibukota
kabupaten, akan tetapi diintegrasikan dengan kegiatan yang dilaksanakan di
kecamatan, desa, dan kelurahan. Indikator pembangunan di bidang urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kapuas dalam
lima tahun terakhir termuat di Tabel 2.31.

Tabel 2. 39 Capaian Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Kapuas

No. Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase partisipasi
1. perempuan di lembaga n/a 50,65 51,41 53,00 53,39

Pemerintah (%)
Proporsi kursi yang diduduki

2. perempuan di DPR (%) 30,77 27,50 27,50 27,50 27,50
Partisipasi peremeuan di n/a n/a n/a n/a n/a
lembaga swasta (%)

Rasio KDRT (%) n/a 4,107 4,107 1,388 80,983
P_ersentase JumLah tenaga kerja 1,332 7.45 1191 1,041 1154
dibawah umur (%)

6.  Fartisipasi angkatan kerja na 2466 2632 2648 23,66
perempuan (%)

Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang
7 mendapatkan penanganan 31 28 18 21 54

pengaduan oleh petugas terlatih

di dalam unit pelayanan terpadu

(%)

Cakupan perempuan dan anak

korban kekerasan yang

mendapatkan layanan
8. kesehatan oleh tenaga n/a n/a n/a n/a 44
kesehatan terlatih di Puskesmas
mampu tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di Rumah Sakit (%)
Cakupan layanan rehabilitasi
sosial yang diberikan oleh
petugas rehabilitasi sosial
terlatih bagi perempuan dan
anak korban kekerasan di dalam
unit pelayanan terpadu (%)
Cakupan penegakan hukum dari
tingkat penyidikan sampai
dengan putusan pengadilan
atas kasus-kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak
(%)
Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang
mendapatkan layanan bantuan
hukum (%)
Cakupan layanan pemulangan
12.  bagi perempuan dan anak 21 9 16 29 44

korban kekerasan (%)

n/a n/a n/a n/a 1

10. n/a n/a n/a n/a 1

11. 21 9 16 29 44

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 94



No. Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022
Cakupan layanan reintegrasi

13.  sosial bagi perempuan dan anak n/a n/a n/a n/a 1

korban kekerasan (%)

Rasio APM perempuan per laki-

14. o 99,37 99,57 99,44 99,15 99,99
laki di SD
Rasio APM perempuan per laki-

15. laki di SMP 72,30 74,20 74,43 75,16 74,29
Rasio melek huruf perempuan

16. terhadap laki-laki pada n/a 100,0 99,5 99,7 99,6

kelompok usia 15-24 tahun
Kontribusi perempuan dalam
17.  pekerjaan upahan di sektor non n/a 18,32 17,14 19,28 19,25
pertanian (%)
Sumber: Dinas PSAPPKB Kabupaten Kapuas, 2023

Dari capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak di Kabupaten Kapuas, dapat dilihat bahwa indikator persentase partisipasi
perempuan di lembaga pemerintah mengalami peningkatan dari 50,65% pada
tahun 2019 menjadi 53,39% pada tahun 2022. Capaian indikator proporsi kursi
yang diduduki perempuan di DPR tetap relatif stabil sekitar 27,5% selama
periode tersebut. Indikator rasio KDRT mengalami fluktuasi signifikan, dengan
peningkatan tajam dari 4,107 pada tahun 2019 menjadi 80,983 pada tahun
2022. Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur juga mengalami fluktuasi,
tetapi secara keseluruhan cenderung rendah. Partisipasi angkatan kerja
perempuan mengalami fluktuasi kecil selama periode tersebut, dengan angka
tertinggi pada tahun 2022 sebesar 26,48%. Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas
terlatih di dalam unit pelayanan terpadu mengalami fluktuasi, tetapi meningkat
tajam pada tahun 2022. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas
mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit meningkat menjadi 44%
pada tahun 2022. Terdapat peningkatan signifikan dalam cakupan layanan
rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi
perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu pada
tahun 2022. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai
dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan
dan anak meningkat menjadi 1 pada tahun 2022. Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum meningkat
signifikan dari 9 pada tahun 2019 menjadi 44 pada tahun 2022. Cakupan
layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga
meningkat tajam dari 9 pada tahun 2019 menjadi 44 pada tahun 2022. Cakupan

layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
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terdokumentasi pada tahun 2022. Rasio APM (Angka Partisipasi Murni)
perempuan/laki-laki di SD cenderung sangat tinggi dan mendekati 100% pada
tahun 2022. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP juga tinggi dan meningkat
selama periode tersebut, mencapai 74,29% pada tahun 2022. Rasio melek huruf
perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun mendekati 100%
pada tahun 2022. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor
nonpertanian relatif rendah, tetapi mengalami sedikit peningkatan dari 18,32%

pada tahun 2019 menjadi 19,25% pada tahun 2022.

Dari 17 indikator yang ada, terdapat satu pada tahun 2018 hingga 2022
yang datanya tidak tersedia yaitu indikator mengenai partisipasi perempuan di

lembaga swasta.

3) Pangan
- Ketersediaan Pangan Utama

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan
bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan,
dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi
seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan
secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan
budaya lokal. Berdasarkan data ketersediaan pangan utama Kabupaten
Kapuas dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terlihat adanya fluktuasi
yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, ketersediaan pangan utama
tercatat sebesar 119.453 ton, kemudian mengalami penurunan menjadi
106.224 ton pada tahun 2021, dan kembali menurun secara tajam menjadi
74.043 ton pada tahun 2022. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh
berbagai faktor, seperti kondisi cuaca ekstrem, gangguan produksi, atau
dampak dari pandemi yang mempengaruhi rantai pasok dan distribusi
pangan.

Pada tahun 2023, ketersediaan pangan utama meningkat secara
signifikan menjadi 128.427 ton, menunjukkan adanya pemulihan dalam
sektor produksi dan distribusi pangan. Namun demikian, pada tahun 2024
kembali terjadi penurunan ketersediaan menjadi 88.762 ton. Kondisi ini
perlu menjadi perhatian serius mengingat fluktuasi ketersediaan pangan
dapat berdampak langsung terhadap stabilitas harga, daya beli masyarakat,

serta ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-
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langkah strategis yang berkelanjutan melalui penguatan produksi lokal,
peningkatan infrastruktur pertanian, serta pengelolaan cadangan pangan

yang lebih adaptif terhadap dinamika perubahan.

KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA (TON)
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(Tor) 119453 106224 74043 128427 8a7E2

Gambar 2.21 Grafik Ketersediaan Pangan Utama
Sumber : KABUPATEN KAPUAS DALAM ANGKA BPS 2025

- Ketersediaan energi perkapita

Ketersediaan energi per kapita di Kabupaten Kapuas menunjukkan
fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah ketersediaan
energi per kapita tercatat sebesar 3.093 kkal/kap/hr dan mengalami sedikit
peningkatan pada tahun 2021 menjadi 3.041 kkal/kap/hr. Puncak
ketersediaan energi terjadi pada tahun 2022 dan 2023 dengan angka
tertinggi yang sama, yaitu 3.447 kkal/kap/hr, mencerminkan peningkatan
dalam penyediaan pangan yang lebih stabil pada periode tersebut. Namun,
pada tahun 2024, angka ini mengalami penurunan cukup signifikan
menjadi 3.016 kkal/kap/hr. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan berbagai
faktor seperti perubahan produksi pangan lokal, distribusi logistik, serta
ketersediaan stok pangan yang mempengaruhi akses energi per kapita bagi

masyarakat Kabupaten Kapuas.
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Ketersediaan energi perkapita (kkal/kap/hr)

2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2020 2021 20E2 2023 2024
B Eefersediaan energl perkapia

e W41 1447 3447 e
thkallanmir 1003 204 144 4 1078

Gambar 2.22 Grafik Ketersediaan Energi Perkapita
Sumber : KAPUAS DALAM ANGKA, BPS 2025

- Ketersediaan Protein Perkapita
Ketersediaan protein per kapita di Kabupaten Kapuas mengalami fluktuasi
signifikan selama periode 2020-2024, mencerminkan dinamika dalam
sistem penyediaan pangan di daerah tersebut. Pada tahun 2020, angka
ketersediaan protein mencapai 128,7 gram/kap/hr, namun mengalami
penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi 98,96 gram/kap/hr. Kondisi
ini membaik pada tahun 2022 dengan peningkatan menjadi 110,05
gram/kap/hr dan tetap stabil pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024,
ketersediaan protein kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 104,27
gram/kap/hr. Fluktuasi ini menjadi indikator penting dalam menilai
kemampuan pemerintah dalam menjamin pasokan pangan melalui produksi

dalam daerah, pasokan dari luar, serta pengelolaan cadangan pangan.

Ketersediaan protein perkapita (gram/kap/hr)

BEetersediaan protein perkapis
{gram/kap/hr)

Gambar 2.23 Grafik Ketersediaan Protein Perkapita
Sumber : KAPUAS DALAM ANGKA BPS 2025
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- Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Berdasarkan data yang ditampilkan, angka pengawasan dan pembinaan
keamanan pangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari
tahun 2020 ke 2021, di mana persentase meningkat dari 80% menjadi 95%,
atau mengalami kenaikan sebesar 25%. Namun, setelah mencapai
puncaknya pada tahun 2021, angka ini mulai mengalami sedikit
penurunan, dengan angka 94,5% di tahun 2022 dan kembali turun tipis
menjadi 94,2% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, pengawasan dan
pembinaan keamanan pangan mengalami penurunan yang lebih signifikan
menjadi 86,67%.

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KEAMANAN
PANGAN (%)

Gambar 2. 24 Grafik Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Sumber : Kapuas Dalam Angka. BPS 2025

- Penanganan daerah rawan pangan
Penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Kapuas ditahun 2020
menuju 2021 mengalami penurunan sebesar 0,86% dimana penurunan
tersebut juga tidak lepas pengaruhnya dari pandemi COVID-19. Yang
kemudian pada tahun 2022, penanganan daerah rawan pangan meningkat
cukup signifikan hingga mencapai 13,3%.
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Penanganan daerah rawan pangan (%)

B Pengawasan dan Pembinaan Keamanan...

2018 2019 2020 2021 2022

Gambar 2. 25 Grafik Penanganan Daerah Pangan
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 2023

- Indeks Ketahanan Pangan
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komposit yang mengukur

kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah, yang dihitung berdasarkan
beberapa indikator terkait ketersediaan pangan, akses pangan, dan

pemanfaatan pangan. Berikut adalah capaian IKP Kabupaten Kapuas:

84
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Gambar 2. 26 Grafik Indeks Ketahanan Pangan
Sumber : satudata.badanpangan.go.id/datasetpublications

4) Pertanahan
Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan merupakan urusan
pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penyelenggaraan urusan pertanahan terutama terkait dengan administrasi
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pertanahan baik di tingkat nasional, regional dan sektoral sepenuhnya
dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada tingkat kabupaten,
tugas mengenai pertanahan dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPUPRPKPP)
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan. Pemberian hak atas tanah sejak tahun
2017 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel 2.32. Adapun jumlah surat
keputusan (SK) pemerintah tentang hak atas tanah dapat dilihat pada tabel
2.32.

Tabel 2. 40 Luas Tanah Yang Telah Diberi Hak Atas Tanah menurut jenisnya
Jenisnya di Kabupaten Kapuas

Luas Tanah

2020 2021 2022 2023 2024
Land Area

(M (2 (3) (4) (5) (6)

Hak Milik

end e A 6.041,71 5.507,52 5.873,44 1.223,04 19733

Hak Guna Bangunan
Land Poverty Rights
Hak Guna Usaha
Cultivation Rights
Hak Pakai
Landholder Rights
Hak Pengelolaan
Management Rights
Hak Wakaf

Wagf Rights

74,37 15,38 58,1 29,3 122,64
A = - - 1.367,54

40,8 381,62 347,89 30,3 70,7

2,73 0,5 = 0,53 =
Jumlah/Total 6.159,61 5.905,02 627943 7.283,17 3.534,18

Sumber: Kabupaten Kapuas dalam Angka, 2025

Tabel 2. 41 Jumlah SK tentang Hak Atas Tanah di Kabupaten Kapuas

Jenis hak tanah

Luas tanah (ha)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hak milik 18.688 14.667 82 85 204 78 214
Hak guna bangunan 127 107 14 1 8 4 18
Hak guna usaha 18 26 11 - - - 38
Hak pakai 13 3 9 79 89 43
Hak wakaf 61 6 - - 2
Jumlah 18.846 14.864 117 165 301 127 270

Sumber: Kabupaten Kapuas dalam Angka, 2025

5) Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas mempunyai tugas membantu
Bupati menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penaatan hukum
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lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan pelaksanaan

pengelolaan TAHURA kabupaten.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas
adalah Terjaganya kualitas lingkungan hidup. Sasaran yang ingin dicapai
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas dalam kurun waktu 2018 -
2023 adalah meningkatnya kualitas air dan meningkatnya kualitas udara.

Untuk mencapai itu, strategi yang dilakukan adalah:

e Menerapkan peraturan, pedoman, standar, norma, prosedur dan kriteria
di bidang lingkungan hidup.

e Melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha
yang berdampak terhadap lingkungan.

e Merumuskan kebijakan daerah dan menyusun regulasi di bidang

lingkungan hidup.

Lingkungan hidup memiliki peranan penting dalam kehidupan seluruh
makhluk hidup di dunia. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kapuas tahun
2018-2023, terdapat isu dan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi

di dunia yaitu sebagai berikut.

a) Terjadinya penurunan fungsi kawasan hutan lindung, selain sebagai
penunjang perekonomian regional dan nasional, juga sebagai daya
dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem.

b) Permukaan air sungai pada saat musim kemarau dan musim hujan
sangat fluktuatif dan mulai tercemar, karena fungsi hutan yang
mengatur kuantitas dan kualitas aliran air mengalami penurunan.

c) Meningkatnya kerusakan DAS, terutama yang diakibatkan oleh praktek
penebangan liar dan konversi lahan.

d) Sepanjang pinggiran sungai mulai mengalami gangguan erosi.

e) Meningkatnya pencemaran air, dimana limbah industri, pertanian, dan
pertambangan berdampak buruk bagi kehidupan manusia.

f) Fungsi hutan bakau disepanjang wilayah pesisir/pantai mulai
terganggu dan terjadinya pendangkalan.

g) Menurunnya kualitas udara perkotaan yang disebabkan oleh semakin
meningkatnya perindustrian dan penggunaan kendaraan bermotor

sangat memengaruhi kualitas udara, khususnya di wilayah perkotaan,
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serta kejadian kebakaran hutan dan lahan, serta kurangnya tutupan
hijauan di kawasan perkotaan.

h) Semakin tingginya pencemaran limbah padat, dimana selain membebani
Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS), juga karena sebagian besar
sampah yang ada belum diolah dan dikelola secara sistematis, sekedar
ditimbun maka akan mencemari tanah dan air.

i) Potensi sumber daya hayati dan sumber daya genetik hutan semakin
menurun akibat pembukaan lahan dan hutan yang tidak terkendali,
lemahnya koordinasi antarsektor dan belum optimalnya pelaksanaan

penegakan hukum.

Meskipun isu lingkungan saat ini sudah sangat kritis, Kabupaten
Kapuas selalu berupaya untuk mengelola lingkungan supaya meminimalisir
degradasi lingkungan. Upaya tersebut dibuktikan dengan keberhasilan
dalam pengelolaan kebersihan, Kabupaten Kapuas meraih Adipura pertama
kali di tahun 2017. Untuk mendukung keberhasilan tersebut, Bupati
Kapuas dengan instruksinya Nomor 003/37/DLH.III/X/2017 tanggal 25
Oktober 2017 mengajak seluruh masyarakat Kapuas senantiasa
meningkatkan upaya pembiasaan hidup bersih dan sehat serta bergotong
royong dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan yang semakin baik
dan menyehatkan. Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan
melalui koordinasi RT/RW dibawah pengawasan Lurah dan Camat, sehingga
proses pewadahan/pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta
pembuangan/pemindahan sampah dari lingkungannya ke Tempat
Pembuangan Sementara (TPS) sesuai jadwal dan ketentuan yang telah
ditetapkan.

Lingkungan merupakan faktor yang penting supaya kelestarian dan
manfaat yang dirasakan saat ini juga dapat dirasakan oleh generasi dimasa
yang akan datang, sehingga perencanaan lingkungan yang berkelanjutan
adalah suatu kewajiban DLH Kabupaten Kapuas. Pembangunan juga
diwajibkan untuk mematuhi kaidah lingkungan supaya pembangunan
menjadi berkelanjutan. RPJP dengan wawasan lingkungan sangat penting
sehingga dokumen tersebut menjadi pedoman dalam Pembangunan yang
berwawasan lingkungan dengan waktu 20 tahun. Olah karena itu,

mendukung terwujudnya RPJP Kapuas tahun 2025-2045, Berikut adalah

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 103



capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Tahun 2018-

2022.

Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022

No , , Capaian Kinerja
Bidang Urusan/ Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

1 Tersusunnya RPPLH
Kabupaten/Kota

2 Terintegrasinya RPPLH dalam
rencana pembangunan 0 0 0 0 0
kabupaten/kota

3 Terselenggaranya KLHS untuk
K/R/P tingkat daerah provinsi

4 Hasil Pengukuruan Indeks
kualitas Air

5 Hasil Pengukuruan Indeks
kualitas Udara

6 Hasil Pengukuruan Indeks
kualitas Tutupan Lahan

7 Pembinaan dan Pengawasan
terkait ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan
yang diawasi ketaatannya
terhadap izin lingkungan, izin
PPLH dan PUU LH d yang
diterbitkan  oleh  Pemerintah
Daerah kabupaten/kota

8 Peningkatan kapasitas  dan
Sarana Prasarana Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup di 0 0 0 0 0
Daerah (PPLHD) di
Kabupaten/Kota

9 Terfasilitasi Pendampingan
Pengakuan MHA

10  Terverifikasinya MHA dan
kearifan lokal atau pengetahuan n/a n/a n/a n/a n/a
tradisional

11 Terverifikasi hak kearifan lokal
atau hak pengetahuan tradisional

12 Penetapan hak MHA 0 0 0 1 1

13  Terfasilitasi kegiatan peningkatan
pengetahuan dan keterampilan

14  Terfasilitasi penyediaan
sarana/prasarana

15  Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan masyarakat

16  Terlaksananya pemberian
penghargaan lingkungan hidup

17 Pengaduan masyarakat terkait
izin lingkungan, izin PPLH dan n/a 100 75 100 100
PUU LH yang di terbitkan oleh

0 0 0 0 0

n/a 47.5 49 50 50

n/a 95.96 92.62 92.75 93,41

n/a 73.2 72.32 73.37 74,3

n/a 15 28 12 15

n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a n/a
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No , , Capaian Kinerja
Bidang Urusan/ Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan
dampaknya di Daerah
kabupaten/kota.

18  Timbulan sampah yang ditangani n/a 41,72 27,94 11,73 59,8
19 Persentase jumlah sampah yang

terkurangi melalui 3R e e e e e

20 Persentase  cakupan  area 4., .4 33774 33774 33774 337,74
pelayanan

21 Persentasp jumlah sampah yang n/a 41,72 27.94 1173 50.8
tertangani

22 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA
di 75,51 n/a n/a n/a n/a
kabupaten/kota

23 Persentase izin pengelolaan
sampah oleh swasta yang 0 0 0 0 0
diterbitkan

24 Persentase pengelolaan sampah
oleh swasta yang taat terhadap 0 0 0 0 0

peraturan perundang-undangan
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas, 2023

Berdasarkan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kapuas, dalam indikator hasil pengukuran kualitas air mengalami kenaikan
yang dapat dilihat pada grafik. Indikator hasil pengukuran indeks kualitas udara
dan hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan mengalami fluktuasi.
Sedangkan indikator persentase sampah yang ditangani mengalami fluktuasi
yang menurun dari tahun 2019-2021 kemudian naik dengan pesat ditahun
2022.

Selain itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan
parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu
wilayah dalam periode waktu tertentu. IKLH disusun berdasarkan beberapa
parameter lingkungan utama, seperti kualitas udara, kualitas air, tutupan
lahan, dan faktor sosial ekonomi. Tujuan perhitungan indeks kualitas
lingkungan hidup adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh
terhadap kondisi lingkungan sehingga dapat dijadikan acuan dalam
pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang memerhatikan
keberlanjutan lingkungan.

Dalam tren lima tahun ke belakang, indeks kualitas lingkungan hidup di
Kabupaten Kapuas mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2020,

nilai IKLH di Kabupaten Kapuas sebesar 71,77 dan terus naik hingga tahun
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2022 mencapai 72,9. Namun, pada tahun berikutnya, yakni tahun 2023, IKLH
mengalami penurunan menjadi 72,55. Nilai IKLH lalu kembali mengalami
kenaikan pada tahun 2024 sebesar 75,49. Nilai tersebut lebih besar dari target
IKLH Nasional pada tahun yang sama, yakni 69,75.

Tabel 2.43 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indikator Kinerja Satuan 2020 2021 2022 2023

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, 2025
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744
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Gambar 2.27 Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, 2025

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terdapat lima indikator yang menjadi kewenangan kabupaten untuk
menjalankan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil. Capaian masing-masing indikator termuat di Tabel 2.35

Tabel 2. 44 Capaian Pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas

Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
Rasio penduduk ber-KTP per 0,83 0,86 0,88 0,91 0,01
satuan penduduk
Rasio bayi ber-akta kelahiran 0,89 0,91 0,86 0,89 0,95
Rasio pasangan ber-akta nikah 0,44 0,66 0,67 0,67 0,67
Zle}zerapan KTP Nasional berbasis Sudah  Sudah  Sudah  Sudah  Sudah
(Ciz;mpan penerbitan akta kelahiran 4174 44,04 47.72 54,55 57.67

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, 2023
Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil sudah mengimplementasikan kartu tanda penduduk/KTP
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nasional berbasis nomor induk kependudukan/NIK selama beberapa tahun
terakhir guna mengorganisasikan administrasi penduduk Kabupaten Kapuas.
Rasio penduduk yang memiliki KTP pun terus meningkat dari tahun 2018 di
angka 0,83 hingga pada tahun 2022 mencapai 0,91. Diharapkan bisa tercapai
100% penduduk Kabupaten Kapuas memiliki KTP mengingat pentingnya berkas
tersebut sebagai penanda identitas pribadi dan keperluan administrasi

sepanjang hidup.

Pernikahan adalah salah satu momen penting bagi pihak yang terlibat di
dalamnya. Pernikahan juga harusnya diakui secara hukum melalui pencatatan
legal dengan dibuktikan adanya akta nikah. Sayangnya, capaian pasangan ber-
akta nikah di Kabupaten Kapuas daibilang belum optimal karena capaiannya
yang kurang dari 0,50 pada tahun 2018 dan meningkat di rentang 0,66—0,67
selama empat tahun terakhir hingga 2022. Meskipun sebagian besar (67%)
pasangan sudah memiliki akta nikah, diharapkan sisanya bisa juga memiliki
akta nikah karena akan mempermudah administrasi kependudukan yang

mungkin ditempuh nantinya.

Capaian bayi ber-akta kelahiran di Kabupaten Kapuas cenderung
fluktuatif mulai tahun 2018 hingga 2022 dengan capaian terendah 0,86 pada
tahun 2020 sementara tertinggi nilainya pada tahun 2022 yakni 0,95. Di sisi
lain, cakupan penerbitan akta kelahiran masih terbilang rendah di sekitar angka
50% selama lima tahun terakhir dengan capaian tertingginya pada tahun 2022
sebesar 57,67%.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengembangan ekonomi daerah yang mandiri dan berbasis potensi
unggulan daerah dapat dilaksanakan manakala pemberdayaan masyarakat dan
desa dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini karena masyarakat
merupakan subjek utama pelaksanaan pembangunan ekonomi berbasis
agribisnis. Adapun desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang langsung
bersentuhan dengan masyarakat sebagai pelaku usaha ekonomi kerakyatan.
Pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dapat
diidentifikasi melalui sembilan indikator (Tabel 2.36) menurut peraturan yang

berlaku.

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 107



Tabel 2. 45 Capaian Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas

No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
Cakupan sarana prasarana
1. perkantoran pemerintahan desa 100 100 100 100 100

yang baik (%)
Rata-rata jumlah kelompok binaan

2 LPM (kelompok) ! ! ! 1 !
Rata-rata jumlah kelompok binaan

3 PKK (kelompok) 0.5 L 1 1 L

4, Persentase LSM aktif (%) 38,85 38,85 38,85 38,85 38,85

5. Persentase LPM berprestasi (%) 0 0 0 0 0

6 Persentase PKK aktif (%) 100 100 100 100 100

7 Persentase posyandu aktif (%) 100 100 100 100 100
Swadaya masyarakat terhadap

8. program pemberdayaan 57,48 57,48 57,48 57,48 57,48
masyarakat (%)

g, ~emeliharaan = pasca = program oo 4o 5748 5748 5748 57,48

pemberdayaan masyarakat (%)
10. Persentase desa atau kelurahan 0,00 0.47 0,93 0,93 3,74
yang berswasembada (%)
11.  Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM 3.159 3.166 3.199 3.200 3.280
12.  Indeks Desa Membangun/IDM 0,57 0,60 0,62 0,64 0,66
13.  Tingkat Perkembangan Desa/TPD 415 418 432 440 452
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas, 2023

Hal yang cukup esensial terkait pemberdayaan desa yakni ketersediaan

sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa, yang tingkat cakupannya di

Kabupaten Kapuas mencapai 100 selama lima tahun terakhir.

Pembahasan terkait pemberdayaan masyarakat dapat dikaitkan dengan
adanya kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dengan fokus
peningkatan keterlibatan perempuan di dalam pembangunan. Persentase PKK
aktif di Kabupaten Kapuas mencapai 100% selama lima tahun terakhir, dapat
dikatakan bahwa seluruh PKK di Kabupaten Kapuas aktif mengadakan kegiatan
selama periode tersebut. Selain itu, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di
Kabupaten Kapuas pada tahun 2018 mencapai 0,5 yang lalu meningkat menjadi
1 pada tahun 2019 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa cukup banyak
kelompok binaan oleh PKK yang ada.

Selain PKK, terdapat pula lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan
lembaga swadaya masyarakat (LSM). Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM di
Kabupaten Kapuas selalu mencapai satu kelompok selama lima tahun terakhir.
Sayangnya, belum terdapat LPM yang memiliki prestasi sehingga capaian
persentase LPM berprestasi masih nol selama lima tahun terakhir. Di sisi lain,

kondisi pemberdayaan LSM juga belum dapat sepenuhnya dikatakan baik
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karena dari keseluruhan LSM yang ada di Kabupaten Kapuas, persentase LSM

aktif dari tahun 2018 hingga 2022 baru sebesar 38,85%.

Pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa juga tidak
lepas dari komponen kesehatan, utamanya bayi dan anak-anak, yang ditinjau
melalui indikator ketersediaan posyandu aktif berupa persentase. Data
menunjukkan bahwa keseluruhan posyandu di Kabupaten Kapuas statusnya

aktif selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Indikator yang tidak kalah penting yakni indikator terkait hubungan
program kerja yang dilaksanakan OPD dengan swadaya masyarakat yang diukur
melalui dua indikator: swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat dan pemeliharaan pascaprogram pemberdayaan masyarakat.
Keduanya mencapai 57,48% selama lima tahun terakhir. Sebaiknya capaian ini
dapat terus ditingkatkan agar keberdayaan masyarakat, sebagai orientasi
program pemberdayaan masyarakat, dapat tercapai. Di sisi lain, desa dan
kelurahan berswasembada di Kabupaten Kapuas terus meningkat selama lima
tahun terakhir, dari nol desa/kelurahan pada 2018 hingga 3,74% dari
keseluruhan desa/kelurahan di Kabupaten Kapuas termasuk berswasembada.

Meskipun begitu, masih perlu upaya peningkatan jumlah tersebut.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan Penyelenggaraan Program Kependudukan Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sebagai upaya pengendalian penduduk
dan keluarga berencana yang berdampak juga kepada berbagai persoalan yang
berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan. Fokus program
KKBPK adalah meningkatkan kualitas manusia dan mengendalikan
kuantitasnya. Konsentrasi program Kependudukan Keluarga Berencana pada
peningkatan kualitas SDM dan pelayanan KB. Program Pembangunan Keluarga
pada peningkatan ketahanan keluarga melalui kegiatan Tribina Keluarga (Bina
Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia), Pusat Informasi
dan Komunikasi (PIK) remaja serta Pemberdayaan ekonomi keluarga. Capaan
pembangunan berdasarkan masing-masing indikator terdapat di Tabel 2.37.

Tabel 2. 46 Capaian Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kapuas

No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
Laju Pertumbuhan Penduduk
(LPP) n/a 0,8 0,8 1,05 1,77
2. Total Fertility Rate (TFR) n/a 224 224 231 2,31
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No.

Indikator

2018

2019

2020

2021

2022

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Persentase Perangkat
Daerah (Dinas/Badan) yang
berperan aktif dalam
pembangunan Daerah
melalui Kampung KB (%)
Angka kelahiran remaja
(perempuan usia 15-19) per
1.000 perempuan usia 15-19
tahun (ASFR 15-19) (jiwa)
Cakupan Pasangan Usia
Subur (PUS) yang istrinya di
bawah 20 tahun (%)
Cakupan PUS yang ingin
ber-KB  tidak  terpenuhi
(unmet need) (%)
Persentase Penggunaan
Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP) (%)

Cakupan anggota Bina
Keluarga Balita (BKB) ber-
KB (%)

Cakupan anggota Bina
Keluarga Remaja (BKR) ber-
KB (%)

Cakupan anggota Bina
Keluarga Lansia (BKL) ber-
KB (%)

Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS) di setiap
Kecamatan (unit)

Cakupan Remaja dalam
Pusat Informasi Dan
Konseling
Remaja/Mahasiswa (%)
Cakupan PKB/PLKB yang
didayagunakan  Perangkat
Daerah KB untuk
perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
daerah di bidang
pengendalian penduduk
Cakupan PUS peserta KB
anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) yang
ber-KB mandiri (%)

Petugas Pembantu Pembina
KB Desa (PPKBD) setiap
desal/kelurahan (orang)
Faskes dan jejaringnya
(diseluruh tingkatan wilayah)

n/a

0,0

n/a

n/a

4,50

n/a

n/a

n/a

n/a

0,08

18

n/a

231

n/a

n/a

41,4

n/a

n/a

1,74

n/a

n/a

n/a

0,17

18

n/a

231

183

n/a

33,3

n/a

11,90

16,54

95,64

84,40

51,63

0,26

16

n/a

231

31

66,7

20,5

35,26

12,16

6,73

95,64

84,40

51,65

0,64

19

n/a

231

37

83,3

53,9

35,23

14,32

5,38

100

77,04

67,69

Tidak
aktif

0,56

18

0,0073

231

77
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No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

yang bekerja sama dengan
BPJS dan memberikan
pelayanan KBKR sesuai

dengan standarisasi
pelayanan (unit)
Cakupan penyediaan

17. Informasi Data Mikro n/a n/a n/a 67,31 87,29
Keluarga di setiap desa (%)
Persentase remaja yang
18. terkena Infeksi Menular n/a 0,0025 0 0 0,002
Seksual (IMS) (%)
Cakupan kelompok kegiatan
yang melakukan pembinaan

19. : . nla 100 100 100 100
keluarga melalui 8 fungsi
keluarga (%)
Cakupan keluarga yang
mempunyai balita dan anak
20. yang memahami dan n/a n/a n/a n/a 9,32

melaksanakan pengasuhan
dan pembinaan tumbuh
kembang anak (%)

Rata-rata usia kawin pertama
wanita (tahun)

Persentase Pembiayaan
Program Kependudukan,
Keluarga Bencana dan
Pembangunan Keluarga
melalui APBD dan APBDes
(%)

21. 19,48 19,86 19,75 19,14 19,98

22. 16 16 16 25 30

Sumber: Dinas P3APPKB Kapuas, 2023
Beberapa indikator pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana antara lain terkait persentase perangkat daerah yang
berperan aktif dalam pembangunan melalui Kampung KB (mengalami kenaikan
hingga pada tahun 2022 terdapat 83,3% OPD yang terlibat), cakupan anggota
bina keluarga yang ber-KB (tertinggi yakni BKB pada tahun 2022 yang mencapai
100% meskipun BKL masih di bawah 70% pada tahun yang sama), kerja sama
faskes dengan BPJS disertai pelayanan KBKR sesuai standar (terdapat
peningkatan selama tiga tahun terakhir), serta cakupan kelompok kegiatan yang
melakukan pembinaan keluarga melalui delapan fungsi kelaurga (dapat

dipertahankan capaian 100% selama lima tahun terakhir).

Di sisi lain, masih banyak hal penting yang perlu ditingkatkan terkait
pembangunan penduduk dan keluarga berencana seperti angka kelahiran
remaja (mengalami nilai tertingginya pada 2022 sebesar 53,9 jiwa), masih cukup

banyak pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun bahkan yang ingin
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ber-KB tapi tidak terpenuhi (unmet need), penggunaan kontrasepsi jangka
panjang yang cakupannya masih belum banyak, cakupan remaja dalam pusat
informasi dan konseling remaja atau mahasiswa yang masih rendah, remaja
yang terkena infeksi menular seksual (terdapat peningkatan setahun terakhir,

meskipun persentasenya sangat kecil), dan rata-rata usia kawin pertama wanita.

Dari 33 indikator pembangunan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, terdapat 22 indikator yang dapat terpenuhi datanya,
meskipun data beberapa tahun terdahulu tidak tersedia. Indikator lain yang
belum terdata diharapkan bisa dipertimbangkan agar dikumpulkan datanya di
tahun selanjutnya mengingat pentingnya pembangunan di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana. Selain itu, penting juga bagi OPD terkait
agar dapat menyusun rencana induk pengendalian penduduk dan keluarga

guna memastikan arah pembangunan di bidang terkait.

9) Perhubungan
- Terminal

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten
Kapuas Tahun 2019-2022, terdapat terminal tipe A di Kabupaten
Kapuas, yaitu di Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat Hilir,
tepatnya berada di Jalan Tjilik Riwut.

Permasalahan yang terdapat pada terminal ini adalah tidak
berfungsinya terminal karena tidak ada akses moda angkutan
kota/umum masyarakat dari kota atau wilayah sekitar menuju
terminal tersebut dikarenakan akses menuju terminal ini jauh dari
pusat kota.Masyarakat lebih memilih travel swasta karena
kemudahan aksesnya dan pelayanan antar jemput. Pihak travel
swasta memberikan pelayanan jauh lebih baik. Masyarakat hanya
tinggal pesan/telepon bisa di jemput dan sampai ke tempat tujuan
secara langsung meskipun dengan harga yang relatif tinggi.
Sedangkan untuk terminal tipe B dan tipe C masih direncanakan
pengembangannya. Berdasarkan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 5
Tahun 2019, rencana pengembangan terminal penumpang tipe B
terletak di Kuala Kapuas. Untuk rencana pengembangan terminal

tipe C meliputi:

a. Terminal penumpang Tipe C Selat Hilir di Kecamatan Selat;
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b. Terminal penumpang Tipe C Palingkau Lama di Kec. Kapuas

Murung;
c. Terminal penumpang Tipe C Dadahup di Kecamatan Dadahup;

d. Terminal penumpang Tipe C Lamunti Permai di Kecamatan

Mantangai;

e. Terminal penumpang Tipe C Mandomai di Kecamatan Kapuas

Barat;

f. Terminal penumpang Tipe C Sei Tatas di Kecamatan Pulau
Petak;

g. Terminal penumpang Tipe C Tamban Luar di Kecamatan

Bataguh;
h. Terminal penumpang Tipe C Lupak Dalam di Kec. Kapuas Kuala;
i. Terminal penumpang Tipe C Timpah di Kecamatan Timpah;

j- Terminal penumpang Tipe C Pujon di Kecamatan Kapuas

Tengah;
k. Terminal penumpang Tipe C Sei Hanyo di Kec. Kapuas Hulu; dan

. Rencana pembangunan terminal tipe C yang tersebar di seluruh

Kecamatan.

- Pelabuhan Laut dan Dermaga Sungai
Kabupaten Kapuas terkenal dengan kota air dimana di Kabupaten
Kapuas berada di tepian sungai yang dihimpit oleh tiga sungai. Ketiga
sungai tersebut adalah Sungai Kapuas Murung dengan panjang
66,38 km, Sungai Kapuas dengan panjang 600,00 km dan Daerah
Pantai/Pesisir Laut Jawa dengan panjang 189,85 km. Untuk
mendukung lalu lintas air yang ada di Kabupaten Kapuas terdapat
beberapa dermaga yang di bangun baik oleh pemerintah pusat,

pemerintah daerah dan swadaya masyarakat.
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Tabel 2. 47 Jenis, Kelas dan Pelayanan Dermaga di Kabupaten Kapuas

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

No Lokasi Nama Dermaga Jenis Kondisi Kelas Pelayanan Peruntukan Keterang?n
Dermaga Dermaga Dermaga Dermaga Operasi
1 Kec. Selat Hilir Dermaga Pelindo (KP3)  Kayu Ulin Rusak Berat Nasional BUMN Bongkar Muat Tidak
Barang
Dermaga LLASD Patih  Kayu Ulin Rusak Berat Kabupaten = Pemerintah Penumpang dan Ya
Rumbih barang
Dermaga Ferry Rakyat Kayu Sedang Kecamatan Swasta Penyebrangan (1 Ya
Unit)
Dermaga Speed Boat Kayu Rusak Berat Kabupaten = Pemerintah Naik/Turun Tidak
Penumpang
Dermaga Ferry Rakyat Kayu Sedang Kecamatan Swasta Penyebrangan (1 Ya
Unit)
Dermaga JI Kalamintan Beton Sedang Kecamatan  Pemerintah Bongkar Muat Tidak
Barang
Dermaga Dolog Kayu Ulin Baik Kabupaten BUMN Bongkar Muat Tidak
Barang
Dermaga PT. Karya Kayu Ulin Baik Kecamatan Swasta Bongkar Muat Ya
Sejati Barang
2 Kec. Selat Hulu Dermaga Ferry Rakyat Kayu Sedang Kecamatan Swasta Penyebrangan (1 Ya
Unit)
Dermaga Ferry Rakyat Kayu Sedang Kecamatan Swasta Penyebrangan (2 Ya
Unit)
Dermaga Ferry Rakyat Besi Sedang Kecamatan Pemerintah  Penyebrangan (2 Tidak
Unit)
3 Kec. Selat Tengah Dermaga Ferry Rakyat Kayu Ulin Baik Kecamatan Swasta Penyebrangan (3 Ya
Unit)
4 Kec. Selat Dermaga LLASD Kayu Ulin Baik Kecamatan  Pemerintah Penumpang dan Ya
Danau Mare barang
5 Mantangai Hilir Dermaga LLASD Kayu Ulin Baik Kecamatan  Pemerintah Penumpang dan Ya
Mantangai barang
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Jenis

Kelas

Pelayanan

Peruntukan

Keterangan

No Lokasi Nama Dermaga Kondisi ,
Dermaga Dermaga Dermaga Dermaga Operasi

Tbg. Mangkutup Pos Pengawas Alur Kayu Ulin Baik Kecamatan = Pemerintah Penumpang dan Ya
Pelayaran barang

Teluk Batu Dermaga Desa Kayu Ulin Baik Kecamatan  Pemerintah Penumpang dan Ya
barang

Ds. Lawang Kajang Dermaga Desa Kayu Ulin Baik Kecamatan  Pemerintah Penumpang dan Ya
barang

6 Kec. Pulau Petak Dermaga Ferry Rakyat Kayu Sedang Kecamatan Swasta Penyebrangan (3 Ya

Unit)

7 Kec. Kapuas Barat Dermaga LLASD KayuUlin Rusak Ringan Kabupaten  Pemerintah Penumpang dan Ya
Mandomai barang

Dermaga Ferry Rakyat Kayu Sedang Kecamatan Swasta Penyebrangan (9 Ya

Unit)

8 Kec. Kapuas Tengah Dermaga LLASD Pujon Kayu Ulin Sedang Kecamatan = Pemerintah Penumpang dan Ya
barang

Ds. Penda Muntei Dermaga Desa Kayu Ulin Baik Kecamatan  Pemerintah Penumpang dan Ya
barang

9 Kec. Kapuas Kuala Dermaga LLASD KayuUlin  Rusak Ringan Kecamatan Pemerintah Penumpang dan Ya
Tamban barang

Kel. Lupak Dermaga Sekolah Kayu Ulin Baik Kecamatan  Pemerintah Akses SMK Ya
Maritim

10 Kec. Tamban Catur Dermaga Pasar Kayu Ulin Baik Kecamatan = Pemerintah Penumpang dan ya
barang

Pos Pengawas Alur Pos Dermaga LLASD Kayu Ulin Baik Kecamatan  Pemerintah Penumpang dan ya
barang

11 Kec. Kapuas Timur Dermaga LLASD Anjir  Kayu Ulin Baik Kecamatan  Pemerintah Penumpang dan ya
Serapat barang

12 Kec. Kapuas Murung Dermaga LLASD  Kayu Ulin Baik Kecamatan  Pemerintah Penumpang dan ya
Palingkau barang

Ds. Palangkau Lama Pos Pengawas Alur Kayu Ulin Sedang Kecamatan  Pemerintah Penumpang dan ya
barang
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Jenis Kelas Pelayanan Peruntukan Keterangan

No Lokasi Nama Dermaga Kondisi ,
Dermaga Dermaga Dermaga Dermaga Operasi
Ds. Palangkau Baru Dermaga Desa Kayu Ulin Baik Kecamatan  Pemerintah Penumpang dan ya
barang
13 Kec. Dadahup Dermaga Pasar Kayu Ulin Baik Kecamatan  Pemerintah Bongka/Muat ya
Barang

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas 2018-2023
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- Sarana Angkutan

Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Kapuas

dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu:

e Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dimana Kabupaten
Kapuas merupakan tempat asal dan tujuan maupun hanya
sebagai lintasan dari kota-kota di Kalimantan Tengah, Palangka
Raya, Banjarmasin dan sebaliknya.

e Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang
menghubungkan kota-kota yang terdapat didalam Provinsi
Kalimantan Tengah (lintas Kabupaten/Kota).

e Angkutan Lokal yang ada berupa Angkutan Kota dan Angkutan
Pedesaan, terdapat 8 (delapan) unit mobil Angkutan Kota yang
dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas yang
digunakan sarana angkutan masyarakat menuju ke pusat-pusat
pemasaran selain itu sarana ini juga berfungsi sebagai sarana

angkutan pelajar yang tidak dikenakan tarif (gratis).

- Fasilitas Jalan
Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk
bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan.
Fasilitas jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light,
warning light, pagar pengaman jalan, paku marka jalan serta marka

jalan.

Tabel 2. 48 Ceklis Kelengkapan/Fasilitas Jalan Raya di Kabupaten

Kapuas

Kelengkapan Jalan

Nama Ruas Fungsi Jalan
A B CDETF G H

Nama Ruas FungsiJalan - vV - - - 'V v -
Sei Hanyo - arteri primer - v - - - V \Y -
Tumbang Bokoi

Pujon - Sei Hanyo arteri primer - v - - - v \Y -

Timpah — Pujon arteri primer - v - - - V \Y -
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Nama Ruas

Fungsi Jalan

A B C D E F

Kelengkapan Jalan

G

H

Mantangai-
Timpah
Mantangai-
Timpah

Lamunti - Jalan
Kabupaten

Anjir Palambang —
Jalan Provinsi
Manusup

Seberang

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas 2018-2023

Keterangan:

A. Trotoar

B. Marka Jalan
C. Kreb

D. Pedestrian
E. Lampu

F. Bahu

arteri primer

arteri primer

arteri primer

arteri primer

arteri primer
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Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023,

berikut adalah capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas

Tahun 2016-2021.

Tabel 2. 49 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023

Capaian Kinerja
N  Bidang Urusan/ P 7

o Indikator Satuan o018 2019 2020 2021 2022
1 Jumlah arus
penumpang Penumpan 5 ) 5¢ 35,079 40,227 42,839 4‘8?81
angkutan umum g Org Org Org Org g
Rasio ijin trayek Rasio - 25 23 20 20
3 Jumlah uji KIR
angkutan umum ey 1,717 1,650 1,700 1,780 2,119
4  Jumlah
Pelabuhan Laut/
Udara/ Terminal Buah 0/0/0/ 1/34/0/2 1/34/0/2 1/34/0/2 1/341/0/2
Bus 0 1 1 1
5 Persentase
Layanan % 1.86%
Angkutan Darat 2,30% 2,15% 2,06% 1,96% ’
6 Persentase
Kepemilikan KIR % 0.97%
angkutan umum 1,76% 1,18% 0,78% 0,78% ’
7 Pemasangan
Rambu-rgmbu EEEL 55 0 10 20 &
8 Rasio Panjang
Jalan per Jumlah Rasio 1.86
Kendaraan 2,3 2,15 2,06 1,96 ’
9 Jumlah
orang/barang Orang / 24.570
yang  terangkut Barang 17,017 23,400 6rg
angkutan umum Org 8,726 Org 8,552 Org Org
10  Jumlah
orang/barang
melalui Orang /
dermaga / bandara Barang 24,570
/ terminal per 17,017 23,400 Org
tahun Org 8,726 Org 8,552 Org Org
11 Jumlah Rambu- o 3,158 35,079 40,227 42,839 4‘8981
rambu terpasang Org Org Org Org rg

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Tahun 2023

Secara umum, capaian kinerja pelayanan bidang perhubungan di
Kabupaten Kapuas diukur berdasarkan beberapa indikator sebagai
berikut: (1) jumlah penumpang/jangkauan penumpang angkutan
umum (indikator jumlah arus penumpang angkutan umum, jumlah
orang/barang yang terangkut angkutan umum, dan jumlah
orang/barang yang terangkut angkutan umum), di mana secara umum
terus mengalami peningkatan yang signifikan walaupun sempat terjadi
fluktuasi pada jumlah orang/barang yang terangkut dan/atau melalui

infrastruktur perhubungan; (2) Pelayanan infrastruktur transportasi
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publik (jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus, pemasangan
rambu-rambu, jumlah rambu-rambu terpasang), di mana pelayanan
infrastruktur perhubungan ini berusaha merespon peningkatan
demand atau permintaan terhadap layanan transportasi publik dan
kelayakannya yang telah berhasil meningkat dalam jumlah rambu-
rambu terpasang serta aktivitas pemasangan rambu untuk
pemeliharaan infrastruktur perhubungan; (3) Kondisi angkutan umum
(rasio ijin trayek, jumlah uji KIR angkutan umum, presentase
kepemilikan KIR angkuran umum, dan presentase layanan angkutan
darat), di mana pada indikator ini banyak terjadi penurunan kualitas
pelayanan sebagaimana diperlihatkan pada turunnya presentase
layanan angkutan darat hampir sebesar 0,50% secara keseluruhan
atau menurun hampir 40% selama periode 2018-2022. Hal ini juga
dapat didorong oleh penurunan rasio angkutan umum yang memiliki
KIR (menurun 0,80% secara keseluruhan atau hampir 50% selama
periode 2018-2022), dan berfluktuasinya upaya untuk pengujian KIR
yang pada akhirnya juga menurunkan ketersediaan trayek sebesar
20% selama periode 2018-2022. Keseluruhan hal tersebut pada
akhirnya juga ter-refleksikan dalam indikator rasio panjang jalan per
jumlah kendaraan yang semakin menurun (penurunan 19.13% pada
periode 2018-2022), yang menunjukkan bahwa masyarakat mulai
banyak yang beralih menggunakan kendaraan pribadi. Namun, dalam
konteks ini infrastruktur perhubungan non-darat lainnya masih
memiliki fungsi strategis yang juga perlu dibarengi dengan
ketersediaan angkutan darat untuk dapat meningkatkan dan
memeratakan akses terhadap transportasi publik yang memadai dan

merata.

10) Komunikasi dan Informatika
Layanan komunikasi dan informasi merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan intelektual masyarakat dan diharapkan mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam hal perkembangan teknologi yang semakin
pesat. Keberadaan layanan komunikasi dan informasi ini dapat
mendukung kemajuan usaha di berbagai sektor yang pada akhirnya
mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Kapuas. Di Kabupaten Kapuas masih banyak dijumpai daerah blank spot.

Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas
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telah  berhasil membina dan membangun beberapa menara
telekomunikasi di beberapa daerah ber-blank spotyang tersebar di seluruh

kecamatan di Kabupaten Kapuas.

Tabel 2. 50 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2022

Bidang Urusan/ Capaian Kinerja

No Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
Cakupan pengembangan
dan pemberdayaan .
1  Kelompok Informasi - 88,23%  88,23%  88,23%  88,23%
Masyarakat di Tingkat
Kecamatan
p Cakupan - layanan g5 1900 83550, 83,64%  88,78% 90%
telekomunikasi
Persentase penduduk .
3  yang menggunakan - 79,56%  73,91% 68,01%  70,82%
HP/telepon
4 Proporsi rumah tangga 54 43 38.03 38.59 43,52 53,5
dengan akses internet
Proporsi rumah tangga
S yang memiliki komputer - 79,84 77,46 76,69 77,26
pribadi
Tersedianya sistem data
9] dan statistik yang - - - - -
terintegrasi
7 Buku ) Kabupaten dalam Ada Ada Ada Ada Ada
Angka
8  Buku "PDRB’ Ada Ada Ada Ada Ada
Persentase Perangkat
daerah yang telah .
9  menggunakan sandi - 80.43% 84.78%  89.13%  95.65%
dalam komunikasi
Perangkat Daerah
Persentase desa yang .
10  terhubung dengan - - - - 87.38%
jaringan telekomunikasi
g T 2o 2
- - cuku
Elektronik). (Gl e P
12 Jumlah dan  sebaran ) B 117 124 133
menara telekomunikasi menara menara menara
13  Kapasitas bandwith 45 45 53 53 79
14  Jaringan fiber optik astinet astinet astinet astinet astinet
15 Dokumen Smart City (bila Ada Ada Ada Ada Ada

ada)
Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas, 2023

Berdasarkan data diatas, diketahui dari tahun 2018-2022 cakupan
pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di

tingkat kecamatan mengalami peningkatan sebesar 0,26%. Indikator
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cakupan layanan telekomunikasi mengalami peningkatan sebesar
8,76%. Untuk indikator persentase penduduk yang menggunakan
hp/telepon mengalami penurunan sebesar 12,34%. Proporsi rumah
tangga dengan akses internet mengalami peningkatan sebesar 50,60%.
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi mengalami
penurunan sebesar 3,34%. Tersedianya buku "Kabupaten Dalam Angka”,
buku "PDRB” dan Dokumen Smart City. Indikator persentase perangkat
daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat
daerah mengalami peningkatan sebesar  15,91%. Persentase desa yang
terhubung dengan jaringan telekomunikasi sebesar 87.38%. Indeks
SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebesar 1,83 (cukup).
Jumlah dan sebaran menara telekomunikasi di tahun 2022 sebanyak 133
menara. Kapasitas bandwith mengalami peningkatan sebesar 43,04%.
Jaringan fiber optik berupa astinet. Sementara yang belum terdapat data

terkait ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi.

11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
11.1Perkembangan Koperasi
Koperasi merupakan badan usaha atau organisasi yang dimiliki dan
dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan
bersama. Berdasarkan data perkembangan jumlah koperasi tahun
2020 hingga 2024, tercatat peningkatan yang konsisten dari 454
koperasi pada tahun 2020 menjadi 484 koperasi pada tahun 2024.
Meskipun terjadi peningkatan tiap tahun, laju pertumbuhannya

cenderung melambat pada dua tahun terakhir.

Perkembangan Jumlah Koperasi

== Prkembangan Koparasi 454 464 474 479 484

Gambar 2. 28 Grafik Perkembangan Koperasi
Sumber : Kapuas dalam angka, BPS 2025
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11.2Persentase Koperasi Aktif
Definisi koperasi aktif adalah yang melaksanakan RAT setiap tahun,
masih ada kegiatan usaha dan administrasi yang dilaksanakan serta
pengurus dan anggota masih memenuhi kewajibannya sesuai
AD/ART. Dari data yang didapatkan menunjukkan bahwa jumlah
koperasi aktif di Kabupaten Kapuas cenderung meningkat tiap
tahunnya. Terlihat bahwa pada tahun 2021 capaian koperasi aktif di
Kabupaten Kapuas mencapai 80,38% hingga menjadi 81% di tahun
2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan terhadap
koperasi cukup berdampak signifikan terhadap kenaikan jumlah dan

prosentase koperasi aktif.

PERSENTASE KOPERASI AKTIF

ASH

PERSEM

2020 2021 2022 2023
== Parsonlase Koparasi Akl 19.95 BO.38 BD.8 81

Gambar 2. 29 Grafik Laju Persentase Koperasi Aktif
Sumber : Kapuas Dalam Angka, BPS 2025

11.3 Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga menjadi
perhatian Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dari data yang dihimpun
didapatkan bahwa pada tahun 2024 terlihat bahwa hampir 100
persen usaha yang berada di Kapuas merupakan UMKM. Salah satu
faktor yang mendorong hal tersebut adalah adanya perhatian
Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk mendukung kemajuan UMKM
dengan memberikan bantuan gerobak dan menyediakan lokasi

berjualan.
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PERSENTASE USAHA MIKRO DAN KECIL

ik
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- Persaniase usaha mikro

Gambar 2. 30 Grafik Persentase Usaha Mikro Kecil
Sumber : Kabupaten Kapuas dalam angka, BPS 2025

12) Penanaman Modal

Permasalahan pengembangan investasi penanaman modal di
Kabupaten Kapuas telah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain
terbatasnya sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung
pembangunan investasi, seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan suplai
energi yang mengakibatkan sulitnya pengangkutan hasil produksi
investasi dan menghambat kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat.
Terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada investor yang
menanamkan modalnya di Kapuas hingga mencapai 90 investor pada

tahun 2024 dengan nilai investasi sebesar Rp 1,595 triliun.
Tabel 2. 51 Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional

di Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2022

Realisasi
Tahun Jumlah Nilai Investasi (Rp)
Proyek/Investor
2024 90 1.595.269.160.994
2023 88 1.517.035.781.277
2022 76 912.010.560.000
2021 34 835.279.533.000
2020 32 741.726.009.866
2019 32 660.740.000.000
2018 28 500.371.100.002

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kapuas, 2025

Nilai investasi yang disajikan merupakan jumlah nilai investasi yang

ditanamkan oleh investor setiap tahunnya yang sangat tergantung dengan
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kondisi-kondisi internal perusahaan maupun iklim investasi di
Kabupaten Kapuas pada umumnya. Adanya kecenderungan
meningkatnya nilai investasi menunjukkan bahwa iklim investasi di
Kabupaten Kapuas cukup kondusif dengan prospek yang menjanjikan
keuntungan bagi perusahaan dan di lain pihak juga memberi kontribusi
untuk kemajuan daerah.
Tabel 2. 52 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Kapuas
Tahun 2018-2022
Uraian 2018 2019 2020 2021 2022

Jumlah tenaga kerja n/a n/a n/a 2307 17533
yang bekerja pada
perusahaan
PMA/PMDN
Jumlah Seluruh n/a n/a n/a 461 2657
PMA/PMDN
Rasio Daya Serap n/a n/a n/a 5,00 6,60
Tenaga Kerja (%)
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kapuas, 2023

Pada tabel diatas, data pada tahun 2018-2020 tidak ditemukan dikarenakan

pemerintah daerah belum menerapkan sistem OSS (Online Single Submission).
Namun, bisa dilihat pada tahun 2022 jumlah tenaga kerja di Kabupaten Kapuas
mengalami peningkatan yang signifikan hingga sebesar 17.533 tenaga kerja, dimana
sebelumnya pada tahun 2021 hanya sebesar 2.307 tenaga kerja. Peningkatan
jumlah tenaga kerja ini juga diikuti oleh peningkatan jumlah PMA/PMDN sebanyak
2196 PMA/PMDN dari tahun sebelumnya, dengan total sebanyak 2657 pada tahun
2022. Hal tersebut mempengaruhi nilai rasio daya serap tenaga kerja yang
meningkat 1,60 persen dari tahun sebelumnya, dengan total sebesar 6,60 persen
pada tahun 2022. Adanya kecenderungan meningkatnya nilai rasio daya serap
tenaga kerja menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Kapuas juga cukup
kondusif dengan prospek yang menjanjikan keuntungan bagi perusahaan dan di lain

pihak juga memberi kontribusi untuk kemajuan daerah.

13) Kepemudaan dan Olahraga

Dari beberapa organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Kapuas, terdapat
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang cukup menjadi perhatian oleh OPD
terkait dengan diberikannya bantuan berupa dana hibah guna operasionalnya.
Sayangnya, terapat permasalahan internal di pengurus KNPI sehingga menyebabkan
keberlangsungan organisasi tersebut terganggu beberapa saat terakhir. Selain itu,

pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga juga meliputi wirausaha muda.
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Hal ini mengingat pentingnya pembangunan yang mendukung agar pemuda bisa
mandiri dan berdaya melalui berwirausaha. Bidang keolahragaan juga menjadi
perhatian dengan dilakukannya pembinaan dan pendataan terhadap atlet serta
sertifikasi pelatih. Data capaian pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga

di Kabupaten Kapuas termuat di Tabel 2.44.

Tabel 2. 53 Capaian Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kapuas

Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
(C())igz?lizzzii) pemuda yang  aktif 14 14 14 14 21
Wirausaha muda (orang) 856 856 856 856 856
Pembinaan olahraga (kegiatan) 34 34 34 36 37
Pelatih yang bersertifikasi (orang) S §) 7 9 10
Cakupan pembinaan atlet muda (%) 0 0 0 0
Jumlah atlet berprestasi (atlet) 11 9 9 6 7
Jumlah prestasi olahraga (prestasi) 11 9 9 6 12

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Kapuas, 2023

Selama lima tahun terakhir, organisasi pemuda yang aktif dapat dikatakan
belum banyak. Capaiannya pada tahun 2018—2021 hanya 14 organisasi
lalu naik menjadi 21 organisasi pada tahun 2022. Sementara itu,
meninjau jumlah wirausaha muda, capaiannya selama lima tahun
terakhir bisa dibilang cukup banyak yakni konstan di nilai 856 wirusaha

hingga 2022.

Bidang olahraga juga penting diperhatikan di dalam pembangunan bidang
kepemudaan dan olahraga. Pembinaan olahraga di Kabupaten Kapuas
dapat terus dipertahankan di atas 30 kegiatan selama lima tahun terakhir,
dengan tahun 2022 adalah yang terbanyak yakni 37 kegiatan. Sementara
itu, cakupan pelatih yang bersertifikasi terus mengalami peningkatan
mulai dari 5, 6, 7, 9, hingga 10 pelatih berturut-turut mulai 2018 hingga
2022. Capaian indikator ini masih terbilang rendah dan perlu ditingkatkan
untuk menjamin pembinaan olahraga oleh pelatih tersertifikasi yang
makin baik. Sementara itu, belum ada pelaksanaan pembinaan atlet muda

oleh OPD terkait di Kabupaten Kapuas.

Terkait prestasi olahraga oleh atlet di Kabupaten Kapuas, terdapat dua

indikator untuk menilainya. Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten
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Kapuas jumlah fluktuatif, pada tahun 2018 mencapai 11 atlet, turun
hingga tahun 2020, dan naik kembali hingga pada tahun 2022 terdapat 7
atlet berprestasi. Selain itu, jumlah prestasi olahraga angkanya selaras
dengan jumlah atlet berprestasi, menandakan bahwa masing-masing atlet
mendapat prestasi di satu kegiatan. Akan tetapi, jumlahnya meningkat
dua kali lipat pada tahun 2022 sebanyak 12 prestasi sementara jumlah

atlet berprestasinya adalah 7 atlet.

14) Statistik
14.1 Tersedianya sistem dan statistik yang terintegrasi
Tersedianya sistem dan statistik yang terintegrasi tahun 2018 hingga
saat ini di Kabupaten Kapuas ditunjukkan pada laman yang dimuat
pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas. Laman tersebut

dapat diakses pada link https://kapuaskab.bps.go.id/. Disana

termuat berbagai macam informasi di Kabupaten Kapuas yang juga
terkoneksi dengan Website BPS Kalimantan Tengah serta

kota/kabupaten lainnya.

Tabel 2.54 Ketersediaan Sistem dan Statistik yang terintegrasi
Sistem & Statistik

Tahun yang terintegrasi
2018 Tersedia
2019 Tersedia
2020 Tersedia
2021 Tersedia
2022 Tersedia

2023 Tersedia
2024 Tersedia

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2025

14.2 Buku Kabupaten dalam Angka
Buku Kabupaten dalam Angka tahun 2021 hingga 2025 di Kabupaten
Kapuas selalu tersedia dalam bentuk dokumen yang diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas dimana dapat diakses di

website Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas.

14.3 Buku PDRB
Seiringan dengan diterbitkannya Dokumen dalam Angka, Buku PDRB
Kabupaten Kapuas juga diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik
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Kabupaten Kapuas dimana dapat diakses di website Badan Pusat

Statistik Kabupaten Kapuas.

Tabel 2. 55 Buku Kabupatan Kapuas dalam Angka

Tahun Buku PDRB
2019 Tersedia
2020 Tersedia
2021 Tersedia
2022 Tersedia
2023 Tersedia
2024 Tersedia

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2024

15) Persandian
Program persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan
pengamanan informasi guna mendukung stabilitas keamanan negara dan
daerah. Untuk itu, diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan
infrastruktur teknologi persandian, peningkatan kualitas sumber daya
manusia persandian, penataan persandian, dan pemanfaatan teknologi

persandian. Capaian indikator persandian termuat di Tabel 2.48.

Tabel 2. 56 Capaian Pembangunan Bidang Persandian Kabupaten Kapuas

Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024

Persentase Perangkat daerah

yang telah menggunakan
sandi dalam komunkasi n/a 84,9 88,63 9545 n/a

Perangkat Daerah (%)

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Kapuas, 2025

Berdasarkan data, persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan
sandi dalam komunikasi menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021
hingga 2023, yaitu dari 84,9% menjadi 95,45%. Data tahun 2020 dan 2024
tidak tersedia. Peningkatan ini mencerminkan komitmen yang semakin

baik terhadap pengamanan komunikasi antar Perangkat Daerah.

Maksud indikator ini adalah untuk mengukur tingkat penerapan sistem
persandian di dalam komunikasi perangkat daerah di Kabupaten Kapuas.
Namun, dengan nilai O, hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut,

upaya untuk meningkatkan keamanan komunikasi di tingkat perangkat
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daerah mungkin belum diimplementasikan dengan baik atau belum

menjadi fokus utama dalam sistem komunikasi mereka.

Akibatnya, potensi risiko keamanan data dan informasi mungkin menjadi
lebih tinggi, terutama jika ada informasi yang sensitif yang harus
dilindungi dari akses yang tidak sah. Peningkatan keamanan komunikasi
dengan penerapan sistem persandian dapat menjadi langkah penting
untuk melindungi informasi penting dan mengurangi risiko kebocoran

atau akses ilegal.

16) Kebudayaan
Urusan kebudayaan dalam bidang kinerja layanan umum mencakup
berbagai kegiatan yang bertujuan untuk pelestarian, pengembangan, dan
promosi budaya. Dalam konteks ini, pemerintah bertanggung jawab
menjaga keberlanjutan warisan budaya, mendukung seniman dan
budayawan, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya yang
melibatkan masyarakat. Kinerja bidang ini mencakup pengelolaan
museum, pemberian dukungan finansial untuk seniman dan kegiatan
seni, serta penyelenggaraan festival dan acara budaya yang memperkaya
kehidupan budaya masyarakat. Urusan kebudayaan dalam bidang kinerja
layanan umum memainkan peran penting dalam menjaga identitas
budaya nasional, meningkatkan pemahaman antarbudaya, dan
mempromosikan kekayaan budaya negara. Capaian indikator kebudayaan

di Kabupaten Kapuas dalam lima tahun terakhir termuat di Tabel 2.49.
Tabel 2. 57 Capaian Pembangunan Bidang Kebudayaan Kabupaten Kapuas

Tabel Capaian Pembangunan Bidang Kebudayaan Kabupaten Kapuas

Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Pengembangan Nilai Budaya na. | na.| na | na. 10
Jumilah Penghargaan dan Festival Budaya yang Dilaksanakan Setia
Tahunnya gharga ya yang Pl na| nal| na| na 6
Jumilah Warisan Budaya yang Dikelola na. | na.| na. n.a. 4
Jumilah Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya na.| na.| na | na. 1

Sumber : Dinas Kebudavaan, Parwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas, 2025

Berdasarkan data capaian tahun 2024, pembangunan di bidang
kebudayaan Kabupaten Kapuas menunjukkan komitmen yang positif.
Tercatat sebanyak 10 kegiatan pengembangan nilai budaya, 6
penghargaan dan festival budaya yang dilaksanakan, 4 warisan budaya
yang dikelola, serta 1 kawasan cagar budaya yang dipelihara dan dikelola.
Capaian ini menjadi indikator awal yang baik dalam upaya pelestarian dan

pengembangan kebudayaan daerah secara berkelanjutan. Kondisi ini
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mencerminkan  upaya  penyelenggaraan acara budaya untuk

mempromosikan seni dan kebudayaan.

Data ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga,
mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya serta seni dan

budaya secara umum dalam lingkup urusan kebudayaan.

17) Perpustakaan

Urusan perpustakaan dalam bidang kinerja layanan umum adalah aspek
penting dalam upaya pemerintah untuk memberikan akses pengetahuan
dan informasi kepada masyarakat. Bidang ini mencakup pengelolaan
perpustakaan, penyediaan koleksi bacaan, serta pelayanan yang
mendukung pembelajaran dan literasi masyarakat. Perpustakaan
berperan sebagai pusat sumber daya informasi yang membantu
pendidikan, penelitian, dan pengembangan individu. Di dalam konteks
kinerja layanan umum, upaya peningkatan aksesibilitas, kualitas, dan
ketersediaan perpustakaan serta layanan pendukungnya menjadi fokus,
sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses dan memanfaatkan
sumber daya literasi dan pengetahuan yang tersedia. Capaian kinerja
layanan umum pada urusan perpustakaan di Kabupaten Kapuas terdapat
di Tabel 2.50.

Tabel 2.58 Capaian Pembangunan Bidang Perpustakaan Kabupaten
Kapuas

Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah pengunjung

perpustakaan per tahun 29,115 24.007 17.098 24.996 37.911
(orang)

Koleksi buku yang

tersedia di
perpustakaan daerah 665 3.002 4.920 5.447 7.561

(buku)
Rasio perpustakaan per
satuan penduduk (%) n/a n/a 0,167 0,160 0,158

Jumlah rata-rata

pengunjung

pepustakaan per tahun 9,0 7,6 5,3 11,2 10,7
(%)

Jumlah koleksi judul

buku perpustakaan 498 1.835 3.094 3.553 4.393
(buku)

Jumlah pustakawan,
tenaga teknis, dan
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Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
penilai yang memiliki
sertifikat (orang)

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas, 2023
Indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun mengalami
fluktuasi, dengan puncak pengunjung pada tahun 2018 (29.115 orang)
dan penurunan signifikan pada tahun 2020 (17.098 orang). Namun,
jumlah pengunjung kembali meningkat pada tahun 2022 (37.911 orang).
Ini mencerminkan variasi minat masyarakat dalam menggunakan layanan

perpustakaan.

Indikator koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami
peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dari 665 buku pada
tahun 2018 menjadi 7.561 buku pada tahun 2022. Ini menunjukkan

upaya untuk memperluas dan memperkaya koleksi buku di perpustakaan.

Pada indikator rasio perpustakaan per seratus penduduk mengalami
fluktuasi kecil selama periode ini, dengan penurunan kecil dari 0,167%

pada tahun 2019 menjadi 0,158% pada tahun 2022.

Indikator jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun
mengalami variasi dari tahun ke tahun, dengan peningkatan signifikan

pada tahun 2021 (11,2%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Indikator jumlah koleksi judul buku perpustakaan terus meningkat dari

tahun ke tahun, mencapai 4.393 judul buku pada tahun 2022.

Data ini mencerminkan usaha pemerintah meningkatkan aksesibilitas,
kualitas, dan ketersediaan layanan perpustakaan, serta memperluas
koleksi buku yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam
mendukung pendidikan dan literasi. Meskipun data tentang jumlah
pustakawan, tenaga teknis, dan penilai dengan sertifikat tidak tersedia,
upaya untuk meningkatkan kinerja layanan perpustakaan tetap menjadi

prioritas dalam urusan perpustakaan.

18) Kearsipan
Kearsipan merupakan salah satu sistem yang dikembangkan untuk
mengatasi permasalahan dokumentasi informasi. Dalam menjalankan
pemerintahan, kearsipan berperan sangat penting perihal manajemen
pengelolaan informasi berbentuk dokumen dalam tiap organisasi/PD.

Pengelolaan kearsipan daerah mencakup kegiatan pengelolaan,
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penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip pada unit kerja dan
kelurahan/desa. Untuk dapat menerapkan pengelolaan arsip yang handal
dan sesuai dengan kaidah kearsipan perlu diadakan kegiatan pembinaan
kearsipan dan penyelamatan serta pelestarian dokumen/arsip.

Urusan kearsipan di Kabupaten Kapuas berada di bawah wewenang Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan. Indikator kinerja yang menjadi target dalam
urusan kearsipan adalah berkaitan dengan pengelolaan arsip secara baku,
peningkatan SDM pengelola kearsipan, jumlah arsip daerah yang
dilakukan penyelamatan dan pelestarian persentase kepuasan pelayanan
arsip daerah hingga persentase OPD yang memiliki tata kelola kearsipan
dengan kategori baik. Adapun capaian kinerja mengenai kearsipan
Kabupaten Kapuas belum maksimal. Capaian kinerja urusan kearsipan di

Kabupaten Kapuas dalam lima tahun terakhir terdapat di Tabel 2.51.

Tabel 2. 59 Capaian Pembangunan Bidang Kearsipan Kabupaten Kapuas

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023
Persentase Perangkat Daerah yang
mengelola arsip secara baku (%) 0 3,70 O S0 2952
Peningkatan SDM pengelola
kearsipan (kegiatan) 0 0 0 7 =
Bimtek aplikasi Srikandi
Bimtek SIKN JIKN
Bimtek Pengelolaan Arsip Statis 0 0 0 0 12
Bimtek Pengelolaan Arsip
Dinamis 0 0 0 0 e
Sosialisasi Aplikasi 0 0 0 0 2

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas, 2023

Indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku
tidak tersedia datanya pada tahun 2018 dan 2020, namun naik tajam
menjadi 25,92% pada tahun 2022. Ini mengindikasikan peningkatan
signifikan dalam penggunaan praktik pengelolaan arsip yang sesuai
dengan standar baku oleh perangkat daerah. Indikator peningkatan SDM
pengelola kearsipan mulai dilaksanakan pada tahun 2022, dengan 15
SDM yang ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan
upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia yang terlibat dalam

pengelolaan arsip di perangkat daerah.

Data ini menunjukkan komitmen dalam meningkatkan pengelolaan dan

kearsipan di tingkat perangkat daerah, termasuk peningkatan dalam
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penggunaan praktik standar dan pengembangan sumber daya manusia

untuk mengelola arsip dengan lebih efektif dan efisien.

1 ——
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A. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan merupakan urusan pemerintah

yang secara nyata ada serta memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan di Kabupaten Kapuas.

1. Kelautan dan Perikanan

Pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, yang dikenal sebagai urusan

kelautan dan perikanan, merupakan aspek penting bagi Kabupaten Kapuas.

Kinerja urusan ini dinilai dari tiga indikator kunci: konsumsi ikan sebagai

indikator ketahanan pangan, produksi perikanan sebagai indikator ekonomi, dan

jumlah nelayan sebagai indikator sosial. Capaian dan penjabaran kinerja urusan

kelautan dan perikanan di Kabupaten Kapuas dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.60 Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kapuas Tahun 2020-2024

Capaian Tahun

Indikator Satuan
2020 ‘ 2021 2022 2023 2024
Konsumsi Ikan Kg/hari 47 48 48 48 -
Produksi Perikanan Dokumen | 40.735,72 | 47.195,50 | 48.136,61 | 52.017,17 | 21.634,95
Jumlah Nelayan
Nel 2.62 2.684 2.72 2.782 .032

Penangkap Ikan Darat elayat 623 68 > 8 3.03

lah Nel
Jumla cayat | Nelayan 806 811 1.002 1.024 1.140
Penangkap Ikan Laut
Cak Bina Kel k
aupan Bina REOMPOK |y olompok 90 100 111 139 218
Nelayan
Kontribusi sektor
perikanan terhadap % 5,63 13,69 14,21 7,46 -
PDRB

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2025

-  Konsumsi Ikan

Angka konsumsi ikan merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi

masyarakat selama satu tahun dalam bentuk konversi setara dengan

konsumsi ikan utuh segar. Jumlah rata-rata konsumsi ikan masyarakat

Kabupaten Kapuas dalam setahun, mengalami kenaikan hingga mencapai 48

kilogram per orang pada tahun 2023. Tingginya angka konsumsi ikan ini erat

kaitannya dengan letak geografis Kabupaten Kapuas yang dekat dengan

perairan, sehingga ikan menjadi pilihan utama masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan pangan sehari-hari.
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Gambar 2.31 Grafik Angka Konsumsi Ikan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2025

- Produksi Sektor Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Kapuas, yang mencakup hasil tangkapan dan panen
budidaya ikan serta biota air lainnya, menunjukkan tren peningkatan produksi setiap
tahunnya. Pada tahun 2022, produksi mencapai 48.136,61 ton, dan angka ini naik
menjadi 52.017,17 ton pada tahun 2023. Namun, data menunjukkan adanya penurunan
produksi perikanan yang signifikan pada tahun 2024 menjadi 21.634,95 ton. Beberapa
jenis ikan yang banyak ditemukan di Kabupaten Kapuas antara lain Patin, Lais, Arwana,
Seladang, Nila, dan berbagai jenis lainnya.

Produksi Perikanan (Ton)

60.000,00
52.017,17

50.000,00

/
48.136,61
40.000,00 47.195,50

40.735,72

30.000,00

20.000,00 21.634,95

10.000,00

0,00
2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2.32 Grafik Produksi Sektor Perikanan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2025

- Jumlah Nelayan Penangkap Ikan
Nelayan adalah individu yang pekerjaannya sehari-hari adalah menangkap ikan atau
makhluk hidup lainnya di berbagai lapisan perairan, baik air tawar, payau, maupun laut.
Di Kabupaten Kapuas, jumlah nelayan yang beraktivitas di perairan darat mengalami
peningkatan hingga mencapai 3.024 orang pada tahun 2024, sementara jumlah nelayan
yang bekerja di perairan laut tercatat sebanyak 1.140 orang.
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Gambar 2.33 Grafik Jumlah Nelayan Penangkap Ikan Tahun 2020-2024
Sumber: Kabupaten Kapuas Dalam Angka, 2025

- Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Cakupan bina kelompok nelayan mengacu pada sejauh mana kelompok-kelompok
nelayan mendapatkan pembinaan dan dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait
dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas mereka. Pembinaan ini dapat
mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan keterampilan nelayan, penyediaan
teknologi perikanan yang lebih baik, hingga pengembangan usaha perikanan yang
berkelanjutan.
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Gambar 2.34 Grafik Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kapuas, 2025

- Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB
Kontribusi sektor perikanan di Kabupaten Kapuas selama periode 2020 hingga 2023
menunjukkan fluktuasi yang signifikan, mencerminkan dinamika yang kompleks dalam
pengembangan sektor ini. Pada tahun 2020, sektor perikanan memberikan kontribusi
terhadap PDRB Kabupaten Kapuas sebesar 5,63% dan terus mengalami peningkatan
hingga tahun 2022 menjadi sebesar 14,21%, namun pada tahun 2023 mengalami
penurunan kontribusi menjadi hanya sebesar 7,46%.
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Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)
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Produksi 5,63 13,69 14,21 7,46

Gambar 2.35 Grafik Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kapuas, 2025

2. Pertanian

Kabupaten Kapuas dikenal sebagai lumbung padi utama di Provinsi Kalimantan
Tengah. Hal ini disebabkan oleh tingginya kontribusi produksi padi yang
dihasilkan wilayah ini terhadap total produksi padi di provinsi tersebut.
Dominasi sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Kapuas juga
tercermin dari perannya sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

Sebagai sektor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi dan
ketahanan pangan, urusan pertanian di Kabupaten Kapuas diukur melalui
tujuh indikator utama. Indikator-indikator ini menjadi tolok ukur dalam menilai
kinerja sektor pertanian serta efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam

mendukung keberlanjutan dan peningkatan produksi di wilayah tersebut.

Tabel 2.61 Capaian Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Kapuas Tahun

2020-2024
Capaian Tah
Indikator Satuan BRI
2020 ‘ 2021 2022 2023 2024

Kontribusi sektor pertanian

9 20,82 20,1 1 18,1 18,1
terhadap PDRB %) 0,8 0,13 8,95 8,17 8,15
Kontribusi sektor pertanian

9 7,04 6,5 5,7 512 5,67
(palawija) terhadap PDRB %
Kontribusi sektor perkebunan
(tanaman keras) terhadap % 7,04 6,5 57 8,61 8,16
PDRB
Produktivitas padi atau bahan
pangan utama lokal lainnya Ton | tersedia tersedia | tersedia | tersedia 3,07
per hektar
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Capaian Tahun

Indikator
2021 2022 2023 2024

Produktivit T
roduktivitas ahaman Ton | tersedia tersedia | tersedia | tersedia 1,2
Perkebunan
Cakupan bina kelompok petani % 91,36 89,94 88,53 88,88 91,75
Jumlah kelompok tani, petani,
dan keanggotaan kelompok | Kelompok 1.667 1.709 1.841 1,835 2.073
tani

Sumber : Dinas Pertanian & Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2025
e Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kapuas
Sektor pertanian memiliki peran yang signifikan dalam struktur ekonomi
Kabupaten Kapuas, dengan kontribusi yang cukup besar terhadap Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2019, sektor ini mencatat
peningkatan kontribusi sebesar 0,78% terhadap PDRB. Namun, dalam kurun
waktu 2020 hingga 2022, kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan
yang cukup signifikan, mencapai 18,95% pada tahun 2022. Tren penurunan
ini berlanjut pada tahun 2023, di mana kontribusinya kembali menurun
menjadi 18,17%. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan ini
adalah berkurangnya luas lahan pertanian di Kabupaten Kapuas.
Berkurangnya lahan produktif dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti
alih fungsi lahan, perubahan kondisi lingkungan, serta tantangan dalam
pengelolaan sektor pertanian. Meski demikian, sektor pertanian tetap menjadi
salah satu komponen utama dalam perekonomian daerah dan memerlukan
perhatian lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutannya di masa
mendatang. Hingga tahun 2024, kontribusi sektor pertanian terus menurun

hingga menyentuh angka 18,15%

KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN
TERHADAP PDRB (%)
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—&— Kontribusi sektor pertanian
20,82 20,13 18,95 18,17 18,15

terhadap PDRB (%)

Gambar 2.36 Grafik Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kapuas
Tahun 2020-2024
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2025
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e Kontribusi Sektor Pertanian Palawija dan Perkebunan Tanaman Keras
terhadap PDRB Kabupaten Kapuas
Sektor pertanian palawija dan perkebunan tanaman keras memiliki peran
penting dalam struktur ekonomi Kabupaten Kapuas, terutama dalam
kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun,
dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi kedua sektor ini mengalami
fluktuasi yang mencerminkan dinamika pertumbuhan dan tantangan yang
dihadapi oleh sektor pertanian dan perkebunan di wilayah ini. Pada tahun
2022, kontribusi sektor palawija dan perkebunan tanaman keras mengalami
penurunan sebesar 0,8% dibandingkan tahun 2021, dengan kontribusi sektor
palawija tercatat sebesar 5,7% terhadap PDRB. Tren penurunan ini berlanjut
pada tahun 2023, di mana sektor pertanian palawija kembali turun menjadi
5,12%. Sementara itu, sektor perkebunan tanaman keras justru mengalami
peningkatan signifikan, dengan kontribusinya naik menjadi 8,61%. Fluktuasi
ini menunjukkan adanya perbedaan perkembangan antara sektor palawija
dan perkebunan tanaman keras, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor
seperti luas lahan produktif, tingkat produksi, harga komoditas, serta
kebijakan yang diterapkan dalam mendukung pertumbuhan kedua sektor
tersebut. Untuk tahun 2024, kontribusi sektor pertanian palawija mengalami
kenaikan menjadi 5,67%. Sementara kontribusi sektor perkebunan tanaman

keras mengalami penurunan menjadi 8,16%.

Kontribusi Sektor Pertanian PALAWIJA DAN
PERKEBUNAN TANAMAN KERAS Terhadap PDRB (%)

10

PERSENTASE
OC2NWhUITO~®©

2020 2021 2022 2023 2024

—&— Kontribusi sektor pertanian
palawija terhadap PDRB 7,04 6,5 57 5,12 5,67
(%)
- Kontribusi
sektorperkebunan tanaman 7,04 6,5 57 8,61 8,16
keras terhadap PDRB (%)

Gambar 2.37 Kontribusi Sektor Pertanian Palawija dan Perkebunan Tanaman Keras

terhadap PDRB Kabupaten Kapuas Tahun 2020-2024
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2025
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e Perkembangan Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Kapuas

Kelompok tani memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian serta
memperkuat kelembagaan petani di Kabupaten Kapuas. Dalam beberapa tahun terakhir,
jumlah kelompok tani di wilayah ini menunjukkan tren peningkatan. Hingga tahun 2022,
jumlah kelompok tani tercatat mencapai 1.841 kelompok, mencerminkan pertumbuhan
yang positif dalam pengorganisasian petani dan penguatan sistem pertanian berbasis
kelompok. Namun, pada tahun 2023, jumlah kelompok tani mengalami sedikit penurunan
menjadi 1.835 kelompok. Meskipun terjadi penurunan, angka ini tetap menunjukkan
bahwa kelembagaan tani di Kabupaten Kapuas memiliki potensi untuk terus berkembang
di masa mendatang. Penguatan kelompok tani tidak hanya berfokus pada peningkatan
produksi padi, tetapi juga diarahkan pada pengelolaan rantai pasok hingga pemasaran
produk pertanian kepada konsumen sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan strategi
yang tepat, kelompok tani dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan
kesejahteraan petani serta mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
Untuk tahun 2024, jumlah kelompok tani di Kabupaten Kapuas mengalami peningkatan
menjadi 2.073.

Jumlah Kelompok Tani, Petani, Dan Keanggotan
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Gambar 2.38 Jumlah kelompok tani, petani, dan keanggotan kelompok tani Kabupaten
Kapuas Tahun 2020-2024
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kapuas, 2025

e Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Kapuas
Cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Kapuas mengalami dinamika
perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, cakupan bina

kelompok petani mengalami peningkatan sebesar 2,4%, menunjukkan
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perkembangan positif dalam pembinaan dan pemberdayaan kelompok petani
di daerah ini. Namun, dalam periode 2020 hingga 2022, terjadi penurunan
cakupan bina kelompok petani sebesar 2,83%, hingga akhirnya pada tahun
2022 cakupan ini berada pada angka 88,53%. Tren penurunan ini tidak
berlanjut pada tahun 2023, di mana cakupan bina kelompok petani kembali
mengalami peningkatan, mencapai 88,88%. Kenaikan ini terus berlanjut
hingga pada tahun 2024, di mana cakupan bina kelompok tani di Kabupaten
Kapuas mampu menyentuh angka 91,75%. Signifikansi kenaikan tersebut
mencerminkan adanya upaya yang lebih intensif dalam membina dan
mendukung kelompok petani agar dapat berkembang secara lebih optimal.
Dengan cakupan pembinaan yang semakin luas, kelompok tani di Kabupaten
Kapuas diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitasnya, baik dalam
aspek produksi, pengelolaan usaha tani, hingga pemasaran hasil pertanian

secara lebih efektif dan berkelanjutan.
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Gambar 2.39 Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Kapuas Tahun 2020-2024
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2025

3. Kehutanan

Gambaran potensi kehutanan di Kabupaten Kapuas meliputi:
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Tabel 2.62 Realisasi Produksi Kayu Bulat Periode 2017 - 2021

Rimba Kayu Jenis Hutan
Meranti Jumlah
Camp Indah Lainnya Tanaman
Tahun  volume volume
volume volume volume volume
(m3) (m3)
(m3) (m3) (m3) (m3)
2021 200.052,01 22.510,17 211,07 O 0] 222.773,25
2020 42.701,06  1.839,33 39,93 0 0 44.580,32
2019 98.351,52 6.336,79 O 23,67 0 104.711,98
2018 57.068,11 6.014,88 14,99 0 63.097,9 126.195,88
2017 45.605,25 2.158,16 350,11 54,16 0 48.167,68

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, realisasi produksi sektor kehutanan kayu bulat
jenis meranti, rimba camp, kayu indah, hutan tanaman, dan jenis lainnya
selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Produksi
kehutanan kayu bulat memiliki 4 jenis yakni Meranti pada tahun 2021
mengalami jumlah produksi terbanyak serta peningkatan sebesar 36,8%
sehingga menjadi 200.052,01 m3. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami

penurunan sebesar 5,6% hingga menjadi 42.701,06 m3.

Tabel 2. 63 Realisasi Produksi Kayu Olahan Periode 2017 - 2021

Kayu ) Kayu
Tahun Gergajian Veneer Serpih Jumlah Gergajian

2021  6.356,10 O 0 6.356,10 6.356,10
2020  1.042,22 O 0 1.042,22 1.042,22
2019 812,48 0 0 812,48 812,48

2018  406,0965 2.031,65 O 2.437,75 406,0965
2017  480,1463 1.528,08 0 2.008,22 480,1463

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, realisasi produksi sektor kehutanan kayu olahan
jenis kayu gergajian, veneer, dan serpih selama 5 tahun terakhir cenderung
mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Produksi
kehutanan kayu olahan jenis Kayu gergajian pada tahun 2021 mengalami

jumlah produksi terbanyak serta peningkatan sebesar 5,1% sehingga
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menjadi 6.356,10 m3. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan

sebesar 0,15% hingga menjadi 406,0965 m3.

4. Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi dan menciptakan peluang kerja. Perkembangan sektor ini
meningkatkan keterhubungan antar daerah, membuka peluang usaha baru,
serta memperluas pasar bagi produk lokal. Dampaknya berkontribusi pada
peningkatan pendapatan daerah sekaligus menekan angka kemiskinan. Selain
itu, kemajuan di sektor perdagangan juga mendukung akses yang lebih luas
terhadap barang dan jasa, menarik investasi, serta memperkuat infrastruktur
logistik. Hal ini berperan dalam meningkatkan produktivitas ekonomi serta

memperkuat daya saing suatu daerah.

Tabel 2.64 Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Kapuas Tahun
2020-2023

Capaian Tahun

Indikator Satuan

2020 2021 2022 2023 ‘ 2024
Kontribusi sektor Perdagangan
terhadap PDRB

Ekspor Bersih Perdagangan % 0,15 5,66 19,55 -
Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal

% 16,85 15,39 13,87 7,48

% 66,11 67,76 69,81 90,00

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas, 2024

o Kontribusi Sektor Perdagangan

Secara keseluruhan, sektor perdagangan di Kabupaten Kapuas memberikan
kontribusi yang cukup baik. Namun, dampak pandemi COVID-19
menyebabkan penurunan yang cukup tajam pada sektor ini selama periode
2021-2022, dengan kontribusi menyusut hingga 15,39 persen pada 2021 dan
kembali turun menjadi 13,87 persen pada 2022. Sebelum pandemi, sektor
ini cenderung stabil dengan kontribusi sekitar 16 persen terhadap PDRB.
Tren penurunan masih berlanjut pada 2023, di mana sektor perdagangan
kembali mengalami penurunan kontribusi yang lebih drastis, hanya

mencapai 7,48 persen.
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Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap
PDRB (%)

PERSENTASE
S

2020 2021 2022 2023

—e—  Kontribusi sektor
perdagangan terhadap 16,85 15,39 13,87 7,48
PDRB (%)

Gambar 2.40 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Kapuas Tahun
2020-2023
Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas, 2024

e Ekspor Bersih Perdagangan
Persentase nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Kapuas
mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2022,
mencapai 19,55%. Peningkatan ini mencerminkan adanya pergerakan
positif dalam aktivitas perdagangan luar negeri di wilayah tersebut. Namun,
pada tahun 2023, kondisi ini berubah drastis dengan tidak adanya
perusahaan yang melakukan aktivitas ekspor dari Kabupaten Kapuas, yang
kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan kebijakan

perdagangan, hambatan logistik, atau penurunan permintaan di pasar.
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Gambar 2.41 Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Kapuas Tahun 2020-2023
Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas, 2024

e Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Cakupan pembinaan terhadap kelompok pedagang dan usaha informal di

Kabupaten Kapuas menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga
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2022, mencapai angka 69,81%. Peningkatan ini mencerminkan upaya
pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor informal melalui
berbagai program pembinaan dan pemberdayaan. Namun, pada tahun
2023, cakupan pembinaan mengalami penurunan menjadi 62,43%.
Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan
anggaran, perubahan kebijakan, atau berkurangnya jumlah kelompok
usaha informal yang mendapatkan pendampingan. Hal ini mengindikasikan
perlunya strategi yang lebih berkelanjutan untuk memastikan pembinaan
usaha informal tetap berjalan optimal guna meningkatkan kesejahteraan
pelaku usaha kecil di Kabupaten Kapuas.

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha
Informal

PERSENTASE
o
o

2020 2021 2022 2023

—&— Cakupan bina
kelompok
pedagang/usaha
informal

66,11 67,76 69,81 62,43

Gambar 2.42 Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Kapuas Tahun 2020-2023
Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas, 2024

5. Perindustrian

Pengembangan sektor industri, yang dikenal sebagai urusan perindustrian,
mencakup segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan, pengelolaan, dan
pengawasan sektor industri di suatu wilayah. Urusan ini merupakan aspek
penting dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Kapuas. Kinerja urusan ini
dinilai dari beberapa indikator kunci: pembinaan pengrajin sebagai indikator
pengembangan SDM, pertumbuhan industri sebagai indikator ekonomi,
kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah, dan kontribusi
industri rumah tangga terhadap PDRB sebagai indikator inklusi ekonomi.
Capaian dan penjabaran kinerja urusan perindustrian di Kabupaten Kapuas

dijabarkan sebagai berikut:
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Tabel 2.65 Indikator pada Urusan Perindustrian di Kabupaten Kapuas Tahun

2020-2024
Capaian Tah
Indikator Satuan el e
2020 2021 2022 2023 2024
i 0,

Cakupa.r.1 bina kelompok % 0 64 64 90 i
pengrajin
Pertumbuhan Industri % 8,09 5 12,84 5,35 -

—— - o
Kontribusi pada sektor Industri %o 12,96 13,49 12,84 13,18 13,07
Pengolahan
Kontribusi  industri  rumah %
tangga terhadap PDRB sektor 13,1 13,73 13,73 13,18 -
industri

Sumber: Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, 2025
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Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin menggambarkan tingkat dukungan dan
pembinaan yang diterima oleh kelompok-kelompok pengrajin dari
pemerintah atau lembaga terkait. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk
meningkatkan mutu produk, efisiensi produksi, dan daya saing para
pengrajin, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan dampak positif
pada perekonomian daerah dan kesejahteraan pengrajin. Di Kabupaten
Kapuas, cakupan pembinaan pengrajin menunjukkan tren peningkatan

setiap tahunnya, mencapai 90% pada tahun 2023.

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)

100
80 /
60 ®
40
20
0 2021 2022 2023
Cakupan Bina Kelompok 64 64 90

Pengrajin (%)

Gambar 2.43 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, 2025

Pertumbuhan Industri

Peningkatan sektor industri berperan penting dalam memacu pertumbuhan
ekonomi suatu wilayah, termasuk Kabupaten Kapuas. Pada tahun 2022,
pertumbuhan industri di kabupaten ini melonjak dua kali lipat dibandingkan

tahun sebelumnya, mencapai 12,84%. Namun, pada tahun 2023, laju
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pertumbuhan industri di Kabupaten Kapuas mengalami penurunan menjadi
hanya 5,35%.

Pertumbuhan Industri (%)

15
2,84
10

5 5,35

2020 2021 2022 2023

Gambar 2.44 Pertumbuhan Industri Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, 2025

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas juga memuat
informasi mengenai keberadaan sektor industri di wilayah tersebut. Di
dalamnya disebutkan adanya Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang
terdiri dari kawasan industri (yaitu kawasan industri Batanjung di
Kecamatan Kapuas Kuala) dan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)
yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kapuas. Kawasan industri
Batanjung di Kecamatan Kapuas Kuala saat ini masih dalam tahap
pengembangan meskipun perencanaannya sudah ada. Kawasan ini memiliki
peran krusial dalam memajukan sektor industri dan sangat diperlukan oleh
para pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung
kegiatan operasional perusahaan manufaktur dan industri lainnya. Bersama
dengan Pelabuhan Batanjung, Kawasan Industri Batanjung (KI Batanjung)
diproyeksikan menjadi kawasan strategis bagi Kalimantan Tengah dan pusat
pertumbuhan ekonomi baru. Saat ini, akses menuju KI Batanjung masih
bergantung pada jalur sungai karena pembangunan infrastruktur jalan dari
jalan nasional menuju lokasi (rencana jalan Basarang — Batanjung) baru
mencapai 10 km dari total panjang 50 km.

Selain itu beberapa dukungan kebijakan dalam percepatan pembangunan

Pelabuhan dan Kawasan Industri Batanjung dinyatakan dalam:

e Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/354/2017 Tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Industri
Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

e Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 423/ PERINDAGKOP Tahun

2015 tentang Penetapan Kawasan Industri Batanjung.
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PETA ZONASI
KAWASAN INDUSTRI

BATANJUNG

" Sum of
i Row Labels Heiiaras
ZonalndustrLogam Tekstil

danLainlai 73517

ZonalndustrMakanan 253.89

ZonaPelabuhan 408.78
ZonaPemukiman 370.13
ZonaPencada n;alnhan 1,061.00
Kawasanndustri

Z‘onaPenva nggAkawasan 39133
Lindung
Zona Pergudangan 182.37
Zona Fferka ntoran 229.71
Pemerintah
Grand Total 3,632.39

Penetapan Kawasan Industri
seluas 1.865 Hektar

Gambar 2.45 Rencana Zonasi KI Batanjung
Sumber: Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
Untuk Kawasan Industri sudah ada konsep tentang Peta Kawasan dan Peta
Zonasi Kawasan Industri Batanjung. Dari rencana luas total Kawasan
Industri 1,865 ha, 300 ha sudah dibebaskan dan digunakan untuk
Pelabuhan Laut Batanjung. Lahan yang belum tersedia sedang dalam proses

pembebasan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Ty

Gambar 2.46 Rencana Jalan Basarang - Batanjung 50 km
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Sumber: Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

- Kontribusi pada sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Kabupaten Kapuas memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor
industri pengolahan karena ketersediaan bahan baku yang melimpah dan
dapat diolah untuk meningkatkan nilai jualnya. Pada tahun 2022, sektor
Industri Pengolahan menyumbang 13,73% terhadap keseluruhan
perekonomian Kabupaten Kapuas, kemudian sedikit menurun menjadi
13,18% pada tahun 2023, dan kembali turun tipis menjadi 13,07% pada
tahun 2024. Kontribusi sektor ini mencerminkan peran penting baik industri
skala besar dan menengah maupun industri mikro dan kecil di Kabupaten
Kapuas.

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)
13,6
13,4
13,2
13
12,8
12,6
12,4

2020 2021 2022 2023 2024
Kontribusi PDRB 12,96 13,49 12,84 13,18 13,07

Gambar 2.47 Kontribusi Sektor Industri Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, 2025

- Kontribusi pada sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor

Industri

Kontribusi sektor industri rumah tangga terhadap perekonomian daerah
menunjukkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2020, kontribusinya
tercatat sebesar 13,1%, lalu meningkat cukup besar menjadi 13,73% di
tahun 2021 dan bertahan di angka tersebut pada tahun 2022, menandakan
stabilitas dan peran penting sektor ini. Namun, pada tahun 2023,
kontribusinya menurun menjadi 13,18%, mengisyaratkan adanya
penurunan kinerja atau peningkatan persaingan dari sektor lain dalam
lingkup industri secara keseluruhan. Perubahan ini menggambarkan tren
awal yang positif diikuti dengan penurunan, yang kemungkinan dipengaruhi
oleh faktor-faktor di luar maupun di dalam industri rumah tangga itu sendiri,

yang berdampak pada produktivitas dan daya saingnya.
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Kontribusi PDRB Industri Rumah Tangga
Terhadap PDRB Sektor Industri

13,8
13,7
13,6
13,5
13,4
13,3
13,2
13,1

13
12,9
12,8

12,7 2020 2021 2022 2023

Kontribusi industri rumah tangga

terhadap PDRB sektor industri 13,1 13,73 13,73 13,18

Gambar 2.48 Kontribusi PDRB Industri Rumah terhadap Sektor Industri Tahun 2020-
2024

Sumber: Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, 2025
6. Transmigrasi

Terhitung sejak akhir tahun 1990-an, Provinsi Kalimantan Tengah telah
menjalin kerja sama dengan beberapa pemerintah daerah di Indonesia dalam
menyelenggarakan program transmigrasi. Kabupaten Kapuas menjadi salah
satu daerah tujuan dalam program transmigrasi tersebut dan kembali
menjadi daerah tujuan transmigrasi pada tahun 2021. Dengan adanya
Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup, Kecamatan Dadahup, pemerintah
melakukan pembangunan di bidang transmigrasi melalui pengembangan
satuan permukiman Dadahup di wilayah tersebut. Tidak hanya transmigran
yang berasal dari luar daerah, terdapat pula kuota transmigrasi bagi
transmigran lokal.

Pada tahun 2021, tersedia lahan seluas 380,91 ha dengan target 103
kepala keluarga/KK transmigran. Jumlah tersebut dapat terpenuhi 100%
dengan ditempatkannya 103 KK transmigran dengan total sebanyak 145 jiwa
di kawasan transmigrasi yang ada. Hingga tahun 2021, tercatat total seluas
61.961 ha kawasan transmigrasi yang disediakan dengan target penempatan
sebanyak 21.059 KK dan tercapai 14.180 KK (68,33%) sehingga menyisakan
daya tampung sebanyak 6.429 KK. Terkait indikator pembangunan bidang
transmigrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni indikator

persentase transmigran swakarsa, belum terdapat datanya.
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Tabel 2.66 Capaian Kinerja Bidang Transmigrasi

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah kesepakatan yang dapat diwujudkan na) nal| na.| na 1
Persentase kesiapan dan kelayakan hunian secara fisik, sosial & Ekonomi di n.a. n.a.| n.a.| na. 072
kawasan transmigrasi ’

Persentase pengembangan masyarakat & kawasan transmigrasi di bidang na.| na| na.| na 13,30

ekonomi, sosial budaya, pengelolaan SDA
Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas, 2025

Penunjang Urusan
1. Perencanaan Pembangunan
Indikator perencanaan pembangun di Kabupaten Kapuas baik dari
ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD, dokumen RPJMD, dokumen
RKPD, dokumen RTRW, konsistensi program RPJMD dalam RKPD sudah
tersedia di tahun 2023. Dimana kondisi ini juga perlu dipertahanankan di
tahun selanjutkan agar keberadaan dokumen perencanaan dapat terintegrasi

satu dengan yang lainnya.

Tabel 2.67 Indikator Perencanaan Pembangunan

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yang telah | Tersedia  Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
ditetapkan dengan PERDA
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD yang
telah ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD yang
telah ditetapkan dengan
PERKADA

Tersedianya dokumen RTRW
yang telah ditetapkan dengan Tersedia  Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
PERDA

Penjabaran Konsistensi
Program RPJMD kedalam RKPD

Sumber : Bapperida Kabupaten Kapuas, 2025

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia

Tersedia  Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia

2. Keuangan

Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kapuas didasarkan
pada lima indikator kunci, yaitu: opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
terhadap Laporan Keuangan Daerah, besaran nilai Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA), persentase SILPA terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), ketepatan waktu penetapan APBD, alokasi belanja pendidikan

minimal 20%, alokasi belanja kesehatan minimal 10%, serta gambaran kapasitas
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fiskal daerah. Capaian dan penjabaran kinerja urusan keuangan di Kabupaten

Kapuas dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.68 Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Kapuas Tahun 2020-

2024
Indikator Satuan Capaian Tahun
2021 2022 2023 2024
Opini BPK terhadap laporan - WTP WTP WDP WDP -
keuangan
Rupiah 81,593 137,145 | 208,256 | 825,346 -
SILPA M M M M
Persentase SILPA terhadap % 4,51 7,77 18,10 - -
APBD
- Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
Ketepatan Penetapan APBD waktu waktu waktu waktu waktu
Persentase belanja pendidikan % 29,82 25,16 2491 21,55 21,15
(20%)
Persentase belanja kesehatan % 17,32 15,29 14,99 17,22 17,02
(10%)
- 1,275 0,967 1,851 2,027 1,856
Kapasitas Fiskal Daerah “Tinggi” | “Sedang” | “Tinggi” “Sangat “Sangat
Tinggi” Tinggi”

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas, 2025

e Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) adalah penilaian profesional
pemeriksa terhadap kelayakan informasi keuangan dalam laporan keuangan,
yang didasarkan pada empat aspek: kesesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan, kelengkapan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Pemberian opini ini merupakan bentuk penghargaan BPK atas hasil
pemeriksaan laporan keuangan, selain pemberian rekomendasi. Pemerintah
Kabupaten Kapuas berhasil meraih opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP)
pada Tahun 2021. Opini WTP ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan
daerah oleh Pemerintah Kabupaten telah memenuhi kriteria BPK, yaitu
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, pengungkapan yang
memadai, kepatuhan terhadap peraturan, dan sistem pengendalian internal
yang efektif. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, Kabupaten Kapuas
menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion.
Opini WDP ini berarti bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang

wajar secara material mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus
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kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia, kecuali untuk dampak dari hal-hal yang menjadi pengecualian.

e SILPA dan Persentase SILPA terhadap APBD
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) menunjukkan besarnya dana yang
tidak terpakai oleh pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik
pada tahun anggaran tertentu. SILPA dapat menjadi tolok ukur efektivitas
kinerja pembiayaan daerah. Data periode 2020-2023 menunjukkan nilai
SILPA Kabupaten Kapuas yang tidak stabil. Nilai SILPA terendah tercatat
pada tahun 2020 sebesar 81,593 miliar Rupiah, sementara nilai SILPA
tertinggi mencapai 1.825,346 miliar Rupiah pada tahun 2023. Lonjakan nilai
SILPA pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa penyerapan anggaran oleh
pemerintah daerah, khususnya oleh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten

Kapuas, belum berjalan secara optimal.

e Ketepatan Penetapan APBD
Ketepatan penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
berarti APBD disahkan tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember
tahun berjalan. Hal ini penting agar pembangunan dan pelayanan publik
dapat dilaksanakan sesuai rencana tanpa terhambat. Berdasarkan Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas, diketahui bahwa dalam

penetapan APBD, Kabupaten Kapuas selalu tepat waktu.

e Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase belanja pendidikan di Indonesia wajib minimal 20% dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Ini merupakan amanat konstitusi yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kabupaten Kapuas sendiri telah
memenuhi atau bahkan melebihi kewajibannya untuk mengalokasikan
anggaran untuk Pendidikan dengan nilai mencapai 21,15% pada tahun

2024.
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Persentase Belanja Pendidikan
Kabupaten Kapuas
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Gambar 2.49 Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Kapuas Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas, 2025

e Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase belanja kesehatan adalah proporsi dari total pengeluaran
pemerintah yang dialokasikan untuk sektor kesehatan. Dalam konteks
anggaran pemerintah, ini sering dihitung sebagai persentase dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Dalam APBN, persentase belanja kesehatan biasanya
ditetapkan minimal 5% dari total APBN, sementara dalam APBD provinsi dan
kabupaten/kota, persentase minimalnya adalah 10%. Kabupaten Kapuas
sendiri setiap tahunnya mengalokasikan belanja Kesehatan diatas angka

10%, dimana pada tahun 2024 mencapai 17,02%.

Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Kapuas
17,50 17,32 17,22
17,02

17,00

16,50

16,00

15,50 29

15,00

14,50

14,00

13,50
2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2.50 Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Kapuas Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas, 2025

3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
Kualitas pembangunan kepegawaian di Kabupaten Kapuas dapat ditinjau dari

tingkat partisipasinya di pendidikan dan pelatihan yakni melalui indikator
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rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan, persentase
ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, persentase pejabat ASN
yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, jumlah jabatan
pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jumlah jabatan administrasi pada
instansi pemerintah, jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada

instansi pemerintah.

Tabel 2.69 Capaian Pembangunan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Kapuas

Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
Rata-rata lama pegawai
mendapatkan pendidikan dan n/a n/a n/a n/a 8

pelatihan (JP)

Persentase ASN yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal (%)
Persentase pejabat ASN yang telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan n/a 2,44 2,44 2,98 932,35
struktural (%)

Jumlah jabatan pimpinan tinggi
pada instansi pemerintah (jabatan)
Jumlah jabatan administrasi pada
instansi pemerintah (jabatan)
Jumlah pemangku jabatan
fungsional tertentu pada instansi 3.896 3.588 3.991 3.799 3.696
pemerintah (orang)

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kapuas,
2023

Indikator rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

n/a 1,72 1,2 1,5 2,04

31 30 30 28 27

745 926 861 860 511

baru tersedia datanya pada tahun 2022 yakni selama delapan jam
pelatihan/JP. Meninjau jumlahnya, persentase ASN yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal jumlahnya dinamis mulai tahun 2019—
2022, turun pada tahun 2020 dan naik kembali hingga tahun 2022 yang
mencapai 2,04% ASN. Selain itu, terdapat indikator persentase pejabat ASN
yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural yang capainnya
terus naik mulai dari 2,44% pada tahun 2019 dan menjadi 932,35% pada
tahun 2022. Capaian kedua indikator yang masih sangat sedikit ini masih
sangat perlu ditingkatkan karena pendidikan dan pelatihan sifatnya penting
untuk menjamin kualitas ASN yang bertugas di Pemerintah Kabupaten
Kapuas.

Tercatat ada 31 jabatan pimpinan tinggi pada instansi Pemerintah Kabupaten
Kapuas pada tahun 2018 yang selanjutnya terus menurun jumlahnya hingga
hanya 27 jabatan pada tahun 2022. Sementara itu, jabatan administrasi di

Pemerintah Kabupaten Kapuas jumlahnya fluktuatif mulai dari 745 jabatan
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pada tahun 2018, mencapai nilai tertingginya 926 pada 2019, lalu turun di
sekitar 860 jabatan pada 2020 dan 2021, hingga turun cukup signifikan pada
2022 yang hanya sebanyak 511 jabatan. Indikator lainnya untuk meninjau
bidang kepegawaian yakni jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu
pada instansi pemerintah. Capaian indikator ini fluktuatif mulai dari tahun
2018 hingga 2022, dengan nilai tertingginya yakni 2.991 orang pada tahun
2020 dan nilai terendahnya yakni 3.588 orang pada tahun 2019.
4. Pengawasan
Pengawasan merupakan salah satu hal penting dalam mengendalikan
berbagai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah,
khususnya permasalahan administrasi penggunaan keuangan negara.
Diperolehnya status opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, merupakan salah
satu indikator dari implementasi pengawasan yang baik dalam setiap

pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 2.70 Capaian Kinerja Bidang Urusan Pengawasan di Kabupaten

Kapuas Tahun 2018-2022

Indikator Capaian Kinerja
. 2018 2019 2022 2021 2022
Presentase tindak 40,00 40,00 23,81 66,81 64,20
lanjut temuan
Presentase 0,14 0,14 0,03 0,02 0,01
pelanggaran pegawai
Jumlah temuan BPK \ 11 18 14 20 16

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kapuas, 2023
5. Sekretariat Dewan
Dalam menjalankan tugasnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Kapuas didukung oleh Sekretariat Dewan, yang berperan
sebagai perangkat daerah guna mendukung berbagai aktivitas anggota dewan

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kapuas.

Tabel 2.71 Capaian Pembangunan Bidang Kesekretariatan DPRD

Satuan

2020 | 2021

2022

2023

2024

Indikator Kinerja
Tersedianya Rencana Kerja
Tahunan pada setiap Alat-alat
Kelengkapan DPRD
Provinsi/Kab/Kota

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

dan
Program-Program Kerja
untuk  melaksanakan

Pengawasan, Fungsi Pembentukan
Perda, dan Fungsi Anggaran dalam
Dokumen Rencana Lima Tahunan

Tersusun terintegrasinya
DPRD

Fungsi

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada
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Indikator Kinerja Satuan 2020 ‘ 2021 2022 2023 2024
(RPJM) maupun Dokumen
Rencana Tahunan (RKPD)
Terintegrasi program-program
DPRD untuk melaksanakan fungsi
pengawasan, pembentukan Perda
dan Anggaran ke dalam Dokumen
Perencanaan dan  Dokumen
Anggaran Setwan DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas, 2025

Ada Ada Ada Ada Ada

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RPJMD/RPD sampai dengan
Tahun 2024

Capaian Kinerja RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 berisi
perbandingan target dan realisasi yang tujuan dan sasaran daerah yang
dilaksanakan berdasarkan dokumen RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026.
Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah dilakukan penilaian rata-rata
capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap tujuan dan sasaran daerah. Angka
realisasi indikator tujuan dan sasaran daerah RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-
2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72 Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Kapuas 2018-2023

Indikator Target Realisasi

Satuan

Kinerja Utama

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Indeks
Infrastruktur

67,72

68,63

69,61

N/A

N/A

N/A

Indeks
Konektivitas
Wilayah

68,42

69,21

70

61,21

N/A

N/A

Persentase desa
yang terhubung
dengan jaringan
telekomunikasi

%

89

92

95

N/A

N/A

N/A

Persentase
rumah tangga
yang memiliki
akses air minum
layak

%

58

60

62,5

62,05

N/A

N/A

Persentase
rumah layak
huni

%

88,36

88,98

89,6

87,9

N/A

N/A

Persentase
penanganan
sampah
perkotaan

%

30

35

40

N/A

598

N/A

Persentase
penurunan luas
kawasan kumuh
perkotaan

%

58,25

49,2

40,16

07,54

N/A

N/A

Rasio
Elektrifikasi

%

82

86

90

N/A

N/A

N/A
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Indikator
Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Indeks
Pembangunan
Manusia

70,53

71,56

73

69,63

N/A

N/A

Rata-rata Lama
Sekolah

Tahun

7,74

7,85

7,6

N/A

N/A

Harapan Lama
Sekolah

Tahun

13,24

13,48

13,72

12,93

N/A

N/A

Indeks
Pembangunan
Gender

97

97,25

97,5

N/A

N/A

N/A

Persentase
peningkatan
jumlah pemuda
berprestasi

%

3,23

3,7

N/A

N/A

N/A

Angka Harapan
Hidup

Tahun

69,25

70,25

72

N/A

N/A

N/A

Persentase Angka

Stunting

%

9,8

9,3

8,8

N/A

N/A

N/A

Laju
Pertumbuhan
Ekonomi

%

1,97

4,99

4,71

N/A

N/A

LPE sektor
pertanian

%

2,83

4,42

2,83

N/A

N/A

LPE sektor
perikanan

%

2,83

4,42

2,83

N/A

N/A

LPE sektor
kehutanan

%

2,83

4,42

N/A

N/A

N/A

LPE sektor
industri
pengolahan

%

8,36

8,65

8,93

8,36

N/A

N/A

LPE sektor
perdagangan
terhadap PDRB

%

1,5

5,4

N/A

N/A

N/A

Persentase
peningkatan

realisasi investasi

%

11,44

14,3

17,16

11,44

N/A

N/A

Jumlah
Kunjungan
Wisata

Orang

9000

10000

11000

14054

N/A

N/A

Indeks Gini

0,287

0,281

0,28

0,312

N/A

N/A

Angka
Kemiskinan

%

4,23

3,86

3,5

5,35

N/A

N/A

Tingkat
Pengangguran
Terbuka

%

3,81

3,4

491

N/A

N/A

Angka
Pengeluaran Per
kapita / Tahun

Rp.

1133400
0

1154400
0

1175400
0

N/A

N/A

N/A

Tingkat
Partisipasi
Angkatan Kerja

%

69,2

69,8

70

70,23

N/A

N/A

Skor PPH
Ketersediaan

85

85,5

86

85

N/A

N/A

Skor PPH
Konsumsi

81,6

82

82,5

N/A

N/A

N/A

Indeks Desa
Membangun

0,651

0,676

0,701

N/A

N/A

N/A
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Indikator Satuan Target Realisasi

Kinerja Utama 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Indeks Kualitas - 74,06 74,53 75 72,43 72,90 N/A
Lingkungan
Hidup
Indeks kualitas - 51,4 52,7 54 50 50 N/A
air
Indeks kualitas - 89,63 89,92 90 92,75 93,41 N/A
udara
Tutupan Lahan - 64,21 64,7 65,2 73,37 74,3 N/A
Skor Penilaian 76,85 77,43 78 N/A N/A N/A
Adipura
Persentase % 0,153 0,188 0,223 N/A N/A N/A
pemanfaatan
lahan sesuai
dengan rencana
tata ruang
Indeks Resiko - 110,16 105,08 100 135,48 N/A N/A
Bencana
Angka - 3,3 3,2 3 N/A N/A N/A
Kriminalitas
Angka % 100 85 70 N/A N/A N/A
pelanggaran
Perda
Jumlah warisan unit 1 1 1 N/A N/A N/A
budaya yang
ditetapkan oleh
Kementerian
Indeks Reformasi - 357 58,5 60 56,9 N/A N/A
Birokrasi

o - 67,96 69,48 71,00 N/A N/A N/A
Nilai SAKIP B) (B) (BB)
Opini BPK - WTP WTP WTP WTP N/A N/A
Indeks SPBE - 2,49 2,62 2,75 N/A N/A N/A
(Sistem (Cukup) (Baik) (Baik)
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik).
Indeks Pelayanan - 3,85 4 4,15 N/A N/A N/A

Publik
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Tabel 2.73

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kab. Kapuas Tahun 2025

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan
Tahun 2025 (n-1)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten
sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun
Lalu/Tahun 2024 (n-2)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun
Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang

Dievaluasi saat ini

Realisasi Kinerja pada Triwulan | (tahun 2025)

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Kabupaten yang
dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9

+kolom10+kolom11+kolom12)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD
Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)

K

Satuan

Rp

Satuan

Rp

K

Satuan

Rp

K

Satuan

Rp

K

Satuan

Rp

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

01.01

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN

01.01

DINAS PENDIDIKAN

79,48

545.675.769.382,00

99,00

739.880.774.529,00

12,98

96.011.785.859,00

12,98

96.011.785.859,00

92,46

641.687.555.241,00

01.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

84,95

447.869.022.883,00

100%

599.909.201.796,00

15,99

01.01

PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN

61,20

96.303.658.321,00

81 %
99 %
15 %

138.804.898.733,00

0,06

95.927.759.723,00

84.026.136,00

15,99

95.927.759.723,00

100,94

543.796.782.606,00

0,06

84.026.136,00

61,26

96.387.684.457,00

01.01

PROGRAM PENDIDIK
DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

79,76

1.466.486.428,00

90 %

90 %

765.374.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79,76

1.466.486.428,00

DINAS PENDIDIKAN

01.01

PROGRAM
PENGENDALIAN
PERIZINAN
PENDIDIKAN

24,40

36.601.750,00

82 %

401.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,40

36.601.750,00

01.02

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

59,47

274.134.002.669,00

515.499.637.166,00

0,00

0,00

0,00

59,47

274.134.002.669,00

01.02

DINAS KESEHATAN

75,83

235.077.869.374,00

99,00

358.300.822.922,00

14,04

50.304.059.775,00

14,04

50.304.059.775,00

89,87

285.381.929.149,00

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

69,61

153.122.320.208,00

100%

258.373.119.372,00

15,09

38.991.638.229,00

15,09

38.991.638.229,00

84,70

192.113.958.437,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN

91,49

78.315.001.466,00

100%
100%
71%

96.605.541.550,00

11,47

11.083.326.646,00

11,47

11.083.326.646,00

102,96

80.398.328.112,00

DINAS KESEHATAN
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UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

01.02

PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
KESEHATAN

80,87

2.086.585.036,00

100%
75%

1.744.080.000,00

7,21

125.684.900,00

721

125.684.900,00

88,08

2.212.269.936,00

01.02

PROGRAM SEDIAAN
FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN

93,26

812.472.164,00

100%

760.000.000,00

13,61

103.410.000,00

13,61

103.410.000,00

106,87

915.882.164,00

01.02

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN

74,63

741.490.500,00

75%

818.082.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74,63

741.490.500,00

01.02

RSUD Dr. H.
SOEMARNO
SOSROATMODJO

86,80

32.855.339.974,00

88,36

109.412.776.000,00

2,33

2.548.627.647,00

2,33

2.548.627.647,00

89,13

35.403.967.621,00

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

89,61

10.761.074.412,00

89,61

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

86,23

21.973.236.562,00

01.02

PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
KESEHATAN

33,53

121.029.000,00

86,23

79.604.269.545,00

29.118.362.455,00

2,69

2.143.735.466,00

2,69

2.143.735.466,00

92,30

12.904.809.878,00

1,32

385.072.181,00

1,32

385.072.181,00

87,55

22.358.308.743,00

RSUD Dr. H.
SOEMARNO
SOSROATMODJO

33,53

01.02

Puskesmas Selat

26,68

230.261.440,00

100,00

690.144.000,00

1.802.358.120,00

2,87

19.820.000,00

2,87

19.820.000,00

36,40

140.849.000,00

0,00

0,00

0,00

26,68

230.261.440,00

Puskesmas Selat

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

98,54

170.741.520,00

1.189.412.120,00

0,00

0,00

0,00

98,54

170.741.520,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

8,63

59.519.920,00

612.946.000,00

0,00

0,00

0,00

8,63

59.519.920,00

01.02

Puskesmas Melati

23,90

253.355.278,00

100,00

2.608.505.441,00

0,99

25.925.273,00

0,99

25.925.273,00

24,89

279.280.551,00

Puskesmas Melati

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

98,18

185.029.278,00

1.770.942.441,00

1,46

25.925.273,00

1,46

25.925.273,00

99,64

210.954.551,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN

7,84

68.326.000,00

837.563.000,00
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UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

01.02

Puskesmas Pulau Telo

23,99

228.885.116,00

100,00

1.619.303.946,00

0,27

4.298.372,00

0,27

4.298.372,00

24,26

233.183.488,00

Puskesmas Pulau Telo

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

88,74

138.496.620,00

640.979.946,00

0,67

4.298.372,00

0,67

4.298.372,00

89,41

142.794.992,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

11,32

90.388.496,00

01.02

Puskesmas Pulau
Kupang

19,79

207.584.626,00

100,00

978.324.000,00

1.978.499.953,00

0,00

0,00

0,00

11,32

90.388.496,00

0,00

0,00

0,00

19,79

207.584.626,00

Puskesmas Pulau
Kupang

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

98,33

147.688.926,00

1.031.082.953,00

0,00

0,00

0,00

98,33

147.688.926,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

6,67

59.895.700,00

01.02

Puskesmas Tamban
Catur

17,30

191.448.913,00

100,00

947.417.000,00

1.593.051.005,00

0,00

0,00

0,00

6,67

59.895.700,00

0,63

9.980.000,00

9.980.000,00

17,93

201.428.913,00

Puskesmas Tamban
Catur

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

95,81

132.789.073,00

661.527.005,00

1,51

9.980.000,00

9.980.000,00

97,32

142.769.073,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

6,06

58.659.840,00

01.02

Puskesmas Terusan
Tengah

20,61

217.577.273,00

100,00

931.524.000,00

1.380.392.847,00

0,00

0,00

0,00

6,06

58.659.840,00

0,00

0,00

0,00

20,61

217.577.273,00

Puskesmas Terusan
Tengah

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

99,90

158.557.273,00

573.156.847,00

0,00

0,00

0,00

99,90

158.557.273,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

6,58

59.020.000,00

807.236.000,00

0,00

0,00

0,00

6,58

59.020.000,00

01.02

Puskesmas Barimba

19,37

211.947.667,00

100,00

1.758.841.471,00

1,34

23.520.000,00

23.520.000,00

20,71

235.467.667,00

Puskesmas Barimba

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN

98,67

152.027.667,00

757.976.471,00

1,48

11.200.000,00

148

11.200.000,00

100,15

163.227.667,00
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DAERAH
KABUPATEN/KOTA

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

6,37

59.920.000,00

01.02

Puskesmas Anjir
Serapat

20,33

236.687.606,00

100,00

1.000.865.000,00

3.224.980.575,00

1,23

12.320.000,00

1,23

12.320.000,00

7,60

72.240.000,00

0,00

0,00

0,00

20,33

236.687.606,00

Puskesmas Anjir
Serapat

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

98,30

179.067.606,00

2.094.803.575,00

0,00

0,00

0,00

98,30

179.067.606,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

5,87

57.620.000,00

01.02

Puskesmas Sei Tatas

11,81

139.478.156,00

100,00

1.130.177.000,00

2.084.475.117,00

0,00

0,00

0,00

5,87

57.620.000,00

0,14

2.940.000,00

0,14

2.940.000,00

11,95

142.418.156,00

Puskesmas Sei Tatas

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

62,09

102.864.656,00

1.194.230.117,00

0,25

2.940.000,00

0,25

2.940.000,00

62,34

105.804.656,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

3,60

36.613.500,00

01.02

Puskesmas Basarang

17,38

237.714.215,00

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

97,48

178.354.215,00

100,00

890.245.000,00

2.005.761.472,00

0,00

0,00

0,00

3,60

36.613.500,00

0,00

0,00

0,00

17,38

237.714.215,00

Puskesmas Basarang

801.063.472,00

0,00

0,00

0,00

97,48

178.354.215,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

5,01

59.360.000,00

01.02

Puskesmas Palingkau

13,24

186.594.759,00

100,00

1.204.698.000,00

2.474.803.588,00

0,00

0,00

0,00

5,01

59.360.000,00

0,00

0,00

0,00

13,24

186.594.759,00

Puskesmas Palingkau

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

80,77

149.494.759,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN

3,03

37.100.000,00

1.437.173.588,00

1.037.630.000,00

0,00

0,00

0,00

80,77

149.494.759,00

0,00

0,00

0,00

3,03

37.100.000,00
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UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

01.02

Puskesmas Dadahup

12,93

148.555.389,00

100,00

1.442.576.084,00

0,00

0,00

0,00

12,93

148.555.389,00

Puskesmas Dadahup

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

86,05

134.257.389,00

578.548.084,00

0,00

0,00

0,00

86,05

134.257.389,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

1,44

14.298.000,00

864.028.000,00

0,00

0,00

0,00

14.298.000,00

01.02

Puskesmas Talekung
Punei

16,12

179.520.002,00

100,00

1.117.999.363,00

0,00

0,00

0,00

16,12

179.520.002,00

Puskesmas Talekung
Punei

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

92,50

95.824.447,00

197.940.863,00

0,00

0,00

0,00

92,50

95.824.447,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

8,29

83.695.555,00

920.058.500,00

0,00

0,00

0,00

8,29

83.695.555,00

01.02

Puskesmas Palangkau

17,02

228.214.787,00

100,00

1.497.776.537,00

0,00

0,00

0,00

17,02

228.214.787,00

Puskesmas Palangkau

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

98,32

180.074.787,00

365.939.537,00

0,00

0,00

0,00

98,32

180.074.787,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

4,16

48.140.000,00

01.02

Puskesmas Lupak

14,00

212.156.384,00

100,00

1.131.837.000,00

2.062.626.149,00

0,00

0,00

0,00

4,16

48.140.000,00

0,00

0,00

0,00

14,00

212.156.384,00

Puskesmas Lupak

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

77,34

159.396.864,00

843.250.149,00

0,00

0,00

0,00

77,34

159.396.864,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

4,03

52.759.520,00

01.02

Puskesmas Tamban
Baru

18,19

192.423.886,00

100,00

1.219.376.000,00

1.234.350.030,00

0,00

0,00

0,00

4,03

52.759.520,00

0,00

0,00

0,00

18,19

192.423.886,00

Puskesmas Tamban
Baru

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN

95,79

136.458.886,00

436.602.030,00

0,00

0,00

0,00

95,79

136.458.886,00
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DAERAH
KABUPATEN/KOTA

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

6,11

55.965.000,00

797.748.000,00

0,00

0,00

0,00

55.965.000,00

01.02

Puskesmas Mandomai

27,28

503.048.902,00

100,00

2.755.822.684,00

0,00

0,00

0,00

21,28

503.048.902,00

Puskesmas Mandomai

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

91,47

444.120.885,00

1.142.389.684,00

0,00

0,00

0,00

91,47

444.120.885,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

4,34

58.928.017,00

01.02

Puskesmas Lamunti

20,47

246.544.707,00

100,00

1.613.433.000,00

1.314.453.534,00

0,00

0,00

0,00

43

58.928.017,00

0,35

4.558.960,00

0,35

4.558.960,00

20,82

251.103.667,00

Puskesmas Lamunti

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

93,17

186.744.707,00

440.938.534,00

1,03

4.558.960,00

1,03

4.558.960,00

94,20

191.303.667,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

5,96

59.800.000,00

01.02

Puskesmas Mantangai

16,54

207.182.225,00

100,00

873.515.000,00

1.852.047.045,00

0,00

0,00

0,00

5,96

59.800.000,00

0,00

0,00

0,00

16,54

207.182.225,00

Puskesmas Mantangai

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

92,14

163.222.225,00

676.083.045,00

0,00

0,00

0,00

92,14

163.222.225,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

4,09

43.960.000,00

01.02

Puskesmas Danau
Rawah

16,73

239.030.200,00

100,00

1.175.964.000,00

1.764.791.580,00

0,00

0,00

0,00

4,09

43.960.000,00

0,00

0,00

0,00

16,73

239.030.200,00

Puskesmas Danau
Rawah

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

73,39

140.804.500,00

380.600.830,00

0,00

0,00

0,00

73,39

140.804.500,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN

7,94

98.225.700,00
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UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

01.02

Puskesmas Timpah

18,89

239.884.360,00

100,00

1.610.257.283,00

0,00

0,00

0,00

18,89

239.884.360,00

Puskesmas Timpah

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

99,96

181.004.400,00

657.671.283,00

0,00

0,00

0,00

99,96

181.004.400,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

5,41

58.879.960,00

952.586.000,00

0,00

0,00

0,00

541

58.879.960,00

01.02

Puskesmas Pujon

24,48

487.531.100,00

100,00

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

97,34

413.966.100,00

2.448.492.210,00

1.203.752.210,00

0,00

0,00

0,00

2448

487.531.100,00

Puskesmas Pujon

0,00

0,00

0,00

97,34

413.966.100,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

4,70

73.565.000,00

01.02

Puskesmas Sei Hanyo

17,57

262.342.250,00

100,00

1.244.740.000,00

1.787.683.812,00

0,00

0,00

0,00

4,70

73.565.000,00

0,00

0,00

0,00

17,57

262.342.250,00

Puskesmas Sei Hanyo

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

99,25

202.623.750,00

567.850.812,00

0,00

0,00

0,00

99,25

202.623.750,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

4,63

59.718.500,00

01.02

Puskesmas Jangkang

21,60

313.143.900,00

100,00

1.219.833.000,00

1.654.571.232,00

0,00

0,00

0,00

4,63

59.718.500,00

0,00

0,00

0,00

21,60

313.143.900,00

Puskesmas Jangkang

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

95,31

258.963.900,00

607.223.232,00

0,00

0,00

0,00

95,31

258.963.900,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

4,60

54.180.000,00

01.02

Puskesmas Sei Pinang

15,28

204.949.180,00

100,00

1.047.348.000,00

1.394.082.273,00

0,00

0,00

0,00

4,60

54.180.000,00

0,00

0,00

0,00

15,28

204.949.180,00

Puskesmas Sei Pinang

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN

86,78

160.359.180,00

419.587.273,00

0,00

0,00

0,00

86,78

160.359.180,00
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DAERAH
KABUPATEN/KOTA

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

3,86

44.590.000,00

01.02

Puskesmas Panamas

19,57

194.731.000,00

100,00

974.495.000,00

1.317.534.893,00

0,00

0,00

0,00

3,86

44.590.000,00

0,72

9.440.000,00

9.440.000,00

20,29

204.171.000,00

Puskesmas Panamas

01.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

100,00

134.731.000,00

424.023.893,00

2,23

9.440.000,00

9.440.000,00

102,23

144.171.000,00

01.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

6,98

60.000.000,00

893.511.000,00

0,00

0,00

0,00

6,98

60.000.000,00

01.03

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG

91,02

612.620.620.612,00

654.239.394.653,00

0,99

6.498.764.911,00

0,99

6.498.764.911,00

92,01

619.119.385.523,00

DPUPR

01.03

Bidang Bina Marga

92,64

450.508.089.923,00

64,00

444.563.182.025,00

0,09

414.087.464,00

0,09

414.087.464,00

92,73

450.922.177.387,00

Bidang Bina Marga

01.03

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
JALAN

92,64

450.508.089.923,00

64%

01.03

Bidang Cipta Karya

92,36

80.430.775.120,00

94,00

444.563.182.025,00

118.334.203.233,00

0,09

414.087.464,00

0,09

414.087.464,00

92,73

450.922.177.387,00

0,26

306.274.936,00

0,26

306.274.936,00

92,62

80.737.050.056,00

Bidang Cipta Karya

01.03

PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM

88,57

9.569.250.397,00

67%

5.093.868.000,00

1,45

73.768.928,00

1,45

73.768.928,00

90,02

9.643.019.325,00

01.03

PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH

91,42

8.467.136.828,00

69,36%

01.03

PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE

81,91

6.845.426.495,00

0,5 km

16.796.902.950,00

8.104.380.050,00

0,34

57.705.940,00

0,34

57.705.940,00

91,76

8.524.842.768,00

1,28

103.852.224,00

1,28

103.852.224,00

83,19

6.949.278.719,00

01.03

PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN GEDUNG

95,78

34.857.274.475,00

25 dokumen

45.995.738.000,00

0,15

70.947.844,00

0,15

70.947.844,00

95,93

34.928.222.319,00

01.03

PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA

92,93

20.691.686.925,00

14 unit

42.343.314.233,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,93

20.691.686.925,00

01.03

Bidang Sumber Daya
Air

84,45

29.978.927.021,00

65,00

49.166.839.000,00

0,09

46.184.749,00

0,09

46.184.749,00

84,54

30.025.111.770,00

Bidang Sumber Daya
Air

01.03

PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR
(SDA)

84,45

29.978.927.021,00

44%

64%

49.166.839.000,00

0,09

46.184.749,00

0,09

46.184.749,00

84,54

30.025.111.770,00

01.03

Bidang Bina Konstruksi

42,54

393.179.835,00

100,00

2.000.000.450,00

4,39

87.769.398,00

4,39

87.769.398,00

46,93

480.949.233,00

Bidang Bina
Konstruksi
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01.03

PROGRAM
PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI

42,54

393.179.835,00

20 orang

01.03

Bidang Tata Ruang

89,04

1.122.251.714,00

100,00

01.03

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

89,04

1.122.251.714,00

2 dokumen

2.000.000.450,00

3.714.850.098,00

3.714.850.098,00

4,39

87.769.398,00

87.769.398,00

46,93

480.949.233,00

4,33

160.673.244,00

433

160.673.244,00

93,37

1.282.924.958,00

Bidang Tata Ruang

4,33

160.673.244,00

4,33

160.673.244,00

93,37

1.282.924.958,00

01.03

Sekretariat DPUPRPKP

66,90

21.878.425.014,00

83,00

36.460.319.847,00

15,04

5.483.775.120,00

15,04

5.483.775.120,00

81,94

27.362.200.134,00

Sekretariat
DPUPRPKP

01.03

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

66,90

21.878.425.014,00

0,83

36.460.319.847,00

15,04

5.483.775.120,00

15,04

5.483.775.120,00

81,94

27.362.200.134,00

01.04

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

01.04

Bidang Perumahan

96,80

28.308.971.985,00

100,00

51.077.036.706,00

51.077.036.706,00

0,00

0,23

115.515.094,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,23

115.515.094,00

97,03

28.424.487.079,00

Bidang Perumahan

01.04

PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN

67,28

552.778.780,00

40,00

963.913.800,00

11,98

115.515.094,00

11,98

115.515.094,00

79,26

668.293.874,00

01.04

PROGRAM KAWASAN
PERMUKIMAN

92,55

2.394.000.000,00

47%

1.913.976.666,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,55

2.394.000.000,00

01.04

PROGRAM
PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM
(Psu)

98,16

25.362.193.205,00

"M%

01.05

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

48.199.146.240,00

30.913.163.943,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,16

25.362.193.205,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.05

SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM
KEBAKARAN

89,53

46.824.430.592,00

91,00

01.05

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

81,47

12.613.722.670,00

90%

18.157.406.874,00

15.763.347.674,00

15,90

2.887.391.919,00

15,90

2.887.391.919,00

105,43

49.711.822.511,00

17,63

2.779.795.089,00

17,63

2.779.795.089,00

99,10

15.393.517.759,00

01.05

PROGRAM
PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

92,97

1.790.859.930,00

100%

1.106.422.000,00

8,14

90.026.830,00

8,14

90.026.830,00

101,11

1.880.886.760,00

SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM
KEBAKARAN

01.05

PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

92,92

32.419.847.992,00

15 menit

1.287.637.200,00
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01.05

BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

59,69

13.346.000.658,00

100,00

12.755.757.069,00

11,86

1.512.982.287,00

11,86

1.512.982.287,00

71,55

14.858.982.945,00

01.05

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

91,71

10.622.924.896,00

100%

7.167.507.888,00

15,56

1.115.165.004,00

15,56

1.115.165.004,00

107,27

11.738.089.900,00

01.05

PROGRAM
PENANGGULANGAN
BENCANA

25,27

2.723.075.762,00

100%

5.588.249.181,00

7,12

397.817.283,00

397.817.283,00

3.120.893.045,00

BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

01.06

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL

01.06

DINAS SOSIAL

82,07

10.696.180.230,00

85,00

11.302.319.794,00

11.302.319.794,00

0,00

0,00

0,00

11,55

1.304.926.335,00

11,55

1.304.926.335,00

93,62

12.001.106.565,00

01.06

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

83,66

7.793.222.311,00

90 %

8.150.207.033,00

14,91

1.215.171.835,00

14,91

1.215.171.835,00

98,57

9.008.394.146,00

01.06

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
SOSIAL

43,51

311.874.330,00

100 %

01.06

PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL

96,58

383.087.500,00

35%

528.040.520,00

601.529.497,00

2,29

12.089.400,00

2,29

12.089.400,00

45,80

323.963.730,00

6,33

01.06

PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

83,96

1.891.525.189,00

70 %

1.614.348.320,00

1,11

38.047.700,00

17.979.000,00

6,33

38.047.700,00

102,91

421.135.200,00

111

17.979.000,00

85,07

1.909.504.189,00

01.06

PROGRAM
PENANGANAN
BENCANA

90,12

311.241.900,00

100 %

377.254.080,00

5,74

21.638.400,00

5,74

21.638.400,00

95,86

332.880.300,00

01.06

PROGRAM
PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN

94,56

5.229.000,00

100 %

30.940.344,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,56

5.229.000,00

DINAS SOSIAL

URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

02.07

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG TENAGA KERJA

244.860.256.942,00

997.678.210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.07

DINAS TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA

74,18

419.337.371,00

53,00

02.07

PROGRAM
PERENCANAAN
TENAGA KERJA

98,37

20.098.846,00

100 %

688.803.210,00

8.191.000,00

10,85

74.732.044,00

10,85

74.732.044,00

85,03

494.069.415,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,37

20.098.846,00

02.07

PROGRAM PELATIHAN
KERJA DAN
PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA

85,89

139.164.840,00

15 %

212.103.890,00

2,09

4.428.000,00

2,09

4.428.000,00

87,98

143.592.840,00

DINAS
TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA

02.07

PROGRAM
PENEMPATAN TENAGA
KERJA

88,37

110.464.935,00

240 orang

02.07

PROGRAM HUBUNGAN
INDUSTRIAL

58,02

149.608.750,00

45 %

213.738.320,00

254.770.000,00

9,21

19,86

19.694.044,00

50.610.000,00

9,21

19.694.044,00

97,58

130.158.979,00

19,86

50.610.000,00

77,88

200.218.750,00

02.07

UPTD BALAI LATIHAN
KERJA

93,94

228.070.419,00

100,00

308.875.000,00
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02.07

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

92,82

185.720.419,00

226.154.000,00

20,43

46.192.845,00

20,43

46.192.845,00

113,25

231.913.264,00

02.07

PROGRAM PELATIHAN
KERJA DAN
PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA

99,18

42.350.000,00

82.721.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,18

42.350.000,00

02.08

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

12.796.321.154,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.08

DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

90,57

9.084.568.074,00

98,00

12.796.321.154,00

11,17

1.429.597.571,00

"7

1.429.597.571,00

101,74

10.514.165.645,00

02.08

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

91,89

5.789.098.855,00

100%

9.273.451.154,00

13,84

1.283.063.257,00

13,84

1.283.063.257,00

105,73

7.072.162.112,00

02.08

PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

62,62

245.893.975,00

95,48 %
73,39 %
4%

216.356.000,00

25,71

55.630.700,00

25,71

56.630.700,00

88,33

301.524.675,00

02.08

PROGRAM
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

76,88

348.391.530,00

92,50%

500.662.000,00

6,34

31.759.800,00

6,34

31.759.800,00

83,22

380.151.330,00

02.08

PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA

94,76

2.120.131.246,00

20 orang

02.08

PROGRAM
PENGELOLAAN SISTEM
DATA GENDER DAN
ANAK

61,56

13.377.300,00

20%

2.212.862.000,00

25.120.000,00

0,63

13.993.100,00

0,63

13.993.100,00

95,39

2.134.124.346,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61,56

13.377.300,00

02.08

PROGRAM
PEMENUHAN HAK
ANAK (PHA)

93,31

350.692.894,00

66,68%

02.08

PROGRAM
PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK

87,01

216.982.274,00

65%

252.377.000,00

315.493.000,00

16,31

41.162.014,00

16,31

41.162.014,00

109,62

391.854.908,00

DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

1,26

3.988.700,00

1,26

3.988.700,00

88,27

220.970.974,00

02.09

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN

0,00

0,00

0,00

0,00

02.09

DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERIKANAN

79,55

12.831.697.057,00

95,00

20.031.528.724,00

12,32

2.468.633.592,00

12,32

2.468.633.592,00

91,87

15.300.330.649,00

02.09

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

79,02

10.159.517.401,00

100 %

14.617.221.138,00

16,10

2.354.082.088,00

16,10

2.354.082.088,00

95,12

12.513.599.489,00

DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERIKANAN
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02.09

PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA
EKONOMI UNTUK
KEDAULATAN dan
KEMANDIRIAN
PANGAN

98,78

294.015.800,00

100 %

02.09

PROGRAM
PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT

91,62

2.079.548.256,00

100660 ton
79 %

<10 %

1.025.000.000,00

3.781.615.800,00

0,94

9.680.000,00

0,94

9.680.000,00

99,72

303.695.800,00

2,54

96.091.704,00

2,54

96.091.704,00

94,16

2.175.639.960,00

02.09

PROGRAM
PENANGANAN
KERAWANAN PANGAN

19,63

98.784.100,00

0.5%

02.09

PROGRAM
PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN

98,45

199.831.500,00

80 %

432.408.620,00

175.283.166,00

1,26

5.446.800,00

1,26

5.446.800,00

20,89

104.230.900,00

1,90

3.333.000,00

1,90

3.333.000,00

100,35

203.164.500,00

2.10

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANAHAN

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10

Bidang Tata Ruang

90,43

350.328.315,00

100,00

369.939.500,00

2,37

8.760.000,00

2,37

8.760.000,00

92,80

359.088.315,00

2.10

PROGRAM
PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH
GARAPAN

89,59

206.446.451,00

2.10

PROGRAM
PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN DAN
SANTUNAN TANAH
UNTUK
PEMBANGUNAN

92,34

40.976.648,00

2,00

223.801.000,00

2,48

5.540.000,00

2,48

5.540.000,00

92,07

211.986.451,00

2,00

40.027.500,00

5,00

2.10

PROGRAM
PENATAGUNAAN
TANAH

91,38

102.905.216,00

4,00

211

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP

106.111.000,00

1,15

2.000.000,00

1.220.000,00

5,00

2.000.000,00

97,34

42.976.648,00

Bidang Tata Ruang

1,15

1.220.000,00

92,53

104.125.216,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211

DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN

74,72

39.954.813.485,00

82,00

32.957.303.216,00

11,74

3.870.111.958,00

11,74

3.870.111.958,00

86,46

43.824.925.443,00

211

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

78,04

10.240.387.261,00

80 %

13.922.040.286,00

11,52

1.604.136.304,00

11,52

1.604.136.304,00

89,56

11.844.523.565,00

2.11

PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

68,80

550.360.300,00

96 %

1.259.789.700,00

2,47

31.097.880,00

2,47

31.097.880,00

27

581.458.180,00

211

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN
HAYATI (KEHATI)

26,31

600.966.228,00

70 %

3.313.904.390,00

16,38

542.951.145,00

16,38

542.951.145,00

42,69

1.143.917.373,00

DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
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211

PROGRAM
PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3)
DAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

67,77

16.669.258.163,00

70 %

29.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,77

16.669.258.163,00

211

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP I1ZIN
LINGKUNGAN DAN 1ZIN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)

99,29

35.881.740,00

80 %

211

PROGRAM
PENGAKUAN
KEBERADAAN
MASYARAKAT HUKUM
ADAT (MHA),
KEARIFAN LOKAL DAN
HAK MHA YANG
TERKAIT DENGAN PPLH

92,80

45.100.000,00

80 %

50.500.000,00

27.380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,29

35.881.740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,80

45.100.000,00

211

PROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN
PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT

69,20

43.442.600,00

80 %

114.207.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,20

43.442.600,00

2.11

PROGRAM
PENANGANAN
PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP

83,50

905.256.940,00

80 %

16.712.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83,50

905.256.940,00

211

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

94,99

10.864.160.253,00

85 %

14.223.169.840,00

11,90

1.691.926.629,00

11,90

1.691.926.629,00

106,89

12.556.086.882,00

2.12

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

212

DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

90,39

8.670.860.205,00

90,00

13.759.225.166,00

13.759.225.166,00

0,00

8,90

1.224.112.255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,90

1.224.112.255,00

99,29

9.894.972.460,00

2.12

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

86,60

4.975.827.261,00

88 indeks

2.12

PROGRAM
PENDAFTARAN
PENDUDUK

96,61

1.826.461.038,00

85 %

6.878.595.591,00

4.615.328.175,00

11,96

822.750.656,00

11,96

822.750.656,00

98,56

5.798.577.917,00

4,59

211.930.055,00

4,59

211.930.055,00

101,20

2.038.391.093,00

2.12

PROGRAM
PENCATATAN SIPIL

98,76

365.387.599,00

91 %

521.559.000,00

9,57

49.905.176,00

9,57

49.905.176,00

108,33

415.292.775,00

212

PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI

94,88

1.315.892.036,00

58,82 %

1.573.121.400,00

7,71

121.292.496,00

7,71

121.292.496,00

102,59

1.437.184.532,00

DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
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ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

2.12

PROGRAM
PENGELOLAAN PROFIL
KEPENDUDUKAN

93,62

187.292.271,00

2.13

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA

3 Dokumen

170.621.000,00

10,69

18.233.872,00

10,69

18.233.872,00

104,31

205.526.143,00

2.13

DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA

93,55

9.656.441.374,00

95,00

10.572.010.002,00

10.572.010.002,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,26

1.930.242.932,00

18,26

1.930.242.932,00

111,81

11.586.684.306,00

213

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

91,83

6.305.935.871,00

98,00 %

6.808.105.252,00

17,34

1.180.815.644,00

17,34

1.180.815.644,00

109,17

7.486.751.515,00

213

PROGRAM PENATAAN
DESA

86,86

17.372.000,00

70,00
NPW
70,3%

19.999.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,86

17.372.000,00

213

PROGRAM
PENINGKATAN KERJA
SAMA DESA

96,84

48.418.400,00

53%

1KD

57.302.000,00

3,28

1.877.700,00

3,28

1.877.700,00

100,12

50.296.100,00

213

PROGRAM
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA

98,70

3.128.459.703,00

100%
194,00 NPP

84,00 %

213

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM
ADAT

72,29

156.255.400,00

181,00 NPK

74,40 %

3.486.603.000,00

200.000.000,00

21,25

740.979.488,00

21,25

740.979.488,00

119,95

3.869.439.191,00

3,29

6.570.100,00

3,29

6.570.100,00

75,58

162.825.500,00

DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA

2.14

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

6.203.293.532,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.14

DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

82,08

6.431.816.544,00

86,00

6.203.293.532,00

6,00

372.104.300,00

6,00

372.104.300,00

88,08

6.803.920.844,00

2.14

PROGRAM
PENGENDALIAN
PENDUDUK

77,44

747.387.813,00

39 per 1000
WUS 15-19
tahun
2.35 per
1000
WUS usia
15-

49

742.600.000,00

2,66

19.733.500,00

2,66

19.733.500,00

80,10

767.121.313,00

DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
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2.14

PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA (KB)

75,75

2.723.012.693,00

66 %

17 %

2.982.217.500,00

4,91

146.480.800,00

491

146.480.800,00

80,66

2.869.493.493,00

214

PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA
(KS)

90,38

2.961.416.038,00

53 Indeks
(Skala 0-
100)

2.15

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERHUBUNGAN

2.15

DINAS PERHUBUNGAN

64,56

27.454.540.988,00

2.478.476.032,00

33.271.340.116,00

8,31

205.890.000,00

8,31

205.890.000,00

98,69

3.167.306.038,00

0,00

83,00

33.271.340.116,00

7,51

2.498.554.751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

2.498.554.751,00

72,07

29.953.095.739,00

2.15

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

60,84

13.867.822.802,00

83%

15.804.164.716,00

14,23

2.248.528.303,00

14,23

2.248.528.303,00

75,07

16.116.351.105,00

2.15

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
(LLAY)

96,32

9.993.400.468,00

80 %

6.961.627.000,00

2,56

178.312.348,00

2,56

178.312.348,00

98,88

10.171.712.816,00

2.15

PROGRAM
PENGELOLAAN
PELAYARAN

38,40

3.593.317.718,00

85 %

10.505.548.400,00

0,68

71.714.100,00

0,68

71.714.100,00

39,08

3.665.031.818,00

DINAS
PERHUBUNGAN

2.16

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

17.261.079.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.16

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN
STATISTIK

91,53

13.236.800.937,00

78,00

17.261.079.150,00

11,66

2.012.592.992,00

11,66

2.012.592.992,00

103,19

15.249.393.929,00

2.16

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

89,16

6.789.166.955,00

100%

8.646.596.150,00

18,68

1.614.770.168,00

18,68

1.614.770.168,00

107,84

8.403.937.123,00

2.16

PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

97,50

5.164.345.541,00

61%

4.835.251.000,00

7,74

374.193.000,00

7,74

374.193.000,00

105,24

5.538.538.541,00

2.16

PROGRAM
PENGELOLAAN
APLIKASI INFORMATIKA

82,81

1.283.288.441,00

50%

2.17

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI,
USAHA KECIL, DAN
MENENGAH

3.779.232.000,00

1.050.000.000,00

0,63

23.629.824,00

0,63

23.629.824,00

83,44

1.306.918.265,00

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN
STATISTIK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.17

DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

79,05

385.037.074,00

100,00

1.050.000.000,00

2,84

29.785.800,00

2,84

29.785.800,00

81,89

414.822.874,00

2.17

PROGRAM PELAYANAN
IZIN USAHA SIMPAN
PINJAM

92,30

16.359.782,00

385
Koperasi

20.232.000,00

26,92

5.446.800,00

26,92

5.446.800,00

119,22

21.806.582,00

DINAS
PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN
USAHA KECIL
MENENGAH
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2.17

PROGRAM
PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN
KOPERASI

99,89

78.169.360,00

385
Koperasi

215.595.000,00

11,29

24.339.000,00

11,29

24.339.000,00

111,18

102.508.360,00

2.17

PROGRAM PENILAIAN
KESEHATAN KSP/USP
KOPERASI

76,26

15.651.400,00

92 Koperasi

20.004.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76,26

15.651.400,00

2.17

PROGRAM
PENDIDIKAN DAN
LATIHAN
PERKOPERASIAN

99,28

28.270.675,00

180
Pengurus K

43.787.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,28

28.270.675,00

2.17

PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN
KOPERASI

98,49

246.585.857,00

2.17

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
USAHA MENENGAH,
USAHA KECIL, DAN
USAHA MIKRO (UMKM)

160
Koperasi

6.500
UMKM

367.204.000,00

66.789.000,00

0,00

0,00

0,00

98,49

246.585.857,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.17

PROGRAM
PENGEMBANGAN
UMKM

76,67

2.336.631.534,00

5.200
UMKM

2.18

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN
MODAL

316.389.000,00

39.293.459.894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76,67

2.336.631.534,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

91,20

8.564.007.794,00

90,00

39.293.459.894,00

2,23

875.403.252,00

2,23

875.403.252,00

9343

9.439.411.046,00

2.18

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

90,44

7.572.004.487,00

90%

37.000.995.694,00

2,24

830.317.904,00

2,24

830.317.904,00

92,68

8.402.322.391,00

2.18

PROGRAM
PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN
MODAL

99,18

213.231.000,00

218

PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

99,60

191.939.510,00

2 Dokumen

1 Dokumen

604.097.000,00

553.404.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,18

213.231.000,00

0,00

0,00

99,60

191.939.510,00

2.18

PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

98,77

339.483.662,00

80%

218

PROGRAM
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

92,74

242.349.135,00

30 Investor

719.763.200,00

410.200.000,00

6,26

45.085.348,00

6,26

45.085.348,00

105,03

384.569.010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,74

242.349.135,00

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN

TERPADU SATU
PINTU

218

PROGRAM
PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM
INFORMASI
PENANAMAN MODAL

100,00

5.000.000,00

1 Dokumen

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5.000.000,00

2.19

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

2.19

DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN,

99,03

9.679.496.506,00

100,00

13.962.773.509,00

13.962.773.509,00

0,00

1,55

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025
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KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

2.19

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEPEMUDAAN

99,44

182.957.316,00

14,00

2.19

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEOLAHRAGAAN

99,01

9.346.539.190,00

34,00

638.472.479,00

13.124.301.030,00

1,37

8.742.100,00

1,37

8.742.100,00

100,81

191.699.416,00

1,58

207.779.291,00

1,58

207.779.291,00

100,59

9.554.318.481,00

2.19

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
KEPRAMUKAAN

100,00

150.000.000,00

2.20

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK

100%

200.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

150.000.000,00

KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

2.20

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN
STATISTIK

82,08

82.169.234,00

85,00

320.000.250,00

320.000.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,07

32.233.500,00

10,07

32.233.500,00

92,15

114.402.734,00

2.20

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

82,08

82.169.234,00

85%

2.21

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PERSANDIAN

320.000.250,00

441.339.000,00

10,07

32.233.500,00

10,07

32.233.500,00

92,15

114.402.734,00

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN
STATISTIK

0,00

221

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN
STATISTIK

99,75

99.890.500,00

50,00

441.339.000,00

6,89

30.402.424,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,89

30.402.424,00

106,64

130.292.924,00

2.21

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN
INFORMASI

99,75

99.890.500,00

50%

441.339.000,00

6,89

30.402.424,00

6,89

30.402.424,00

106,64

130.292.924,00

DINAS KOMUNIKAS]I,
INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN
STATISTIK

222

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KEBUDAYAAN

27.971.646.404,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222

DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

91,56

10.001.153.168,00

94,00

27.971.646.404,00

4,91

1.372.765.950,00

491

1.372.765.950,00

96,47

11.373.919.118,00

222

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

90,71

5.282.081.259,00

85%

11.622.991.225,00

11,41

1.326.604.278,00

1.4

1.326.604.278,00

102,12

6.608.685.537,00

222

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN

2.22

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KESENIAN
TRADISIONAL

89,85

1.981.446.400,00

10,00

7,00

5.213.933.690,00

788.247.205,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,86

46.161.672,00

5,86

46.161.672,00

95,71

2.027.608.072,00

222

PROGRAM
PEMBINAAN SEJARAH

97,26

2.455.772.494,00

4,00

222

PROGRAM
PELESTARIAN DAN

76,22

281.853.015,00

1,00

10.227.452.283,00

119.022.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97,26

2.455.772.494,00

0,00

0,00

76,22

281.853.015,00

DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
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PENGELOLAAN CAGAR
BUDAYA

2.23

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERPUSTAKAAN

647.874.000,00

0,00

2.23

DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN

86,83

687.900.852,00

100,00

2.23

PROGRAM
PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN

87,19

685.400.852,00

75,00

647.874.000,00

594.904.000,00

8,79

56.923.884,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,79

56.923.884,00

95,62

744.824.736,00

9,57

56.923.884,00

9,57

56.923.884,00

96,76

742.324.736,00

2.23

PROGRAM
PELESTARIAN KOLEKSI
NASIONAL DAN
NASKAH KUNO

40,72

2.500.000,00

90,00

52.970.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,72

2.500.000,00

DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN

2.24

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KEARSIPAN

224

DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN

91,27

8.903.408.026,00

224

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

90,94

8.487.539.726,00

90,00

12.953.445.115,00

12.953.445.115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,02

1.686.929.288,00

13,02

1.686.929.288,00

104,29

10.590.337.314,00

90%

11.778.275.115,00

12,56

1.479.200.460,00

12,56

1.479.200.460,00

103,50

9.966.740.186,00

224

PROGRAM
PENGELOLAAN ARSIP

98,61

401.410.300,00

90%

1.147.610.000,00

17,12

196.437.428,00

17,12

196.437.428,00

115,73

597.847.728,00

224

PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP

100,00

14.458.000,00

90%

URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN

27.560.000,00

132.253.338.688,00

40,97

11.291.400,00

40,97

11.291.400,00

140,97

25.749.400,00

DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.25

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

13.336.877.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.25

DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERIKANAN

78,26

14.103.712.188,00

98,00

13.336.877.000,00

2,16

288.306.900,00

2,16

288.306.900,00

80,42

14.392.019.088,00

3.25

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP

98,89

9.880.685.278,00

23.125,00
Ton

3.25

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN BUDIDAYA

99,41

3.719.860.175,00

22.010,5
Ton

9.573.084.500,00

2.621.302.500,00

0,73

69.893.700,00

0,73

69.893.700,00

99,62

9.950.578.978,00

7,98

209.153.200,00

7,98

209.153.200,00

107,39

3.929.013.375,00

3.25

PROGRAM
PENGAWASAN
SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

99,65

39.861.250,00

10 %

3.25

PROGRAM
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL
PERIKANAN

10,91

463.305.485,00

1,150 Milyar

272.373.000,00

870.117.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,65

39.861.250,00

DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERIKANAN

1,06

9.260.000,00

1,06

9.260.000,00

11,97

472.565.485,00

3.26

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PARIWISATA

2.832.315.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.26

DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

99,07

915.873.054,00

100,00

2.832.315.000,00

2,71

76.750.260,00

2N

76.750.260,00

101,78

992.623.314,00

3.26

PROGRAM
PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI
PARIWISATA

97,06

266.430.975,00

3 Objek

360.463.000,00

10,90

39.300.000,00

10,90

39.300.000,00

107,96

305.730.975,00

3.26

PROGRAM
PEMASARAN
PARIWISATA

4 Kegiatan

249.842.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

3.26

PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

99,91

649.442.079,00

7 Buah

2.222.010.000,00

1,69

37.450.260,00

1,69

37.450.260,00

101,60

686.892.339,00

3.27

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANIAN

92.327.888.968,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.27

DINAS PERTANIAN

79,69

65.772.147.869,00

88,00

3.27

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

68,57

28.224.833.396,00

100%

3.27

PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN
SARANA PERTANIAN

86,89

16.522.396.022,00

8370 Ha
1.215.882
ekor
66862 Ha

92.327.888.968,00

40.212.055.863,00

25.297.388.372,00

0,33

6.976.507.822,00

6.727.652.026,00

82.315.714,00

7,56

6.976.507.822,00

87,25

72.748.655.691,00

16,73

6.727.652.026,00

85,30

34.952.485.422,00

0,33

82.315.714,00

87,22

16.604.711.736,00

3.27

PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN
PRASARANA
PERTANIAN

95,57

18.214.984.084,00

50 %

17.893.620.598,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95,57

18.214.984.084,00

3.27

PROGRAM
PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN
DAN KESEHATAN
MASYARAKAT
VETERINER

84,60

405.846.668,00

100 %

3.27

PROGRAM
PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN

89,49

991.607.865,00

100%

1.177.714.875,00

1.049.552.750,00

3,79

44.673.312,00

3,79

44.673.312,00

88,39

450.519.980,00

0,13

1.400.000,00

0,13

1.400.000,00

89,62

993.007.865,00

3.27

PROGRAM
PENYULUHAN
PERTANIAN

82,75

1.412.479.834,00

75%

6.697.556.510,00

1,80

120.466.770,00

1,80

120.466.770,00

84,55

1.532.946.604,00

DINAS PERTANIAN

3.30

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERDAGANGAN

3.30

DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

92,64

15.282.064.470,00

84,00

10.702.806.766,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,72

1.575.517.264,00

14,72

1.575.517.264,00

107,36

16.857.581.734,00

3.30

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN

91,14

7.009.651.256,00

100,00

8.949.706.578,00

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

16,54

1.480.283.828,00

16,54

1.480.283.828,00

107,68

8.489.935.084,00

DINAS
PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN
USAHA KECIL
MENENGAH

178




DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3.30

PROGRAM PERIZINAN
DAN PENDAFTARAN
PERUSAHAAN

99,26

66.144.152,00

1 Eksportir

87.567.000,00

20,61

18.047.100,00

20,61

18.047.100,00

119,87

84.191.252,00

3.30

PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

70,23

351.455.750,00

64 Pasar

3.30

PROGRAM STABILISASI
HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG PENTING

96,42

7.322.369.000,00

4%

713.999.638,00

106.740.000,00

0,00

4,49

0,00

4.796.000,00

0,00

0,00

70,23

351.455.750,00

449

4.796.000,00

100,91

7.327.165.000,00

3.30

PROGRAM
STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN

99,60

168.726.330,00

400 Pelaku
Usaha

451.549.800,00

16,03

3.30

PROGRAM
PENGGUNAAN DAN
PEMASARAN PRODUK
DALAM NEGERI

79,90

363.717.982,00

1 Pelaku
Usaha

393.243.750,00

0,00

72.390.336,00

0,00

16,03

72.390.336,00

115,63

241.116.666,00

0,00

0,00

79,90

363.717.982,00

331

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERINDUSTRIAN

331

DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

73,66

1.626.698.264,00

100,00

626.767.080,00

626.767.080,00

0,00

7,85

331

PROGRAM
PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN
INDUSTRI

73,86

1.626.698.264,00

5 Dokumen

3.32

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
TRANSMIGRASI

626.767.080,00

12.426.683.874,00

7,85

49.170.800,00

49.170.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,85

49.170.800,00

81,51

1.675.869.064,00

7,85

49.170.800,00

81,71

1.675.869.064,00

DINAS
PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN
USAHA KECIL
MENENGAH

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.32

DINAS TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA

76,86

10.354.920.651,00

78,00

12.426.683.874,00

19,11

2.375.340.887,00

19,11

2.375.340.887,00

95,97

12.730.261.538,00

3.32

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

76,24

9.913.059.572,00

80%

3.32

PROGRAM
PERENCANAAN
KAWASAN
TRANSMIGRASI

99,74

114.196.893,00

1UPT

11.761.892.495,00

123.998.000,00

19,33

2.274.002.007,00

19,33

2.274.002.007,00

95,57

12.187.061.579,00

56,35

69.878.980,00

56,35

69.878.980,00

156,09

184.075.873,00

3.32

PROGRAM
PEMBANGUNAN
KAWASAN
TRANSMIGRASI

99,55

195.966.166,00

0,72 %

3.32

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAWASAN
TRANSMIGRASI

82,76

131.698.020,00

13,30%

235.916.074,00

304.877.305,00

9,59

22.626.500,00

9,59

22.626.500,00

109,14

218.592.666,00

DINAS
TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA

2,90

8.833.400,00

2,90

8.833.400,00

85,66

140.531.420,00

UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN

270.283.354.251,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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04.01

SEKRETARIAT DAERAH

76,70

98.983.866.350,00

100,00

04.01

Bagian Umum

79,39

53.842.417.565,00

173.814.805.431,00

99.711.974.076,00

4,25

3,31

7.387.420.528,00

3.301.118.701,00

4,25

7.387.420.528,00

80,95

106.371.286.878,00

SEKRETARIAT
DAERAH

3,31

3.301.118.701,00

82,70

57.143.536.266,00

Bagian Umum

04.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

79,39

53.842.417.565,00

100%

99.711.974.076,00

3,31

3.301.118.701,00

3,31

3.301.118.701,00

82,70

57.143.536.266,00

04.01

Bagian Administrasi
Pembangunan

80,14

533.368.288,00

570.000.000,00

6,25

35.606.920,00

6,25

35.606.920,00

86,39

568.975.208,00

Bagian Administrasi
Pembangunan

04.01

PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

80,14

533.368.288,00

100%

570.000.000,00

6,25

35.606.920,00

6,25

35.606.920,00

86,39

568.975.208,00

04.01

Bagian Hukum

86,00

755.327.771,00

1.338.638.000,00

0,00

04.01

PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT

86,00

755.327.771,00

100%

1.338.638.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,00

756.327.771,00

Bagian Hukum

0,00

0,00

86,00

756.327.771,00

04.01

Bagian Organisasi

63,17

758.069.531,00

04.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

63,17

758.069.531,00

100%

777.170.000,00

777.170.000,00

2,11

2,11

04.01

Bagian Perencanaan
dan Keuangan

58,64

13.608.509.361,00

22.100.580.330,00

17,50

16.403.053,00

16.403.053,00

3.866.541.636,00

21

16.403.053,00

65,28

774.472.584,00

Bagian Organisasi

21

16.403.053,00

65,28

774.472.584,00

17,50

3.866.541.636,00

76,14

17.475.050.997,00

Bagian Perencanaan
dan Keuangan

04.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

58,64

13.608.509.361,00

04.01

Bagian Perekonomian
dan Sumber Daya Alam

76,33

516.406.000,00

100%

22.100.580.330,00

17,50

3.866.541.636,00

17,50

3.866.541.636,00

76,14

17.475.050.997,00

04.01

PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

76,33

516.406.000,00

100%

04.01

Bagian Kesejahteraan
Rakyat

85,96

22.293.081.973,00

633.018.000,00

633.018.000,00

45.929.740.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76,33

516.406.000,00

Bagian Perekonomian
dan Sumber Daya
Alam

0,00

0,00

0,00

0,00

76,33

516.406.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,96

22.293.081.973,00

Bagian Kesejahteraan
Rakyat

04.01

PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT

85,96

22.293.081.973,00

100%

45.929.740.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,96

22.293.081.973,00

04.01

Bagian Pemerintahan

76,14

4.834.615.356,00

1.107.120.025,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76,14

4.834.615.356,00

Bagian Pemerintahan

04.01

PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT

76,14

4.834.615.356,00

100%

1.107.120.025,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76,14

4.834.615.356,00

04.01

Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan

89,34

553.887.884,00

04.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN

89,34

553.887.884,00

100%

624.700.000,00

624.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89,34

553.887.884,00

Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan

0,00

0,00

0,00

0,00

89,34

553.887.884,00
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DAERAH
KABUPATEN/KOTA

04.01

Bagian Pengadaan
Barang/ Jasa

75,43

1.288.182.621,00

04.01

PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

75,43

1.288.182.621,00

100%

1.021.865.000,00

1.021.865.000,00

16,42

167.750.218,00

16,42

167.750.218,00

91,85

1.455.932.839,00

16,42

167.750.218,00

16,42

167.750.218,00

91,85

1.455.932.839,00

Bagian Pengadaan
Barang/ Jasa

04.02

SEKRETARIAT DPRD

96.468.548.820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04.02

SEKRETARIAT DPRD

82,94

82.734.542.921,00

100,00

04.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

92,20

45.050.295.340,00

100 %

96.468.548.820,00

52.908.578.820,00

15,19

14.657.143.419,00

15,19

14.657.143.419,00

98,13

97.391.686.340,00

20,12

10.642.947.303,00

20,12

10.642.947.303,00

112,32

55.693.242.643,00

04.02

PROGRAM DUKUNGAN
PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI DPRD

74,04

37.684.247.581,00

100 %

43.559.970.000,00

9,22

4.014.196.116,00

9,22

4.014.196.116,00

83,26

41.698.443.697,00

UNSUR PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN

05.01

PERENCANAAN

558.809.384.421,00

15.415.340.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SEKRETARIAT DPRD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05.01

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH

79,49

9.429.963.083,00

74,00

15.415.340.070,00

13,68

2.108.191.614,00

13,68

2.108.191.614,00

9317

11.538.154.697,00

05.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

76,52

7.402.826.301,00

70,50%

12.726.409.070,00

13,53

1.722.060.178,00

13,53

1.722.060.178,00

90,05

9.124.886.479,00

05.01

PROGRAM
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
PEMBANGUNAN
DAERAH

93,01

1.205.038.745,00

100%

100%

1.580.249.500,00

19,69

311.088.628,00

19,69

311.088.628,00

112,70

1.516.127.373,00

05.01

PROGRAM
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

92,05

822.098.037,00

83%

83%

05.02

KEUANGAN

1.108.681.500,00

524.680.876.497,00

6,77

75.042.808,00

6,77

75.042.808,00

98,82

897.140.845,00

BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05.02

BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

69,48

22.971.132.771,00

100,00

42.842.120.382,00

5,30

2.269.150.282,00

5,30

2.269.150.282,00

7478

25.240.283.053,00

05.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

72,04

18.491.110.811,00

100 %

05.02

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

74,23

3.015.010.203,00

100%

23.215.146.382,00

4.642.175.000,00

8,25

1.915.002.723,00

8,25

1.915.002.723,00

80,29

20.406.113.534,00

5,77

267.668.590,00

5,77

267.668.590,00

80,00

3.282.678.793,00

BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
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05.02

PROGRAM
PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH

43,93

1.465.011.757,00

100%

14.984.799.000,00

0,58

86.478.969,00

0,58

86.478.969,00

44,51

1.551.490.726,00

05.02

Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah

79,86

382.905.135.698,00

100,00

05.02

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

79,86

382.905.135.698,00

456.042.712.385,00

456.042.712.385,00

12,65

57.668.983.909,00

12,65

57.668.983.909,00

92,51

440.574.119.607,00

Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah

12,65

57.668.983.909,00

12,65

57.668.983.909,00

92,51

440.574.119.607,00

05.02

BADAN PENDAPATAN
DAERAH

65,16

16.177.633.157,00

98,00

25.796.043.730,00

10,23

2.638.986.801,00

10,23

2.638.986.801,00

75,39

18.816.619.958,00

05.02

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

63,02

14.268.391.132,00

100 %

05.02

PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

87,36

1.909.242.025,00

86%

22.277.151.330,00

3.518.892.400,00

10,50

8,54

2.338.326.210,00

300.660.591,00

10,50

2.338.326.210,00

73,52

16.606.717.342,00

BADAN PENDAPATAN
DAERAH

8,54

300.660.591,00

95,90

2.209.902.616,00

05.03

KEPEGAWAIAN

14.765.224.714,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05.03

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA

87,74

9.592.179.753,00

86,00

05.03

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

88,12

6.919.752.630,00

86,9 indeks

14.765.224.714,00

10.199.418.214,00

16,75

2.473.334.732,00

16,75

2.473.334.732,00

104,49

12.065.514.485,00

18,13

1.849.070.199,00

18,13

1.849.070.199,00

106,25

8.768.822.829,00

05.03

PROGRAM
KEPEGAWAIAN
DAERAH

86,77

2.672.427.123,00

55 %
100 %
92 %
92,5 %

85 %
100 %

87.5%

4.565.806.500,00

13,67

624.264.533,00

13,67

624.264.533,00

100,44

3.296.691.656,00

BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA

05.04

PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

05.04

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA

99,81

99.807.420,00

87,50

2.776.205.000,00

2.776.205.000,00

0,00

0,63

17.440.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63

o

17.440.800,00

100,44

117.248.220,00

05.04

PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA

99,81

99.807.420,00

87,5 %

05.05

PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

2.776.205.000,00

1.171.738.140,00

0,63

17.440.800,00

0,63

17.440.800,00

100,44

117.248.220,00

BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05.05

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH

97,75

1.066.387.914,00

100,00

1.171.738.142,00

2,30
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05.05

PROGRAM PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

97,75

1.066.387.914,00

5
rekomendasi

1.171.738.142,00

2,30

26.942.164,00

2,30

26.942.164,00

100,05

1.093.330.078,00

PENGEMBANGAN
DAERAH

UNSUR PENGAWASAN
URUSAN
PEMERINTAHAN

06.01

INSPEKTORAT DAERAH

78,11

12.033.109.953,00

92,00

16.342.418.864,00

16.342.418.864,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,74

2.082.664.088,00

12,74

2.082.664.088,00

90,85

14.115.774.041,00

06.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

82,12

9.170.913.560,00

82 Nilai

B Nilai

11.746.918.864,00

15,18

1.783.275.306,00

15,18

1.783.275.306,00

97,30

10.954.188.866,00

06.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

61,20

2.047.977.890,00

100%

73%

75%

64%

75%

51%

06.01

PROGRAM
PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI

91,49

814.218.503,00

65 %

UNSUR KEWILAYAHAN

3.450.000.000,00

1.145.500.000,00

84.923.234.479,00

6,08

209.606.782,00

6,08

209.606.782,00

67,28

2.257.584.672,00

7,84

89.782.000,00

7,84

89.782.000,00

99,33

904.000.503,00

INSPEKTORAT
DAERAH

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07.01

KECAMATAN

07.01

Kecamatan Kapuas
Barat

89,82

3.058.395.854,00

91,00

3.533.544.184,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,38

649.566.386,00

18,38

649.566.386,00

108,20

3.707.962.240,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

87,48

2.393.601.628,00

92 %

2.866.158.984,00

22,17

635.440.186,00

217

635.440.186,00

109,65

3.029.041.814,00

07.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

97,02

116.429.600,00

80 %

110.011.000,00

7,02

7.726.200,00

7,02

7.726.200,00

104,04

124.155.800,00

Kecamatan Kapuas
Barat

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

99,98

378.372.400,00

90 %

07.01

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

99,76

169.992.226,00

90 %

07.01

Kelurahan Mandomai

91,69

868.400.408,00

100,00

478.974.200,00

78.400.000,00

937.116.000,00

0,00

8,16

0,00

6.400.000,00

0,00

0,00

99,98

378.372.400,00

8,16

6.400.000,00

107,92

176.392.226,00

6,66

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

72,62

159.165.508,00

235.215.000,00

5,48

62.431.376,00

12.894.376,00

6,66

62.431.376,00

98,35

930.831.784,00

5,48

12.894.376,00

78,10

172.059.884,00

Kelurahan Mandomai

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

183




07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

97,40

699.234.900,00

691.856.000,00

7,16

49.537.000,00

49.537.000,00

104,56

748.771.900,00

07.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

100,00

10.000.000,00

10.045.000,00

0,00

07.01

Kecamatan Pulau Petak

84,77

3.331.698.072,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

82,34

2.789.343.072,00

94,00

95 %

3.987.174.666,00

3.429.437.166,00

13,78

0,00

549.240.684,00

0,00

0,00

100,00

10.000.000,00

13,78

549.240.684,00

98,55

3.880.938.756,00

15,67

537.240.684,00

15,67

537.240.684,00

98,01

3.326.583.756,00

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

99,96

435.600.000,00

90 %

07.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

99,77

9.975.000,00

85 %

450.574.000,00

9.983.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,96

435.600.000,00

Kecamatan Pulau
Petak

0,00

0,00

99,77

9.975.000,00

07.01

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

99,57

96.780.000,00

85 %

97.180.000,00

12,35

12.000.000,00

12,35

12.000.000,00

111,92

108.780.000,00

07.01

Kecamatan Kapuas
Kuala

83,85

2.671.584.053,00

90,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

82,51

2.125.372.053,00

90 %

3.243.386.268,00

2.526.866.268,00

15,98

518.209.094,00

15,98

518.209.094,00

99,83

3.189.793.147,00

20,09

507.609.094,00

20,09

507.609.094,00

102,60

2.632.981.147,00

07.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

18,91

7.520.000,00

80 %

57.120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,91

7.520.000,00

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

97,66

467.045.000,00

92 %

538.900.000,00

1,97

07.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

100,00

23.805.000,00

80%

07.01

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

70,03

47.842.000,00

80%

36.500.000,00

84.000.000,00

0,00

10.600.000,00

0,00

10.600.000,00

99,63

477.645.000,00

Kecamatan Kapuas
Kuala

0,00

0,00

100,00

23.805.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,03

47.842.000,00

07.01

Kecamatan Kapuas
Hulu

73,63

2.249.817.851,00

90,00

3.114.525.089,00

6,75

210.133.256,00

6,75

210.133.256,00

80,38

2.459.951.107,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN

68,44

1.707.632.367,00

92 %

2.530.843.132,00

8,30

210.133.256,00

8,30

210.133.256,00

76,74

1.917.765.623,00

Kecamatan Kapuas
Hulu
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DAERAH
KABUPATEN/KOTA

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

98,93

464.966.444,00

07.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

100,00

24.357.760,00

80 %

80 %

481.800.000,00

36.709.957,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,93

464.966.444,00

0,00

100,00

24.357.760,00

07.01

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

79,91

52.861.280,00

90 %

07.01

Kecamatan Selat

84,88

9.117.780.369,00

95,00

65.172.000,00

11.273.876.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7991

52.861.280,00

17,20

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

81,96

8.120.669.540,00

95 %

10.751.394.400,00

16,28

1.938.973.205,00

1.750.386.253,00

17,20

1.938.973.205,00

102,08

11.056.753.574,00

16,28

1.750.386.253,00

98,24

9.871.055.793,00

Kecamatan Selat

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

124,74

852.282.100,00

90 %

443.885.000,00

39,54

175.500.000,00

39,54

175.500.000,00

164,28

1.027.782.100,00

07.01

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

95,95

144.828.729,00

98 %

78.597.000,00

16,65

13.086.952,00

16,65

13.086.952,00

112,60

157.915.681,00

07.01

Kelurahan Selat Hilir

92,36

946.712.696,00

100,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

96,70

500.918.608,00

1.024.993.263,00

597.861.663,00

39,42

404.089.132,00

39,42

404.089.132,00

131,78

1.350.801.828,00

45,69

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

87,93

445.794.088,00

427.131.600,00

30,65

07.01

Kelurahan Selat Tengah

89,98

1.059.988.940,00

100,00

1.177.999.550,00

24,94

273.157.532,00

130.931.600,00

293.765.220,00

45,69

273.157.532,00

142,39

774.076.140,00

Kelurahan Selat Hilir

30,65

130.931.600,00

118,58

576.725.688,00

24,94

293.765.220,00

114,92

1.353.754.160,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

90,73

475.065.940,00

512.087.200,00

14,33

73.365.220,00

14,33

73.365.220,00

105,06

548.431.160,00

Kelurahan Selat
Tengah

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

89,38

584.923.000,00

07.01

Kelurahan Selat Dalam

91,25

918.893.206,00

100,00

665.912.350,00

1.007.000.000,00

33,10

220.400.000,00

33,10

220.400.000,00

122,48

805.323.000,00

21,15

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

90,11

463.266.206,00

477.445.000,00

19,48

212.986.188,00

92.986.188,00

21,15

212.986.188,00

112,40

1.131.879.394,00

19,48

92.986.188,00

109,59

556.252.394,00

Kelurahan Selat
Dalam

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

185




07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

92,44

455.627.000,00

529.355.000,00

22,67

120.000.000,00

22,67

120.000.000,00

115,11

575.627.000,00

07.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

200.000,00

0,00

07.01

Kelurahan Selat Hulu

89,45

1.005.336.099,00

100,00

1.123.999.685,00

15,47

0,00

173.918.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,47

173.918.180,00

104,92

1.179.254.279,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

83,89

313.996.099,00

484.159.685,00

19,38

93.818.180,00

19,38

93.818.180,00

103,27

407.814.279,00

Kelurahan Selat Hulu

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

92,24

691.340.000,00

639.840.000,00

12,52

07.01

Kelurahan Murung
Keramat

63,91

580.265.880,00

100,00

908.000.000,00

6,79

80.100.000,00

61.697.578,00

12,52

80.100.000,00

104,76

771.440.000,00

6,79

61.697.578,00

70,70

641.963.458,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

66,15

218.075.880,00

479.465.200,00

7,55

36.197.578,00

7,55

36.197.578,00

73,70

254.273.458,00

Kelurahan Murung
Keramat

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

62,63

362.190.000,00

428.534.800,00

5,95

25.500.000,00

5,95

25.500.000,00

68,58

387.690.000,00

07.01

Kelurahan Selat Barat

93,20

868.562.181,00

100,00

934.242.896,00

15,50

144.766.930,00

15,50

144.766.930,00

108,70

1.013.329.111,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

86,94

401.705.487,00

476.611.416,00

22,26

106.076.930,00

22,26

106.076.930,00

109,20

507.782.417,00

Kelurahan Selat Barat

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

99,36

466.856.694,00

457.631.480,00

8,45

38.690.000,00

8,45

38.690.000,00

107,81

505.546.694,00

07.01

Kelurahan Selat Utara

91,12

835.530.684,00

100,00

916.998.125,00

48,30

442.903.920,00

48,30

442.903.920,00

139,42

1.278.434.604,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

84,92

428.118.684,00

516.050.125,00

51,79

267.243.920,00

51,79

267.243.920,00

136,71

695.362.604,00

Kelurahan Selat Utara

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

98,68

407.412.000,00

400.948.000,00

43,81

175.660.000,00

43,81

175.660.000,00

142,49

583.072.000,00

07.01

Kelurahan Panamas

69,94

641.305.621,00

100,00

917.000.000,00

9,52

87.252.810,00

9,52

87.252.810,00

79,46

728.558.431,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN

87,10

457.805.621,00

550.763.000,00

11,76

64.752.810,00

11,76

64.752.810,00

98,86

522.558.431,00

Kelurahan Panamas
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DAERAH
KABUPATEN/KOTA

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

46,88

183.500.000,00

366.237.000,00

6,14

22.500.000,00

6,14

22.500.000,00

53,02

206.000.000,00

07.01

Kecamatan Kapuas Hilir

80,45

4.931.078.413,00

100,00

6.288.025.053,00

16,63

1.045.988.906,00

16,63

1.045.988.906,00

97,08

5.977.067.319,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

78,88

4.529.058.413,00

5.909.545.053,00

17,70

1.045.988.906,00

17,70

1.045.988.906,00

96,58

5.575.047.319,00

Kecamatan Kapuas
Hilir

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

104,73

322.080.000,00

308.480.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104,73

322.080.000,00

07.01

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

100,00

79.940.000,00

70.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

79.940.000,00

07.01

Kelurahan Mambulau

72,74

613.046.810,00

100,00

842.802.100,00

20,63

173.844.836,00

20,63

173.844.836,00

93,37

786.891.646,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

76,30

228.194.310,00

291.780.180,00

44,13

128.754.836,00

44,13

128.754.836,00

120,43

356.949.146,00

Kelurahan Mambulau

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

70,78

384.852.500,00

551.021.920,00

8,18

45.090.000,00

8,18

45.090.000,00

78,96

429.942.500,00

07.01

Kelurahan Hampatung

94,76

792.071.900,00

100,00

835.266.964,00

49,43

412.897.044,00

49,43

412.897.044,00

144,19

1.204.968.944,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

90,77

293.589.240,00

405.381.236,00

32,41

131.398.064,00

3241

131.398.064,00

123,18

424.987.304,00

Kelurahan Hampatung

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

97,27

498.482.660,00

429.885.728,00

65,48

281.498.980,00

65,48

281.498.980,00

162,75

779.981.640,00

07.01

Kelurahan Dahirang

77,38

633.006.604,00

100,00

817.999.117,00

40,26

329.322.535,00

40,26

329.322.535,00

117,64

962.329.139,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

67,28

380.281.164,00

579.171.827,00

48,74

282.306.881,00

48,74

282.306.881,00

116,02

662.588.045,00

Kelurahan Dahirang

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

99,98

252.725.440,00

238.827.290,00

19,69

47.015.654,00

19,69

47.015.654,00

119,67

299.741.094,00

07.01

Kelurahan Barimba

95,45

797.782.020,00

100,00

835.819.237,00

37,13

310.321.650,00

37,13

310.321.650,00

132,58

1.108.103.670,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN

90,39

340.997.265,00

581.819.517,00

46,69

271.624.390,00

46,69

271.624.390,00

137,08

612.621.655,00

Kelurahan Barimba
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DAERAH
KABUPATEN/KOTA

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

99,61

456.784.755,00

253.999.720,00

15,24

38.697.260,00

15,24

38.697.260,00

114,85

495.482.015,00

07.01

Kelurahan Sei Pasah

87,67

732.692.554,00

100,00

836.000.000,00

28,92

241.787.878,00

28,92

241.787.878,00

116,59

974.480.432,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

84,23

397.235.940,00

425.780.000,00

26,25

111.787.878,00

26,25

111.787.878,00

110,48

509.023.818,00

Kelurahan Sei Pasah

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

91,98

328.369.114,00

410.220.000,00

31,69

130.000.000,00

31,69

130.000.000,00

123,67

458.369.114,00

07.01

Kecamatan Kapuas
Timur

84,06

2.483.128.499,00

96,00

3.014.854.570,00

13,79

415.887.614,00

13,79

415.887.614,00

97,85

2.899.016.113,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

81,99

1.982.152.237,00

97 %

2.518.354.570,00

16,51

415.887.614,00

16,51

415.887.614,00

98,50

2.398.039.851,00

07.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

99,48

54.465.494,00

100 %

55.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,48

54.465.494,00

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

99,99

293.680.000,00

94 %

312.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,99

293.680.000,00

Kecamatan Kapuas
Timur

07.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

100,00

8.000.000,00

97 %

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

8.000.000,00

07.01

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

98,79

59.232.606,00

87%

113.900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,79

59.232.606,00

07.01

Kecamatan Basarang

80,31

2.990.614.110,00

97,00

3.785.591.580,00

12,74

482.292.831,00

12,74

482.292.831,00

93,05

3.472.906.941,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

76,89

2.366.765.666,00

97 %

3.136.716.580,00

15,38

482.292.831,00

15,38

482.292.831,00

92,27

2.849.058.497,00

07.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

86,23

103.460.000,00

100 %

119.980.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,23

103.460.000,00

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

98,97

462.988.444,00

99 %

470.795.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,97

462.988.444,00

Kecamatan Basarang

07.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN

100,00

21.000.000,00

97 %

21.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

21.000.000,00
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PEMERINTAHAN
UmMum

07.01

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

98,11

36.400.000,00

97 %

37.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,11

36.400.000,00

07.01

Kecamatan Mantangai

93,17

3.635.775.538,00

86,00

3.963.486.524,00

28,30

1.121.808.489,00

28,30

1.121.808.489,00

121,47

4.757.584.027,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

90,42

2.348.638.067,00

87%

2.695.498.634,00

22,11

595.859.145,00

2.1

595.859.145,00

112,53

2.944.497.212,00

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

98,76

1.052.100.000,00

87%

1.072.600.000,00

47,52

509.700.000,00

47,52

509.700.000,00

146,28

1.561.800.000,00

07.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

100,00

23.823.500,00

38.701.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

23.823.500,00

Kecamatan Mantangai

07.01

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

97,88

211.213.971,00

87%

156.686.000,00

10,37

16.249.344,00

10,37

16.249.344,00

108,25

227.463.315,00

07.01

Kecamatan Kapuas
Tengah

76,46

2.314.508.978,00

92,00

2.764.218.806,00

9,45

261.273.385,00

9,45

261.273.385,00

85,91

2.575.782.363,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

77,16

1.898.664.478,00

92 %

2.398.020.806,00

10,90

261.273.385,00

10,90

261.273.385,00

88,06

2.159.937.863,00

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

70,21

345.500.000,00

90 %

320.698.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,21

345.500.000,00

Kecamatan Kapuas
Tengah

07.01

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

90,95

41.380.000,00

90 %

45.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,95

41.380.000,00

07.01

Kecamatan Kapuas
Murung

82,82

3.761.791.626,00

94,00

4.725.475.610,00

17,75

838.565.914,00

17,75

838.565.914,00

100,57

4.600.357.540,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

79,27

2.997.804.626,00

94 %

3.955.469.610,00

20,76

821.130.914,00

20,76

821.130.914,00

100,03

3.818.935.540,00

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

100,47

739.987.000,00

92 %

748.506.000,00

2,33

17.435.000,00

2,33

17.435.000,00

102,80

757.422.000,00

Kecamatan Kapuas
Murung

07.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

100,00

24.000.000,00

92 %

21.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

24.000.000,00

07.01

Kelurahan Palingkau
Baru

87,44

758.059.710,00

100,00

894.000.000,00

35,99

321.712.962,00

35,99

321.712.962,00

123,43

1.079.772.672,00

Kelurahan Palingkau
Baru
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07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

86,22

343.896.266,00

436.821.000,00

22,35

97.609.462,00

22,35

97.609.462,00

108,57

441.505.728,00

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

88,48

414.163.444,00

457.179.000,00

49,02

224.103.500,00

49,02

224.103.500,00

137,50

638.266.944,00

07.01

Kelurahan Palingkau
Lama

91,49

817.897.358,00

100,00

866.910.000,00

32,84

284.650.436,00

32,84

284.650.436,00

124,33

1.102.547.794,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

86,90

424.166.894,00

492.578.807,00

39,68

195.464.836,00

39,68

195.464.836,00

126,58

619.631.730,00

Kelurahan Palingkau
Lama

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

97,01

393.730.464,00

374.331.193,00

23,83

89.185.600,00

23,83

89.185.600,00

120,84

482.916.064,00

07.01

Kecamatan Timpah

84,54

2.701.862.066,00

92,00

3.256.766.552,00

12,26

399.386.161,00

12,26

399.386.161,00

96,80

3.101.248.227,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

82,39

2.239.964.785,00

92 %

2.773.182.978,00

14,05

389.503.873,00

14,05

389.503.873,00

96,44

2.629.468.658,00

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

99,75

345.680.000,00

90 %

353.960.002,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,75

345.680.000,00

07.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

100,00

10.019.410,00

80 %

10.018.072,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

10.019.410,00

Kecamatan Timpah

07.01

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

88,01

106.197.871,00

90 %

119.605.500,00

8,26

9.882.288,00

8,26

9.882.288,00

96,27

116.080.159,00

07.01

Kecamatan Bataguh

80,15

2.378.160.089,00

90,00

3.090.140.453,00

14,45

446.543.316,00

14,45

446.543.316,00

94,60

2.824.703.405,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

75,94

1.854.880.089,00

90 %

2.565.400.453,00

17,41

446.543.316,00

17.41

446.543.316,00

93,35

2.301.423.405,00

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

99,72

513.280.000,00

90 %

514.740.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,72

513.280.000,00

Kecamatan Bataguh

07.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

100,00

10.000.000,00

80 %

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

10.000.000,00

07.01

Kelurahan Pulau
Kupang

91,34

939.895.173,00

100,00

1.028.999.999,00

9,72

100.008.820,00

9,72

100.008.820,00

101,06

1.039.903.993,00

Kelurahan Pulau
Kupang
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07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

75,71

250.815.173,00

335.823.026,00

15,04

50.508.820,00

15,04

50.508.820,00

90,75

301.323.993,00

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

98,76

689.080.000,00

693.176.973,00

7,14

49.500.000,00

7,14

49.500.000,00

105,90

738.580.000,00

07.01

Kecamatan Tamban
Catur

78,35

2.334.294.341,00

85,00

3.041.743.604,00

17,61

535.740.530,00

17,61

535.740.530,00

95,96

2.870.034.871,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

74,57

1.829.204.161,00

85 %

2.551.850.804,00

20,72

528.625.913,00

20,72

528.625.913,00

95,29

2.357.830.074,00

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

99,97

382.568.024,00

87 %

396.680.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,97

382.568.024,00

07.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

100,00

5.200.000,00

88%

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5.200.000,00

Kecamatan Tamban
Catur

07.01

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

84,70

117.322.156,00

86%

83.212.800,00

8,55

7.114.617,00

8,55

7.114.617,00

93,25

124.436.773,00

07.01

Kecamatan Dadahup

80,03

2.254.695.256,00

95,00

2.883.292.184,00

7,97

229.680.528,00

797

229.680.528,00

88,00

2.484.375.784,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

77,41

1.753.922.456,00

95 %

2.313.014.184,00

9,93

229.680.528,00

9,93

229.680.528,00

87,34

1.983.602.984,00

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

93,07

408.640.000,00

95 %

458.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93,07

408.640.000,00

07.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

49,36

19.744.000,00

85 %

39.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,36

19.744.000,00

Kecamatan Dadahup

07.01

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

99,81

72.388.800,00

95 %

72.528.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,81

72.388.800,00

07.01

Kecamatan Pasak
Talawang

76,91

2.621.395.335,00

79,00

3.468.787.386,00

15,48

537.061.323,00

15,48

537.061.323,00

92,39

3.158.456.658,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

79,27

2.383.532.235,00

78%

3.023.438.186,00

17,55

530.559.923,00

17,55

530.559.923,00

96,82

2.914.092.158,00

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN

52,05

177.486.200,00

90 %

408.200.000,00

1,59

6.501.400,00

1,59

6.501.400,00

53,64

183.987.600,00

Kecamatan Pasak
Talawang
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MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

07.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

100,00

25.293.000,00

76%

23.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

25.293.000,00

07.01

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

99,00

35.083.900,00

76%

14.049.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,00

35.083.900,00

07.01

Kecamatan Mandau
Talawang

78,16

2.752.964.890,00

81,00

3.583.198.614,00

11,89

426.132.640,00

11,89

426.132.640,00

90,06

3.179.097.530,00

07.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

79,08

2.426.862.442,00

80%

3.175.108.614,00

13,42

426.132.640,00

13,42

426.132.640,00

92,50

2.852.995.082,00

07.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

74,95

261.614.000,00

87%

397.090.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74,95

261.614.000,00

07.01

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

100,00

5.500.000,00

95%

11.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5.500.000,00

UNSUR
PEMERINTAHAN
UMUM

58.988.448,00

0,00

0,00

0,00

58.988.448,00

Kecamatan Mandau
Talawang

08.01

KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

15.262.672.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08.01

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

94,28

64.102.612.643,00

92,00

15.262.672.990,00

13,77

2.100.907.214,00

13,77

2.100.907.214,00

108,05

66.203.519.857,00

08.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

86,78

9.478.073.927,00

90%

7.874.101.590,00

23,10

1.818.525.132,00

23,10

1.818.525.132,00

109,88

11.296.599.059,00

08.01

PROGRAM
PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN
KARAKTER
KEBANGSAAN

75,55

2.765.175.709,00

95 %

2.806.664.000,00

3,35

93.993.314,00

3,35

93.993.314,00

78,90

2.859.169.023,00

08.01

PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK

99,18

45.715.912.492,00

95 %

2.074.707.000,00

1,32

27.385.952,00

1,32

27.385.952,00

100,50

45.743.298.444,00

08.01

PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

61,61

237.871.200,00

95 %

265.466.000,00

15,58

41.354.016,00

15,58

41.354.016,00

77,19

279.225.216,00

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
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08.01

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL,
DAN BUDAYA

84,74

593.792.004,00

95 %

1.009.528.400,00

6,21

62.735.800,00

62.735.800,00

90,95

656.527.804,00

08.01

PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

85,26

5.311.787.311,00

95 %

1.232.206.000,00

4,62

56.913.000,00

4,62

56.913.000,00

89,88

5.368.700.311,00

Jumlah

80,16

2.547.307.781.159,00

77,78

3.325.646.987.428,00

9,05

300.938.918.402,00

9,05

300.938.918.402,00

89,21

2.848.246.699.561,00
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BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada April 2025, kondisi ekonomi global menunjukkan tanda-tanda
penurunan yang signifikan, dipicu oleh ketegangan perdagangan internasional,
kebijakan tarif baru perang dagang antara Amerika - Cina, dan ketidakpastian politik
yang meningkat. Pengumuman tarif baru oleh Presiden AS Donald Trump
menyebabkan penurunan tajam di pasar saham global, China membalas dengan tarif

balasan, memperburuk ketegangan perdagangan.

Perekonomian Indonesia 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik
Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139,0 triliun dan PDB per
kapita mencapai Rp78,6 juta atau USD4.960,3. Ekonomi Indonesia tahun 2024
tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang
mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (c-to-c). Dari sisi produksi,
pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80
persen. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh
Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga
(PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2024 terhadap
triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi
produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar
11,36 persen. Sementara itu, Komponen Ekspor Barang dan Jasa pada sisi
pengeluaran mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,63 persen. (Sumber BPS

Indonesia).

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan RKP Tahun
2026 menjelaskan bahwa Capaian Kinerja pembangunan sepanjang tahun 2024
menunjukkan tren perbaikan yang positif dalam mendorong percepatan transformasi
ekonomi yang berkelanjutan, serta peningkatan RKPDlitas dan daya saing sumber daya
manusia. Capaian tersebut tercermin dari kecenderungan peningkatan hasil
pembangunan dari tahun ke tahun, serta tercapainya target-target pembangunan yang
telah ditetapkan hingga akhir tahun 2024. Berikut Capaian Sasaran pembangunan

Nasional:
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Gambar 3.1 Capaian Sasaran pembangunan Nasional

a Pertumbuhan Ekonomi ) ﬂ Tingkat Kemiskinan )

5,03% (2024) Pertumbuhan ekonomi Tingkat kemiskinan terus diupayakan
secara nasional terus penurunannya. Tingkat kemiskinan turun
mengalami perbaikan dari 10,19 persen di tahun 2020 menjadi
setelah terkantraksi cukup 8,57 persen di tahun 2024.

(Covid-19). Perturnbuhan
ekonomi mampu pulih ke
kisaran 5 persen setelah
terkontraksi 2,07 persen. 10,19%

ﬂﬁngkat Pengangguran Terbuka [TPT])

Tingkat Pengangguran Terbuka juga terus

menurun dari 7,07 persen di tahun 2020
\ akibat pandemi Covid-19 menjadi 4,91 persen
481 ditahun 2024, Penurunan Tingkat

Pengangguran Terbuka didukung melalui
penyediaan lapangan kerja baru dan
berbagai pelatihan keterampilan bagi
angkatan kerja.

dalam akibat pandemi
Corona Virus Disease 2019 I

7
S
+
3

. QD il o
o r
O
0,381
I I II § (2029)

29,14% (2023)

75,02
(2024)

Pembangunan sumber daya
manusia juga menunjukan

Ketimpangan ekonomi Pembangunan peningkatan yang
juga menunjukkan berkelanjutan juga ditunjukkan melalui
penurunan yang menunjukan perkembangan peningkatan Indeks
ditunjukkan melalui yang positif. Emisi Gas Pembangunan Manusia
penurunan rasio gini Rumah Kaca menurun sebesar 3,1 poin selama
menjadi 0,381 di tahun hingga 29,14 persen di tahun 2020 - 2024 menjadi
2024, tahun 2023, 75,02 di tahun 2024,

Sumber data : Rancangan RKP Tahun 2026

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung
akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka

mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat,
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kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga
iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan RKPDlitas belanja negara
yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan
peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome

(spending better); dan (iii mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan

berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko tersebut, maka postur makro
fiskal tahun 2025 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1
Postur Makro Fiskal Tahun 2023-2025 (Dalam % PDB)

2023
Realisasi
Unaudited
A. Pendapatan Negara dan Hibah 13,32 12,27 12,14 - 12,36
1. Penerimaan Perpajakan 10,31 10,12 10,09 - 10,29
2. PNBP 2,93 2,16 2,05 - 2,07
3. Hibah 0,081 0,002 0,001 - 0,002
B. Belanja Negara 14,94 14,56 14,59 - 15,18
1. Belanja Pemerintah Pusat 10,72 10,81 10,92 - 11,17
2. Transfer ke Daerah 4,22 3,76 3,67 - 4,01
C. Keseimbangan Primer 0,49 (0,11) (0,30) - (0,61)
D. Defisit Anggaran (1,62) (2,29) (2,45) - (2,82)
1. Pembiayaan investasi (0,43) (0,77) (0,30) - (0,50)
2. Rasio Utang 38,98 38,26 37,98-38,71

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Kemenkeu 2024.

Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus
membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Tingkat
kesejahteraan masyarakat pun diperkirakan terus membaik. Tingkat kemiskinan pada
tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun mencapai angka 7,0-8,0 persen. Begitu
pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini
ditargetkan menurun hingga rentang 0,379-0,382. Melalui kebijakan penguatan well-
being, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus
dan terarah dengan menyasar beberapa area pokok, antara lain pendidikan, kesehatan,
dan pemberdayaan masyarakat.RKPDlitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi
dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian

serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diupayakan.
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Tabel 3.2
Sasaran Pembangunan Tahun 2023-2025

Indikator Realisasi 2023 Outlook 2024 Target 2025
Tingkat Kemiskinan (%) 9,36 85-9,0 7,0-80
Rasio Gini (Indeks) 0,388 0,381-0,384 0,379 -0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 532 50-5,7 45-50
Indeks Modal Manusia (Indeks) - - 0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks) 112,46 105 - 108 113-115
Nilai Tukar Nelayan (Indeks) 105,4 107 - 110 104-105

Sumber: RKP Tahun 2025

Langkah strategis Pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan mengeluarkan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, yang ditandatangani oleh
Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Instruksi ini bertujuan untuk
mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah demi mencapai kinerja yang lebih
baik dan berkelanjutan. Inpres ini menargetkan efisiensi belanja negara sebesar
Rp306,69 triliun, yang terdiri dari efisiensi belanja Kementerian/Lembaga sebesar
Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. Efisiensi ini berupa
pengurangan belanja operasional dan non-operasional, termasuk belanja
perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan
infrastruktur, dan pengadaan peralatan dan mesin. Namun, efisiensi ini tidak

mencakup belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan Ekonomi Daerah mengalami perubahan signifikan dengan
mempedomani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 dan
Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang
Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun
Anggaran 2025. Pemerintah Daerah wajib mengoptimalkan penggunaan anggaran

pemerintah demi mencapai kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan.
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Sedangkan untuk kebijakan pembangunan daerah juga mengalami
perubahan signifikan dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah
Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah diminta segera menyesuaikan arah
kebijakan Pembangunan Daerah dengan program Asta Cita ke dalam Perubahan
RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025. Beberapa tema atau isu

Pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

a. Penguatan SDM, Pendidikan, dan Kesehatan,;

b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);

c. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem;

d. Pengendalian Inflasi di daerah;

€. Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah;

f. Dukungan Swasembada Pangan; dan

g. Pengembahan industri kerajinan dan memfasilitasi

dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan
UMKM.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga diminta menyesuaikan arah kebijakan
pembangunan daerah dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun
2025-2030 yaitu:

- VISI : “KAPUAS BERSINAR” Berdaya Saing, Sejahtera, Indah, Aman,
Religius;

- MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berRKPDlitas,
bermartabat, berbudaya, dan religious;

- MISI 2 : Mewujudkan ekonomi yang produktif, inovatif, berdaya saing,
dan berketahanan;

- MISI 3 : Mewujudkan percepatan, pemerataan pembangunan berbasis
pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan
sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur yang terintegrasi dan
berkelanjutan;

- MISI 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terencana dan

terintegrasi secara inovatif, amanah, dan konsisten.
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Sehubungan ketentuan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kapuas
melakukan Perubahan RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2025, antara lain untuk
mengakomodir perkembangan pendapatan daerah baik Pendapatan Asli Daerah,
Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang
disesuaikan berdasarkan capaian realisasi sampai dengan akhir Triwulan [ yang
akan berdampak pada asumsi belanja daerah. Perubahan atau pergeseran
anggaran dapat dilakukan antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis

belanja, maupun antar objek/rincian belanja.

3.1.1 Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Kapuas

Salah satu indikator penting dalam menganalisis kemajuan pembangunan yang
telah dilaksanakan di suatu daerah adalah laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke
tahun. Indikator ini merupakan bagian dari indikator ekonomi makro yang digunakan
untuk menilai sejauh mana keberhasilan pembangunan dalam suatu periode tertentu.

Besarnya laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan data Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, yang mencerminkan
pertumbuhan riil tanpa dipengaruhi inflasi. Pertumbuhan yang positif menunjukkan
adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan perbaikan kinerja pembangunan daerah.
Sebaliknya, pertumbuhan yang negatif mencerminkan penurunan kinerja ekonomi,
yang dapat menjadi sinyal perlambatan atau kontraksi dalam kegiatan ekonomi
wilayah tersebut.
3.1.1.1 Struktur Perekonomian Daerah

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tingkat regional/provinsi
menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan nilai tambah dari
hasil aktivitas ekonomi pada suatu waktu tertentu (BPS). Dengan kata lain PDRB
menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan
sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya
tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber
daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat
berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Data PDRB Kabupaten Kapuas menggunakan data BPS untuk analisis
perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Kapuas dengan penilaian harga
konstan maupun harga berlaku. PDRB harga konstan (riil) yang dapat dipergunakan

untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB harga
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berlaku (nominal) yang menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang

dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur

perekonomian atau menunjukkan peranan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB

per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDB per satu orang

penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk

mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.
Tabel 3.3

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Kapuas 2020 - 2024 (Milyar Rupiah)
Kategori Lapangan Usaha 2020 2021 2022 20237 2024
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.329,1 4.792,0 51749 5.566,6 6.162,9
B Pertambangan dan Penggalian 1549,2 2.3475 50189 45456 4.106,2
C Industri Pengolahan 2.176,3 2.521,3 2952,3 3.159,5 3.288,3
D Pengadaan Listrik dan Gas 15,3 16,03 17,1 172 16,0
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 12,0 13,07 15,6 17,2 18,9
dan Daur Ulang
F Konstruksi 1.298,8 14835 1656,7 18194 19795
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 2.7915 2.876,5 3190,9 3,486,7 3.687,0
Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 697,1 7423 803,4 9119 1.022
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 262,6 280,2 298,2 329,9 360,0
J Informasi dan Komunikasi 1745 188,9 1945 2121 225,0
K Jasa Keuangan dan Asuransi 656,9 702,7 806,6 879,3 944 4
L Real Estat 5247 542,3 5538 5874 638,6
MN Jasa Perusahaan 45 48 52 6,2 70
0 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 646,8 696,9 7329 7115 8454
Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 9172 926,1 985,0 1.072,2 1.160,6
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3471 416,4 439,0 490,9 540,6
RS, T,U | JasaLainnya 140,5 145,3 149,8 160,7 1745
Ero;iuk Domestik Regional 16.544,1 18.695,9 229949 239744 25.168,6
ruto

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Kapuas Menurut Lapangan Usaha 2020-2024
Keterangan: *) angka sementara **) angka sangat sementara

Dari data BPS Kabupaten Kapuas tahun 2025, nilai PDRB Kabupaten Kapuas

berdasar atas harga konstan 2010. Tingkat perekonomian Kabupaten Kapuas pada

tahun 2022 adalah 7,04%, kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi

pada tahun 2023 dan 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Tahun 2024

yaitu 4,95%. Sektor Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi dengan 13,96% dan
Pengadaan Listrik dan Gas mengalami minus pertumbuhan sebesar -11,25%
Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten
Kapuas 2017 — 2024 (Persen
Kategori Lapangan Usaha 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024*
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 543 | 492 6,36 | 141 1,88 1,49 2,56 427
B Pertambangan dan Penggalian 15,11 9,75 797 | -905| 12,24 | 19,67 8,81 7,66
C Industri Pengolahan 539 | 887 716 | 552 1,90 7,67 535 -3,01
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Kategori Lapangan Usaha 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024
D Pengadaan Listrik dan Gas 55,71 | 12,98 594 | 1052 512 559 | -156| -11,25
E Pengadaan Air, Pengelolaan 1,62 3,75 1,35 | 10,02 1,80 7,98 548 5,79
Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 520 4,63 605 -798| 828 7,72 7,84 6,34
G Perdagangan Besar dan Eceran; 8,96 8,06 848 | -2,05 1,51 445 7,48 4,79
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 11441 893 893 | 266| 5,06 5,57 572 5,16
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 643 | 734 3,78 | -537| 1,65 5,21 8,63 571
Minum
J Informasi dan Komunikasi 665| 6,74 446 932 6,76 2,89 6,99 5,00
K Jasa Keuangan dan Asuransi 6,74 | 5,06 6,37 | 690| 4,30 744 6,83 547
L Real Estat 4451 5862 461 094 ] 0,08 0,81 3,63 6,35
MN Jasa Perusahaan 592 6,25 7941 667 3,17 421 1347 8,75
0 Administrasi Pemerintahan, 017 | 559 | 10,79 | -081| 1186 | 422| -317| 13,96
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 6,39 6,90 7131 349| 067 487 5,33 5,81
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,85 6,38 415 1,74 | 12,36 2,22 8,22 574
RS TU | JasaLainnya 6,59 | 6,96 733 -091] 0,29 2,02 6,18 5,05
Produk Domestik Regional Bruto 7,62 7,01 716 | -1,04 4,71 7,04 5171 4,95

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2025 Keterangan: *) angka sementara **) angka
sangat sementara

Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2025

Sektor pertanian dan pangan merupakan salah satu sektor terbesar penyumbang
PDRB Kabupaten Kapuas. Penurunan angka pengawasan dan pembinaan keamanan
pangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Kapuas
mencerminkan adanya tantangan yang cukup kompleks dalam upaya penguatan
sistem ketahanan pangan daerah. Berbagai faktor diyakini berkontribusi terhadap
kondisi ini, antara lain berkurangnya luas lahan pertanian produktif akibat alih fungsi
lahan, tekanan terhadap sumber daya alam, keterbatasan anggaran yang dialokasikan
untuk program pengawasan dan pembinaan, serta aspek regulasi dan kelembagaan
yang memerlukan penguatan lebih lanjut. Tidak hanya itu, tantangan dalam aspek
distribusi dan produksi pangan juga turut memberikan dampak terhadap efektivitas
pengelolaan ketahanan pangan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi

ketersediaan, keterjangkauan, dan RKPDlitas pangan bagi masyarakat.

Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala tersebut, secara umum kondisi
ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas masih menunjukkan tren yang cukup positif.
Upaya-upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, didukung

oleh partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha, telah mampu menjaga stabilitas
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ketersediaan pangan. Hal ini terlihat dari masih terjaganya pasokan pangan yang
beragam, bergizi, dan relatif aman bagi masyarakat, yang menjadi indikasi bahwa

komitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh terus diupayakan.

Adapun penurunan luas lahan pertanian yang terjadi di beberapa wilayah dalam
Kabupaten Kapuas merupakan isu yang memerlukan perhatian khusus. Faktor-faktor
penyebabnya antara lain konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian,
perubahan kondisi lingkungan akibat perubahan iklim, degradasi lahan, serta berbagai
tantangan struktural dan teknis dalam pengelolaan sektor pertanian. Di
tengahdinamika tersebut, sektor pertanian tetap berperan sebagai salah satu
kontributor utama terhadap struktur perekonomian daerah dan menjadi sumber

penghidupan bagi sebagian besar masyarakat di wilayah pedesaan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan
dalam pengelolaan ketahanan pangan dan pengembangan sektor pertanian di
Kabupaten Kapuas. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi penguatan
kelembagaan pengawasan pangan, peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian
dan ketahanan pangan, optimalisasi pemanfaatan teknologi pertanian, perbaikan
infrastruktur pendukung distribusi pangan, serta perlindungan dan revitalisasi lahan
pertanian produktif. Dengan upaya tersebut, diharapkan sektor pertanian di Kabupaten
Kapuas dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi positif

terhadap pencapaian ketahanan pangan daerah di masa mendatang.

Upaya hilirisasi yang tengah didorong saat ini merupakan bagian integral dari
strategi industrialisasi nasional, yang bertujuan untuk mendorong transformasi
struktural perekonomian Indonesia, dari yang sebelumnya berbasis pada kegiatan
ekstraktif menuju sektor manufaktur dan industri pengolahan yang bernilai tambah
tinggi. Hilirisasi tidak terbatas pada sektor pertambangan semata, tetapi juga
mencakup berbagai sektor lain di dalam perekonomian. Sebagai contoh, proses
pengolahan bijih mineral menjadi logam siap pakai, pengolahan kayu menjadi produk
furnitur berRKPDlitas, serta pengolahan hasil-hasil pertanian menjadi berbagai produk
olahan bernilai tambah, semuanya merupakan bagian dari agenda hilirisasi yang lebih

luas.

Hilirisasi menjadi salah satu isu pembangunan strategis yang memegang
peranan penting dalam meningkatkan RKPDlitas pertumbuhan ekonomi. Negara-

negara yang mampu melaksanakan hilirisasi secara efektif umumnya mengalami
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peningkatan daya saing industri, penguatan kemandirian ekonomi mnasional,
penciptaan lapangan kerja baru, serta peningkatan penerimaan negara melalui
diversifikasi basis industri. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi jangka pendek, melainkan juga memperRKPDt fondasi

pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian, dalam implementasinya, agenda hilirisasi masih dihadapkan
pada berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama
terletak pada keterbatasan infrastruktur pendukung, baik dari aspek transportasi,
energi, maupun fasilitas logistik yang memadai. Selain itu, penguasaan teknologi
industri yang relevan serta ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terampil
dan kompeten menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi ke industri hilir.
Tanpa dukungan SDM yang berRKPDlitas, proses hilirisasi tidak akan berjalan optimal.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kapuas, perlu mencermati secara seksama

berbagai peluang dan tantangan yang melekat dalam pengembangan hilirisasi.

Sebagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah,
Kalimantan Tengah memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor hilir di
berbagai bidang strategis. Oleh karena itu, apabila provinsi ini ingin mendorong
terjadinya "big push" pembangunan ekonomi lintas sektor, maka penguatan agenda
hilirisasi harus menjadi salah satu prioritas utama. Agenda ini harus didukung oleh
pengembangan infrastruktur yang terintegrasi, peningkatan kapasitas teknologi
industri, serta investasi berkelanjutan dalam peningkatan RKPDlitas sumber daya
manusia.

3.2 Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan
Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target pendapatan daerah
merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan realisasi merupakan capaian
pada akhir tahun anggaran. Kapasitas kemampuan keuangan daerah akan
menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan

pembiayaan.

PENETAPAN P-RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 I-10



Gambar 3.2
Gambaran Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas
Tahun 2020 - 2024 (Dalam Jutaan)

2020 2021 2022 2023 2024

fd PAD 130.369 148.610 151.474 138.169 224979
beed PENDAPATAN TRANSFER 1.574.517 1.638.930 2.018.456 2.483.270 2.642.239
i LAIN2 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 49.430 49.579 1.208 600 553
~&~PENDAPATAN DAERAH 1.754.316 1.837.120 2171138 2.622.040 2.867.771
Sumber : Bapenda, 2025
Gambar 3.3

Gambaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas
Tahun 2020 - 2024 (Dalam Jutaan)

/

2020 2021 2022 2023 2024

=== Pajak Daerah 22.182.192 29.882.322 70.676.579 42.289.932 48.820.296
wws Retribusi Daerah 5.805.515 6.399.681 5.888.173 5.983.886 6.255.437
www Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan 6.593.357 7.899.021 7.704.570 27.049 2.559.548
=Lain-lain PAD yang sah 95.788.002 104.429.458 67.204.381 89.256.908 167.343.952
«®=PENDAPATAN ASLI DAERAH 130.369.066 148.610.483 151.473.704 137.557.775 224.979.233

Sumber : Bapenda, 2025
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Gambar 3.4
Gambaran Pendapatan Transfer Pusat Kabupaten Kapuas
Tahun 2020 - 2024 (Dalam Jutaan)

.._l. -L. -l. -l. .I—.
2020 2021 2022 2023 2024

mmm Bagi Hasil Pajak 30.892 91.653 93.905 66.532 163.394
DBH SDA 171.471 202.242 492.736 910.209 1.007.042
=== DAU 791.344 777.954 777.279 808.726 873.967
= DAK Fisik 151.844 138.933 191.192 155.923 68.333
DAK Non Fisik 155.066 165.202 178.895 216.115 223.361
wmm DD dan DID 226.850 202.913 182.519 186.839 188.986
-e-Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.300.617 1.375.984 1.734.007 2.157.505 2.525.083

Sumber : Bapenda, 2025
3.2.2 Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2020-2024

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh
pemerintah daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu
dikembalikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja
daerah diakui sebagai pengurang ekuitas daerah yang menjadi kewajiban pemerintah
daerah dalam satu tahun anggaran. Alokasi anggaran ini digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diklasifikasikan ke
dalam empat kategori utama, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak
Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi mencakup pengeluaran yang
digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari pemerintah daerah
yang memberikan manfaat jangka pendek. Selanjutnya, Belanja Modal merupakan
anggaran yang dialokasikan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki

masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
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Selain itu, terdapat Belanja Tidak Terduga, yaitu anggaran yang digunakan
untuk keperluan darurat atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya, termasuk pengeluaran dalam kondisi bencana atau keadaan darurat
lainnya. Terakhir, Belanja Transfer adalah pengeluaran yang dilakukan oleh
pemerintah daerah dalam bentuk transfer dana kepada pemerintah daerah lainnya
atau kepada pemerintah desa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintahan di tingkat lokal. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2019-2023 dapat dilihat pada data yang tersaji dalam Gambar 3.6. Analisis terhadap
tren belanja daerah ini dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan

anggaran serta prioritas pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.5 Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2019-2023

[UEIED] 2019 2020 2021 2022 ‘ 2023
BELANJA 2.006.213.630.000 | 2.684.496.445.000 | 2.181.184.812.000 | 2.524.355.584.231 | 2.133.085.399.274
BELANJA OPERASI 1.507.324.416.444 | 1.250.366.374.659

1.248.683.021.000

1.332.883.644.986

1.259.427.385.794

Belanja Pegawai

661.148.335.000

749.285.823.000

698.615.774.000

793.933.363.986

659.651.645.389

Belanja Barang dan Jasa

544.019.276.000

510.993.721.986

485.069.386.315

584.361.960.997

499.911.222.129

Belanja Bunga

3.200.000.000

18.000.000.000

7.000.000.000

6.150.000.000

6.700.000.000

Belanja Hibah

21.366.600.000

38.655.300.000

66.391.479.583

122.622.803.186

82.538.489.341

Belanja Bantuan Sosial

18.948.810.000

15.948.800.000

2.350.745.896

256.288.275

1.565.017.800

BELANJA MODAL

442.776.710.000

1.031.392.821.014

604.602.543.729

610.502.217.487

576.396.549.156

Belanja Modal Tanah

2.200.000.000

10.250.000.000

3.143.700.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

53.175.469.737

82.391.275.908

76.128.994.389

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

58.003.601.272

106.225.682.172

92.702.800.258

Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi

490.507.422.720

410.999.937.907

402.560.862.509

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya R 716.050.000 535.321.500 1.810.086.000
Belanja Modal Aset Lainnya 442.776.710.000 1.031.392.821.014 _ 100.000.000 50.106.000
BELANJATIDAK TERDUGA 6.000.000.000 5.000.000.000 24.836.281.477 45.476.804.500 21.601.609.659

Belanja Tidak Terduga

6.000.000.000

5.000.000.000

24.836.281.477

45.476.804.500

21.601.609.659

BELANJA TRANSFER

308.753.899.000

315.219.979.000

292.318.601.000

361.052.145.800

284.720.865.800

Belanja Bagi Hasil

2.600.000.000

4.577.569.000

3.793.500.000

9.020.483.300

4.213.038.800

Belanja Bantuan Keuangan

306.153.899.000

310.642.410.000

288.525.101.000

352.031.662.500

280.507.827.000

Belanja daerah Kabupaten Kapuas mengalami dinamika pertumbuhan dalam
lima tahun terakhir, dengan pola fluktuatif yang mencerminkan perubahan kebijakan
anggaran serta kondisi ekonomi daerah. Pada tahun 2022 hingga 2023, belanja daerah

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023, total belanja daerah
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mencapai Rp 2,524 triliun, mengalami kenaikan sebesar 18,34% dibandingkan tahun
2022, yang saat itu tercatat sebesar Rp 2,133 triliun. Meskipun terjadi peningkatan
pada tahun 2023, tren sebelumnya menunjukkan adanya penurunan belanja daerah.
Pada tahun 2022, anggaran belanja mengalami kontraksi sebesar 2,21% dibandingkan
tahun 2021. Penurunan belanja ini juga terjadi pada tahun 2021, di mana total belanja
daerah sebesar Rp 2,181 triliun mengalami penurunan 18,70% dari tahun 2020. Tahun
2021 menjadi periode dengan tekanan anggaran yang cukup besar, di mana hampir
semua komponen belanja mengalami penurunan signifikan. Beberapa sektor yang
mengalami penurunan paling tajam adalah Belanja Bunga (-18,70%), Belanja Hibah (-
61,11%), Belanja Pegawai (-85,26%), Belanja Barang dan Jasa (-6,55%), Belanja Modal
(-5,07%), Belanja Tidak Terduga (-41,38%), dan Belanja Bantuan Keuangan (-17,13%).
Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah selama periode

2019-2023 tercatat sebesar 7,83%.

Melihat proporsi penyusunan realisasi belanja daerah, dapat diketahui
bagaimana distribusi dan dominasi masing-masing komponen dalam struktur
anggaran. Berdasarkan rata-rata proporsi belanja daerah selama 2019-2023,
komponen dengan proporsi terbesar adalah Belanja Pegawai (31,03%), diikuti oleh
Belanja Modal (27,89%), Belanja Barang dan Jasa (23,00%), serta Belanja Bantuan
Keuangan (13,44%). Sementara itu, beberapa komponen belanja lainnya seperti Belanja
Hibah, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bunga, dan Belanja
Bagi Hasil memiliki kontribusi yang lebih kecil terhadap total belanja daerah selama
periode tersebut. Analisis tren belanja daerah ini memberikan gambaran mengenai
efektivitas pengelolaan anggaran di Kabupaten Kapuas, terutama dalam menghadapi
tantangan ekonomi serta dalam mengalokasikan sumber daya untuk mendukung
pembangunan daerah secara berkelanjutan.

3.2.3 Perkembangan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan salah satu komponen penting dalam
pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi untuk menutup selisih antara
pendapatan dan belanja daerah dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan
daerah mencakup seluruh penerimaan yang harus dibayar kembali serta pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya. Dalam struktur pembiayaan daerah, terdapat dua

PENETAPAN P-RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 I-14



komponen utama, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan mencakup semua sumber penerimaan yang bersifat
sementara dan harus dikembalikan di kemudian hari. Sumber utama penerimaan
pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya,
pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, serta penerimaan kembali

pemberian pinjaman.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan mencakup semua pengeluaran yang
akan diterima kembali di masa mendatang. Komponen pengeluaran ini meliputi
pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah,
pembayaran pokok utang, serta pemberian pinjaman daerah. Perkembangan
pembiayaan daerah Kabupaten Kapuas selama tahun anggaran 2019-2023 dapat
dilihat dalam tabel berikut. Data ini memberikan gambaran mengenai dinamika
pengelolaan keuangan daerah, termasuk pola penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mendukung

keseimbangan fiskal serta pembiayaan berbagai program pembangunan daerah.

Tabel 3.6 Pembiayaan Daerah Tahun 2019 - 2023

i ... PembiayaanDaerahTahtn .|
Kode Uraian Pembiayaan Daerah Tahun

2019 2020 2021 \ 2022 2023
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 103.205.160.416 678.162.468.000 361.593.721.000 190.939.662.274 208.256.073.447
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 103.205.160.416 88.162.468.000 81.593.721.000 137.145.018.874 208.256.073.447
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan
6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 590.000.000.000 280.000.000.000 53.794.643.400

6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 103.205.160.416 678.162.468.000 361.593.721.000 190.939.662.274 208.256.073.447

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 13.600.000.000 8.600.000.000 13.300.000.000 22.300.000.000 35.400.000.000
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 11.000.000.000 6.000.000.000 10.700.000.000 6.200.000.000 6.200.000.000

6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 16.100.000.000 29.200.000.000

Jumlah Pengeluaran Pembiay 13.600.000.000 8.600.000.000 13.300.000.000 22.300.000.000 35.400.000.000

Pembiayaan Netto 89.605.160.416 669.562.468.000 348.293.721.000 168.639.662.274 172.856.073.447

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 78.796.975.074 26.020.791.000 0 0 0

Berkenaan

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan agar dana pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien,
sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, Arah kebijakan
berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten
Kapuas dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah,
Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas

(riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

PENETAPAN P-RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 -15



3.3.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan
koreksi dan revisi terhadap perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi pada
APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan
mempertimbangkan kebijakan terkait Pendapatan Dana Transfer berdasarkan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025
tentang Penyesuaian Rincian  Alokasi Transfer Ke Daerah  Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah

Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan Perubahan target pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025
juga mempertimbangkan capaian realisasi pendapatan sampai semester [ Tahun 2025
dan asumsi proyeksi penerimaan sampai akhir Tahun 2025.
Proyeksi Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan pendapatan daerah tahun 2025 sampai dengan semester I serta
memperhatikan kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Angaran
2025, maka total Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ditargetkan
sebesar Rp 3.004.035.582.527,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar
Rp174.993.973.930,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.829.041.608.597,00.

Perincian pendapatan daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Target Pendapatan Daerah Tahun 2025
JUMLAH (Rp)
PERUBAHAN
No URAIAN APBD 2025 RKPD 2025 BERTAMBAH / %
RKPD 2025 (SEBELUM (BERKURANG)
PERUBAHAN) el
PERUBAHAN)
1 2 3 4 5 6=5-4 7
4 PENDAPATAN DAERAH 2772.482.487.430 | 3.004.035582527 |  231.553.005.007 | o0
040 | PENDAPATAN ASLI 459
: DAERAH (PAD) 143.169.048.430 | 167.319.973.930 | 174.993.973.930 7.674.000.000 |
04.01.01 | Pajak Daerah 54522520000 |  77.713.445500 |  84.319.945.500 6.606.500.000 | o0
04.01.02 | Retribusi Daerah 4629150000 | 5605.150.000 5.672.650.000 67500000 | 2
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JUMLAH (Rp)
PERUBAHAN
No URAIAN APBD 2025 ST S BERTAMBAH / %
RKPD 2025 (SEBELUM (BERKURANG)
PERUBAHAN) DL
PERUBAHAN)
1 2 3 4 5 6=5-4 7
04.01.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan 50
21931 Daerah yang Dipisahkan 2.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 1.000.000.000
04.01.04 | Lain-lain PAD yang Sah 82017378430 | 82001378430 |  82.001.378.430 0
0402 | PENDAPATANTRANSFER | 4 a5 545 548,400 | 2.605.162.513.500 | 2.829.041.608.507 |  223.879.005.007 | &
04.02.01 Pendapatan Transfer 8.92
02911 pemerintah Pusat 1.740.445.548.400 | 2.500.142.998.000 | 2.733.022.093.007 |  223.879.095.097 |
DBH Pajak dan Bukan Pajak 1.068.169.421.000 | 1429.120.858.007 |  360.951.437.097 | 5279
DAU 1740445548400 | 898217.153.000 | 820.255.410.000 77.961.743.000 | 68
DAK Fisk 81263512000 |  22.152.913.000 59.110.599.000 | %7
DAK Non Fisik 271.249.245.000 |  271.249.245.000 0
Dana Desa 190.243.667.000 |  190.243.667.000 0
04.02.02 Pendapatan Transfer Antar 0
02921 Daerah 94.800.000.000 |  96.019.515.500 |  96.019.515.500
Pendapatan Bagi Hasil Pajak | g3 670 000,000 |  94.897.515500 | 94897515500 0
Bantuan Keuangan Khusus 0
dari Pemerintah Provinsi 1.122.000.000 1.122.000.000 1.122.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 1.978.414.596.830 | 2.772.482.487.430 | 3.004.035582.527 |  231.553.005.007 | 5%

Sumber data : sipd-ri.kemendagri.go.id, kabupaten kapuas (diolah)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami Peningkatan dari
target murni sebesar Rpl167.319.973.930,00 menjadi
Rp174.993.973.930,00 atau bertambah sebesar Rp7.674.000.000,00 atau naik sebesar

Tahun Anggaran 2025

4,59 persen. Lebih rinci pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain
sebagai berikut:

a. Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp6.606.500.000,00 atau 8,50
persen dari Rp77.713.445.500,00 menjadi
Rp84.319.945.500,00. Kenaikan target tersebut disebabkan ada beberapa objek baru

target semula sebesar sebesar
yang sebelumnya belum masuk proyeksi pada APBD Murni tahun 2025 serta adanya
penyesuaian terhadap capaian realisasi pajak sampai dengan semsester I tahun 2025

serta asumsi penerimaan sampai dengan akhir tahun 2025.

b. Retribusi Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2025 mengalami Kenaikan 1,2
persen atau Rp67.500.000,00 Kenaikan target tersebut berdasarkan hasil capaian
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beberapa objek retribusi sampai dengan semester I Tahun 2025.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada APBD Perubahan mengalami kenaikan
sebesar Rp1.000.000.000,00 Kenaikan tersebut disesuaikan dengan capaian sampai

dengan semester I Tahun 2025.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada APBD Perubahan tetap tidak
berubah.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan
Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada
Perubahan RKPD Tahun Anggran 2025 mengalami kenaikan Sebesar
Rp223.879.095.097,00 atau 8,59% dari target semula sebesar
Rp2.605.162.513.500,00 menjadi Sebesar Rp2.829.041.608.597,00.

Hal ini dikarenakan adanya proyeksi penyaluran DBH Tahun 2025 berdasarkan
kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Adapun Target Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Perubahan RKPD Tahun
Anggaran 2025 tetap tidak mengalami perubahan karena sampai semester I Tahun
2025 penyaluran DBH Pajak yang regular atau tauh berjalan belum disalurkan oleh
pemerintah provinsi.

Upaya-Upaya untuk Mencapai Target Pendapatan Daerah

Upaya-upaya untuk mencapai target pendapatan daerah pada tahun 2025
dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan
regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur
pelayanan;

2) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan
Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan
teknologi terkini.

3) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.

4)  Perbaikan database pajak dan retribusi daerah

5) Mengoptimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah secara

professional agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
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6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan
Daerah yang memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.
Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif
masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan
retribusi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam
rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan
prima.

Bekerjsama dengan pihak lain dalam melakukan pemungutan seperti Satpol PP,
Kejaksaaan, Kepolisian dan TNI.

Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh
pasal 21 dan PPh badan dengan melakukan rekonsilisasi dengan KPP Pratama
maupun KPPN, dan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak
penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam
pembayaran pajak;

Meningkatkan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam
sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana transfer bekerjasama dengan
Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral Cq. Direktorat Jenderal Mineral Batu Bara;
Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat (Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis) dan pemerintah
Provinsi untuk obyek pendapatan sesuai kewenangan pemerintah pusat dan

provinsi.

3.3.2 Kebijakan Terkait Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah disusun sebagai bagian dari strategi

pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab, efisien, dan berbasis

hasil (result-based budgeting), serta selaras dengan arah pembangunan jangka

menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten. Penyusunan

belanja daerah dilakukan dengan prinsip penguatan RKPDlitas belanja,

peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran, serta berorientasi pada
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pencapaian target pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Kebijakan perencanaan belanja daerah diarahkan untuk:

1) Terwujudnya peningkatan RKPDlitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia serta
pembangunan masyarakat yang inklusif (T1);

2) Terwujudnya ketahanan pangan daerah melalui pengelolaan sumber daya pangan
yang optimal, memastikan keberlanjutan pangan, dan mendukung
penanggulangan stunting serta pemenuhan gizi masyarakat (T2);

3) Terwujudnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk
meningkatkan daya saing wilayah (T3);

4) Terwujudnya optimalisasi pembangunan melalui peningkatan konektivitas wilayah
dan jangkauan infrastruktur strategis serta pelayanan dasar (T4);

5) Terwujudnya peningkatan RKPDlitas lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya
alam, dan manajemen risiko bencana (T5); dan

6) Terwujudnya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel
serta peningkatan RKPDlitas layanan birokrasi yang inovatif, responsif, dan

berorientasi pada kepuasan masyarakat (T6).

Kebijakan perencanaan belanja daerah juga mempertimbangkan:

a. Kewajiban belanja wajib dan mengikat, antara lain belanja pegawai, belanja
pendidikan (minimal 20% dari total belanja), belanja kesehatan (minimal 10%), dan
belanja infrastruktur pelayanan publik.

b. Kesesuaian dengan pagu indikatif pendapatan daerah, baik yang bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum (DTU), Dana Alokasi Khusus
(DAK), dan sumber-sumber lain yang sah.

c. Kemampuan fiskal daerah serta prioritas penanganan risiko dan ketidakpastian

ekonomi global dan nasional.

Perkembangan alokasi belanja dalam Perubahan APBD Kabupaten Kapuas
Tahun Anggaran 2025 diperkirakan mencapai Rp4.255.284.865.799,61 (Empat Triliun
Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus
Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Satu
Sen).
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Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025

Tabel 3.8

JUMLAH (Rp)
PERUBAHAN BERTAMBAH /
No URAIAN APBD 2025 %
RKPD 2025 (SEBELUM REhIaTaS (BERKURANG)
PERUBAHAN) il
PERUBAHAN)
1 2 3 4 5 6=5-4 7
5 BELANJA
0,
51 BELANJA OPERASI 1.456.817.473.024,00 | 2.003.330.990.837,45 | 2.060.334.841.051,13 | 57.003.850.213,68 | 27
H H 0,
050101 | Belanja Pegawai 881.270.334.748,00 | 1.042407.753748,00 | 1.102.154.056.54000 | 59.746302792,00 | >7%
f - 209
05.01.02 | Belanja Barang dan Jasa 4916057435500 | 753.861.25349096 | 738.694.969.83446 | 15.166.283.657,00 | 2%
H 0,
05.01.03 | Belanja Bunga 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 .| 00%
05.01.05 | Belanja Hibah 7872538100000 | 20172330067749 | 21422213175567 | 1249883107818 | 2%
. ) i
0501.06 | Belanja Bantuan Sosial 131.182.921,00 338.682.921,00 263.682.921,00 75.000000,00 | 221%
0,
52 BELANJA MODAL 310.446.812.121,00 | 871.273.284.206,61 | 1.657.506.887.782,96 | 786.323.603.57635 | S0
H 0,
05.0201 | Belanja Modal Tanah 1624500000000 | 2417000000000 |  7.92500000000 | “88%
Belanja Modal Peralatan o
050202 | 421 Mesin 24127.870289,00 | 1345400235394 | 1760523383177 | 6250824596403 | 202
05.02.03 Belanja Modal Gedung dan 41.7%
0203 | pongunan 13345091937800 | 237.94258076767 | 337.086.906.97699 | 9914432620932 | 1%
Belanja Modal Jalan, 0
050204 | Jaringan, dan Irigasi 152.676.022.454,00 | 502.748.331.085,00 | 1.118.611.862488,00 | 615.86353140300 | 1225%
Belanja Modal Aset Tetap o
050205 1 | Jinnya 183.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 | 0%
H H 0,
05.02.06 | Belanja Modal Aset Lainnya 683.280.000,00 1.475.780.000,00 792.500.000,00 116,0%
5 BELANJA TIDAK o1
’ TERDUGA 50.000.000.000,00 |  81.596.821.58594 | 133.862.246.16552 | 5226542457958 | 4%
H 1 0,
050301 | Belanja Tidak Terduga 50.000.000.000,00 | 8159682158594 | 133.862.246.16552 | 5226542457958 | o1%
54 BELANJA TRANSFER 206.000.000.000,00 | 370.445.890.800,00 | 403.490.890.800,00 | 33.045.000000,00 | %%
— -
050401 | Belanja Bagi Hasil 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 9.900.000.00000 |  3900000.00000 | 550%
H 0,
05.04.02 | Belanja Bantuan Keuangan 200.000.000.000,00 | 364.445890.800,00 | 393590.890.80000 | 29.145000.000,00 | 0%
0,
JUMLAH BELANJA 2.023.264.285.145,00 | 3.326.646.987.430,00 | 4.255.284.865.799,61 | 928.637.878.36061 | 2%

Sumber data : sipd-ri.kemendagri.go.id, kabupaten kapuas (diolah)

3.3.3 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan

Belanja Tidak Terduga

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja dalam bentuk Belanja Pegawai, belanja
barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan
sosial, mengalami peningkatan alokasi anggaran sebesar Rp57.003.850.213,68 atau

sebesar 2,85%, yang direncanakan semula sebesar Rp2.003.330.990.837,45 menjadi
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sebesar Rp2.060.334.841.051,13 yang digunakan untuk mencatat pengeluaran

anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka

pendek, yang terdiri atas:

1.

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai mengalami peningkatan anggaran sebesar
Rp59.746.302.792,00 atau sebesar 5,73%, yang direncanakan semula sebesar
Rp1.042.407.753.748,00 menjadi sebesar Rp1.102.154.056.540,00. Kenaikan
tersebut diakibatkan oleh adanya tambahan CPNS dan PPPK yang baru, serta
kenaikan alokasi anggaran untuk pemenuhan iuran Kesehatan dan tunjangan
pajak bagi ASN.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa mengalami penurunan alokasi anggaran sebesar
Rp15.166.283.656,50 atau sebesar minus 2,01%, yang rencanakan semula
sebesar Rp753.861.253.490,96 menjadi sebesar Rp738.694.969.834,46.

Belanja Bunga

Belanja bunga tidak mengalami perubahan alokasi anggaran yang direncanakan
semula sebesar Rp5.000.000.000,00. Digunakan untuk mencatat belanja atas
bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian
pinjaman.

Belanja Hibah

Belanja hibah mengalami peningkatan alokasi anggaran sebesar
Rp12.498.831.078,18 atau sebesar 6,2%, yang rencanakan semula sebesar
Rp201.723.300.677,49 menjadi sebesar Rp214.222.131.755,67. Belanja hibah
digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat,
pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan
dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program,
kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dalam mendukung

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
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dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat
untuk masyarakat.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial mengalami penurunan alokasi anggaran sebesar
Rp75.000.000,00 atau sebesar minus 22,14%, yang direncanakan semula
sebesar Rp338.682.921,00 menjadi sebesar Rp263.682.921,00. Belanja bantuan
social digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau
barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun

anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

b. Belanja Modal

Anggaran belanja modal mengalami peningkatan alokasi anggaran sebesar

Rp786.323.603.576,35 atau sebesar 90,25%, yang direncanakan semula sebesar
Rp871.273.284.206,61 menjadi sebesar Rpl1.657.596.887.782,96. Kenaikan belanja

modal pada perubahan RKPD tahun anggaran 2025 difokuskan untuk membangun

dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti transportasi, air bersih, sanitasi,

persampahan serta membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan dan

kesehatan, juga untuk membangun infrastruktur pendukung perekonomian dan

membuka akses saluran distribusi seperti pasar, dan infrastruktur pertanian dan

perikanan. Belanja modal terdiri atas:

1.

Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah mengalami peningkatan alokasi anggaran sebesar
Rp7.925.000.000,00 atau sebesar 48,78%, yang direncanakan semula sebesar
Rp16.245.000.000,00 menjadi sebesar Rp24.170.000.000,00.

Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin mengalami peningkatan alokasi anggaran
sebesar Rp62.598.245.964,03 atau sebesar 55,17%, yang direncanakan semula
sebesar Rp113.454.092.353,94 menjadi sebesar Rp176.052.338.317,97.

Belanja modal gedung dan bangunan
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Belanja modal gedung dan bangunan mengalami peningkatan alokasi anggaran
sebesar Rp99.144.326.209,32 atau sebesar 41,67%, yang direncanakan semula
sebesar Rp237.942.580.767,67 menjadi sebesar Rp337.086.906.976,99.

4. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi mengalami peningkatan alokasi
anggaran sebesar Rp615.863.531.403,00 atau sebesar 122,50%, yang
direncanakan semula sebesar Rp502.748.331.085,00 menjadi sebesar
Rp1.118.611.862.488,00.

5. Belanja modal aset tetap lainnya
Belanja modal aset tetap lainnya tidak mengalami perubahan alokasi anggaran
yang direncanakan semula sebesar Rp200.000.000,00.

6. Belanja Modal Aset Lainnya
Belanja modal Aset Lainnya mengalami peningkatan alokasi anggaran sebesar
Rp792.500.000,00 atau sebesar 115,98%, yang direncanakan semula sebesar
Rp683.280.000,00 menjadi sebesar Rp1.475.780.000,00.

c. Belanja Tidak Terduga

Anggaran belanja tidak terduga mengalami peningkatan alokasi anggaran
sebesar Rp52.265.424.579,58 atau sebesar 64,05%, yang direncanakan semula
sebesar Rp81.596.821.585,94 menjadi sebesar Rp133.862.246.165,52. Belanja tidak
terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga
dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2025
dan kemungkinan adanya kegiatan- kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi
sebelumnya di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah serta amanat peraturan

perundang- undangan.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
Belanja Transfer mengalami peningkatan alokasi anggaran sebesar
Rp33.045.000.000,00 atau sebesar 8,92%, yang direncanakan semula sebesar
Rp370.445.890.800,00 menjadi sebesar Rp403.490.890.800,00, yang terdiri atas:
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1. Belanja Bagi Hasil
Belanja bagi hasil mengalami peningkatan alokasi anggaran sebesar
Rp3.900.000.000,00 atau sebesar 65,00%, yang direncanakan semula sebesar
Rp6.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp9.900.000.000,00.

2. Belanja Bantuan Keuangan
Belanja bantuan keuangan mengalami peningkatan alokasi anggaran sebesar
Rp29.145.000.000,00 atau sebesar 8,00%, yang direncanakan semula sebesar
Rp364.445.890.800,00 menjadi sebesar Rp393.590.890.800,00.

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan muncul
dalam struktur APBD sebagai akibat penerapan surplus/defisit anggaran.
Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan
pembiayaan. Sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus
disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan

daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran.

3.3.4 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan pada
perubahan RKPD tahun anggaran 2025 sebesar Rp697.084.783.272,61 atau sebesar
122,3%, yang direncanakan semula pada APBD Murni tahun anggaran 2025 sebesar
Rp570.000.000.000,00 sehingga perkiraan pada perubahan RKPD tahun anggaran
2025 menjadi sebesar Rpl.267.084.783.272,61. Penerimaan pembiayaan daerah
tersebut berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SilPA) tahun anggaran
2024. SiLPA di tahun anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp1.267.084.783.272,61
berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas
Tahun Anggaran 2024. Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada:
1. Penghitungan SiLPA mengikat, yaitu SiLPA kegiatan yang telah ditentukan
peruntukannya di tahun anggaran 2024;
Perkiraan penyesuaian pendapatan daerah di tahun anggaran 2024;
Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai dengan akhir

tahun anggaran 2024.
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3.3.5

Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik

pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga

terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk perubahan

RKPD tahun anggaran 2025, pengeluaran pembiayaan direncanakan sama seperti target

pada APBD Induk. Berikut adalah rinciannya:

Tabel 3.9
Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
JUMLAH (Rp)
o RO APBD 2025 PERUBAHAN RKPD | BERTAMBAH /
RKPD 2025 (SEBELUM 2025 (SESUDAH (BERKURANG)
PERUBAHAN) PERUBAHAN)
1 2 3 4 5 6=5-4
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Sisa Lebih Perhitungan
060101 | A o Tabun Sebelumnya | 80-685-188.315,00 | 570.000.000.000,00 | 1.267.084.783.272,61 | 697.084.783.27261
Jumiah Penerimaan 60.685.188.315,00 | 570.000.000.000,00 | 1.267.084.783.272,61 | 697.084.783.272,61
Pembiayaan
6,2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 15.835.500.000,00
06.02,03 | Fembayaran Cicilan Pokok 15.835.500.000,00 | 15.835.500.000,00 |  15.835.500.000,00 0
Utang yang Jatuh Tempo
Jumlah Pengeluaran 15.835.500.000,00 | 15.835.500.000,00 |  15.835.500.000,00 0
Pembiayaan
Pembiayaan Netto 44.849.688.315,00 | 554.164.500.000,00 | 1.251.249.283.272,61 | 697.084.783.272,61

Sumber data : sipd-ri.kemendagri.go.id, kabupaten kapuas (diolah)
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran daerah yang tertuang pada Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 telah dirumuskan sesuai dengan
berbagai permasalahan, isu nasional dan daerah terkini; serta tetap berpedoman
pada Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Kapuas dengan memperhatikan
permasalahan pembangunan dan isu strategis, dan prioritas pembangunan daerah.
A. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Kapuas

Visi merupakan pandangan jangka panjang mengenai pembangunan daerah
serta menggambarkan kondisi masa depan selama 20 tahun yang diharapkan oleh
masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Kapuas. Sesuai perumusan visi yang telah
dihasilkan dalam tahap perumusan, pernyataan visi dituangkan dalam penyajian.
Penyajian visi dibuat dalam bentuk uraian tentang apa dan bagaimana visi yang
ingin diwujudkan tersebut pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka
panjang daerah serta mengkaji kondisi sekitar, potensi, permasalahan isu dan
aspirasi dari para stakeholder. Berikut merupakan Visi Kabupaten Tahun 2025-205

Kapuas:

VISI RPJPD

Kabupaten Kapuas

KAPUAS
) Sejahtera
2045

.
X e,
b’ﬁ}‘ °
))1 4

N

Kapuas Menuju Kabupaten Sejahtera yang Maju, Unggul, Mandiri, dan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten
Kapuas tahun 2025-2045 tersebut, pembangunan daerah diarahkan pada
pencapaian sasaran-sasaran pokok dan arah pembangunan jangka panjang selama
kurun waktu 20 tahun mendatang sesuai misi daerah Kabupaten Kapuas sebagai
berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, bermartabat,
berbudaya, dan religius

2. Mewujudkan ekonomi yang produktif, inovatif, berdaya saing, dan
berketahanan

3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan

infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan
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4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terencana dan terintegrasi

secara inovatif, amanah, dan konsisten

Perumusan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kapuas

Selanjutnya, perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 disusun untuk menangani Isu-isu utama di

Kabupaten Kapuas meliputi:

1.

Pelayanan sarana dan prasarana umum masih terbatas dan belum merata.
Keterbatasan dan pemerataan pelayanan sarana prasarana umum di Kabupaten
Kapuas menjadi prioritas utama pembangunan di Kabupaten Kapuas Tahun
2024-2026. Selain memeratakan pengembangan dan kualitas layanan di
seluruh wilayah Kabupaten Kapuas, pengembangan sarana prasarana umum
untuk kebutuhan khusus juga menjadi sorotan yang perlu diperhatikan seperti
pengembangan infrastruktur di kawasan industri dan pelabuhan Batanjung
serta akses menuju IKN. Oleh karena itu, isu-isu yang termasuk di dalam
pelayanan sarana dan prasarana di Kabupaten Kapuas selama 3 (tiga) tahun
mendatang meliputi isu belum optimalnya pemerataan konektivitas wilayah;
belum terealisasinya pembangunan akses menuju kawasan industri dan
Pelabuhan Batanjung; belum adanya pembangunan infrastruktur penunjang
akses menuju Ibu Kota Negara; belum optimalnya pembangunan dan
pengelolaan  infrastruktur berkelanjutan; belum meratanya fasilitas
permukiman layak huni; dan kurang tersedianya fasilitas umum inklusif yang
ramah dan mudah digunakan/diakses oleh berbagai kalangan; serta belum
meratanya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten
Kapuas.

Meningkatnya ancaman ketahanan pangan global dan nasional yang
berdampak pada ketahanan pangan daerah.

Ancaman ketahanan pangan global telah memberi dampak pada ketahanan
pangan daerah sehingga penting untuk setiap daerah mengantisipasi isu
tersebut, tidak terkecuali Kabupaten Kapuas. Isu-isu yang menjadi fokus dalam
ketahanan pangan daerah mencakup isu belum optimalnya pengembangan
komoditas unggulan pertanian daerah; belum optimalnya pengelolaan sektor
Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya; dan perlunya pemanfaatan potensi
Sumber Daya Alam daerah untuk menguatkan daya saing ekonomi daerah. Isu
mengenai ketahanan pangan ini menjadi prioritas kedua dalam Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026.

3. Belum tercapainya target penurunan stunting.
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Isu yang tak kalah penting di Kabupaten Kapuas adalah stunting. Isu ini masih
menjadi salah satu fokus pembangunan daerah karena masih perlunya
penurunan angka stunting. Yang termasuk dalam isu penurunan stunting ialah
belum optimalnya pembangunan fasilitas sanitasi lingkungan yang terintegrasi
dan menjangkau seluruh daerah Kapuas; belum meratanya kualitas dan
cakupan pelayanan air bersih di seluruh daerah Kapuas; serta kurangnya
sosialisasi dan edukasi mengenai stunting dan kesehatan lingkungan. Isu terkait
stunting ini menjadi prioritas ketiga dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026.

4. Belum optimalnya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan
pengentasan kemiskinan
Pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 menjadi isu nasional yang
dihadapi oleh seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Kapuas. Selain
itu, pengentasan kemiskinan juga menjadi isu yang tidak kalah penting dalam
pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Isu-isu yang berkaitan
dengan pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kapuas
meliputi belum optimalnya potensi pertumbuhan ekonomi dari pengembangan
destinasi pariwisata; belum optimalnya pengembangan UMKM dan ekonomi
kreatif, belum optimalnya penanaman modal daerah; serta minimnya
percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran akibat Pandemi
Covid-19.

5. Perlunya penguatan tata ruang dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
Penguatan tata ruang dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam
pembangunan suatu daerah tidak kalah penting. Tata ruang yang baik dan
berpihak pada lingkungan hidup menjelaskan citra kota yang berkualitas baik.
Isu menurunnya kualitas lingkungan hidup; belum optimalnya penanganan
bencana; serta belum optimalnya tata ruang menjadi fokus yang diangkat dalam
RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026.

6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
Selain, tata ruang dan lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan juga
membentuk citra daerah. Daerah harus memiliki good governance agar
pemerintahan pro rakyat dapat diwujudkan. Di Kabupaten Kapuas, isu
mengenai belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah; belum optimalnya
pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT; dan
dibutuhkannya percepatan pemekaran Kabupaten Kapuas Ngaju menjadi fokus

dalam tata kelola pemerintahan daerah.
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7. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta
pembangunan yang inklusif
Isu lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam RPD Kabupaten Kapuas
Tahun 2024-2026 adalah Sumber Daya Manusia dan pembangunan yang
inklusif. Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat perlu dilakukan untuk
pembangunan suatu daerah. Selain itu, pembangunan yang inklusif untuk
memenuhi kebutuhan semua kalangan juga perlu dilakukan. Isu yang termasuk
dalam Sumber Daya Manusia dan pembangunan inklusif di Kabupaten Kapuas
meliputi belum optimalnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; belum
adanya upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda; belum optimalnya
perlindungan terhadap perempuan dan anak; belum optimalnya implementasi
pengarusutamaan kesetaraan gender; serta belum optimalnya penerapan
inklusivitas penyandang disabilitas.

Isu-isu utama dan sub isu tersebut di atas dikoordinasikan bersama
Pemerintah Daerah yang kemudian menghasilkan prioritas sesuai dengan
kebutuhan daerah. Isu dan sub isu tersebut dikelompokan ke dalam masing-masing
tujuan pembangunan dan dilanjutkan pada sasaran pembangunan daerah. Tujuan
dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-

2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Terwujudnya ketahanan pangan daerah dan tercapainya target

penurunan stunting. Tujuan ini merupakan fokus pembangunan 2 (dua) isu utama

yaitu (1) Belum tercapainya target penurunan stunting dan (2) Meningkatnya

ancaman ketahanan pangan global dan nasional yang berdampak pada ketahanan

pangan daerah. Indikator untuk tujuan ini meliputi Indeks Ketahanan Pangan dan

Persentase Penurunan Prevalensi Stunting. Tujuan ini akan dicapai dengan sasaran

sebagai berikut.

Sasaran:

1. Optimalnya pengembangan komoditas unggulan pertanian daerah, dengan
indikator LPE Sektor Pertanian.

2. Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya,
dengan indikator LPE Sektor Perikanan (%).

3. Meningkatkan Ketahanan pangan Masyarakat, dengan indikator Angka
Ketersediaan Energi dan Angka Ketersediaan Protein.

4. Meningkatnya intervensi spesifik untuk pencegahan dan penurunan stunting,
dengan indikator Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang

mendapatkan tambahan asupan gizi; Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi

PENETAPAN P-RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 V-4



Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
Persentase remaja putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD);
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu
Ibu (MP-ASI); Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk
yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk; Persentase anak berusia di
bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat
tambahan asupan gizi; dan Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita)

yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.

. Meningkatnya intervensi sensitif untuk pencegahan dan penurunan stunting,

dengan indikator Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan
sosial pangan; Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan
(BABS) atau Open Defecation Free (ODF); Persentase kehamilan yang tidak
diinginkan; Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan;
Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan
kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah; Cakupan keluarga berisiko
Stunting yang memperoleh pendampingan; Persentase rumah tangga yang
mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas;
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik)
layak di kabupaten kota lokasi prioritas; Persentase target sasaran yang memiliki
pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas; Cakupan Penerima
Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional; serta Jumlah keluarga miskin

dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.

Tujuan 2: Tercapainya pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19,

pengentasan kemiskinan, dan terealisasinya Kawasan Industri Batanjung.

Tujuan ini merupakan fokus dari isu utama Belum optimalnya pemulihan ekonomi

pasca pandemi Covid-19 dan pengentasan kemiskinan. Indikator tujuan ini meliputi

Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini. Tujuan ini akan dicapai melalui

sasaran sebagai berikut.

Sasaran:

1.

Mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan destinasi
pariwisata, dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata dan Jumlah

Kunjungan Wisata.

. Mengoptimalkan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, dengan indikator

LPE Sektor Perdagangan terhadap PDRB.
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3. Meningkatnya Nilai Penanaman Modal Daerah, dengan indikator Persentase
Peningkatan Realisasi Nilai Penanaman Modal.

4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri & terealisasinya
Kawasan Industri Batanjung, dengan indikator LPE Industri Pengolahan.

5. Meningkatnya percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran akibat
Pandemi Covid-19, dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka; Angka

Pengeluaran per Kapita/ Tahun; dan Angka Kemiskinan.

Tujuan 3: Terwujudnya pelayanan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas
lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana. Tujuan ini merupakan fokus
dari 2 (dua) isu utama yaitu (1) Pelayanan sarana dan prasarana umum masih
terbatas dan belum merata dan (2) Perlunya penguatan tata ruang dan peningkatan
kualitas lingkungan hidup. Indikator tujuan ini mencakup Indeks Konektivitas

Wilayah; Indeks Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur; Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup; dan Indeks Risiko Bencana. Tujuan ini akan dicapai dengan

sasaran sebagai berikut.

Sasaran:

1. Meningkatnya pemerataan konektivitas antar wilayah, dengan indikator
Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap.

2. Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana transportasi yang aman, tertib,
dan lancar (berkeselamatan), dengan indikator Rasio wilayah yang terjangkau
transportasi dan Persentase angka penurunan kecelakaan lalu lintas.

3. Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan
yang menjangkau seluruh wilayah, dengan indikator Persentase pengelolaan
sumber daya air dalam kondisi baik; Persentase penanganan sampah perkotaan;
Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak; Persentase rumah tangga yang
memiliki akses air minum layak; dan Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam
Kondisi Baik.

4. Mengembangkan fasilitas permukiman layak huni, dengan indikator Persentase
rumah layak huni dan Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan.

S. Meningkatnya akses fasilitas kesehatan, dengan indikator Indeks Kepuasan
Pelayanan Kesehatan.

6. Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan indikator -
Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara; dan Indeks Tutupan Lahan.

7. Optimalnya penanganan bencana, dengan indikator Persentase penanganan

bencana.
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Tujuan 4: Terwujudnya penguatan tata ruang dan tata kelola pemerintahan.

Tujuan ini adalah fokus dari 2 (dua) isu utama yaitu (1) Perlunya penguatan tata

ruang dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan (2) Belum optimalnya tata

kelola pemerintahan. Indikator tujuan ini meliputi Persentase pemanfaatan lahan
yang berizin; Indeks reformasi birokrasi; dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah. Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran sebagai berikut.

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas penataan ruang, dengan indikator Persentase ketaatan
pemanfaatan ruang (terhadap RTRW) dan Persentase jumlah bangunan gedung
sesuai aturan penataan ruang.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis
IT, dengan indikator Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
SAKIP; Indeks Desa Membangun; dan Indeks Pelayanan Publik.

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator Indeks

Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Tujuan 5: Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya

Manusia, serta pembangunan yang inklusif. Tujuan ini adalah fokus dari isu

utama Masih rendahnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta

pembangunan yang inklusif. Indikator dari tujuan ini adalah Indeks Pembangunan

Manusia (IPM); Indeks Pembangunan Gender (IPG); dan Indeks Kesalehan. Tujuan

ini akan dicapai melalui sasaran sebagai berikut.

Sasaran:

1. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, dengan indikator Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja.

2. Meningkatnya upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda, dengan
indikator Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi di tingkat daerah,
nasional, dan internasional.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dengan indikator
Angka Harapan Hidup.

4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan, dengan indikator Rata-rata Lama
Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

5. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

6. Meningkatnya kohesi masyarakat, dengan indikator Jumlah konflik masyarakat
yang terjadi; Indeks Kriminalitas; dan Persentase peningkatan penegakan

peraturan daerah.
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Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun

2024-2026
INDIKATOR
NO TUJUAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
1 Terwujudnya | Indeks Optimalnya LPE sektor pertanian
ketahanan Ketahanan pengembangan
pangan Pangan Produksi komoditas
daerah dan unggulan pertanian
tercapainya daerah
target Optimalnya LPE Sektor Perikanan
penurunan pengelolaan sektor (%)
stunting Perikanan Tangkap
dan Perikanan
Budidaya
Meningkatkan Angka Ketersediaan
Ketahanan pangan Energi
Masyarakat Angka Ketersediaan
Protein
Persentase Meningkatnya Persentase ibu hamil
penurunan intervensi spesifik Kurang Energi Kronik
prevalensi untuk pencegahan (KEK) yang
Stunting dan penurunan mendapatkan tambahan

stunting

asupan gizi

Persentase ibu hamil
yang mengkonsumsi
Tablet Tambah Darah
(TTD) minimal 90 tablet
selama masa kehamilan

Persentase remaja putri
yang mengkonsumsi
Tablet Tambah Darah
(TTD)

Persentase bayi usia
kurang dari 6 bulan
mendapat Air Susu Ibu
(AS]) eksklusif

Persentase anak usia 6-
23 bulan yang mendapat
Makanan Pendamping
Air Susu Ibu (MP-ASI])

Persentase anak berusia
di bawah lima tahun
(balita) gizi buruk yang
mendapat pelayanan
tata laksana gizi buruk

Persentase anak berusia
di bawah lima tahun
(balita) yang dipantau
pertumbuhan dan
perkembangannya.

Persentase anak berusia
di bawah lima tahun
(balita) gizi kurang yang
mendapat tambahan
asupan gizi.

Persentase anak berusia
di bawah lima tahun
(balita) yang
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NO

TUJUAN

INDIKATOR
TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

memperoleh imunisasi
dasar lengkap

Meningkatnya
intervensi sensitif
untuk pencegahan
dan penurunan
stunting

Jumlah keluarga miskin
dan rentan yang
menerima bantuan
sosial pangan

Cakupan Penerima
Bantuan Iuran (PBI)
Jaminan Kesehatan
Nasional

Jumlah keluarga miskin
dan rentan yang
memperoleh bantuan
tunai bersyarat.

Cakupan keluarga
berisiko stunting yang
memperoleh
pendampingan

Persentase
desa/kelurahan stop
Buang Air Besar
Sembarangan (BABS)
atau Open Defecation
Free (ODF).

Persentase kehamilan
yang tidak diinginkan

Persentase pelayanan
Keluarga Berencana (KB)
pasca persalinan

Cakupan calon
Pasangan Usia Subur
(PUS) yang memperoleh
pemeriksaan kesehatan
sebagai bagian dari
pelayanan nikah

Persentase rumah
tangga yang
mendapatkan akses air
minum layak di
kabupaten/kota lokasi
prioritas

Persentase rumah
tangga yang
mendapatkan akses
sanitasi (air limbah
domestik) layak di
kabupaten kota lokasi
prioritas.

Persentase target
sasaran yang memiliki
pemahaman yang baik
tentang stunting di
lokasi prioritas

Tercapainya
pemulihan
ekonomi
daerah pasca

Laju
Pertumbuhan
Ekonomi

Mengoptimalkan
potensi
pertumbuhan
ekonomi dan

Pertumbuhan PDRB
sektor pariwisata

Jumlah Kunjungan
Wisata
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INDIKATOR

NO TUJUAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
pandemi pengembangan
Covid-19, destinasi pariwisata
pengentasan Mengoptimalkan LPE sektor perdagangan
kemiskinan, pengembangan terhadap PDRB
dan UMKM dan ekonomi
terealisasinya kreatif
Kawasan Meningkatnya Nilai Persentase peningkatan
Industri Penanaman Modal realisasi nilai
Batanjung Daerah penanaman modal
Meningkatnya LPE Industri Pengolahan
pertumbuhan
ekonomi melalui
sektor industri &
terealisasinya
Kawasan Industri
Batanjung
Indeks Gini Meningkatnya Tingkat Pengangguran
percepatan Terbuka
penanggulangan Angka Pengeluaran Per
Kemiskinan dan kapita / Tahun
Pengangguran Angka kemiskinan
akibat Pandemi
Covid-19
3 Terwujudnya | Indeks Meningkatnya Persentase panjang jalan
pelayanan Konektivitas pemerataan dan jembatan dalam
infrastruktur | Wilayah konektivitas antar kondisi mantap
dasar, wilayah
peningkatan Meningkatnya Rasio wilayah yang
kualitas pemerataan sarana terjangkau transportasi
lingkungan dan prasarana Persentase angka
hidup, dan transportasi yang penurunan kecelakaan
pengurangan aman, tertib, dan lalu lintas
risiko lancar
bencana (berkeselamatan)
Indeks Mengoptimalkan Persentase pengelolaan
Tingkat pembangunan dan sumber daya air dalam
Kepuasan pengelolaan kondisi baik
Layanan infrastruktur Persentase penanganan
Infrastruktur | berkelanjutan yang sampah perkotaan
menjangkau seluruh | Persentase Rumah
wilayah Tangga Akses Sanitasi
Layak
Persentase rumah
tangga yang memiliki
akses air minum layak
Persentase Panjang
Saluran Drainase Dalam
Kondisi Baik
Mengembangkan Persentase rumah layak
fasilitas huni
permukiman layak Persentase penurunan
huni luas kawasan kumuh
perkotaan
Meningkatnya akses | Indeks Kepuasan
fasilitas kesehatan Pelayanan Kesehatan
Indeks Menurunnya - Indeks Kualitas Air
Kualitas pencemaran dan - Indeks Kualitas Udara

- Indeks Tutupan Lahan
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INDIKATOR

NO TUJUAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Lingkungan perusakan
Hidup lingkungan hidup
Indeks Risiko | Optimalnya Persentase penanganan
Bencana penanganan bencana
bencana
4 Terwujudnya | Persentase Meningkatnya Persentase ketaatan
penguatan pemanfaatan | kualitas penataan pemanfaatan ruang
tata ruang lahan yang ruang (terhadap RTRW)
dan tata berizin Persentase jumlah
kelola bangunan gedung
pemerintahan sesuai aturan penataan
ruang
Indeks Meningkatnya Indeks SPBE (Sistem
reformasi kualitas pelayanan Pemerintahan Berbasis
birokrasi publik dan Elektronik)
administrasi SAKIP
pemerintahan Indeks Desa
berbasis IT Membangun
Indeks Pelayanan Publik
Opini BPK Meningkatnya Indeks Pengelolaan
terhadap kualitas pengelolaan | Keuangan Daerah (IPKD)
Laporan keuangan daerah
Keuangan
Pemerintah
Daerah
S Terwujudnya | Indeks Meningkatnya Tingkat Partisipasi
peningkatan Pembangunan | pendidikan dan Angkatan Kerja
kualitas dan Manusia (IPM) | pelatihan tenaga
kapasitas kerja
Sumber Daya Meningkatnya Persentase peningkatan
Manusia, upaya penunjang jumlah pemuda
serta pengembangan pola | berprestasi di tingkat
pembanguna pikir pemuda daerah, nasional, dan
n yang internasional
inklusif Meningkatnya Angka Harapan Hidup
kualitas pelayanan
kesehatan
masyarakat
Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah
kualitas pelayanan Harapan Lama Sekolah
pendidikan
Indeks Meningkatnya Indeks Pemberdayaan
Pembangunan | perlindungan Gender (IDG)
Gender (IPG) terhadap
perempuan dan
anak
Indeks Meningkatnya Jumlah konflik
Kesalehan kohesi masyarakat masyarakat yang terjadi

Indeks Kriminalitas

Persentase penegakan
peraturan daerah

Sumber: RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026
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Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada tahun 2024 ini, secara hampir bersamaan disusun dokumen
perencanaan jangka panjang mulai Tingkat nasional sampai daerah. Berikut
keselarasan visi dan misi yang tertuang dalam rancangan akhir RPJPN, rancangan
akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah, rancangan akhir RPJPD Kabupaten

Kapuas Tahun 2025-2045 sebagai pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas

Tahun 2025:

Tabel 4.2 Keselarasan Visi dan Misi RPJPN, RPJPD Kalteng, RPJPD Kapuas

VISI INDONESIA 2045

VISI KALIMANTAN TENGAH
2045

VISI KAPUAS 2045

Negara Nusantara Berdaulat,

Maju, dan Berkelanjutan

Kalimantan Tengah Tangguh 2045:
Bermartabat, Berkah, Maju, dan
Berkelanjutan

Kapuas
Sejahtera yang Maju,

Menuju Kabupaten

Unggul,

Mandiri dan Berkelanjutan

NO MISI INDONESIA 2045

MISI KALIMANTAN TENGAH 2045

MISI KAPUAS 2045

1 Transformasi Sosial

Mewujudkan  transformasi  sosial
untuk membangun SDM yang sehat,
unggul, berdaya saing dan adaptif

(1)

Mewujudkan sumber daya
manusia yang berkualitas,
bermartabat, berbudaya, dan
religius

2 Transformasi Ekonomi Mewujudkan transformasi ekonomi| (2) Mewujudkan ekonomi yang
melalui  pertumbuhan  ekonomi produktif, inovatif, berdaya
berwawasan lingkungan dan berdaya saing, dan berketahanan
saing global

3 Transformasi Tata Kelola

Mewujudkan transformasi tata kelola
pemerintahan

4

Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang
terencana dan terintegrasi
secara inovatif, amanah, dan
konsisten

4 Supremasi Hukum, Stabilitas,
dan Kepemimpinan
Indonesia

Mewujudkan  keamanan  daerah
tangguh, demokrasi substansial dan
stabilitas ekonomi makro daerah

(2

Mewujudkan ekonomi yang
produktif, inovatif, berdaya
saing, dan berketahanan

5 Ketahanan Sosial Budaya

Mewujudkan ketahanan sosial,

(2

Mewujudkan ekonomi yang

Pembangunan

pembangunan daerah antarperiode

dan Ekologi budaya, dan ekologi produktif, inovatif, berdaya
saing, dan berketahanan
6 Pembangunan Kewilayahan| Mewujudkan pembangunan wilayah| (3) Mewujudkan pengelolaan
yang Merata dan Berkeadilan| yang merata dan berkeadilan sumber daya alam,
lingkungan, dan
7 Sarana dan Prasarana yang| Mewujudkan penyediaan infrastruktur infrastruktur yang
Berkualitas dan  Ramah| melalui peningkatan kualitas sarana terintegrasi dan
Lingkungan dan prasarana dasar yang ramah berkelanjutan
lingkungan
8 Kesinambungan Mewujudkan kesinambungan

Sumber : Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Kalteng Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten

Kapuas Tahun 2025-2045.

Selain mempedomani RPJPN dan RPJPD Provinsi,

penyusunan RKPD

Kabupaten Kapuas Tahun 2025 juga masih mempedomani keselarasan Dokumen
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Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 yang
mengacu pada keberlanjutan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan keberlanjutan
RPJMD Kabupaten. Berikut adalah keselarasan antara RPD Kabupaten Kapuas
Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2021-2026, dan Perubahan RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-

2023:
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Tabel 4.3 Keselarasan Dokumen RPD dengan RPJPN, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD Provinsi Kalteng Tahun
2021-2026

RPJMD kabupaten Kapuas Tahun
2018-2023

RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

TUJUAN

Berdasarkan arahan Presiden, maka

berikut adalah arahan pembangunan:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia.

2. Membangun SDM pekerja keras yang
dinamis, produktif, terampil,
menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi didukung dengan kerjasama
industri dan talenta global.

3. Pembangunan Infrastruktur.

4. Melanjutkan pembangunan
infrastruktur untuk menghubungkan
kawasan produksi dengan kawasan
distribusi, mempermudah akses ke
kawasan wisata, mendongkrak
lapangan kerja baru, dan
mempercepat peningkatan nilai
tambah perekonomian rakyat.

5. Penyederhanaan Regulasi.

6. Menyederhanakan segala bentuk
regulasi dengan pendekatan Omnibus
Law, terutama menerbitkan 2 undang-
undang. Pertama, UU Cipta Lapangan
Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan
UMKM.

7. Penyederhanaan Birokrasi.

8. Memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja,
memangkas prosedur dan birokrasi
yang panjang, dan menyederhanakan
eselonisasi.

9. Transformasi Ekonomi.

10.Melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya
saing manufaktur dan jasa modern
yang mempunyai nilai tambah tinggi

1.Meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi Dengan Mendorong
Pengembangan Ekonomi Kreatif
Serta Pemerataan Pembangunan
Melalui Konektivitas antar
wilayah

2.Mewujudkan Pembangunan
Berwawasan Lingkungan

3.Meningkatkan Tingkat
Kondusifitas Daerah melalui
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
dan pengurangan Kemiskinan
Masyarakat

4.Mewujudkan Peningkatan
Ketahanan Daerah Terhadap
Resiko Ancaman Bencana dan
Budaya serta Kerentanan Pangan

S.Meningkatkan Sistem
Pemerintahan dan Kualitas
Layanan Birokrasi Yang Inovatif
dan Responsif

6.Meningkatkan Kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM)

7.Meningkatkan Nilai-Nilai Agama
Dalam Kehidupan Sosial Budaya
Bermasyarakat

8.Meningkatkan Kesetaraan
Gender.

1. Meningkatkan kualitas
infrastruktur dasar
pembangunan

2. Meningkatkan kualitas dan
kapasitas kehidupan sumber
daya manusia

3. Meningkatkan kemandirian
ekonomi daerah berbasis
komoditas unggulan

4. Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat

5. Meningkatkan kualitas
lingkungan hidup

6. Meningkatkan ketentraman dan
kenyamanan masyarakat

7. Mewujudkan pemerintahan yang
bersih, akuntabel dan melayani
masyarakat

1. Terwujudnya ketahanan pangan daerah
dan tercapainya target penurunan
stunting

2. Tercapainya pemulihan ekonomi
daerah pasca pandemi Covid-19,
pengentasan kemiskinan, dan
terealisasinya Kawasan Industri
Batanjung

3. Terwujudnya pelayanan infrastruktur
dasar, peningkatan kualitas lingkungan
hidup, dan pengurangan risiko bencana

4. Terwujudnya penguatan tata ruang dan
tata kelola pemerintahan

5. Terwujudnya peningkatan kualitas dan
kapasitas Sumber Daya Manusia, serta
pembangunan yang inklusif
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RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD Provinsi Kalteng Tahun
2021-2026

RPJMD kabupaten Kapuas Tahun
2018-2023

RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

bagi kemakmuran bangsa demi
keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

SA

SARAN

Tujuh agenda pembangunan pada RPJMN
tahun 2020-2024 meliputi:

1. Agenda 1: Memperkuat ketahanan
ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas dan berkeadilan.

2. Agenda 2: Mengembangkan wilayah
untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan.

3. Agenda 3: Meningkatkan sumber daya
manusia berkualitas dan berdaya
saing.

4. Agenda 4: Revolusi mental dan
pembangunan kebudayaan.

5. Agenda 5: Memperkuat infrastruktur
untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar.

6. Agenda 6: Membangun lingkungan
hidup, meningkatkan ketahanan
bencana, dan perubahan iklim.

7.Agenda 7: Memperkuat stabilitas
polhukhankam dan transformasi
pelayanan publik.

Tujuan 1: Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi Dengan
Mendorong Pengembangan
Ekonomi Kreatif Serta Pemerataan
Pembangunan Melalui Konektivitas
antar wilayah
Sasaran:
1. Meningkatnya Ketercukupan
Energi
2. Meningkatnya Konektivitas
Wilayah
3. Meningkatnya Luas Kawasan
Hutan Yang Dikelola
Masyarakat
4. Meningkatnya Pertumbuhan
Sektor Potensial dan Industri
Kreatif Dengan Mendorong
Masuknya Investasi Daerah

Tujuan 2: Mewujudkan
Pembangunan Berwawasan
Lingkungan

Sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan
Sektor Potensial dan Industri
Kreatif Dengan Mendorong
Masuknya Investasi Daerah

Tujuan 3: Meningkatkan Tingkat
Kondusifitas Daerah melalui
Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas

infrastruktur dasar pembangunan.

Sasaran:

1.Meningkatnya konektivitas antar
wilayah, dengan indikator
sasaran indeks konektivitas
wilayah dan persentase desa yang
terhubung dengan jaringan
telekomunikasi; dan

2.Meningkatnya kualitas
permukiman, dengan indikator
sasaran persentase rumah tangga
yang memiliki akses air minum
layak, persentase rumah layak
huni, persentase penanganan
sampah perkotaan, persentase
penurunan luas kawasan kumuh
perkotaan, dan rasio elektrifikasi.

Tujuan 2: Meningkatkan kualitas

dan kapasitas kehidupan sumber

daya manusia.

Sasaran:

1.Meningkatnya kualitas dan
pemerataan pendidikan
masyarakat, dengan indikator
sasaran rata-rata lama sekolah
dan harapan lama sekolah;

2.Meningkatnya peran perempuan
dalam pembangunan, dengan
indikator sasaran indeks
pembangunan gender;

Tujuan 1: Terwujudnya ketahanan pangan
daerah dan tercapainya target penurunan
stunting. Indikator untuk tujuan ini meliputi
Indeks Ketahanan Pangan dan Persentase
Penurunan Prevalensi Stunting.

Sasaran:

1. Optimalnya pengembangan komoditas
unggulan pertanian daerah, dengan
indikator LPE Sektor Pertanian.

2. Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan
Tangkap dan Perikanan Budidaya, dengan
indikator LPE Sektor Perikanan (%).

3. Meningkatkan Ketahanan pangan
Masyarakat, dengan indikator Angka
Ketersediaan Energi dan Angka
Ketersediaan Protein.

4. Meningkatnya intervensi spesifik untuk

pencegahan dan penurunan stunting,
dengan indikator Persentase ibu hamil
Kurang Energi Kronik (KEK) yang
mendapatkan tambahan asupan gizi;
Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi
Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90
tablet selama masa kehamilan; Persentase
remaja putri yang mengkonsumsi Tablet
Tambah Darah (TTD); Persentase bayi usia
kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu
Ibu (ASI]) eksklusif; Persentase anak usia
6-23 bulan yang mendapat Makanan
Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
Persentase anak berusia di bawah lima
tahun (balita) gizi buruk yang mendapat
pelayanan tata laksana gizi buruk;
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RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD Provinsi Kalteng Tahun
2021-2026

RPJMD kabupaten Kapuas Tahun
2018-2023

RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

pengurangan Kemiskinan
Masyarakat
Sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan
Sektor Potensial dan Industri
Kreatif Dengan Mendorong
Masuknya Investasi Daerah

2. Meningkatnya Kemandirian
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)

3. Menurunnya Kemiskinan Di
Pedesaan dan Perkotaan

4. Pemenuhan Pelayanan Dasar
Perumahan, Air Minum dan
Sanitasi

Tujuan 4: Mewujudkan
Peningkatan Ketahanan Daerah
Terhadap Resiko Ancaman
Bencana dan Budaya serta
Kerentanan Pangan

Sasaran:

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar
Perumahan, Air Minum dan
Sanitasi

Tujuan 5: Meningkatkan Sistem

Pemerintahan dan Kualitas

Layanan Birokrasi Yang Inovatif

dan Responsif

Sasaran:

1.Meningkatnya Kualitas dan
Inovasi Pelayanan Masyarakat

2.Meningkatnya Kualitas dan
Inovasi Pelayanan Masyarakat

3.Meningkatnya peran pemuda
dalam pembangunan, dengan
indikator sasaran persentase
peningkatan jumlah pemuda
berprestasi;

4.Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat, dengan indikator
angka harapan hidup; dan

5.Menurunnya prevalensi stunting,
dengan indikator persentase
angka stunting.

Tujuan 3: Meningkatkan
kemandirian ekonomi daerah
berbasis komoditas unggulan.
Sasaran:
1.Meningkatnya kontribusi sektor
Unggulan daerah, dengan
indikator sasaran LPE sektor
pertanian, perikanan dan
kehutanan, LPE sektor industri
pengolahan, serta LPE sektor
perdagangan terhadap PDRB;
2.Meningkatnya penanaman modal
di Kabupaten Kapuas, dengan
indikator persentase peningkatan
realisasi investasi; dan
3.Meningkatnya pertumbuhan
kepariwisataan daerah, dengan
indikator jumlah kunjungan
wisata.

Tujuan 4: Meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Sasaran:

1.Meningkatnya daya beli
masyarakat, dengan indikator
angka pengeluaran per
kapita/tahun;

Persentase anak berusia di bawah lima
tahun (balita) yang dipantau
pertumbuhan dan perkembangannya;
Persentase anak berusia di bawah lima
tahun (balita) gizi kurang yang mendapat
tambahan asupan gizi; dan Persentase
anak berusia di bawah lima tahun (balita)
yang memperoleh imunisasi dasar
lengkap.

5. Meningkatnya intervensi sensitif untuk

pencegahan dan penurunan stunting,
dengan indikator Jumlah keluarga miskin
dan rentan yang menerima bantuan sosial
pangan; Persentase desa/kelurahan stop
Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
atau Open Defecation Free (ODF);

Persentase = kehamilan yang  tidak
diinginkan; Persentase pelayanan
Keluarga Berencana (KB) pasca

persalinan; Cakupan calon Pasangan Usia
Subur (PUS) yang memperoleh
pemeriksaan kesehatan sebagai bagian
dari pelayanan nikah; Cakupan keluarga
berisiko  stunting yang memperoleh
pendampingan; Persentase rumah tangga
yang mendapatkan akses air minum layak
di kabupaten/kota lokasi prioritas;
Persentase rumah tangga yang
mendapatkan akses sanitasi (air limbah
domestik) layak di kabupaten kota lokasi
prioritas; Persentase target sasaran yang
memiliki pemahaman yang baik tentang
stunting di lokasi prioritas; Cakupan
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan
Kesehatan  Nasional; serta Jumlah
keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan tunai bersyarat.
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RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD Provinsi Kalteng Tahun
2021-2026

RPJMD kabupaten Kapuas Tahun
2018-2023

RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM)
Sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas
Pendidikan, Kesehatan dan
Ketenagakerjaan.

Tujuan 7: Meningkatkan Nilai-Nilai
Agama Dalam Kehidupan Sosial
Budaya Bermasyarakat

Sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas
Pendidikan, Kesehatan dan
Ketenagakerjaan

2. Meningkatnya Pembangunan
Kebudayaan

Tujuan 8: Meningkatkan
Kesetaraan Gender.
Sasaran:

1. Meningkatnya pemberdayaan
perempuan

2.Meningkatnya daya saing
angkatan kerja, dengan indikator
tingkat partisipasi angkatan
kerja;

3.Meningkatnya ketahanan pangan
masyarakat, dengan indikator
skor PPH ketersediaan dan skor
PPH konsumsi; dan

4.Meningkatnya ketahanan
ekonomi, ekologi dan sosial desa,
dengan indikator indeks desa
membangun.

Tujuan 5: Meningkatkan kualitas

lingkungan hidup.

Sasaran:

1.Menurunnya pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup,
dengan indikator indeks kualitas
air, indeks kualitas udara,
tutupan lahan dan skor penilaian
adipura;

2.Meningkatnya kualitas penataan
ruang, dengan indikator
persentase pemanfaatan lahan
sesuai dengan rencana tata
ruang; dan

3.Meningkatnya ketangguhan
bencana daerah, dengan
indikator indeks risiko bencana

Tujuan 6: Meningkatkan

ketentraman dan kenyamanan

masyarakat.

Sasaran:

1.Meningkatnya ketentraman,
ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat,

Tujuan 2: Tercapainya pemulihan ekonomi
daerah pasca pandemi Covid-19,
pengentasan kemiskinan, dan
terealisasinya Kawasan Industri Batanjung.
Indikator  tujuan ini  meliputi = Laju
Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini.
Sasaran:

1. Mengoptimalkan potensi pertumbuhan
ekonomi dan pengembangan destinasi
pariwisata, dengan indikator
Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata dan
Jumlah Kunjungan Wisata.

2. Mengoptimalkan pengembangan UMKM
dan ekonomi kreatif, dengan indikator LPE
Sektor Perdagangan terhadap PDRB.

3. Meningkatnya Nilai Penanaman Modal
Daerah, dengan indikator Persentase
Peningkatan Realisasi Nilai Penanaman
Modal.

4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
melalui sektor industri & terealisasinya
Kawasan Industri Batanjung, dengan
indikator LPE Industri Pengolahan.

5. Meningkatnya percepatan
penanggulangan Kemiskinan dan
Pengangguran akibat Pandemi Covid-19,
dengan indikator Tingkat Pengangguran
Terbuka; Angka Pengeluaran per Kapita/
Tahun; dan Angka Kemiskinan.

Tujuan 3: Terwujudnya pelayanan
infrastruktur dasar, peningkatan kualitas
lingkungan hidup, dan pengurangan risiko
bencana. Indikator tujuan ini mencakup
Indeks Konektivitas Wilayah; Indeks Tingkat
Kepuasan Layanan Infrastruktur; Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup; dan Indeks Risiko
Bencana.

Sasaran:
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RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD Provinsi Kalteng Tahun
2021-2026

RPJMD kabupaten Kapuas Tahun
2018-2023

RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

dengan indikator angka
pelanggaran perda; dan

2.Meningkatnya pelestarian
warisan budaya dan nilai budaya
masyarakat untuk kondusifitas
wilayah, dengan indikator jumlah
warisan budaya yang ditetapkan
oleh Kementerian.

Tujuan 7: Mewujudkan

pemerintahan yang bersih,

akuntabel dan melayani

masyarakat.

Sasaran:

1.Meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah,
dengan indikator sasaran nilai
SAKIP;

2.Meningkatnya akuntabilitas
kinerja keuangan daerah, dengan
indikator sasaran opini BPK; dan

3.Meningkatnya kualitas pelayanan
publik berbasis Teknologi
Informasi, dengan indikator
sasaran indeks pelayanan publik
dan indeks SPBE (Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik).

1. Meningkatnya pemerataan konektivitas
antar wilayah, dengan indikator
Persentase panjang jalan dan jembatan
dalam kondisi mantap.

2. Meningkatnya pemerataan sarana dan
prasarana transportasi yang aman, tertib,
dan lancar (berkeselamatan), dengan
indikator Rasio wilayah yang terjangkau
transportasi dan Persentase angka
penurunan kecelakaan lalu lintas.

3. Mengoptimalkan pembangunan dan
pengelolaan infrastruktur berkelanjutan
yang menjangkau seluruh wilayah,
dengan indikator Persentase pengelolaan
sumber daya air dalam kondisi baik;
Persentase penanganan sampah
perkotaan; Persentase Rumah Tangga
Akses Sanitasi Layak; Persentase rumah
tangga yang memiliki akses air minum
layak; dan Persentase Panjang Saluran
Drainase Dalam Kondisi Baik.

4. Mengembangkan fasilitas permukiman
layak huni, dengan indikator Persentase
rumah layak huni dan Persentase

penurunan luas kawasan  kumuh
perkotaan.

5. Meningkatnya akses fasilitas kesehatan,
dengan indikator Indeks Kepuasan

Pelayanan Kesehatan.

6. Menurunnya pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup, dengan indikator
Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas
Udara; dan Indeks Tutupan Lahan.

7. Optimalnya penanganan bencana, dengan
indikator Persentase penanganan
bencana.

Tujuan 4: Terwujudnya penguatan tata
ruang dan tata kelola pemerintahan.
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RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD Provinsi Kalteng Tahun
2021-2026

RPJMD kabupaten Kapuas Tahun
2018-2023

RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

Indikator tujuan ini meliputi Persentase

pemanfaatan lahan yang berizin; Indeks

reformasi birokrasi; dan Opini BPK terhadap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas penataan ruang,
dengan indikator Persentase ketaatan
pemanfaatan ruang (terhadap RTRW) dan
Persentase jumlah bangunan gedung
sesuai aturan penataan ruang.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
dan administrasi pemerintahan berbasis
IT, dengan indikator Indeks SPBE (Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik);
SAKIP; Indeks Desa Membangun; dan
Indeks Pelayanan Publik.

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan daerah, dengan indikator
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
(IPKD).

Tujuan 5: Terwujudnya peningkatan
kualitas dan kapasitas Sumber Daya
Manusia, serta pembangunan yang inklusif.
Indikator dari tujuan ini adalah Indeks
Pembangunan  Manusia  (IPM); Indeks
Pembangunan Gender (IPG); dan Indeks
Kesalehan.

Sasaran:

1. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan
tenaga kerja, dengan indikator Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja.

2. Meningkatnya upaya penunjang
pengembangan pola pikir pemuda, dengan
indikator Persentase peningkatan jumlah
pemuda berprestasi di tingkat daerah,
nasional, dan internasional.
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RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD Provinsi Kalteng Tahun
2021-2026

RPJMD kabupaten Kapuas Tahun
2018-2023

RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

3. Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat, dengan indikator
Angka Harapan Hidup.

4. Meningkatnya kualitas pelayanan
pendidikan, dengan indikator Rata-rata
Lama Sekolah dan Harapan Lama
Sekolah.

5. Meningkatnya perlindungan terhadap
perempuan dan anak, dengan indikator
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

6. Meningkatnya kohesi masyarakat, dengan
indikator Jumlah konflik masyarakat yang
terjadi; Indeks Kriminalitas; dan
Persentase peningkatan penegakan
peraturan daerah.

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Kalteng Tahun 2021-2026, RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 dan RPD

Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026.
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4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mengimplementasikan masing-masing kebijakan pembangunan dan arah
pencapaian kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran daerah, maka disusun program-
program prioritas pembangunan sebagai instrumen untuk memadukan program
perangkat daerah. Program yang ada pada RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026
ini merupakan program pendukung dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah,

selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
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Tabel 4.4 Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas (sebelum perubahan / 2025)

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM OPD PENANGGUNGJAWAB
1 |Terwujudnya Optimalnya Optimalisasi e Meningkatkan indeks PROGRAM PENYEDIAAN DAN |Dinas Pertanian
ketahanan pengembangan Kawasan Food pertanaman PENGEMBANGAN SARANA

pangan daerah
dan tercapainya
target penurunan
stunting

Produksi komoditas
unggulan pertanian
daerah

Estate

e Mengembangkan kebijakan
intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pertanian

PERTANIAN

Pengembangan zonasi komoditas

PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN
PRASARANA PERTANIAN

Dinas Pertanian

Meningkatkan Pendapatan petani
melalui korporasi petani

PROGRAM PENYULUHAN
PERTANIAN

Dinas Pertanian

Optimalisasi produktivitas
pangan melalui penguatan rantai
produksi hingga pemasaran
produk pangan yang berbasis
pertanian presisi.

PROGRAM PENGENDALIAN
DAN PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN

Dinas Pertanian

PROGRAM PENGEMBANGAN
EKSPOR

Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah

PROGRAM PERIZINAN USAHA
PERTANIAN

Dinas Pertanian

PROGRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

Dinas Pertanian

Optimalnya
pengelolaan sektor
Perikanan Tangkap
dan Perikanan
Budidaya

Pengembangan
komoditas
unggulan
perikanan daerah

Meningkatkan pengelolaan
produktivitas sektor perikanan
serta infrastruktur pendukung

PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP

Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan

PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN BUDIDAYA

Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan

Meningkatkan pengawasan
sumber daya kelautan dan
perikanan yang terintegratif

PROGRAM PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan

Meningkatkan kegiatan industri
pengolahan skala kecil (UMKM)
sumber daya perikanan dan
kelautan

PROGRAM PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN

Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan
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Meningkatkan Peningkatan Meningkatkan Diversifikasi dan PROGRAM PENINGKATAN Dinas Ketahanan Pangan dan
Ketahanan pangan |ketahanan pangan |Ketahanan Pangan Masyarakat DIVERSIFIKASI DAN Perikanan
Masyarakat daerah yang KETAHANAN PANGAN
berkelanjutan MASYARAKAT
Meningkatkan Pengelolaan PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Ketahanan Pangan dan
Sumber Daya Ekonomi dalam SUMBER DAYA EKONOMI Perikanan
Ketahanan Pangan UNTUK KEDAULATAN dan
KEMANDIRIAN PANGAN
Meningkatkan Penanganan PROGRAM PENANGANAN Dinas Ketahanan Pangan dan
Kerawanan Pangan KERAWANAN PANGAN Perikanan
Meningkatkan Pengawasan PROGRAM PENGAWASAN Dinas Ketahanan Pangan dan
Keamanan Pangan KEAMANAN PANGAN Perikanan
Meningkatnya Penurunan Meningkatkan intervensi spesifik |PROGRAM PEMENUHAN Dinas Kesehatan
intervensi spesifik prevalensi stunting |untuk pencegahan dan UPAYA KESEHATAN
untuk pencegahan penurunan stunting PERORANGAN DAN UPAYA
dan penurunan KESEHATAN MASYARAKAT
stunting
Meningkatnya Meningkatkan intervensi sensitif |PROGRAM PERLINDUNGAN |Dinas Sosial
intervensi sensitif untuk pencegahan dan DAN JAMINAN SOSIAL
untuk pencegahan penurunan stunting PROGRAM PEMBERDAYAAN |Dinas Kesehatan
dan penurunan MASYARAKAT BIDANG
stunting KESEHATAN
PROGRAM PENGENDALIAN |DP3APPKB
PENDUDUK
PROGRAM PEMBINAAN DP3APPKB
KELUARGA BERENCANA (KB)
PROGRAM PEMBERDAYAAN |DP3APPKB
DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA (KS)
PROGRAM ADMINISTRASI Dinas Pemberdayaan
DESA Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
2 |Tercapainya Mengoptimalkan Peningkatan Meningkatkan PAD dari sektor PROGRAM PENINGKATAN Dinas Pariwisata,
pemulihan potensi penerimaan PDRB |wisata dengan perekonomian DAYA TARIK DESTINASI Kebudayaan, Kepemudaan,
ekonomi daerah |pertumbuhan dari sektor kreatif PARIWISATA dan Olahraga

pasca pandemi
COVID-19,

ekonomi dan

pariwisata
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pengentasan pengembangan PROGRAM PEMASARAN Dinas Pariwisata,
kemiskinan, dan |destinasi pariwisata PARIWISATA Kebudayaan, Kepemudaan,
terealisasinya dan Olahraga
Kawasan Industri PROGRAM PENGEMBANGAN |Dinas Pariwisata,
Batanjung EKONOMI KREATIF MELALUI |Kebudayaan, Kepemudaan,

PEMANFAATAN DAN dan Olahraga
PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL
PROGRAM PENGEMBANGAN [Dinas Pariwisata,
SUMBER DAYA PARIWISATA |Kebudayaan, Kepemudaan,
DAN EKONOMI KREATIF dan Olahraga

Peningkatan Meningkatkan kualitas dan PROGRAM PEMASARAN Dinas Pariwisata,

kunjungan wisata

kuantitas kunjungan wisata

PARIWISATA

Kebudayaan, Kepemudaan,
dan Olahraga

Mengoptimalkan
pengembangan
UMKM dan ekonomi
kreatif

Peningkatan laju
pertumbuhan
ekonomi melalui
sektor
perdagangan kecil
menengah, dan
ekonomi kreatif

Meningkatkan laju pertumbuhan

ekonomi sektor perdagangan

PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA MIKRO
(UMKM)

Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah

PROGRAM PENGEMBANGAN
UMKM

Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah

Meningkatnya Nilai
Penanaman Modal
Daerah

Peningkatan laju
pertumbuhan
ekonomi melalui
iklim penanaman
modal dan potensi
daerah

Meningkatkan persentase nilai
penanaman modal

PROGRAM PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meningkatkan persentase jumlah
perizinan dan non perizinan yang

terbit

PROGRAM PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN
MODAL

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meningkatkan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)

PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meningkatkan persentase jumlah

investor

PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meningkatkan jumlah Laporan
Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM)

PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi melalui
sektor industri &
terealisasinya

Peningkatan laju
pertumbuhan
ekonomi melalui
sektor industri
pengolahan

Meningkatkan Pertumbuhan
ekonomi melalui sektor industri

PROGRAM PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI

Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah

PROGRAM PENGENDALIAN
IZIN USAHA INDUSTRI
KABUPATEN/KOTA

Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
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Kawasan Industri PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Perdagangan,
Batanjung SISTEM INFORMASI Perindustrian, Koperasi dan
INDUSTRI NASIONAL Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya Penurunan Meningkatkan percepatan PROGRAM HUBUNGAN Dinas Transmigrasi dan
percepatan kesenjangan penanggulangan kemiskinan dan [INDUSTRIAL Tenaga Kerja; Badan
penanggulangan ekonomi pengangguran, termasuk akibat Kepegawaian, dan
Kemiskinan dan Masyarakat pandemi Covid-19 Pengembangan Sumber Daya
Pengangguran akibat Manusia
Pandemi Covid-19 PROGRAM PENEMPATAN Dinas Transmigrasi dan
TENAGA KERJA Tenaga Kerja; Badan
Kepegawaian, dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
PROGRAM PEMBERDAYAAN |Dinas Sosial
SOSIAL
3 |Terwujudnya Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan pemerataan PROGRAM Dinas Pekerjaan Umum,
pelayanan pemerataan konektivitas konektivitas wilayah PENYELENGGARAAN JALAN |Penataan Ruang, Perumahan,
infrastruktur konektivitas antar wilayah yang Kawasan Permukiman, dan
dasar, wilayah aman, tertib, dan Pertanahan
peningkatan Meningkatnya lancer Meningkatkan pelayanan sarana |[PROGRAM Dinas Perhubungan,
kualitas pemerataan sarana dan prasarana transportasi PENYELENGGARAAN LALU DPUPRPKP, Bappeda, DLH
lingkungan dan prasarana LINTAS DAN ANGKUTAN
hidup, dan transportasi yang JALAN (LLAJ)
pengurangan aman, tertib, dan PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Perhubungan

risiko bencana

lancar PELAYARAN

(berkeselamatan)

Mengoptimalkan Peningkatan Meningkatkan pembangunan dan [PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Pekerjaan Umum,
pembangunan dan |pelayanan pengelolaan jaringan sumber daya|SUMBER DAYA AIR (SDA) Penataan Ruang, Perumahan,
pengelolaan infrastruktur dasar |air Kawasan Permukiman, dan
infrastruktur yang berkelanjutan Pertanahan

berkelanjutan yang
menjangkau seluruh
wilayah

Meningkatkan pembangunan dan
pengelolaan sistem persampahan

PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM DAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN REGIONAL

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan

PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

PROGRAM PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DAN LIMBAH

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
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BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
Meningkatkan pembangunan dan [PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Pekerjaan Umum,
pengelolaan sistem sanitasi DAN PENGEMBANGAN Penataan Ruang, Perumahan,
SISTEM AIR LIMBAH Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan
Meningkatkan pembangunan dan [PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Pekerjaan Umum,
pengelolaan sistem jaringan air DAN PENGEMBANGAN Penataan Ruang, Perumahan,
bersih SISTEM PENYEDIAAN AIR Kawasan Permukiman, dan
MINUM Pertanahan
Meningkatkan pembangunan dan [PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Pekerjaan Umum,
pengelolaan sistem jaringan DAN PENGEMBANGAN Penataan Ruang, Perumahan,
drainase SISTEM DRAINASE Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan
Mengembangkan Pengembangan Meningkatkan pemerataan PROGRAM PENGEMBANGAN |Dinas Pekerjaan Umum,
fasilitas permukiman |fasilitas dan kualitas permukiman layak huni |[PERMUKIMAN Penataan Ruang, Perumahan,
layak huni peningkatan Kawasan Permukiman, dan
kualitas Pertanahan

permukiman layak
huni

PROGRAM KAWASAN
PERMUKIMAN

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan

PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan

PROGRAM PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM (PSU)

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan

Meningkatnya akses
fasilitas kesehatan

Peningkatan akses
terhadap fasilitas

Meningkatkan akses fasilitas
kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Dinas Kesehatan

Kesehatan PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
Menurunnya Peningkatan Menurunkan angka pencemaran |[PROGRAM PENGENDALIAN |Dinas Lingkungan Hidup dan
pencemaran dan kualitas dan perusakan lingkungan hidup |PENCEMARAN DAN/ATAU Kehutanan
perusakan lingkungan hidup KERUSAKAN LINGKUNGAN

lingkungan hidup

HIDUP

PROGRAM PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
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PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Lingkungan Hidup dan
KEANEKARAGAMAN HAYATI |Kehutanan
(KEHATI)
PROGRAM PEMBINAAN DAN |Dinas Lingkungan Hidup dan
PENGAWASAN TERHADAP Kehutanan
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
PROGRAM PENINGKATAN Dinas Lingkungan Hidup dan
PENDIDIKAN, PELATIHAN, Kehutanan
DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
Optimalnya Penurunan risiko |Mengoptimalkan upaya PROGRAM Badan Penanggulangan
penanganan bencana penanganan bencana PENANGGULANGAN Bencana Daerah
bencana BENCANA
4 |Terwujudnya Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan kualitas penataan |PROGRAM Dinas Pekerjaan Umum,
penguatan tata kualitas penataan kualitas penataan |ruang dan bangunan gedung PENYELENGGARAAN Penataan Ruang, Perumahan,

ruang dan tata
kelola
pemerintahan

ruang

ruang

PENATAAN RUANG

Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan

PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN GEDUNG

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan

PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan

PROGRAM PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan

Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan kualitas pelayanan | PROGRAM APLIKASI Dinas Komunikasi dan
kualitas pelayanan |keterlaksanaan publik dan administrasi INFORMATIKA Informatika
publik dan perbaikan tata pemerintahan berbasis IT PROGRAM PERENCANAAN, Bappeda
administrasi kelola PENGENDALIAN DAN
pemerintahan pemerintahan EVALUASI PEMBANGUNAN
berbasis IT DAERAH
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ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

OPD PENANGGUNGJAWAB

PROGRAM PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Sekretariat Daerah

PROGRAM PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN

Sekretariat Daerah

PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA DESA

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

PROGRAM PENATAAN DESA

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

PROGRAM PENDAFTARAN
PENDUDUK

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

PROGRAM PENCATATAN
SIPIL

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

PROGRAM PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

PROGRAM PENGELOLAAN
PROFIL KEPENDUDUKAN

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

PROGRAM PENGELOLAAN

Dinas Kearsipan dan

ARSIP Perpustakaan
PROGRAM PERLINDUNGAN |Dinas Kearsipan dan
DAN PENYELAMATAN ARSIP |Perpustakaan
PROGRAM PERIZINAN Dinas Kearsipan dan
PENGGUNAAN ARSIP Perpustakaan
PROGRAM PEMBINAAN Dinas Kearsipan dan
PERPUSTAKAAN Perpustakaan
PROGRAM PELESTARIAN Dinas Kearsipan dan
KOLEKSI NASIONAL DAN Perpustakaan
NASKAH KUNO

PROGRAM KEPEGAWAIAN BKPSDM

DAERAH

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

Inspektorat Daerah
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PROGRAM PERUMUSAN Inspektorat Daerah
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI
PROGRAM ADMINISTRASI Sekretariat DPRD
UMUM SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN /KOTA
PROGRAM DUKUNGAN Sekretariat DPRD
PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI DPRD
Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan kualitas PROGRAM PENGELOLAAN Badan Pengelola Keuangan
kualitas pengelolaan |Kualitas Laporan [pengelolaan keuangan daerah KEUANGAN DAERAH dan Aset Daerah
keuangan daerah Keuangan PROGRAM PENGELOLAAN Badan Pengelola Keuangan
Pemerintah Daerah BARANG MILIK DAERAH dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN Badan Pendapatan Daerah
PENDAPATAN DAERAH
S |Terwujudnya Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan pendidikan dan PROGRAM PERENCANAAN Dinas Transmigrasi dan
peningkatan pendidikan dan Kualitas pelatihan tenaga kerja TENAGA KERJA Tenaga Kerja
kualitas dan pelatihan tenaga Pembangunan PROGRAM PELATIHAN Dinas Transmigrasi dan
kapasitas Sumber |kerja Manusia KERJA DAN PRODUKTIVITAS |Tenaga Kerja
Daya Manusia, TENAGA KERJA
serta PROGRAM PENGEMBANGAN |Dinas Transmigrasi dan
pembangunan KAWASAN TRANSMIGRASI Tenaga Kerja
yang inklusif Meningkatnya upaya Meningkatkan upaya penunjang |PROGRAM PENGEMBANGAN |Dinas Pariwisata,

penunjang
pengembangan pola
pikir pemuda

Meningkatnya
kualitas pelayanan
kesehatan
masyarakat

pengembangan pola pikir pemuda

KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN

Kebudayaan, Kepemudaan,
dan Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN

Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan,
dan Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan,
dan Olahraga

Meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan masyarakat

PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

Dinas Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Dinas Kesehatan
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PROGRAM PEMBERDAYAAN [Dinas Kesehatan
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
Meningkatnya Meningkatkan kualitas pelayanan [ PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Pendidikan
kualitas pelayanan pendidikan PENDIDIKAN
pendidikan PROGRAM PENDIDIK DAN Dinas Pendidikan
TENAGA KEPENDIDIKAN
PROGRAM PENGENDALIAN Dinas Pendidikan
PERIZINAN PENDIDIKAN
Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan perlindungan PROGRAM PERLINDUNGAN |Dinas Sosial
perlindungan Kualitas terhadap perempuan dan anak, DAN JAMINAN SOSIAL
terhadap perempuan |Pembangunan termasuk peningkatan PROGRAM REHABILITASI Dinas Sosial
dan anak Gender keterlibatan seluruh gender SOSIAL
dalam pembangunan PROGRAM PERLINDUNGAN |DP3APPKB
PEREMPUAN
PROGRAM DP3APPKB
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
PROGRAM PENGELOLAAN DP3APPKB
SISTEM DATA GENDER DAN
ANAK
Meningkatnya kohesi|Peningkatan Meningkatkan kohesi masyarakat [ PROGRAM PENINGKATAN Satuan Polisi Pamong Praja

masyarakat

Kualitas Kesalehan

melalui pengurangan dan
penanganan konflik masyarakat,
penegakan peraturan daerah, dan
penguatan kelembagaan adat

KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

dan Pemadam Kebakaran

PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENINGKATAN
KUALITAS DAN FASILITASI

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
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PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

Sumber: RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa kebijakan pembangunan daerah mengalami perubahan signifikan
dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah
diminta segera menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan Daerah dengan program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun
2025 dan Perubahan APBD TA 2025. Sebagai bagian dari upaya penyesuaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah
menyusun kerangka kerja logis yang juga mengintegrasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2025-2029, yaitu

sebagai berikut:

Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas (sesudah perubahan / 2025-P)

INDIKATOR INDIKATOR

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM FERANCKA]

Ul TUJUAN SASARAN DAERAH

KAPUAS [1] | Mewujudkan Terwujudnya Indeks Meningkatnya kualitas dan - Tingkat Peningkatan Meningkatkan kualitas tenaga | PROGRAM Dinas
BERSINAR sumber daya peningkatan Pembangunan | kesejahteraan sosial Pengangguran kesejahteraan kerja melalui pendidikan dan PERENCANAAN Transmigrasi dan
Berdaya manusia yang | kualitas dan Manusia (IPM) Terbuka tenaga kerja dan | pelatihan TENAGA KERJA Tenaga Kerja
Saing, berkualitas, kapasitas - Tingkat transmigran PROGRAM Dinas
Sejahtera, bermartabat, Sumber Daya Partisipasi PELATIHAN KERJA Transmigrasi dan
Indah, Aman, berbudaya, Manusia serta Angkatan Kerja DAN PRODUKTIVITAS | Tenaga Kerja
Religius dan religius pembangunan (TPAK) TENAGA KERJA
(Membangun masygrakatl Menyokong pengelolaan PROGRAM Dinas
Dalam yang inklusif transmigrasi dengan baik PERENCANAAN Transmigrasi dan
Keberagaman) berbasis kawasan dan KAWASAN Tenaga Kerja
keruangan TRANSMIGRASI
PROGRAM Dinas
PEMBANGUNAN Transmigrasi dan
KAWASAN Tenaga Kerja
TRANSMIGRASI
PROGRAM Dinas
PENGEMBANGAN Transmigrasi dan
KAWASAN Tenaga Kerja
TRANSMIGRASI
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SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan kesejahteraan
tenaga kerja melalui jaminan
sosial dan pelayanan pekerja
disabilitas

PROGRAM

PROGRAM
PENEMPATAN
TENAGA KERJA

PERANGKAT
DAERAH

Dinas
Transmigrasi dan
Tenaga Kerja

PROGRAM
HUBUNGAN
INDUSTRIAL

Dinas
Transmigrasi dan
Tenaga Kerja

-Tingkat
kemiskinan
-Indeks Gini

Peningkatan
pemerataan
kesejahteraan
masyarakat

Meningkatkan ketahanan
kesejahteraan rumah tangga
miskin dan kelompok
marginal melalui
pemberdayaan sosial

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
SOSIAL

Dinas Sosial

PROGRAM
REHABILITASI
SOSIAL

Dinas Sosial

PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

Dinas Sosial

Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan
masyarakat

- Angka Harapan
Hidup

Peningkatan
akses dan
kualitas
kesehatan

Meningkatkan akses,
kualitas, dan pemerataan
pelayanan kesehatan bagi
seluruh lapisan masyarakat

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Dinas Kesehatan

PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
KESEHATAN

Dinas Kesehatan

PROGRAM SEDIAAN
FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN

Dinas Kesehatan

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN

Dinas Kesehatan

Meningkatkan upaya
dukungan percepatan,

pencegahan, dan penurunan

stunting

- Prevalensi
stunting

Peningkatan
cakupan dan
mutu intervensi
gizi balita

Meningkatkan akses dan
kualitas layanan gizi terpadu
untuk balita

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Dinas Kesehatan
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INDIKATOR

TUJUAN TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR
SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

PERANGKAT
DAERAH

Penguatan
edukasi publik
dan sosialisasi
pencegahan
stunting berbasis
keluarga

Menguatkan sosialisasi dan
edukasi seputar penanganan
stunting

PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA (KB)

DP3APPKB

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
DAN PENINGKATAN
KELUARGA
SEJAHTERA (KS)

DP3APPKB

PROGRAM
PENGENDALIAN
PENDUDUK

DP3APPKB

PROGRAM
PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK

DP3APPKB

PROGRAM
PEMENUHAN HAK
ANAK (PHA)

DP3APPKB

PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
KELUARGA

DP3APPKB

Meningkatnya kualitas
pelayanan pendidikan

- Rata-rata Lama
Sekolah

- Harapan Lama
Sekolah

- Kemampuan
Literasi
Pendidikan Dasar
- Kemampuan
Numerasi
Pendidikan Dasar

Peningkatan
kualitas dan
akses pendidikan

Meningkatkan kualitas sistem
pendidikan yang mampu
menyediakan akses
pendidikan berkualitas yang
inklusif

PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan

PROGRAM PENDIDIK
DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Dinas Pendidikan

PROGRAM
PENGENDALIAN
PERIZINAN
PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan

- Indeks
Pembangunan

Peningkatan
kemampuan

Meningkatkan akses dan
kualitas layanan literasi

PROGRAM
PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN

Dinas Kearsipan
dan
Perpustakaan
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INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

PERANGKAT

TUJUAN SASARAN DAERAH
Literasi literasi melalui penguatan peran PROGRAM Dinas Kearsipan
Masyarakat masyarakat perpustakaan daerah PELESTARIAN dan
KOLEKSI NASIONAL Perpustakaan
DAN NASKAH KUNO
Indeks Meningkatnya pemberdayaan | - Indeks Peningkatan Meningkatkan keterlibatan PROGRAM DP3APPKB
Pembangunan | dan perlindungan perempuan | Ketimpangan upaya seluruh gender dalam PENGARUSUTAMAAN
Gender Gender pemberdayaan pembangunan secara merata | GENDER DAN
dan perlindungan PEMBERDAYAAN
perempuan PEREMPUAN
PROGRAM DP3APPKB
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
PROGRAM DP3APPKB
PENGELOLAAN
SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK
Indeks Meningkatnya perlindungan - Nilai dalam Peningkatan Meningkatkan perlindungan PROGRAM DP3APPKB
Perlindungan terhadap anak Kabupaten/Kota perlindungan terhadap anak PERLINDUNGAN
Anak Layak Anak terhadap anak KHUSUS ANAK
(KLA)
PROGRAM DP3APPKB
PEMENUHAN HAK
ANAK (PHA)
Indeks Meningkatnya upaya - Indeks Peningkatan Membentuk kualitas pemuda PROGRAM Dinas Pariwisata,
Pembangunan | pengembangan pola pikir Pembangunan kualitas dan pola | yang berkarakter, kreatif, PENGEMBANGAN Kebudayaan,
Kebudayaan pemuda Pemuda pikir pemuda mandiri, serta adaptif melalui KAPASITAS DAYA Kepemudaan,
pemberdayaan daya saing SAING KEPEMUDAAN | dan Olahraga
pemuda PROGRAM Dinas Pariwisata,
PENGEMBANGAN Kebudayaan,
KAPASITAS DAYA Kepemudaan,
SAING dan Olahraga
KEOLAHRAGAAN
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INDIKATOR
TUJUAN

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR
SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

PERANGKAT
DAERAH

PROGRAM Dinas Pariwisata,
PENGEMBANGAN Kebudayaan,
KAPASITAS Kepemudaan,
KEPRAMUKAAN dan Olahraga
Peningkatan Meningkatkan kesadaran PROGRAM Dinas Pariwisata,
kesadaran akan pemuda akan kebudayaan PENGEMBANGAN Kebudayaan,
kebudayaan melalui penguatan KEBUDAYAAN Kepemudaan,
kelembagaan budaya dan dan Olahraga
partisipasi masyarakat PROGRAM Dinas Pariwisata,
PENGEMBANGAN Kebudayaan,
KESENIAN Kepemudaan,
TRADISIONAL dan Olahraga
PROGRAM Dinas Pariwisata,
PEMBINAAN Kebudayaan,
SEJARAH Kepemudaan,
dan Olahraga
PROGRAM Dinas Pariwisata,
PELESTARIAN DAN Kebudayaan,
PENGELOLAAN Kepemudaan,
CAGAR BUDAYA dan Olahraga
PROGRAM Dinas Pariwisata,
PENGELOLAAN Kebudayaan,
PERMUSEUMAN Kepemudaan,
dan Olahraga
PROGRAM Dinas Sosial
PENGELOLAAN
TAMAN MAKAM
PAHLAWAN
Meningkatnya keterpaduan - Indeks Peningkatan Meningkatkan kohesi PROGRAM Satuan Polisi
dan solidaritas masyarakat Kesalehan Kualitas masyarakat melalui PENINGKATAN Pamong Praja
Kesalehan pengurangan dan KETENTERAMAN
penanganan konflik DAN KETERTIBAN
masyarakat, penegakan UMUM
peraturan daerah, dan
penguatan kelembagaan adat
PROGRAM Dinas Pemadam
PENCEGAHAN, Kebakaran dan
PENANGGULANGAN, | Penyelamatan
PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
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INDIKATOR INDIKATOR PERANGKAT
TUJUAN TUJUAN SASARAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAERAH
PROGRAM Badan Kesatuan
PENINGKATAN Bangsa dan
KEWASPADAAN Politik
NASIONAL DAN
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
Meningkatnya kualitas - Indeks Peningkatan Mengoptimalkan PROGRAM DP3APPKB
kehidupan keluarga Pembangunan Kualitas Keluarga | pembangunan keluarga PENINGKATAN
Kualitas Keluarga berkualitas dengan KUALITAS
memperkuat ketahanan KELUARGA
keluarga PROGRAM DP3APPKB
PEMENUHAN HAK
ANAK (PHA)
PROGRAM DP3APPKB
PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK
PROGRAM DP3APPKB
PENGENDALIAN
PENDUDUK
PROGRAM DP3APPKB
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA (KB)
PROGRAM DP3APPKB
PEMBERDAYAAN
DAN PENINGKATAN
KELUARGA
SEJAHTERA (KS)
Meningkatnya kemampuan - Indeks Desa Penguatan Mendorong kemandirian PROGRAM Dinas
swasembada desa kapasitas dan perekonomian desa serta PENATAAN DESA Pemberdayaan
kemandirian penguatan peran Masyarakat dan
pembangunan kelembagaan desa Desa
desa PROGRAM Dinas
berkelanjutan PENINGKATAN Pemberdayaan
KERJA SAMA DESA Masyarakat dan
Desa
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INDIKATOR INDIKATOR PERANGKAT
TUJUAN TUJUAN SASARAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAERAH
PROGRAM Dinas
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan
LEMBAGA Masyarakat dan
KEMASYARAKATAN, Desa
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
PROGRAM Dinas
ADMINISTRASI Pemberdayaan
PEMERINTAHAN Masyarakat dan
DESA Desa
[2] | Mewujudkan Terwujudnya Indeks Optimalnya pengembangan - Rasio PDRB Optimalisasi Meningkatkan produksi PROGRAM Dinas Pertanian
ekonomi yang ketahanan Ketahanan produksi komoditas unggulan | Subsektor Ketahanan pertanian melalui PENYEDIAAN DAN
produktif, pangan daerah | Pangan pertanian daerah Pertanian Pangan Daerah peningkatan indeks PENGEMBANGAN
inovatif, melalui pertanaman dan penerapan SARANA PERTANIAN
berdaya saing, | pengelolaan teknologi yang berbasis PROGRAM Dinas Pertanian
dan sumber daya kearifan lokal dan keunggulan | PENYEDIAAN DAN
berketahanan pangan yang kompetitif daerah. PENGEMBANGAN
optimal, dan PRASARANA
memastikan PERTANIAN
kebertanjutan PROGRAM Dinas Pertanian
pangan. PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN
BENCANA
PERTANIAN
PROGRAM
PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN
DAN KESEHATAN
MASYARAKAT
VETERINER
Meningkatkan pendapatan PROGRAM Dinas Pertanian
petani melalui penguatan PENYULUHAN
kelompok usaha petani PERTANIAN
Optimalisasi ketahanan PROGRAM Dinas
pangan daerah melalui PENINGKATAN Perdagangan,
peningkatan sarana distribusi | SARANA DISTRIBUSI | Perindustrian,
perdagangan PERDAGANGAN Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
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INDIKATOR

PERANGKAT

SASARAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAERAH
Meningkatnya produksi dan Rasio PDRB Peningkatan Memperkuat produktivitas PROGRAM Dinas Ketahanan
pengelolaan sektor perikanan | Subsektor daya saing sektor perikanan dengan PENGELOLAAN Pangan dan
daerah Perikanan komoditas pengembangan infrastruktur PERIKANAN Perikanan

unggulan yang terintegrasi TANGKAP
perikanan daerah
PROGRAM Dinas Ketahanan
PENGELOLAAN Pangan dan
PERIKANAN Perikanan
BUDIDAYA
Meningkatkan pengawasan PROGRAM Dinas Ketahanan
sumber daya kelautan dan PENGAWASAN Pangan dan
perikanan secara terpadu SUMBER DAYA Perikanan
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Meningkatkan kapasitas PROGRAM Dinas Ketahanan
UMKM dalam pengelolaan PENGOLAHAN DAN Pangan dan
sumber daya kelautan dan PEMASARAN HASIL Perikanan
perikanan PERIKANAN
Memperkuat ketahanan Skor Pola Peningkatan Meningkatkan diversifikasi PROGRAM Dinas Ketahanan
pangan untuk-menanggulangt | Pangan Harapan | keberlanjutan konsumsi serta memperkuat PENINGKATAN Pangan dan
stunting-dan meningkatkan (PPH) Konsumsi ketahanan ketahanan pangan DIVERSIFIKASI DAN Perikanan
gizi masyarakat. pangan daerah masyarakat. KETAHANAN
PANGAN
MASYARAKAT
Meningkatkan Pengelolaan PROGRAM Dinas Ketahanan
Sumber Daya Ekonomi dalam | PENGELOLAAN Pangan dan
mendukung produksi pangan | SUMBER DAYA Perikanan
yang berkelanjutan. EKONOMI UNTUK
KEDAULATAN dan
KEMANDIRIAN
PANGAN
Skor Pola Peningkatan Meningkatan upaya dalam PROGRAM Dinas Ketahanan
Pangan Harapan | resiliensipangan | mengatasi kerawanan PENANGANAN Pangan dan
(PPH) pada kebutuhan pangan. KERAWANAN Perikanan
Ketersediaan dasar PANGAN
masyarakat
Meningkatkan pengawasan PROGRAM Dinas Ketahanan
dan pengendalian terhadap PENGAWASAN Pangan dan
distribusi serta kualitas KEAMANAN PANGAN | Perikanan
pangan di masyarakat.
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INDIKATOR INDIKATOR PERANGKAT
TUJUAN TUJUAN SASARAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAERAH
Terwujudnya Laju Optimalnya potensi nilai PAD sektor Peningkatan Meningkatkan infrastruktur PROGRAM Dinas Pariwisata,
pertumbuhan Pertumbuhan | tambah ekonomi dalam pariwisata kontribusi sektor | dan fasilitas penunjang di PENINGKATAN DAYA | Kebudayaan,
ekonomi Ekonomi pengembangan pariwisata pariwisata destinasi wisata TARIK DESTINASI Kepemudaan,
melalui daerah terhadap PARIWISATA dan Olahraga
pengembangan penerimaan *diganti terkait dukungan
ekonomi kreatif PDRB- pengelolaan wisatanya
untuk pendapatan asli
meningkatkan daerah (PAD)
daya saing
wilayah
Meningkatkan branding dan PROGRAM Dinas Pariwisata,
identitas wisata untuk PEMASARAN Kebudayaan,
meningkatkan daya saing PARIWISATA Kepemudaan,
destinasi dan Olahraga
Mendorong inovasi dan PROGRAM Dinas Pariwisata,
diversifikasi produk ekonomi PENGEMBANGAN Kebudayaan,
kreatif berbasis budaya lokal EKONOMI KREATIF Kepemudaan,
dan teknologi digital MELALUI dan Olahraga
PEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN
INTELEKTUAL
Rasio PDRB Peningkatan Meningkatkan pengelolaan PROGRAM Dinas Pariwisata,
Penyediaan pengawasan dan | Penyediaan Akomodasi PENINGKATAN DAYA | Kebudayaan,
Akomodasi dan evaluasi berkala Makan dan Minum pada TARIK DESTINASI Kepemudaan,
Makan Minum pada Penyediaan | destinasi wisata PARIWISATA dan Olahraga
Akomodasi
Makan dan
Minum
Meningkatnya Rasio PDRB Peningkatan laju | Meningkatkan kualitas dalam | PROGRAM Dinas
pengembangan UMKM, serta | Subsektor pertumbuhan Penerbitan Izin Pengelolaan PERIZINAN DAN Perdagangan,
sektor perdagangan dan Perdagangan ekonomi melalui Pasar Rakyat, Pusat PENDAFTARAN Perindustrian,
ekonomi kreatif sektor Perbelanjaan, dan Izin Usaha | PERUSAHAAN Koperasi dan
perdagangan Toko Swalayan Usaha Kecil
Menengah
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INDIKATOR PERANGKAT
SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAERAH
Meningkatkan aksesibilitas PROGRAM Dinas
dan kualitas infrastruktur PENINGKATAN Perdagangan,
distribusi perdagangan SARANA DISTRIBUSI | Perindustrian,
PERDAGANGAN Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Meningkatkan kualitas, PROGRAM Dinas
branding dan akses pasar PENGGUNAAN DAN Perdagangan,
pada produk lokal daerah PEMASARAN Perindustrian,
PRODUK DALAM Koperasi dan
NEGERI Usaha Kecil
Menengah
Proporsi Jumlah Peningkatan Meningkatkan PROGRAM Dinas
Industri Kecil dan | pertumbuhan pemberdayaan, kemudahan PEMBERDAYAAN Perdagangan,
Menengah ekonomi inklusif perizinan, dan pemasaran USAHA MENENGAH, Perindustrian,
melalui hasil UMKM USAHA KECIL, DAN Koperasi dan
penguatan USAHA MIKRO Usaha Kecil
UMKM dan (UMKM) Menengah
pengembangan
sektor ekonomi
kreatif
Rasio Peningkatan Meningkatkan produktivitas, PROGRAM Dinas
Kewirausahaan persentase nilai tambah, akes pasar dan PENGEMBANGAN Perdagangan,
Daerah kontribusi pembiayaan, serta UMKM Perindustrian,
kewirausahaan kelembagan kewirausahaan Koperasi dan
dalam Usaha Kecil
menciptakan nilai Menengah
ekonomi daerah PROGRAM Dinas
PELAYANAN IZIN Perdagangan,
USAHA SIMPAN Perindustrian,
PINJAM Koperasi dan
Usaha Kegcil
Menengah
PROGRAM Dinas
PENGAWASAN DAN Perdagangan,
PEMERIKSAAN Perindustrian,
KOPERASI Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
PROGRAM Dinas
PENILAIAN Perdagangan,
KESEHATAN Perindustrian,
KSP/USP KOPERASI Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
PENETAPAN P-RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 IV-40




INDIKATOR PERANGKAT
SASARAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAERAH
PROGRAM Dinas
PENDIDIKAN DAN Perdagangan,
LATIHAN Perindustrian,
PERKOPERASIAN Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
PROGRAM Dinas
PEMBERDAYAAN Perdagangan,
DAN PERLINDUNGAN | Perindustrian,
KOPERASI Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Proporsi Jumlah Peningkatan Meningkatkan kapasitas, PROGRAM Dinas
Usaha Kecil dan daya saing dan akses pasar, pembiayaan, PEMBERDAYAAN Perdagangan,
Menengah Non pertumbuhan serta pendampingan bagi USAHA MENENGAH, Perindustrian,
Pertanian usaha kecil dan usaha kecil dan menengah USAHA KECIL, DAN Koperasi dan
menengah non non-pertanian untuk USAHA MIKRO Usaha Kecil
pertanian mendukung keberlanjutan (UMKM) Menengah
usahanya
Tingkat inflasi Penguatan Memperkuat Stabilitas Harga | PROGRAM Dinas
Kebijakan Fiskal | Pangan dan Barang Pokok STABILISASI HARGA Perdagangan,
Daerah Daerah BARANG Perindustrian,
KEBUTUHAN POKOK | Koperasi dan
DAN BARANG Usaha Kegcil
PENTING Menengah
Memperkuat regulasi dan PROGRAM Dinas
kebijakan perlindungan STANDARDISASI DAN | Perdagangan,
konsumen PERLINDUNGAN Perindustrian,
KONSUMEN Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Meningkatnya nilai investasi Jumlah nilai Peningkatan Meningkatkan kepastian PROGRAM Dinas
berskala nasional investasi daya tarik regulasi dan kemudahan PENGELOLAAN DATA | Penanaman
(PMDN/PMA) dan investasi (PMDN/PMA) investasi perizinan bagi investor DAN SISTEM Modal dan
aset tetap sebagai pendorong berskala nasional | nasional dan asing INFORMASI Pelayanan
pertumbuhan ekonomi (PMDN/PMA) PENANAMAN MODAL | Terpadu Satu
daerah melalui perbaikan Pintu
regulasi, insentif | Memperkuat promosi PROGRAM PROMOSI | Dinas
investasi, dan investasi yang berbasis PENANAMAN MODAL | Penanaman
optimalisasi potensi unggulan daerah Modal dan
potensi daerah untuk menarik investor Pelayanan
strategis Terpadu Satu
Pintu
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INDIKATOR INDIKATOR PERANGKAT
TUJUAN TUJUAN SASARAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAERAH
Mengoptimalkan insentif PROGRAM Dinas
fiskal dan nonfiskal bagi PELAYANAN Penanaman
investor sektor prioritas untuk | PENANAMAN MODAL | Modal dan
meningkatkan daya saing Pelayanan
daerah Terpadu Satu
Pintu
Meningkatkan transparansi PROGRAM Dinas
dan akuntabilitas dalam PENGENDALIAN Penanaman
pengelolaan investasi melalui | PELAKSANAAN Modal dan
sistem pelaporan berkala PENANAMAN MODAL | Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Peningkatan Mempercepat pembangunan PROGRAM Dinas
realisasi investasi | infrastruktur prioritas yang PENGEMBANGAN Penanaman
sektor produktif mendukung aktivitas investasi | IKLIM PENANAMAN Modal dan
melalui sektor produktif MODAL Pelayanan
percepatan Terpadu Satu
pembangunan Pintu
infrastruktur dan Meningkatkan sinergi Dinas
optimalisasi aset | investasi antara pemerintah, Penanaman
tetap swasta, dan BUMD dalam Modal dan
pembangunan aset tetap Pelayanan
strategis Terpadu Satu
Pintu
Meningkatnya Kinerja dan Return on Aset Peningkatan Meningkatkan diversifikasi PROGRAM Sekretariat
Profitabilitas BUMD (ROA) BUMD efisiensi dan usaha BUMD untuk PEREKONOMIAN Daerah
daya saing memperluas sumber DAN PEMBANGUNAN
BUMD melalui pendapatan dan
optimalisasi meningkatkan profitabilitas.
pengelolaan aset
dan usaha
Meningkatnya Rasio PDRB Peningkatan Memperkuat sektor industri PROGRAM Dinas
pengembangan sektor Sektor Industri produktivitas sebagai pendorong utama PERENCANAAN DAN Perdagangan,
industri & terealisasinya Pengolahan sektor industri pertumbuhan ekonomi PEMBANGUNAN Perindustrian,
Kawasan Industri Batanjung pengolahan daerah didukung dengan INDUSTRI Koperasi dan
daerah penggunaan teknologi Usaha Kecil
Menengah
PROGRAM Dinas
PENGENDALIAN IZIN | Perdagangan,
USAHA INDUSTRI Perindustrian,
Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
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INDIKATOR

INDIKATOR

PERANGKAT

TUJUAN TUJUAN SASARAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAERAH
PROGRAM Dinas
PENGELOLAAN Perdagangan,
SISTEM INFORMASI Perindustrian,
INDUSTRI NASIONAL | Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
[3] | Mewujudkan Terwujudnya Indeks Meningkatnya konektivitas - Indeks Peningkatan Meningkatkan konektivitas PROGRAM Dinas Pekerjaan

percepatan, optimalisasi Kualitas dan pelayanan transportasi Konektivitas konektivitas antar wilayah PENYELENGGARAAN | Umum dan

pemerataan pembangunan Layanan yang aman, tertib, dan lancar | Wilayah wilayah dan JALAN Penataan Ruang

pembangunan | melalui Infrastruktur antar wilayah pelayanan

berbasis peningkatan (IKLI) transportasi yang

pemenuhan konektivitas aman, tertib, dan

kebutuhan wilayah dan lancar

dasar, jangkauan

pemberdayaan | infrastruktur Meningkatkan pelayanan PROGRAM Dinas

masyarakat, strategis serta transportasi yang aman, PENYELENGGARAAN | Perhubungan

pengelolaan pelayanan tertib, dan lancar baik dari sisi | LALU LINTAS DAN

sumber daya dasar darat, laut, dan ANGKUTAN JALAN

alam, penyeberangan (LLAJ)

lingkungan,

dan

infrastruktur PROGRAM Dinas

yang PENGELOLAAN Perhubungan

terintegrasi PELAYARAN

dan

berkelanjutan
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INDIKATOR

INDIKATOR

PERANGKAT

TUJUAN TUJUAN SASARAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAERAH
Meningkatnya pembangunan | Persentase Peningkatan Meningkatkan pembangunan | PROGRAM Dinas Pekerjaan
dan pengelolaan infrastruktur | penanganan pelayanan dan pengelolaan sistem PENGEMBANGAN Umum dan
dasar dan infrastruktur sampah infrastruktur persampahan SISTEM DAN Penataan Ruang
strategis yang berkelanjutan dasar yang PENGELOLAAN

berkelanjutan PERSAMPAHAN
REGIONAL
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INDIKATOR INDIKATOR PERANGKAT
TUJUAN TUJUAN SASARAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAERAH
PROGRAM Dinas
PENGELOLAAN Lingkungan
PERSAMPAHAN Hidup dan
Kehutanan
Persentase Meningkatkan pembangunan | PROGRAM Dinas Pekerjaan
rumah tinggal dan pengelolaan sistem PENGELOLAAN dan Umum dan
bersanitasi sanitasi PENGEMBANGAN Penataan Ruang
SISTEM AIR LIMBAH
Persentase Meningkatkan pembangunan | PROGRAM Dinas Pekerjaan
penduduk dan pengelolaan sistem PENGELOLAAN DAN Umum dan
berakses air jaringan air bersih PENGEMBANGAN Penataan Ruang
minum SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM
Persentase PROGRAM Dinas Pekerjaan
drainase dalam PENGELOLAAN DAN Umum dan
kondisi PENGEMBANGAN Penataan Ruang
baik/pembuangan SISTEM DRAINASE
aliran air tidak Meningkatkan pembangunan
tersumbat dan pengelolaan sistem
jaringan drainase
Persentase irigasi Meningkatkan pembangunan | PROGRAM Dinas Pekerjaan
kabupaten dalam dan pengelolaan jaringan PENGELOLAAN Umum dan
kondisi baik sumber daya air khususnya SUMBER DAYA AIR Penataan Ruang
irigasi (SDA)
Meningkatnya fasilitas Rumah tangga Pengembangan Menyediakan perumahan PROGRAM Dinas
permukiman layak huni dengan akses fasilitas dan yang layak dan terjangkau PENGEMBANGAN Perumahan,
hunian layak, peningkatan PERUMAHAN Kawasan
terjangkau dan kualitas Permukiman,
berkelanjutan permukiman dan Pertanahan
layak huni yang Melakukan penanganan PROGRAM KAWASAN | Dinas
terjangkau dan permukiman kumuh melalui PERMUKIMAN Perumahan,
berkelanjutan pemugaran komprehensif, Kawasan
peremajaan kota secara Permukiman,
inklusif, serta permukiman dan Pertanahan
kembali untuk mewujudkan PROGRAM Dinas Pekerjaan
kota tanpa permukiman PENGEMBANGAN Umum dan
kumuh PERMUKIMAN Penataan Ruang
PROGRAM Dinas
PERUMAHAN DAN Perumahan,
KAWASAN Kawasan
PERMUKIMAN Permukiman,
KUMUH dan Pertanahan
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INDIKATOR INDIKATOR PERANGKAT
TUJUAN TUJUAN SASARAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAERAH
Memfasilitasi penyediaan PROGRAM Dinas
akses infrastruktur untuk PENINGKATAN Perumahan,
mewujudkan perumahan PRASARANA, Kawasan
layak dan terjangkau SARANA DAN Permukiman,
UTILITAS UMUM dan Pertanahan
(PSU)
Terwujudnya Indeks Menurunnya pencemaran Indeks Kualitas Peningkatan Menurunkan pencemaran PROGRAM Dinas
peningkatan Kualitas dan perusakan lingkungan Air kualitas dan perusakan lingkungan PENGENDALIAN Lingkungan
kualitas Lingkungan hidup lingkungan hidup | hidup dengan mengeloladan | PENCEMARAN Hidup dan
lingkungan Hidup (IKLH) mengendalikan sumber DAN/ATAU Kehutanan
hidup, pencemar KERUSAKAN
pengelolaan LINGKUNGAN HIDUP
sumber daya Indeks Kualitas PROGRAM Dinas
alam, dan Udara PERENCANAAN Lingkungan
manajemen LINGKUNGAN HIDUP Hidup dan
risiko bencana Kehutanan
Indeks Tutupan Program Penghargaan | Dinas
Lahan Lingkungan Hidup Lingkungan
untuk Masyarakat Hidup dan
Kehutanan
Program Pengendalian | Dinas
Bahan Berbahaya dan Lingkungan
Beracun (B3) dan Hidup dan
Limbah Bahan Kehutanan
Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3)
Optimalnya Indeks Risiko Penanggulangan | Mengoptimalkan upaya PROGRAM Badan
penanganan/penanggulangan | Bencana tanggap bencana | penanggulangan/penanganan | PENANGGULANGAN Penanggulangan
bencana bencana BENCANA Bencana Daerah
PROGRAM Dinas Sosial
PENANGANAN
BENCANA
Program Pencegahan, Dinas Pemadam
Penanggulangan, Kebakaran
Penyelamatan

Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran
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INDIKATOR INDIKATOR PERANGKAT
TUJUAN TUJUAN SASARAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAERAH
Meningkatnya Indeks Pelestarian alam | Menetapkan dan mengelola PROGRAM Dinas
keanekaragaman hayati keanekaragaman | dan lingkungan kawasan konservasi, serta PENGELOLAAN Lingkungan
hayati hidup menetapkan dan melindungi KEANEKARAGAMAN Hidup dan
spesies terancam punah HAYATI (KEHATI) Kehutanan
Mengatur dan mengelola Program Konservasi Dinas
batasan eksploitasi sumber Sumber Daya Alam Lingkungan
daya alam Hayati dan Hidup dan
Ekosistemnya Kehutanan
Program Pengakuan Dinas
Keberadaan Lingkungan
Masyarakat Hukum Hidup dan
Adat (MHA), Kearifan Kehutanan
Lokal dan Hak MHA
yang Terkait dengan
PPLH
Meningkatkan pendidikan dan | Program Peningkatan Dinas
kesadaran masyarakat terkait | Pendidikan, Pelatihan Lingkungan
keanekaragaman hayati dan Penyuluhan Hidup dan
Lingkungan Hidup Kehutanan
Untuk Masyarakat
Menurunnya emisi GRK Persentase Pengelolaan dan | Menurunkan emisi GRK Program Pengendalian | Dinas
Penurunan Emisi | pengendalian dengan mengelola dan Pencemaran dan/atau Lingkungan
GRK sumber mengendalikan sumber Kerusakan Lingkungan | Hidup dan
penghasil GRK penghasil GRK Hidup Kehutanan
Program Pembinaan Dinas
dan Pengawasan Lingkungan
Terhadap lzin Hidup dan
Lingkungan dan Izin Kehutanan
Perelindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(PPLH)
[4] | Mewujudkan Terwujudnya Indeks Meningkatkan kualitas - Indeks Peningkatan Meningkatkan peran PROGRAM Dinas
tata kelola penguatan tata | Reformasi layanan publik dan Pembangunan peran TIK di teknologi informasi dalam PENGELOLAAN Komunikasi,
pemerintahan kelola Birokrasi akuntabilitas pemerintahan Teknologi dalam mendukung penyelenggaraan | INFORMASI DAN Informatika,
yang pemerintahan melalui dukungan teknologi Informasi dan penyelenggaraan | administrasi pemerintahan KOMUNIKASI PUBLIK | Persandian, dan
terencana dan | yang informasi guna meningkakan Komunikasi administrasi Statistik
terintegrasi transparan dan inovasi - Indeks SPBE pemerintahan
secara akuntabel serta
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INDIKATOR PERANGKAT
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAERAH
inovatif, peningkatan ~indeksLiterast PROGRAM Dinas
amanah, dan kualitas Digital PENGELOLAAN Komunikasi,
konsisten layanan APLIKASI Informatika,
birokrasi yang INFORMATIKA Persandian, dan
inovatif, Statistik
responsif, dan PROGRAM Dinas
berorientasi PENYELENGGARAAN | Komunikasi,
pada kepuasan STATISTIK Informatika,
masyarakat. SEKTORAL Persandian, dan
Statistik
PROGRAM Dinas
PENYELENGGARAAN | Komunikasi,
PERSANDIAN UNTUK | Informatika,
PENGAMANAN Persandian, dan
INFORMASI Statistik
- Nilai Sistem Optimalisasi Mengoptimalkan kualitas PROGRAM Sekretariat
Akuntabilitas upaya layanan publik dan PENUNJANG Daerah
Kinerja Instansi penyelenggaraan | administrasi pemerintahan URUSAN
Pemerintahan tata kelola PEMERINTAHAN
(SAKIP) pemerintahan DAERAH
- Indeks yang lebih efektif KABUPATEN/KOTA
Pelayanan Publik | dan inovatif PROGRAM Dinas
PENDAFTARAN Kependudukan
PENDUDUK dan Pencatatan
Sipil
PROGRAM Dinas
PENCATATAN SIPIL Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
PROGRAM Dinas
PENGELOLAAN Kependudukan
INFORMASI dan Pencatatan
ADMINISTRASI Sipil
KEPENDUDUKAN
PROGRAM Dinas
PENGELOLAAN Kependudukan
PROFIL dan Pencatatan
KEPENDUDUKAN Sipil
- Indeks Optimalisasi Mempertahankan pelayanan PROGRAM Dinas Kearsipan
Pengawasan penyelenggaraan | publik yang optimal untuk PENGELOLAAN dan
Kearsipan pelayanan publik | pelayanan kepada ARSIP Perpustakaan
- Indeks Literasi berbasis masyarakat secara
Digital kepuasan memuaskan
masyarakat
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INDIKATOR

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

PERANGKAT
DAERAH

PROGRAM Dinas Kearsipan
PERLINDUNGAN DAN | dan
PENYELAMATAN Perpustakaan
ARSIP
Indeks Peningkatan Meningkatkan kualitas PROGRAM BKPSDM
Profesionalitas kinerja instansi implementasi perencanaan KEPEGAWAIAN
ASN pemerintahan berbasis kinerja untuk DAERAH
sesuai tugas mendukung akuntabilitas PROGRAM BKPSDM
pokok dan fungsi | kinerja perangkat daerah PENGEMBANGAN
masing-masing SUMBER DAYA
perangkat daerah MANUSIA
PROGRAM Sekretariat
DUKUNGAN DPRD
PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI
DPRD
Indeks Inovasi Penyelenggaraan | Mengoptimalkan sistem PROGRAM BAPPERIDA
Daerah pemerintahan prencanaan dan peneltiian PERENCANAAN,
daerah yang daerah untuk meningkatkan PENGENDALIAN DAN
inovatif dan inovasi yang mendukung EVALUASI
adaptif terhadap pemerintahan daerah yang PEMBANGUNAN
dinamika dan adaptif DAERAH
perkembangan PROGRAM BAPPERIDA
kondisi KOORDINASI DAN
SINKRONISASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM BAPPERIDA
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
PROGRAM RISET BAPPERIDA
DAN INOVASI
DAERAH
Indeks Integritas Penguatan upaya | Menguatkan upaya dalam PROGRAM Inspektorat
SPI pengawasan pemantauan dan evaluasi PENYELENGGARAAN | Daerah
kinerja performa tata pemerintahan PENGAWASAN
pemerintahan
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INDIKATOR INDIKATOR PERANGKAT
TUJUAN TUJUAN SASARAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAERAH
PROGRAM Inspektorat
PERUMUSAN Daerah
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI
Meningkatnya keselarasan Persentase Peningkatan Meningkatkan kualitas PROGRAM Dinas Pekerjaan
penyelenggaraan penataan ketaatan kualitas penataan | penataan ruang, bangunan PENYELENGGARAAN | Umum dan
ruang pemanfaatan ruang gedung dan lingkungan PENATAAN RUANG Penataan Ruang
ruang (terhadap terbangun
RTRW)
PROGRAM Dinas
PENYELESAIAN Perumahan,
SENGKETA TANAH Kawasan
GARAPAN Permukiman,
dan Pertanahan
PROGRAM Dinas
PENYELESAIAN Perumahan,
GANTI KERUGIAN Kawasan
DAN SANTUNAN Permukiman,
TANAH UNTUK dan Pertanahan
PEMBANGUNAN
PROGRAM Dinas
PENATAGUNAAN Perumahan,
TANAH Kawasan
Permukiman,
dan Pertanahan
PROGRAM Dinas
PENGATURAN Perumahan,
PERTANAHAN DI Kawasan
WILAYAH PESISIR, Permukiman,
LAUT DAN PULAU dan Pertanahan
PROGRAM Dinas
PENETAPAN TANAH Perumahan,
ULAYAT Kawasan
Permukiman,
dan Pertanahan
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INDIKATOR INDIKATOR PERANGKAT
TUJUAN TUJUAN SASARAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAERAH
PROGRAM Dinas
REDISTRIBUSI Perumahan,
TANAH, DAN GANTI Kawasan
KERUGIAN Permukiman,
PROGRAM TANAH dan Pertanahan
KELEBIHAN
MAKSIMUM DAN
TANAH ABSENTEE
PROGRAM Dinas
PENGADAAN TANAH Perumahan,
UNTUK Kawasan
KEPENTINGAN Permukiman,
UMUM dan Pertanahan
PROGRAM Dinas Pekerjaan
PENATAAN Umum dan
BANGUNAN GEDUNG | Penataan Ruang
PROGRAM Dinas Pekerjaan
PENATAAN Umum dan
BANGUNAN DAN Penataan Ruang
LINGKUNGANNYA
PROGRAM Dinas Pekerjaan
PENGEMBANGAN Umum dan
JASA KONSTRUKSI Penataan Ruang
Indeks Akses Meningkatnya transparansi Indeks Daya Peningkatan Meningkatkan daya saing PROGRAM Sekretariat
Keuangan dan akuntabilitas dalam Saing Daerah produktivitas sektor unggulan melalui PEREKONOMIAN Daerah
Daerah pengelolaan keuangan (IDSD) sektor unggulan penguatan kapasitas sumber | DAN PEMBANGUNAN
(IKAD) daerah daerah daya manusia dan
pemanfaatan teknologi.
Opini BPK Peningkatan Meningkatkan kualitas tata PROGRAM Badan Keuangan
Kualitas kelola keuangan daerah PENGELOLAAN dan Aset Daerah
Perencanaan KEUANGAN DAERAH
Keuangan dan Meningkatkan kualitas Tata PROGRAM Badan Keuangan
Aset Daerah Kelola Barang Milik Daerah PENGELOLAAN dan Aset Daerah
BARANG MILIK
DAERAH
Persentase Peningkatan Meningkatkan Penerimaan PROGRAM Badan
peningkatan PAD | Kemandirian Pendapatan Daerah PENGELOLAAN Pendapatan
Fiskal Daerah PENDAPATAN Daerah
DAERAH
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uan  NRAIRR SASARAN INDIKATOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PERANGKAT

TUJUAN SASARAN DAERAH
Rasio Pajak Peningkatan Meningkatkan Penerimaan
Daerah terhadap | Kualitas Daerah dari Sektor Pajak
PDRB Perencanaan
dan Pengelolaan
Pajak Daerah

Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2029

Sebagai konsekuensi dari perubahan cascading yang ditampilkan pada Tabel 4.4 (kondisi awal) dan Tabel 4.5 (sesudah
perubahan), maka Bab VI akan memuat penjabaran target-target indikator kinerja sebagai bagian dari penyesuaian dokumen
perencanaan. Target-target indikator kinerja ini diharapkan menjadi dasar yang terukur dan realistis untuk mengarahkan

pencapaian pembangunan daerah secara berkelanjutan.
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Tabel 4.6 Daftar Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kapuas Tahun
2025 melalui SIPD RI

NO MASALAH ALAMAT LOKASI VOLUME | SATUAN
Akses Jalan yang Rusak dan Mengganggu Akses Masyarakat. .
1 | PENINGKATAN JALAN DESA LUNUK RAMBA BUNGAI JAYA Desa L“”“gazzgza B}t';‘gagaﬁfecama‘a” 1 Paket
KECAMATAN BASARANG 9, Rab. fap
Halaman Masjid yang masih belum cukup memadai dan sering kali
2 | becek karena hujan. PENIMBUNAN HALAMAN MASJID SIROJUL Desa Tambun Raya E:cja”;ata” Basarang, Kab. 1 Paket
THOLIBIN DESA TAMBUN RAYA KECAMATAN BASARANG P
3 Jembatan yang ada sekarang kurang memadai dan memerlukan DESA ANJIR SERAPAT BARAT KECAMATAN 1 Paket
pembangunan lebih lanjut. BANGUNAN JEMBATAN BOX KAPUAS TIMUR, Kab. Kapuas
4 Terganggungnya akses jalan masyarakat dikarenakan jalan yang rusak Desa Anijir Serapat Barat, Kecamatan Kapuas Timur, 1 Paket
dan memerlukan perbaikan. LANJUTAN SEMENISASI Kab. Kapuas
Terganggungnya akses jalan masyarakat dikarenakan jalan yang rusak DESA ANJIR SERAPAT BARU DAN DESA ANJIR
5 dan memerlukan perbaikan lanjutan. LANJUTAN SEMENISASI KALI SERAPAT BARAT KECAMATAN KAPUAS TIMUR , 1 Paket
ANJIR Kab. Kapuas
6 Gereja yang lama berada persis di pinggir jalan besar. Lanjutan Kelurahan Dahirang Kecamatan Kapuas Hilir, Kab. 1 Paket
Pembangunan Gereja baru BKE Maranatha Dahirang Kapuas
7 Gereja yang lama bangunannya sudah sangat tua. Lanjutan Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir, Kab. 1 Paket
Pembangunan Gereja baru GKE Betania Barimba Kapuas
Pastori Sering Mengalami Kebanjiran. Rehab Pastori Gereja Maranatha Kelurahan Dahirang, Kecamatan Kapuas Hilir, Kab.
8 : 1 Paket
Kelurahan Dahirang Kapuas
Kondisi jalan titian saat ini rusak dan menggunakan bahan seadanya. Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir, Kab.
9 ) ", 1 Paket
Perbaikan/Rehab Jalan Titian Kapuas
Kondisi bangunan sekarang kurang memadai seperti atap bocor dan -
10 dinding yang rapuh. Rehab berat Kantor Camat Kapuas Hilir Kecamatan Kapuas Hilr, Kab. Kapuas 1 Paket
Kondisi Dermaga Sekarang Rusak. Rehab Dermaga Pasar Selasa Kelurahan Dahirang Kecamatan Kapuas Hilir, Kab.
1" - 1 Paket
Kelurahan Dahirang Kapuas
Kondisi Bangunan Rumah saat ini rapuh dan bocor. Rehab Rumah Kelurahan Dahirang Kecamatan Kapuas Hilir, Kab.
12 . I 1 Paket
Penjaga sekolah SMP 1 Kapuas Hilir Kapuas
Kondisi halaman saat sering kebanjiran saat musim penghujan dan air Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir, Kab.
13 : 1 Paket
pasang. Peningkatan Halaman SDN 1 Hampatung Kapuas
Langgar yang ada merupakan bangunan lama dan perlu adanya .
14 | perluasan karena jemaah semakin bertambah. Rehab berat Langgar Desa Teluk Palinget E;bo?é’ }Ezzamatan Pulau Petak, 1 Paket
Miftahul Janah di Desa Teluk Palinget -rap
15 Konsidisi jalan saat ini rusak dan tidak ada peningkatan. Peningkatan Desa Teluk Palinget RT 005, Kecamatan Pulau Petak, 100 Meter
Jalan di RT.005 Handel Tabalien. P = 100 M,L=2M Kab. Kapuas
Kondisi Jalan yang hancur dan becek sehingga mengganggu akses
16 | jalan bagi masyarakat. Peningkatan Jalan di Desa Mawar Mekar. P = Desa Mawar Mekar, Klf camatan Pulau Petak, Kab. 300 Meter
_ apuas
300M,L=2M
Kondisi tiang PJU sekarang dari kayu dan sdh lama serta banyak kabel
yang msh bergelantungan didahan pohon. Pengadaan Tiang PJU I .
7 Dengan Lampu Jalan di Desa Teluk Palinget. 40 Tiang beserta Lampu Desa Teluk Palinget, Kab. Kapuas 40 Tiang
Jalan
KONDISI SEKARANG SANGAT MEMPRIHATINKAN KARENA SUDAH
18 | RUSAK. SEMISASI JALAN DESA BADIDIH. PANJANG 400 M, LEBAR |  DoA BADIDIF, KECAUATAN KAPUASMURUNG 1 409 Meter
1 METER , Kab. Kapuas
KONDISI SEKARANG SANGAT MEMPRIHATINKAN KARENA SUDAH DESA KARYA BERSAMA RT 2 KECAMATAN
19 | RUSAK. SEMENISASI HALAMAN ATAU PENIMBUNAN HALAMAN KAPUAS MURUNG 24 Meter
SEKOLAH IBTIDAYAH. PANJANG 24 M, LEBAR 24 M , Kab. Kapuas
20 Kondisi jalan saat ini rusak dan tidak ada peningkatan. Peningkatan Desa Teluk Palinget RT 002, Kecamatan Pulau Petak, 500 Meter
Jalan Usaha Tani di RT.002 Handel Jajangkit. P = 500 M, L=2 M Kab. Kapuas
51| KONDISI SEKARANG SANGAT MEMPRIHATINKAN KARENA SUDAH | TEMEUSAN DARIDESA SUKAMLKT, K BESA 5 o
RUSAK. PENGERASAN JALAN. PANJANG 3 KM, LEBAR 6 M Kab. Kapuas
Sejak Tahun 2008 tidak pernah mendapatkan perbaikan (atap bocor,
22 | lantai rapuh,dll). Perbaikan sekolah TK PNPM Hidayatullah Kecamatan Kelurahan Bunga Mawar, Kecamatan Pulau Petak, 1 Paket
Kab. Kapuas
Pulau Petak.
Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan. Pengadaan Mesin
23 | Pompa Air,Saprodi Pertanian, Handtraktor dan mesin Perontok Padi Desa Saka Binjai Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas 1 Paket
POKTAN SUMBER REJEKI
Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan. Pengadaan Mesin
24 | Pompa Air,Saprodi Pertanian, Handtraktor dan mesin Perontok Padi Desa Saka Binjai, Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas 1 Paket
POKTAN MERPATI PUTIH
25 | Perlunya hunian yang layak ditempati. Bedah Rumah Desa Saka Binjai Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas 10 Unit
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NO MASALAH ALAMAT LOKASI VOLUME | SATUAN
% Penambahan ruang lengkap dengan meubelair. Peningkatan bangunan Desa Palingkau Sejahtera Kec. Kapuas Murung, Kab. 4 Meter
gedung Gereja EFRATA ( pembangunan ruang konsistori ). 4m x 7m Kapuas
27 Kondisi jalan sekarang rusak dan tanah biasa. Peningkatan Jalan di Desa Bina Sejahtera Kec. Kapuas Murung, Kab. 3500 Meter
desa Bina Sejahtera. 3500 mx 5 m Kapuas
Peningkatan Ekonomi masyarakat. Bantuan bibit Jeruk manis POKTAN
28 "KINDAI LIMPUAR" Desa harapan Baru Kec. Dadahup, Kab. Kapuas 1 Paket
Peningkatan Ekonomi masyarakat. Bantuan Bibit Sawit beserta Pupuk
29 POKTAN "BERSAMA" Desa harapan Baru, Kec. Dadahup, Kab. Kapuas 1 Paket
Peningkatan Ekonomi masyarakat. Bantuan Ternak Sapi dan Bibit
30 Ayam Petelor beserta Pakannya. POKTAN "JAYA WIJAYA" Desa harapan, Baru Kec. Dadahup., Kab. Kapuas 1 Paket
Peningkatan Ekonomi masyarakat. Bantuan Ternak Sapi dan Bibit
31 Ayam Kampung beserta Pakannya. POKTAN "BINA TANI " Desa Harapan Baru Kec. Dadahup, Kab. Kapuas 1 Paket
Kondisi Jalan yang sangat becek dan tidak dapat dilalui apabila kondisi
32 | sehabis hujan. Pengerasan/Semenisasi Jalan Lingkungan Desa Desa Harapan Baru,KIéeriJaar:atan Dadahup, Kab. 2500 Meter
Harapan Baru. P =2500 M, L =34 M P
3 PERLUNYA BANTUAN SEKOLAH BUAT ANAK-ANAK SEKOLAH. SEKOLAH SDN 1 DESA BELAWANG KECAMATAN 1 PAKET
MOBELER SEKOLAH KAPUAS MURUNG , Kab. Kapuas
34 TIDAK ADANYA TENAGA KESEHATAN (PERAWAT). PERLUNYA DESA BELAWANG KECAMATAN KAPUAS MURUNG 1 PAKET
TENAGA KESEHATAN (PERAWAT) , Kab. Kapuas
Kondisi langgar sangat usang karena terbuat dari kayu seadanya.
35 Rehab berat langgar DARUL ISTIQOMAH Desa Harapan Baru Kec. Dadahup, Kab. Kapuas 1 Paket
36 KONDISI SEKARANG SANGAT MEMPRIHATINKAN KARENA SUDAH DARI PAll('égAG&:? AINA’&A:PTJE\Q%SSSSSU BARU 4 KM
RUSAK. PERBAIKAN JALAN POROS. PANJANG 4 KM, LEBAR 2 M
, Kab. Kapuas
Desa Tambak Bajai sekarang tidak mempunyai gedung gereja,
37 | diakibatkan sewaktu rehab awal gedung gereja lama dibongkar total. Desa Tambak Bajai Kec. Dadahup, Kab. Kapuas 1 Paket
Lanjutan pembangunan Gedung Gereja Tambak Bajai
TIDAK ADANYA TOWER TELEKOMUNIKASI. PERLUNYA TOWER DESA PALANGKAU LAMA KECAMATAN KAPUAS
38 MURUNG 1 PAKET
TELEKOMUNIKASI.
, Kab. Kapuas
39 TIDAK ADANYA JARINGAN LISTRIK. PEMASANGAN BARU DESA TAMBAK BAJAI KECAMATAN DADAHUP 1 PAKET
JARINGAN LISTRIK , Kab. Kapuas
KONDISI JALAN YANG RUSAK PARAH SEHINGGA MENGHAMBAT ARAH L’E’éﬁﬁ% AD'\II ?(iiﬁié Il‘\msm g BARU
40 | AKTIVITAS WARGA SEKITAR. PERBAIKAN JALAN. PANJANG 2 2 METER
METER, LEBAR 4 M
, Kab. Kapuas
41 | KONDISI JALAN YANG RUSAK PARAH SEHINGGA MENGHANBAT DIDESAKHURIPEN RERMA KECAMATAN 1 oAKET
AKTIVITAS WARGA SEKITAR. PERBAIAKAN JALAN POROS DESA. Kab. Kapuas
m PERLUNYA PENERANGAN UMUM BAGI MASYARAKAT. DI DESA KHURIPD':'\E)/TESLAAI KECAMATAN 15 TITIK
PENERANGAN JALAN UMUM TABIR SURYA. 15 TITIK
, Kab. Kapuas
KONDISI BANGUNAN YANG RUSAK. PERBAIKAN SEKOLAH SMpN | DESA PALANGKAU BARU KECAMATAN KAPUAS
43 MURUNG 1 PAKET
1 ATAP
, Kab. Kapuas
44 KONDISI BANGUNAN YANG MASIH BELUM SEMPURNA. DESA HARAPAN BARU KECAMATAN DADAHUP 1 PAKET
LANJUTAN PEMBANGUNAN MASJID BAITURRAHMAN , Kab. Kapuas
KONDISI JALAN YANG RUSAK PARAH SEHINGGA MENGHAMBAT
AKTIVITAS WARGA SEKITAR. PERBAIKAN JALAN PENGHUBUNG DESA HARAPAN BARU DAN DESA BENTUK JAYA
45 | DESA HARAPAN BARU DAN DESA BENTUK JAYA KECAMATAN KECAMATAN DADAHUP 1 PAKET
DADAHUP , Kab. Kapuas
KONDISI JEMBATAN YANG RUSAK PARAH SEHINGGA DESA HARAPAN BARU DAN PETAK BATUAH
46 MENGHAMBAT AKTIVITAS WARGA SEKITAR. PERBAIKAN KECAMATAN DADAHUP 1 PAKET
JEMBATAN PENGHUBUNG DESA HARAPAN BARU DAN PETAK Kab. Kapuas
BATUAH KECAMATAN DADAHUP » fab. fap
47 | UNTUK MEMBANTU PARA PETANI. PENGADAAN HANDTRAKTOR | DESA FARAPANBARU EE:J’;Z"ATAN DADAHUP 1 PAKET
48 RUMAH YANG TIDAK LAYAK HUNI. BEDAH RUMAH MISKIN. DESA HARAPAN BARU KECAMATAN DADAHUP 60 UNIT
SEBANYAK 60 UNIT , Kab. Kapuas
49 | TIDAK ADANYA AMBULANCE. PENGADAAN AMBULANCE DESAHARAPANBARY EE;J’;SMATAN DADAHUP 1 PAKET
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KONDISI JALAN YANG RUSAK PARAH SEHINGGA MENGHAMBAT
AKTIVITAS WARGA SEKITAR. PENGERASAN BADAN JALAN DI DESA SUMBER MULYA MENUJU DESA BINA
50 | DESA SUMBER MULYA MENUJU DESA BINA MEKAR KECAMATAN MEKAR KECAMATAN KAPUAS MURUNG 1 PAKET
KAPUAS MURUNG , Kab. Kapuas
AGAR DAPAT BERIBADAH DENGAN NYAMAN. PEMBANGUNAN DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN
51 DADAHUP 1 PAKET
MASJID AL IKHLAS Kab. Kapuzs
KONDISI JALAN YANG RUSAK PARAH SEHINGGA MENGHAMBAT DARI DESA BINA MEKAR MENUJU KE SUMBER
5p | AKTIVITAS WARGA SEKITAR. PERBAIKAN PENGHUBUNG JALAN MULYA KECAVATAN KAPUAS MURUNG ; PAKET
DESA DARI DESA BINA MEKAR MENUJU KE SUMBER MULYA Kob, Kaouas
KECAMATAN KAPUAS MURUNG » fab. ap
53 | AGAR DAPAT MEMFASILITASI MASYARAKAT PADA SAAT DESA BINA MEKQE&E%MATAN KAPUAS ; PAKET
BERIBADAH. BANTUAN HIBAH RUMAH IBADAH (AL - MUTTAQIN)
, Kab. Kapuas
54 | AGAR DAPAT BERIBADAH DENGAN NYAMAN. LANJUTAN DESA KHURIPAN PERMAI KECAMATAN DADAHUP ; PAKET
PEMBANGUNAN MASJID AL HIDAYAH , Kab. Kapuas
55 | KURANGNYA POTENSI PENGHASILAN TERNAK MILIK KELOMPOK DI KECAMATAN DADAHUP ; PAKET
TERNAK. PEMBUATAN KANDANG DAN PENGADAAN BIBIT SAP!I , Kab. Kapuas
KURANGNYA POTENSI PENGHASILAN TERNAK MILIK KELOMPOK
TERNAK. PEMBUATAN KANDANG DAN PENGADAAN BIBIT DI KECAMATAN KAPUAS MURUNG
56 | TERNAK AYAM BESERTA PAKAN Kab. Kapuas 1 PAKET
KURANGNYA POTENSI PENGHASILAN TERNAK MILIK KELOMPOK
TERNAK. PEMBUATAN KANDANG DAN PENGADAAN BIBIT DI KECAMATAN PULAU PETAK
57| TERNAK AYAM BESERTA PAKAN Kab. Kapuas 1 PAKET
5 | AGARDAPAT MEMFASILITAS| MASYARAKAT PADA SAAT DI DESA PALANGKA%’;E% gECAMATAN KAPUAS 1 DAKET
BERIBADAH.BANTUAN DANA HIBAH UNTUK RUMAH IBADAH Kab, Kapuss
AGAR DAPAT MEMFASILITAS| MASYARAKAT PADA SAAT
59 | BERIBADAH. BANTUAN DANA HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN DIDESA TAJAPEN KES;\"}Q:TQ: KAPUAS MURUNG 1 PAKET
MAJELIS SABILUN NAJAH , fab. fap
UNTUK MEMBANTU PARA PETANI. PENGADAAN ALAT MESIN DESA PETAK BATUAH KECAMATAN DADAHUP
60 1 PAKET
PERTANIAN , Kab. Kapuas
61| KURANGNYA POTENSI PENGHASILAN TERNAK MILIK KELOMPOK U 1 oAKET
TERNAK. BANTUAN TERNAK SAPI.
, Kab. Kapuas
HANDEL HIKMAH, HANDEL BADANDAN DAN
HANDEL ENON DESA ANJIR MAMBULAU TENGAH
62 | PENGAIRAN (PEMBERSIHAN HANDEL) KECAMATAN KAPUAS TIMUR 15 M
, Kab. Kapuas
KONDISI SEKARANG SANGAT MEMPRIHATINKAN, REKONTRUKSI DESA BATANJUNG MENUJU PERRY LUPAK
63 | JALAN BATANJUNG MENUJU PERRY LUPAK. PANJANG 13 KM, KECAMATAN KAPUAS KUALA 13 KM
LEBAR 6 METER , Kab. Kapuas
HANDEL ENON (RT. 004 dan RT. 007) DESA ANJIR
64 | PENGADAAN PENERANGAN JALAN MAMBULAU TENGAH KECAMATAN KAPUAS TIMUR 32 TITIK
, Kab. Kapuas
65 | KONDISI SEKARANG SANGAT MEMPRIHATINKAN KARENA SUDAH REOFDESA BATANJEUA?L':\ECAMATAN I 1 oAKET
RUSAK. PERBAIKAN JEMBATAN TITIAN
, Kab. Kapuas
65 | KONDISI SEKARANG SANGAT MEMPRIHATINKAN KARENA SUDAH S'MPAN%Q":,\;\/&%’;"NR}I A(ﬁu?\gsﬁuiﬁANJUNG ; PAKET
RUSAK. PERBAIKAN JEMBATAN PENYEBRANGAN Kab. Kapuzs
57 | KONDISI SEKARANG SANGAT MEMPRIHATINKAN KARENA SUDAH Dl Sl"\I'A:r\TJNU?\IE}E?Ci-ll\-/l%?rgﬁ?asllﬂ?l?figNGA 1 DAKET
RUSAK. PERBAIKAN JEMBATAN TITIAN Kab, Kapuas
cg | KONDISI JALAN YANG RUSAK PARAH SEHINGGA MENGHAMBAT RT. 12 T(VE’C%?\AE\LT%JTafﬂJ;\AﬂECS:Ti'SOREJO ; PAKET
AKTIVITAS WARGA SEKITAR. REKONTRUKSI JALAN Kab. Kapuzs
KONDISI SEKARANG SANGAT MEMPRIHATINKAN KARNA SUDAH RT 05 SAMPAI KE RT 07 DESA SIMPANG BUNGA
69 | RUSAK. SEMENISASI JALAN RT 05 SAMPAI KE RT 07 DESA TANJUNG KECAMATAN KAPUAS KUALA 350 METER
SIMPANG BUNGA TANJUNG. PANJANG 350 METER , Kab. Kapuas
KELOMPOK TANI "SEPAKAT) DESA ANJIR
70 | HAND TRAKTOR (PERONTOK PADI) SERAPAT BARU KECAMATAN KAPUAS TIMUR 1 UNIT
, Kab. Kapuas
KONDISI SEKARANG SANGAT MEMPRIHATINKAN KARNA SUDAH | RT 06 KE RT 01 DESA SIMPANG BUNGA TANJUNG
71 | RUSAK. JEMBATAN PENYEBRANGAN RT 06 KE RT 01 DESA KECAMATAN KAPUAS KUALA 1 PAKET
SIMPANG BUNGA TANJUNG , Kab. Kapuas
HANDEL PAHLAWAN KM. 10 RT.16 DAN RT.06 DI
DESA ANJIR SERAPAT BARAT KECAMATAN
72 | PENGASPALAN JALAN K APUAS TIMUR 1 M
, Kab. Kapuas
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15 | KONDISI SEKARANG SANGAT MEMPRIHATINKAN KARNA SUDAH | 1 00 DESABATANJJNG KECAMATAN KAPUAS 1 oAKET
RUSAK. SEMENISASI JALAN
, Kab. Kapuas
SD NEGERI 3 ANJIR MAMBULAU TENGAH,
HANDEL BUNGA RAMPAI Km. 5 DESA ANJIR
74 | REHAB LANTAIDAN PLAFON ATAP MAMBULAU TENGAH KECAMATAN KAPUAS TIMUR L PAKET
, Kab. Kapuas
HANDEL PAHLAWAN KM. 10 RT.16 DI DESA ANJIR
75 | BASECOURSE JALAN SERAPAT BARAT KECAMATAN KAPUAS TIMUR 2 M
, Kab. Kapuas
REHAP TOTAL BANGUNAN PERPUSTAKAAN DAN REHAP LANTA| | SDN 2 ANJIR MAMBULAU BARAT, KECAMATAN
76 RUANG KELAS 1-IV KAPUAS TIMUR 1 PAKET
, Kab. Kapuas
HANDEL MARHANANG DESA ANJIR SERAPAT
77 | PENGASPALAN JALAN TENGAH 300 M
, Kab. Kapuas
78 PEMBANGUNAN GEDUNG BANGUNAN RUANG KELAS SDN 2 SDN2ANJR MA%EF%Q;J IE/INUGRAH] KECAMATAN 1 PAKET
ANJIR MAMBULAU TENGAH KECAMATAN KAPUAS TIMUR Kab. Kapuas
SDN 2 SELAT DALAM, KELURAHAN SELAT DALAM
79 | PENIMBUNAN HALAMAN SDN 2 SELAT DALAM KECAMATAN SELAT, Kab. Kapuas 1 PAKET
KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA DESA
80 l1J'\}{||\-/IUK MEMBANTU PARA PETANI. JALAN USAHA TANI. PANJANG WARNASARI KECAMATAN TAMBAN CATUR 1 KM
, Kab. Kapuas
JL. KERUING Gg.A1, KELURAHAN SELAT BARAT,
81 | PENINGKATAN JALAN KECAMATAN SELAT 1 PAKET
, Kab. Kapuas
' ‘ jalan Barito gang VIII NUsa Indah no 116 kelurahan
82 Kurangnya SDM di sektor Mubaligh selat hulu kecamatan selat, Kab. Kapuas 1 paket
g3 | UNTUK PENYEDIAAN AIR IRIGASI. RJIT (REHAB JARINGAN Wﬁ%&“ﬁ%ﬂé\m:#ﬁﬁmm 8E$GR » VETER
IRIGASI TEKNIS). 11 X 200 METER = 2.200 METER ~Kab. Kapuas
84 | Pemavingan halaman SMK al-amin jalan pemuda km 20 desa anjir palambang kecamatan 1 paket
pulau petak, Kab. Kapuas
KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA DESA
85 ECS)EBLSJI',?E:(I;TJAI\I'\:? SANGAT MEMPRIHATINKAN. JEMBATAN WARNASARI KECAMATAN TAMBAN CATUR 2 UNIT
) , Kab. Kapuas
LANJUTAN PENIMBUNAN HALAMAN KANTOR KELURAHAN SELAT KANTOR KELURAHAN SELAT DALAM
86 1 PAKET
DALAM , Kab. Kapuas
- . . jalan pemuda km 1.5 kelurahan selat dalam
87 | kurangnya MCK di lingkungan yayasan islam Al Amin Kapuas kecamatan selat kabupaten kapuas, Kab. Kapuas 1 paket
88 | kekurangan ruang belajar kelas yayasan islam mutiara Al firdaus Jatan cilik riwuit gang :(\;E TK;/‘I)Illjzzlurahan selat dalam, 1 paket
KELOMPOK TANI MEKAR TANI DESA WARNASARI
89 | UNTUK MEMBANTU PARA PETANI. JALAN USAHA TANI . 1 KM KECAMATAN TAMBAN CATUR 1 KM
, Kab. Kapuas
90 | perempuan penopang nafkah keluarga jalan tambun bungai, Kab. Kapuas 1 paket
REI 3 KELOMPOK TANI SUKA MAJU DESA
91 &nggﬁ%ﬁ{lgmggo?ﬁ%éf%l RUIT (REHAB JARINGAN SIDOREJO KECAMATAN TAMBAN CATUR 600 METER
i , Kab. Kapuas
92 | jalan yang becek ke sarana pendidikan jalan sei jangkit, Kab. Kapuas 1 paket
93 | pembukaan kelas baru yayasan Al Qolam Kapuas1 jalan tambun bungai gang IV, Kab. Kapuas 1 paket
REI 4 KELOMPOK TANI SUMBER REJEKI DESA
94 Ilg\lggglF;EE'\}iLITSD)lﬁAyOQﬁEﬁfRASI RUIT (REHAB JARINGAN SIDOREJO KECAMATAN TAMBAN CATUR 18 METER
T , Kab. Kapuas
REI 7 KELOMPOK TANI RUKUN SENTOSA | DESA
% }gggglF}EENKL%'AQ’;‘O%'E'EF}'SRAS" RUIT (REHAB JARINGAN SIDOREJO KECAMATAN TAMBAN CATUR 32 METER
e , Kab. Kapuas
96 | kurangnya sarana dan prasarana yayasan jalan pemuda handel ulis, Kab. Kapuas 1 paket
UNTUK PENYEDIAAN AIR IRIGASI. RJIT (REHAB JARINGAN REI 8 KELOMPOK TANI RUKUN SENTOSA Il DESA
97 | IRIGASI TEKNIS). 1.200 METER SIDOREJO KECAMATAN TAMBAN CATUR 1,2 METER
, Kab. Kapuas
98 | kurangnya sarana dan prasarana sekolah jalan melati no 51, Kab. Kapuas 1 paket
REI 3 KELOMPOK TANI SUKA MAJU DESA
gg | pNTUR MEVBANTU PARAPETANI. JALAN USAHA TANI. 1.500 SIDOREJO KECAMATAN TAMBAN CATUR 15 | METER
, Kab. Kapuas
REI 4 KELOMPOK TANI SUMBER REJEKI DESA
100 RJ/IETI'EE MEMBANTU PARA PETANI. JALAN USAHA TANI. 1.500 SIDOREJO KECAMATAN TAMBAN CATUR 1,5 METER
, Kab. Kapuas
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101 SEMENISASI JALAN HANDIL PLARA PERBATASAN DESA MALUEN BASARANG 1 PAKET
DAN DESA BASARANG , Kab. Kapuas
Akses Jalan yang sudah tidak layak untuk digunakan, terlebih ketika
102 | cuaca hujan, jalan tersebut tidak dapat dilewati. Peningkatan jalan desa palangkau lama kec. Kapuas murung, Kab. 9 Kilometer
sambo di desa palangkau lama kec. Kapuas murung ( titik 0 dari desa Kapuas
palangkau lama)
KONDISI SEKARANG SANGAT MEMPRIHATINKAN. REKONTRUKSI DI HANDEL SINJUNG KECAMATAN KAPUAS TIMUR
103 1 PAKET
JALAN , Kab. Kapuas
104 | REHAB AULA KANTOR KECAMATAN BASARANG KANTOR KECAmT’;':p%‘;fARANG JAYA 1 UNIT
KONDISI SEKARANG SANGAT MEMPRIHATINKAN. REKONTRUKSI DI HANDEL MULIA KECAMATAN KAPUAS TIMUR
105 1 PAKET
JALAN , Kab. Kapuas
Jalan di RT tersebut lumayan sempit dan memerlukan perbaikan lebih
106 | lanjut. pelebaran jalan pelita 3 rt 8 dan rt 4 di desa sei tatas hilir kec. desa sei tatas hilir kec. pulau petak, Kab. Kapuas 2 Kilometer
Pulau petak
107 | kurangnya ternak produktif di selat jalan pemuda handel ulis, Kab. Kapuas 1 paket
108 LANJUTAN PENGASPALAN JALAN REI 2 MENUJU KUBURAN / RT. 02 DESA BASARANG JAYA 13 M
SETRA , Kab. Kapuas ’
109 jalanan sangat tidak layak untuk dilewati, terlebih ketika hujan. desa manggala permai kec. Kapuas murung, Kab. 2 Kilometer
peningkatan jalan di desa manggala permai kec. Kapuas murung Kapuas
10 MEMPERMUDAH MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN AIR DI KECAMATAN KAPUAS KUALA 20 TITIK
BERSIH. BANTUAN SUMUR BOR. 20 TITIK , Kab. Kapuas
1M1 jaef;ss:rggztrZlg:}ndg"ek\ggnbféfﬁdg ketika hujan. peningkatan jalan di desa sumber agung kec. Dadahup, Kab. Kapuas 2 Kilometer
KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA. DESA
112 | PERLUNYA PINTU AIR. BANTUAN PINTU AIR WARNASARI KECAMATAN TAMBAN CATUR 2 UNIT
, Kab. Kapuas
113 | PAGAR POLSEK BASARANG KANTOR POLSEK BASARANG, Kab. Kapuas 1 PAKET
. jl tambun bungai GG 1kelurahan selat tengah,
114 | banyaknya jalan yang sudah berlubang kabupaten kapuas, Kab. Kapuas 1 paket
masyarakat memerlukan ambulan untuk kegiatan atau kebutuhan yang
bersifat urgensi seperti masyarakat yang harus dilarikan ke rumah sakit ) " .
15 atau ibu melahirkan. pengadaan 1 unit ambulans di desa sei tatas hilir desa sei tatas hilir kec. pulau petak, Kab. Kapuas ! Unit
kec. Pulau petak
masyarakat memerlukan ambulan untuk kegiatan atau kebutuhan yang
bersifat urgensi seperti masyarakat yang harus dilarikan ke rumah sakit .
116 atau ibu melahirkan. pengadaan 1 unit ambulans di desa dadahup raya desa dadahup raya kec. Dadahup, Kab. Kapuas L Unit
kec. Dadahup
. jln manggis RT 03 desa pulau telo lama kecamatan
117 | banyaknya jalan yang rusak dan berlubang selat kabupaten kapuas, Kab. Kapuas 1 paket
masyarakat memerlukan ambulan untuk kegiatan atau kebutuhan yang
18 berS|fat urgensi seperti masyarakat yang harus dllarlkan ke rumah sakit desa menteng karya kec. Dadahup, Kab. Kapuas 1 Unit
atau ibu melahirkan. pengadaan 1 unit ambulans di desa menteng
karya kec. Dadahup
119 | DIKARNAKAN JALAN RUSAK HANDEL SAI JANGKIT RT 19 KEC. BATAGUH P. 1 paket
400, Kab. Kapuas
masyarakat memerlukan ambulan untuk kegiatan atau kebutuhan yang
120 bersn_‘at urgensi seperti masyarakat yang harus dllqukan ke rumah sakit desa sumber alaska kec. Dadahup, Kab. Kapuas 1 Unit
atau ibu melahirkan. pengadaan 1 unit ambulans di desa sumber
alaska kec. Dadahup
121 | Rekontruksi jalan Jangkang - Thg Nusa Jangkang _ Tumbang Nusa Kecamatan Pasak 1 Paket
Talawang, Kab. Kapuas
) ) jln manggis RT 03 desa pulau telo lama kecamatan
122 | tidak adanya Penerangan jalan Umum (PJU) selat kabupaten kapuas, Kab. Kapuas 1 5
123 S;snt:ngﬁaet:;kgssd?jgzgriz?azﬂ:aa;:sa;ﬂiie::{aiengadaan sound desa palangkai kec. Pulau petak, Kab. Kapuas 1 Paket
124 | PERMOHONAN DANA HIBAH UNTUK GRUP HAPSY AL-HIDAYAH JL. CILIKRIWUT GAJ(\IaGb [I)(?;t/;\;sm 30 SELAT HULU, 1 paket
125 | Dana hibah mesjid jIn jepang perumahan lily permata (mesjid as sunah), 1 paket
Kab. Kapuas
Warga memerlukan kendaraan yang lebih layak. pengadaan 2 unit
126 | sepeda motor untuk pengurus mesjid al - mujahidin di desa palangkai desa palangkai kec. Pulau petak, Kab. Kapuas 2 Unit
kec. Pulau petak
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127 | UNTUK KEPERLUAN ORGANISASI LAKPESDAM NU, DANA HIBAH DI KUALA KAPUAS, Kab. Kapuas 1 paket
128 UNTUK KEPERLUAN RUMAH IBADAH, DANA HIBAH UNTUK PASAR KAMIS RT 05 DESA LUPAK DALAM KEC. 1 aket
LANGGAR ISTIQLAL KAPUAS KUALA, Kab. Kapuas P
UNTUK KEPERLUAN RUMAH IBADAH, DANA HIBAH UNTUK
129 LANGGAR AL - HIDAYAH JI. MELATI KUALA KAPUAS, Kab. Kapuas 1 paket
. . . Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah - Jangkang
130 | Peningkatan Jalan Bajuh _ jangkang Kecamatan Pasak Talawang, Kab. Kapuas 1 Paket
Jalan rusak dan berlubang, merupakan akses satu-satunya menuju Pelebaran Jalan Desa Manusup Kecamatan
131 | . . . 1 Paket
jalan litas antar kecamatan Mantangai, Kab. Kapuas
132 | rumah warga yang sudah memprihatinkan jln patih rumbih perumnas pulau telo kecamatan selat, 1 paket
Kab. Kapuas
133 | Peningkatan Jalan Jangkang - Batu Sambung Jangkang - Batu Sambung Kecamatan Pasak 1 Paket
Talawang , Kab. Kapuas
USULAN BANTUAN PERALATAN / PERKAKAS USAHA
134 MASYARAKAT PENGRAJIN KERAJINAN TANGAN "KAPAKAT DESA SEI KAYU KECAMATAN KAPUAS BARAT, 1 1
MUEBEL / FURNITURE" DESA SEI KAYU KECAMATAN KAPUAS Kab. Kapuas
BARAT
135 | Peningkatan Jalan Batu Sambung - Tumbang Tukun Batu Sambung - Tumbang Tukun Kecamatan Pasak 1 Paket
Talawang, Kab. Kapuas
tidak ada akses jalan desa menuju jalan lintas antar desa dan Pembukan dan penimbunan jalan terburu-jalann lintas
136 | kecamatan. Dengan terbukanya jalan baru ini meningkatakan proses Desa Tumbang Muroi. Kecamatan Mantangai, Kab. 1 paket
akses pedangan dan masyarakat desa. Kapuas
Ketika air pasang masjid tersebut terendam sehingga masyarakat sulit
137 | untuk beribadah dan ada beberapa bangunan masjid yang rusak. hibah desa banama kec. Pulau petak, Kab. Kapuas 1 Paket
dana untuk mesjid nurul huda di desa banama kec. Pulau petak
138 PENGADAAN BIBIT DAN PAKAN KELOMPOK PERIKANAN "HAYAK DESA SEI KAYU KECAMATAN KAPUAS BARAT, 1 1
KAPAKAT" DESA SEI KAYU KECAMATAN KAPUAS BARAT Kab. Kapuas
. ) Tumbang Tukun Kecamatan Pasak Talawang -
139 | Peningkatan jalan Tumbang Tukun - Supang Supang Kecamatan Kapuas Hulu, Kab. Kapuas 1 Paket
140 UNTUK KEPERLUAN RUMAH IBADAH, DANA HIBAH UNTUK DESA BAMBAN RAYA JALAN BAMBAN BESAR RT 1 aket
LANGGAR ISTIQOMAH 05. KEC. BATAGUH, Kab. Kapuas P
141 masjid memerlukan pembgngunan lebih lanjut. hibah dana untuk mesjid desa suka reja kec. Kapuas murung, Kab. Kapuas 1 Paket
at - taqwa di desa suka reja kec. Kapuas murung
Merupakan akses petani dan masyarakat desa dan pedangan. Desa Manyahi Rt.002/RT.003. Kecamatan Mantangai,
142 1 Paket
Jembatan Box Skunder Kab. Kapuas
143 | Rekontruksi Jalan Tanjung Rendan - Tumbang Bukoi Tanjung Rendan - Tumbang Bukol Kecamatan 1 Paket
Mandau Talawang, Kab. Kapuas
144 masjid memerlukgn pemb_angur)an lebih lanjut. hibah dana untuk mesjid bina sejahtera kec. Kapuas murung, Kab. Kapuas 1 Paket
nurul at - taqwa di desa bina sejahtera kec. Kapuas murung
145 | Akses masyarakat dan petani perlu dibangun. Jembatan Box Culvert Desa Harapan Jaya. E:;ﬁ?:tan Mantangai, Kab. 1 Paket
HANDEL KAMBANG RT 15 KEL. PULAU KUPANG
146 | UNTUK KEPERLUAN GRUP HAPSY NUR QOLBI, DANA HIBAH KEC. BATAGUH, Kab. Kapuas 1 PAKET
Gereja memerlukan pembangunan lebih lanjut. hibah dana untuk gereja -
147 GKE Imanuel di desa tambak bajai kec. Dadahup desa tambak bajai kec. Dadahup, Kab. Kapuas 1 Paket
148 | Semenisasi/aspal siram Jalan Desa Masaran Masaran Kecamatan Kapuas Tengah, Kab. Kapuas 1 Paket
149 | PUBLIKASI MEDIA DI DINAS PERTANIAN dinas pertanian, Kab. Kapuas 1 1
150 | Peningkatan Jalan P2D menuju Desa Mampai jaya Mampai Jaya Kecamatan kapuas Hulu, Kab. Kapuas 1 Paket
151 PENGADAAN BIBIT DAN PAKAN KELOMPOK PERIKANAN "KIAT DESA BASARANG KECAMATAN BASARANG, Kab. 1 1
BERSAMA" DESA BASARANG KECAMATAN BASARANG Kapuas
Gereja memerlukan pembangunan lebih lanjut. hibah dana untuk gereja . "
152 GKE maranatha di desa dahirang kec. Kapuas hilir desa dahirang kec. Kapuas hilir, Kab. Kapuas 1 Paket
153 Bangunan sudah bisa dilalui lagi perlu pembangunan baru. Pelabuahn Desa Sei Kapar. Kecamatan Mantangai, Kab. Kapuas 1 Paket
ferry dua buah
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Masjid memerlukan pembangunan lebih lanjut. hibah dana untuk mesjid desa palangkau lama kec. Kapuas murung, Kab.
154 ; 1 Paket
nurul huda di desa palangkau lama kec. Kapuas murung Kapuas
155 Mgsjid mleme‘rlukan pembangunan lebih lanjut. hibah dana untuk mesjid desa manuntung kec. Kapuas murung, Kab. Kapuas 1 Paket
baiturrahim di desa manuntung kec. Kapuas murung
PENGADAAN KANDANG AYAM SISTEM CLOSE HOUSE BESERTA
166 | PERALATANNYA KELOMPOK JAYA MAKMUR DESA BASARANG | DS BASARANG JAYA, KECAMATAN BASARANG, 1 1
JAYA, KECAMATAN BASARANG -rap
157 | UNTUK KEPERLUAN LANGGAR SIRAJUL HUDA, DANA HIBAH Desa Sei Teras RT 007 RW 003 kec.Kapuas Kuala 1 paket
Kab. Kapuas, Kab. Kapuas
158 Mas.“d melmgrllukgn pembangunan lebih lanjut. hibah dana untuk mesjid desa bunga mawar kec. Pulau petak, Kab. Kapuas 1 Paket
sirajul mujahirin di desa bunga mawar kec. Pulau petak
159 Masjid meme_rlukan pembangunan lebih lanjut. hibah dana untuk mesjid desa rawa subur kec. Kapuas murung, Kab. Kapuas 1 Paket
ar - rahman di desa rawa subur kec. Kapuas murung
. Halaman Sekolah SD Desa Manusup Hilir. Kecamatan
160 | Halaman becek dan teredam air Mantangai, Kab. Kapuas 1 Paket
161 | Rehab Masjid Al-Taqwa Desa Jangkang Desa Jangkang Kecar&‘:;’;sasak Talawang, Kab. 1 Paket
162 Masjid mgmgrlukan pembangunan lebih lanjut. hibah dana untuk mesjid desa belawang kec. Kapuas murung, Kab. Kapuas 1 Paket
nurul yaqin di desa belawang kec. Kapuas murung
MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, PENGADAAN AYAM | DESA BAMBAN RAYA KECAMATAN BATAGUH, Kab.
163 1 paket
BERTELUR Kapuas
Halaman Sekolah yang becek dan kurang layak. Bantuan penimbunan . )
164 | halaman dan paving halaman sekolah sdn 3 hampatung di desa Jalan kapuas seberang ”.NO' 65 di desa hampatung 1 Paket
o kec. Kapuas hilir, Kab. Kapuas
hampatung kec. Kapuas hilir
165 | Rekontruksi Jalan dan Jembatan Hurung Tampang - Barunang Hurung tampang - Barunang Il Kecamatan Kapuas 1 Paket
Hulu, Kab. Kapuas
166 | Rehab ruang kelas SMPN 1 Pasak Talawang Kecamatan Pasak Talawang, Kab. Kapuas 1 Paket
PENGADAAN KANDANG AYAM SISTEM CLOSE HOUSE BESERTA
167 | PERALATANNYA KELOMPOK JAYA BERSAMA DESA BASARANG DESADANAU RAW? '1 KIE CAMATAN MANTANGAI, 1 1
JAYA, KECAMATAN BASARANG ab. fapuas
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. pengadaan kandang dan desa palanakau baru kec. Kapuas murung. Kab
168 | ternak kerbau di desa palangkau baru kec. Kapuas murung. 1 Kandang palang Ka u.as P 9. fiab. 10 Ekor
dan 10 Ekor Kerbau P
PENGADAAN KANDANG AYAM SISTEM CLOSE HOUSE BESERTA
169 | PERALATANNYA KELOMPOK HANDEL BERKAH SEI PAPUYU, R M0 BARG KECAMATAN 1 1
KELURAHAN PALINGKAU BARU KECAMATAN  hab. fap
170 | Rekontruksi Jalan Tumbang Sirat - Tumbang Puroh Tumbang Sirat - Tumbang Puroh Kecamatan kapuas 1 Paket
Hulu, Kab. Kapuas
PENGADAAN KANDANG AYAM SISTEM CLOSE HOUSE BESERTA
171 | PERALATANNYA KELOMPOK USAHA BERSAMA DESA ANJIR DESAANJIR P;‘é? AAKB'?(NS’ E ECAMATAN PULAU 1 1
PALAMBANG, KECAMATAN PULAU PETAK » 1ab. Rapuas
172 | BUAT PENERANGAN JALAN UMUM, PJU HANDEL SALENTAKK':;uiEEC BATAGUH, Kab. 1 paket
PENGADAAN KANDANG AYAM SISTEM CLOSE HOUSE BESERTA
173 | PERALATANNYA KELOMPOK HARAPAN MAJU DESA MUARA DESAMUARA DEDARIR, KECAMATAN KAPUAS 1 1
DADAHUP, KECAMATAN KAPUAS MURUNG : fab. fap
174 | Tidak ada tempat berobat masyarakat desa. Pukesmas Pembantu Desa Harapan Jaya. E:;ﬁg;atan Mantangai, Kab. 1 Paket
175 | Dana Hibah untu Choir "Sinta" GKE Selat Kabupaten Kapuas Kecamatan Selat, Kab. Kapuas 1 Paket
176 PENINGKATAN JALAN MENUJU KUBAH KERAMAT DESA TARUNG DESA TARUNG MANUAH KEC. BASARANG, Kab. 1 1
MANUAH KEC. BASARANG Kapuas
177 | Jalan rusak dan belubang Desa Pantai, Kab. Kapuas 1 Paket
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. pengadaan kandang dan
178 | ternak sapi untuk kelompok tani maju bersama di desa harapan baru desa harapan baru kec. Dadahup, Kab. Kapuas 10 Ekor
kec. Dadahup. 1 Kandang dan 10 Ekor Sapi
Belum ada tempat tambatan perahu para pedagang kapal dan kelotok Desa Anijir Kalampan. Kecamatan Kapuas Barat, Kab.
179 . . 1 Paket
pejual hasil kebun masyarakat desa serta Kapuas
180 | Jalan Usaha Tani desa Lamunti Baru DESA LAMUNTI BARU KECAMATAN MANTANGAI, 1 PAKET
Kab. Kapuas
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Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. pengadaan kandang dan
181 | ternak ayam petelur untuk kelompok tani maju bersama di desa teluk desa teluk palinget kec. Pulau petak, Kab. Kapuas 100 Ekor
palinget kec. Pulau petak. 1 Kandang dan 100 Ekor Ayam Petelur
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. pengadaan kandang dan
182 | ternak ayam petelur untuk kelompok tani daya lelu di desa sei asam desa sei asam kec. Kapuas hilir, Kab. Kapuas 100 Ekor
kec. Kapuas hilir. 1 Kandang dan 100 Ekor Ayam Petelur
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. pengadaan kolam, pakan
dan bibit ikan patin, ikan lele untuk kelompok tani daya lelu di desa sei . .
183 | asam kec. Kapuas hilir. 1 Kolam Ikan, 50 Kg Pakan, dan 500 Bibit Ikan desa sei asam, kec. Kapuas hilir, Kab. Kapuas 1000 Ekor
Patin dan 500 Bibit Ikan Lele
184 KURANGNYA PENGADAAN RACUN RUMPUT KELOMPOK TANI JALAN SEKUNDER 1 RT.07 DESA PANGKALAN 1 PAKET
KELUARGA REKAN KECAMATAN BASARANG, Kab. Kapuas
GANG NURUL HIKMAH PANJANG 200 METER
185 | DIKARNAKAN JALAN RUSAK, PERBAIKAN JALAN / SEMENISASI ANJIR SERAPAT TENGAH KM 12, RT 4 1 Paket
KECAMATAN KAPUAS TIMUR, Kab. Kapuas
Pembangunan Gereja Eklesia, Desa Penda Muntei, Kecamatan Desa Penda Muntei, Kecamatan Kapuas Tengah, Kab.
186 1 Paket
Kapuas Tengah Kapuas
ANJIR MAMBULAU BARAT JALAN TRANS
187 | SIRING BETON PANJANG 100 METER KALIMANTAN KM. 1,8 RT.03, Kab. Kapuas 1 PAKET
HANDEL SINJUNG. ANJIR SERAPAT TENGAH KEC.
188 | DIKARNAKAN JALAN RUSAK, PERBAIKAN JALAN / SEMENISASI KAPUAS TIMUR KM 12 RT 4 P: 200 M , Kab. Kapuas 1 PAKET
Pembangun Gereja Gloria, Desa Kayu Bulan Kecamatan kapuas Desa Kayu Bulan Kecamatan kapuas Tengah, Kab.
189 1 Paket
Tengah Kapuas
190 BANTUAN DANA PEMBANGUNAN MUSHOLA BAITURRIDWAN DESA BASUNGKAI KECAMATAN BASARANG, Kab. 1 PAKET
DESA BASUNGKAI KECAMATAN BASARANG Kapuas
191 | Jalan Usaha Tani Desa Suka Maju DESA SUKA MAJU KEE:M:IAN MANTANGAI, Kab. 1 PAKET
. ) . DESA LAMUNTI PERMAI KECAMATAN
192 | Jalan Usaha Tani Desa Lamunti Permai MANTANGAI, Kab. Kapuas 1 PAKET
Pembangunan Gereja Sola Grasia, Desa Lungku Layang Kecamatan Desa Lungku Layang Kecamatan Kapuas Tengah,
193 1 Paket
Kapuas Tengah Kab. Kapuas
194 | Jalan Usaha Tani Desa Sari Makmur DESA SARI MAKMUR KECAMATAN MANTANGAI, 1 PAKET
Kab. Kapuas
195 | Dana Hibah Untuk PORSEROSI Kabupaten kapuas Kecamatan Selat, Kab. Kapuas 1 Paket
196 | Jalan Usaha Tani Desa Tarung Manuah DESATARUNG MANUAH KECAMATAN BASARANG, | 4 PAKET
Kab. Kapuas
197 | Jalan Usaha Tani Desa Maluen DESANALUEN KECRMATAN BASARANG, Kab. 1 PAKET
apuas
ANJIR SERAPAT TIMUR KM 13.300 RT 3 KEC.
198 | DIKARNAKAN JALAN RUSAK, PERBAIKAN JALAN / SEMENISASI KAPUAS TIMUR, Kab. Kapuas 1 PAKET
199 | belum ada tempat dermaga kapal dan kalotok didesa Desa Sei Pitung. Kef;)i?: Kapuas Barat, Kab. 1 Paket
REHAB RUANG KELAS PONDOK PASANTREN HIDAYATUSSALAM
200 | DARUSSALAM DESA PANGKALAN REKAN KECAMATAN DESA PANGKALAN REKAN KECAMATAN 1 PAKET
BASARANG, Kab. Kapuas
BASARANG
201 SEMENISASI JALAN HANDEL HIDUP BARU, P=3.500M, L=2,2M, ANJIR MAMBULAU BARAT JALAN TRANS 1 PAKET
T=0,2M KALIMANTAN KM. 3,5 RT.05, Kab. Kapuas
202 | REHAB TERAS MASJID DARUL MUHTADIN PANGKALAN REKAN PANGKALAN REK?;\LKES:E?TAN BASARANG, 1 PAKET
203 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Desa Basarang DESABASARANG KEEQ)MU{:STAN BASARANG, Kab. 1 PAKET
204 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Desa Basungkai DESA BASUNGKAI KElga '?)'\J;TAN BASARANG, Kab. 1 PAKET
205 Pembangunan / Pembukaan P2D Sungai Masion kurang lebih 5 km, Desa Supang Kecamatan Kapuas Hulu, Kab. Kapuas 1 Paket
lebar 8 m, Desa Supang Kecamatan Kapuas Hulu
206 PENINGKATAN JALAN MENUJU KUBAH KERAMAT DESA TARUNG DESA TARUNG MANUAH KEC. BASARANG, Kab. 1 1
MANUAH KEC. BASARANG Kapuas
207 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Desa Batuah DESABATUAH KEC@?)AU;QN BASARANG, Kab. 1 PAKET
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. ) i . Desa Saka Mangkahai RT.04 sampai Rt.10.
208 | Perlu penerangan jalan kerna jalan terlalu gelap bagi pejalan kaki Kecamatan Kapuas Barat, Kab. Kapuas 1 Paket
209 | Semenisasi/Aspal siram dalam Ibukota Kecamatan Pasak Talawang Kecamatan Pasak Talawang, Kab. Kapuas 1 Paket
PENIMBUNAN DAN SEMENISASI SDN 1 MANTANGAI HULU KEC. DESA MANTANGAI HULU KEC. MANTANGAI, Kab.
210 1 1
MANTANGAI Kapuas
211 SEMENISASI JALAN GANG MASJID LAMA, P=150M, L=2,2M, ANJIR MAMBULAU BARAT JALAN TRANS 1 PAKET
T=0,2M KALIMANTAN KM.1 RT.01, Kab. Kapuas
212 | DIKARNAKAN JALAN RUSAK, PERBAIKAN JALAN / SEMENISASI ANJIR SERAPAT TIMUR KM 13 RT 4 KEC KAPUAS 1 PAKET
TIMUR, Kab. Kapuas
BANTUAN REHAB RUMAH IBADAH DESA RANTAU JAYA KEC. DESA RANTAU JAYA KEC. MANTANGAI, Kab.
213 1 1
MANTANGAI Kapuas
_ _ _ ANJIR MAMBULAU BARAT JALAN TRANS
214 | SEMENISASI JALAN GANG MADRASAH, P=120M, L=2,2M, T=0,2M KALIMANTAN KM.1,5 RT.02, Kab. Kapuas 1 PAKET
HANDEL IRIAN Km. 7,5 Rt. 001 DESA ANJIR
215 | SEMENISASI JALAN. P. 3.000/L.1,5M/T.15CM SERAPAT BARU KECAMATAN KAPUAS TIMUR 1 PAKET
, Kab. Kapuas
216 BANTUAN BENIH DAN PAKAN IKAN PATIN KELOMPOK POKDAKAN DESA BASUNGKAI KECAMATAN BASARANG, Kab. 1 PAKET
BINTANG MAKMUR DESA BASUNGKAI KECAMATAN BASARANG Kapuas
REHAB BERAT YAYASAN ISLAM DARUL HUDA DESA BANAMA
217 KEC. PULAU PETAK PANJANG 500 METER DESA BANAMA KEC. PULAU PETAK, Kab. Kapuas 1 paket
218 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Desa MALUEN DESA MALUEN KEC. BASARANG, Kab. Kapuas 1 PAKET
219 masyarakat sekita sangat membutuhkan saran penerangan jalan kerna Kelurahan Mandumai. Kecamatan Kapuas Barat, Kab. 1 Paket
jalan terlalu gelap. Kapuas
MOHON BANTUAN DANA LANGGAR NURUL FATAH HANDEL
220 BAPALAS BASARANG HANDEL BAPALAS BASARANG, Kab. Kapuas 1 PAKET
DESA SARI PULAU HANDEL SALENTAK RT 8
221 | JEMBATAN TIDAK LAYAK DILEWATI, REHAB TOTAL JEMBATAN KEC.BATAGUH, Kab. Kapuas 1 PAKET
222 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Desa Lunuk Ramba DESA LUNUK RAMBA KECAMATAN BASARANG, 1 PAKET
Kab. Kapuas
_ _ _ DESA ANJIR MAMBULAU BARAT JALAN TRANS
223 | TIMBUNAN JALAN TANAH SIRTU, P=35M, L=11M, T=1M KALIMANTAN KM. 1,8 RT.03, Kab. Kapuas 1 PAKET
204 REHAB MASJID DARUSSALAM DESA MANYAHI RT.15 RW.04 DESA MANYAHI RT.15 RW.04 JALAN PATIH 1 PAKET
JALAN PATIH RUMBIH MANTANGAI RUMBIH MANTANGAI, Kab. Kapuas
295 PEMBANGUNAN RUMAH KAUM DESA RANTAU JAYA KEC. DESA RANTAU JAYA KEC. MANTANGAI, Kab. 1 1
MANTANGAI Kapuas
226 | PENINGKATAN JALAN HANDEL BANAMA 1 RT.06 HANDEL BANAMA 1 RT.06, Kab. Kapuas 1 paket
_ _ _ ANJIR MAMBULAU BARAT JALAN TRANS
227 | SEMENISASI JALAN GANG SEJAHTERA, P=150M, L=2,2M, T=0,2M KALIMANTAN KM.3 5 RT.06, Kab. Kapuas 1 PAKET
HANDEL ENON DESA ANJIR MAMBULAU TENGAH
228 | PELEBARAN JALAN.P.1200M/L.1,5M KECAMATAN KAPUAS TIMUR 1 PAKET
, Kab. Kapuas
g ISP DESA PANGKALAN REKAN KECAMATAN
229 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Desa Pangkalan Rekan BASARANG, Kab. Kapuas 1 PAKET
230 | DIKARNAKAN JALAN RUSAK, PERBAIKAN JALAN / SEMENISASI JL. CILIK RIWUT GANG BPP, Kab. Kapuas 1 PAKET
231 BANTUAN PERAHU CAS DAN ALAT TANGKAP IKAN KELOMPOK DESA SEI KAPAR KECAMATAN MANTANGAI, Kab. 1 PAKET
BALAKU ASI DESA SEI KAPAR KECAMATAN MANTANGAI Kapuas
23 PENGADAAN PJU 2 UNIT DESA MANTANGAI TENGAH KEC. DESA MANTANGAI TENGAH KEC. MANTANGAI, 2 9
MANTANGAI Kab. Kapuas
233 SEMENISAS| JALAN GANG ALKAH ISTIQOMAH, P=170M, L=2,2M, DESA ANJIR MAMBULAU BARAT JALAN TRANS 1 PAKET
T=0,2M KALIMANTAN KM.3,5 RT.06, Kab. Kapuas
234 Peningkatan Kinerja Dinas Terkait. Kontrak kerja sama media kalteng DINAS PERPUSTAKAAN, Kab. Kapuas 1 Paket
antarnews.com dengan dinas perpustakaan
235 PENINGKATAN JALAN HANDEL GUMPUNG RT 2 DESA BASARANG RT 2 DESA BASARANG KEC. BASARANG, Kab. 1 1

KEC. BASARANG

Kapuas

PENETAPAN P-RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

IV-61




NO MASALAH ALAMAT LOKASI VOLUME | SATUAN
236 REHAB JEMBATAN DESA PANGKALAN REKAN KECAMATAN DESA PANGKALAN REKAN KECAMATAN 1 PAKET
BASARANG BASARANG, Kab. Kapuas
237 Peningkatan Kinerja Dina§ Terkait. Kontrak kerja sama media kalteng DINAS PMD, Kab. Kapuas 1 Paket
antarnews.com dengan dinas PMD kapuas
238 | LAPANGAN FUTSAL RT.02 DESA SEI TATAS KEC. PULAU PETAK | RT-02 DESASEI TAT’?(Sa :fuiz PULAUPETAK, Kab. 1 paket
239 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Desa Pangkalan Sari DESA PANGKALAN SARI, Kab. Kapuas 1 PAKET
240 | PENINGKATAN JALAN TATAS JAGA KIRI RT.05 1000 METER TATAS JAGAKIRI RT'&?&S' PULAU PETAK, Kab. 1 paket
241 Peningkatan Kinerja D|na§ Terkal@. Kontrak kerja sama media kalteng DINAS SOSIAL, Kab. Kapuas 1 Paket
antarnews.com dengan dinas sosial kapuas
242 | bagunan yang dulu belum memadai dan sudah rusak GKR Imanuel Mandumai Kecamatan Kapuas Barat, 1 Paket
Kab. Kapuas
243 | LANJUTAN JALAN SELAT MERATA DESA SEI TATAS DESA SEI TATAS KEC. PULAU PETAK, Kab. Kapuas 1 paket
PENGEMUKAN SAPI| BALI JANTAN SATU PAKET KEGIATAN
TERDIRI DARI KANDANG KOLONI 1 UNIT BIBIT SAPI BALI JANTAN
20 EKOR MESINPENCACAH RUMPUT 1 UNIT KENDERAAN RODA 3
244 | JUNIT DAN TIMBANGAN SA[I DIGITAL 1 UNIT UNTUK KELOMPOK | BUNGAIJAYART 2KEC. BASARANG, Kab. Kapuas L !
TANI MANDIRI SEJAHTERA DESA BUNGAI JAYA RT 2 KEC.
BSARANG
245 | Pengadaan alkon dan alat tangkap ikan Desa Bukit Batu DESABUKIT BATU KEE:p'\ﬂ':;rAN MANTANGAI, Kab. 1 PAKET
246 Peningkatan Kinerja Dinag Terkait. I_(qntrak kerja sama media kalteng DINAS PENDIDIKAN, Kab. Kapuas 1 Paket
antarnews.com dengan dinas pendidikan
PENGEMBANGAN KAMBING PERAH PE 1 PAKET KEGIATAN
TERDIRI DARI KANDANG KOLONI 1 UNIT TERNAK KAMBING PE
247 | BETINA MESIN PENCACAH RUMPUT 1 UNIT KENDERAAN RODA 3 DESA BUNGAI JAYA E; “UZEC' BASARANG,, Kab. 1 1
1 UNIT MESI PEMERAH SUSU KAMBING 6 UNIT KELOMPOK TANI P
MUDA MANDIRI DESA BUNGAI JAYA RT 4 KEC. BASARANG
248 | Pengadaan alkon dan alat tangkap ikan Desa Tabore DESA TABORE KECQ’;ASL/:N MANTANGAI, Kab. 1 PAKET
HANDEL SEDERHANA ANJIR SERAPAT BARAT KM
249 | DIKARNAKAN JALAN RUSAK, LANJUTAN PERBAIKAN JALAN 9 SEBERANG PANJANG 1 KM. KEC. KAPUAS 1 PAKET
TIMUR, Kab. Kapuas
250 | PENGADAAN PJU 20 UNIT DESA SRIWIDADI KEC. MANTANGAI DESA SRIWIDADI KEC. MANTANGAI, Kab. Kapuas 20 20
251 Peningkatan Kinerja Dinas Terkait. Kontrak kerja sama media KESBANGPOL, Kab. Kapuas 1 Paket
Fastnews.co.id dengan kesbangpol
252 | Pengadaan alkon dan alat tangkap ikan Desa Muroi Raya DESAMUROI RAY@ KECAMATAN MANTANGAI, 1 PAKET
ab. Kapuas
253 | LANJUTAN DESA PALANGKAI RT.07 DAN RT.09 RT.07 DAN RT.09 DESA PALANGKAI KEC. PULAU 1 paket
PETAK, Kab. Kapuas
254 | LAPANGAN VOLLYBALL DI DESA PALANGKAI DESA PALANGKAI EaE;J'aZULAU PETAK, Kab. 1 paket
255 Saluran Memerlukan rehab Lebih Lanjut. rehab saluran handel handel beruntung rt. 12 desa lupak dalam kec. Kapuas 15 Kilometer
beruntung rt. 12 desa lupak dalam kec. Kapuas kuala sepanjang 1,5 km kuala, Kab. Kapuas ’
. DUSUN KARAHAU DESA SEI GITA KECAMATAN
256 | Pengadaan alkon dan alat tangkap ikan Dusun Karahau MANTANGAI, Kab. Kapuas 1 PAKET
257 Saluran Memerlukan Rehab Lebih Lanjut. rehab saluran handel tawas handel tawas rt. 12 desa lupak dalam kec. Kapuas 6 Kilometer
rt. 12 desa lupak dalam kec. Kapuas kuala sepanjang 6 km kuala, Kab. Kapuas
PENGADAAN TERNAK SAPI DI DESA PALANGKAI KEC. PULAU DESA PALANGKAI KEC. PULAU PETAK, Kab.
258 30 EKOR
PETAK Kapuas
259 | Pengadaan alkon dan alat tangkap ikan Desa Sei Gita DESA SEI GITA KECQ?QL:N MANTANGAI, Kab. 1 PAKET
260 Saluran Memerlukan Rehab Lebih Lanjut. rehab saluran handel barais handel barais rt. 12 desa lupak dalam kec. Kapuas 15 Kilometer
rt. 12 desa lupak dalam kec. Kapuas kuala sepanjang 1,5 km kuala, Kab. Kapuas ’
PERMOHONAN BANTUAN DANA UNTUK PEMBBELIAN LAPTOP,
261 | PRINTER, KAIN BATIK DAN SUMPING/LAWUNG KEDEMANGAN KECAMATAN BASARANG, Kab. Kapuas 1 PAKET
ADAT KECAMATAN BASARANG
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HANDEL KAMBANG RT 015 KEL. PULAU KUPANG
262 | DIKARNAKAN JALAN RUSAK, PERBAIKAN JALAN / SEMENISASI KEC. BATAGUH P.200M L.3.2 M, Kab. Kapuas 1 PAKET
263 | Pengadaan alkon dan alat tangkap ikan Desa Sei Kayu DESA SEI KAYU KECAMATAN KAPUAS BARAT, 1 PAKET
Kab. Kapuas
Saluran Memerlukan Rehab Lebih Lanjut. rehab saluran handel setia . . .
264 | budirt. 07 rw. 03 desa tamban timur kec. Tamban catur sepanjang 4 handel setla.FUd' rt. 07 rw. 03 desa tamban timur kec. 4 Kilometer
km amban catur , Kab. Kapuas
Saluran Memerlukan Rehab Lebih Lanjut. rehab saluran handel parian handel parian rt. 11 desa sei jangkit kec. bataguh, Kab. )
265 s . ’ 3 Kilometer
rt. 11 desa sei jangkit kec. bataguh sepanjang 3 km Kapuas
266 | Pengadaan alkon dan alat tangkap ikan Desa Sei Pitung DESA SEI PITUNG KECAMATAN KAPUAS BARAT, 1 PAKET
Kab. Kapuas
267 | belum ada halaman sekolah SMP 2 Satu Atap, becek dan berair Desa Pantal SMP 2 Satu Atap. Kecamatan Kapuas 1 Paket
Barat, Kab. Kapuas
268 EE?S@ DAAN TERNAK SAPI DI DESA SEI TATAS KEC. PULAU DESA SEI TATAS KEC. PULAU PETAK, Kab. Kapuas 30 EKOR
269 Saluran Memerlukan Rehab Lebih Lanjut. rehab saluran handel handel balanggar rt. 16 desa sei jangkit kec. bataguh, 3 Kilometer
balanggar rt. 16 desa sei jangkit kec. bataguh sepanjang 3 km Kab. Kapuas
270 | Pengadaan alkon dan alat tangkap ikan Desa Pulau Kaladan DESA PULAU KALADAN KECAMATAN MANTANGAI, 1 PAKET
Kab. Kapuas
. . DESA SAKA MANGKAHAI KECAMATAN KAPUAS
271 | Pengadaan alkon dan alat tangkap ikan Desa Saka Mangkahai BARAT, Kab. Kapuas 1 PAKET
279 Saluran Memerlukan Rehab Lebih Lanjut. rehab saluran handel handel balanggar kanan rt. 16 desa sei jangkit kec. 3 Kilometer
balanggar kanan rt. 16 desa sei jangkit kec. bataguh sepanjang 3 km bataguh, Kab. Kapuas
273 | PENGADAAN TERNAK SAPI DI DESA SAKA LAGUN DESA SAKA LAGUNK*;‘E)E;ULAU PETAK, Kab. 30 EKOR
Jalan yang rusak dan memerlukan peningkatan lebih lanjut. . - .
274 | peningkatan badan jalan menuju kec. Bataguh alamat jalan handel Jatan handel mareh rt. 06 desa sei jangkit kec. 1 Paket
» ) Bataguh, Kab. Kapuas
mareh rt. 06 desa sei jangkit kec. Bataguh
BANTUAN BEDAH RUMAH DESA BASUNGKAI KECAMATAN DESA BASUNGKAI KECAMATAN BASARANG, Kab.
275 1 PAKET
BASARANG Kapuas
. . KELURAHAN MANDOMAI KECAMATAN KAPUAS
276 | Pengadaan alkon dan alat tangkap ikan Kelurahan Mandomai BARAT, Kab. Kapuas 1 PAKET
277 | DIKARNAKAN JALAN RUSAK, PERBAIKAN JALAN / SEMENISASI HANDEL SAI JANGKIT RT 19 KEC. BATAGUH P. 1 PAKET
400, Kab. Kapuas
PENGADAAN PERAHU CAS DAN ALAT TANGKAP IKAN KUB
278 | HARAPAN JADI DESA MANTANGAI HULU KECAMATAN DESA mmmugﬁ: HkJaLbU ?:%QSMATAN 1 PAKET
MANTANGAI - ab. fap
279 | Pengadaan alkon dan alat tangkap ikan Desa Katunjung DESA KATUNJUNG KElg?)'\SaAJAN MANTANGAI, Kab. 1 PAKET
LANJUTAN PENINGKATAN JALAN P2D JALAN LINTAS - DESA
280 DANAU PANTAU DESA DANAU PANTAU, Kab. Kapuas 1 1
281 Kantor Polsek yang memerlukan rehab lebih lanjut. hibah Kkantor kapolsek bataguh, Kab. Kapuas 1 Paket
pembangunan kantor kapolsek bataguh
HIBAH PENGADAAN PUPUK NPK SEBANYAK 100 TON
282 KECAMATAN KAPUAS TIMUR KECAMATAN KAPUAS TIMUR, Kab. Kapuas 1 PAKET
Bangunan yang sudah kurang layak dan memerlukan perbaikan lebih .
283 | lanjut. bantuan hibah renovasi bangunan MI DARUSSHALIHIN desa MIDARUSSHALIMIN desa palampai kec. Kapuas 1 Paket
. kuala, Kab. Kapuas
palampai kec. Kapuas kuala
PENGADAAN BIBIT SAWIT DI DESA PALANGKAI KEC. PULAU DESA PALANGKAI KEC. PULAU PETAK, Kab. -
284 300 bibit
PETAK Kapuas
285 PENGADAAN PERAHU CAS DAN ALAT TANGKAP IKAN KUB SAMA DESA MANTANGAI HULU, KECAMATAN 1 PAKET
HAPAKAT DESA MANTANGAI HULU KECAMATAN MANTANGAI MANTANGAI , Kab. Kapuas
286 | LANJUTAN PEMBANGUNAN GKE FIRDAUS DESA MARAPIT DESA MARAPIT KE((ZSMIQ LAUZSKAPUAS TENGAH, 1 1
287 | Pengadaan alkon dan alat tangkap ikan Desa Pantai DESA PANTAI KECAM& LAUZSKAPUAS BARAT, Kab. 1 PAKET
HIBAH PENGADAAN PUPUK NPK SEBANYAK 100 TON
288 KECAMATAN TAMBAN CATUR KECAMATAN TAMBAN CATUR, Kab. Kapuas 1 PAKET
bangunan madrasah memerlukan pembangunan lebih lanjut. bantuan MADRASAH DINIYAH TARBIATUL AULAD desa
289 | hibah renovasi bangunan MADRASAH DINIYAH TARBIATUL AULAD tamban makmur km 17,7 kec. Tamban catur, Kab. 1 Paket
desa tamban makmur km 17,7 kec. Tamban catur Kapuas
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290 gE.'#E@DAAN BIBIT SAWIT DI DESA HANDIWUNG KEC. PULAU HANDIWUNG KEC. PULAU PETAK, Kab. Kapuas 300 bibit
291 | Pengadaan alkon dan alat tangkap ikan Desa Tumbang Muroi DESA TUMBANG MUROI KECAKATAN MANTANGAI, 1 PAKET
Kab. Kapuas
209 Saluran yang memerlukan rehab lebih lanjut. rehab saluran handel handel kumplik rt. 14 desa lupak dalam kec. kapuas 3 Kilometer
kumplik rt. 14 desa lupak dalam kec. kapuas kuala sepanjang 3 km kuala, Kab. Kapuas
PENGADAAN ALAT PEMANEN PADI COMBINE HARYESTER JENIS
293 | IESIN YENMAR AW 70 1 UNIT KECAMATAN KAPUAS TIMUR KECAMATAN KAPUAS TIMUR, Kab. Kapuas 1 BUAH
204 PENGADAAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF DAN MEJA KURSI TK DESA MANUSUP, KECAMATAN MANTANGAI, Kab. 1 PAKET
DAHLIA DESA MANUSUP KECAMATAN MANTANGAI Kapuas
PENAMBAHAN 3 RUANAGN SDN SEI HANYO DESA SEI HANYO .
295 KECAMATAN KAPUAS HULU desa sei hanyo kecamatan kapuas hulu, Kab. Kapuas 3 3
206 KELOMPOK MAULID HABSY ISTIQLAL DESA HANDIWUNG KEC. DESA HANDIWUNG KEC. PULAU PETAK, Kab. 1 aket
PULAU PETAK Kapuas P
297 Saluran Memerlukan Rehab Lebih Lanjut. rehab saluran handel handel bruntung rt.12 desa lupak dalam kec. Kapuas 9 Kilometer
bruntung rt.12 desa lupak dalam kec. Kapuas kuala sepanjang 2 km kuala, Kab. Kapuas
. ) . DUSUN TANJUNG KALANIS DESA TUMBANG
298 | Pengadaan alkon dan alat tangkap ikan Dusun Tanjung Kalanis MUROI KECAMATAN MANTANGAI, Kab. Kapuas 1 PAKET
PENGADAAN ALAT PEMANEN PADI COMBINE HARYESTER JENIS
299 | \ESIN YENMAR AW 70 1 UNIT KECAMATAN TAMBAN CATUR KECAMATAN TAMBAN CATUR, Kab. Kapuas ! BUAH
PENGADAAN PERAHU CAS DAN ALAT TANGKAP IKAN
300 | KELOMPOK MAHARAP DESA SEI KAPAR KECAMATAN DESA SEI KAPAR KE?(/:MSJSAN MANTANGAI, Kab. 1 PAKET
MANTANGAI P
301 Saluran memerlukan rehab lebih lanjut. rehab saluran handel kayu rt. handel kayu rt. 12 desa lupak dalam kec. Kapuas 2 Kilometer
12 desa lupak dalam kec. Kapuas kuala sepanjang 2 km kuala, Kab. Kapuas
302 PEMBUATAN KANDANG TERNAK DAN BIBIT BABI KELURAN KELURAHAN BARIMBA, Kab. Kapuas 1 1
BARIMBA
. . DUSUN TELUK KAJANG DESA TUMBANG MUROI
303 | Pengadaan alkon dan alat tangkap ikan Dusun Teluk Kajang KECAMATAN MANTANGAI, Kab. Kapuas 1 PAKET
304 RKM JAWATUL MAWA JEMAAH MASJID ISTIQLAL DI DESA DESA HANDIWUNG KEC. PULAU PETAK, Kab. 1 aket
HANDIWUNG KEC. PULAU PETAK Kapuas P
bagunan yang terdahulu sudah ada kerusakan perlu perbaikan. Gereja Desa Penda Katapi. Kecamatan Kapuas Barat, Kab.
305 " 1 Paket
dan Mesjid Kapuas
PENGADAAN HAND TRACKTOR SEBANYAK 25 UNIT DI
306 KECAMATAN KAPUAS TIMUR KECAMATAN KAPUAS TIMUR, Kab. Kapuas 1 PAKET
307 PENGADAAN PERAHU CAS DAN ALAT TANGKAP IKAN KUB DESA SEI PITUNG KECAMATAN KAPUAS BARAT, 1 PAKET
SEJAHTERA DESA SEI PITUNG KECAMATAN KAPUAS BARAT Kab. Kapuas
. DESA TUMBANG MANGKUTUB KECAMATAN
308 | Pengadaan alkon dan alat tangkap ikan Desa Tumbang Mangkutub MANTANGAI, Kab. Kapuas 1 PAKET
309 PEMBUATAN KANDANG TERNAK DAN BIBIT BABI DESA SUPANG DESA SUPANG DAN DESA SEI HANYO, Kab. 1 1
DAN DESA SEI HANYO KECAMATAN KAPUAS HULU Kapuas
JALAN CILIK RIWUT GANG V RT 16 TEMBUSAN
310 DIKARNAKAN JALAN RUSAK, LANJUTAN PERBAIKAN JALAN DAN DARI JALAN PERUMAHAN BIP 2 KE Gg Vi, Kab. 1 PAKET
PENGASPALAN
Kapuas
PENGADAAN HAND TRACKTOR SEBANYAK 15 UNIT DI
311 KECAMATAN TAMBAN CATUR KECAMATAN TAMBAN CATUR, Kab. Kapuas 1 PAKET
312 PENGADAAN PENGGILINGAN PADI DI DESA PALANGKAI KEC. DESA PALANGKAI KEC. PULAU PETAK, Kab. 1 aket
PULAU PETAK Kapuas P
313 | PENGADAAN PENGGILINGAN PADI DI DESA SEI TATAS HILIR DESA SEITATAS H'L:Z‘ffa% PULAU PETAK, Kab. 1 paket
314 OPTIMASI LAHAN PERTANIAN HORTIKULTURA DESA ANJIR DESA ANJIR MAMBULAU TIMUR KEC.KAPUAS 1 PAKET
MAMBULAU TIMUR KEC.KAPUAS TIMUR TIMUR, Kab. Kapuas
PENGADAAN PERAHU CAS DAN ALAT TANGKAP IKAN
315 | KELOMPOK SALUANG MURIK DESA SEI KAPAR KECAMATAN DESA SEIKAPAR KE&AMATAN MANTANGAL, Kab. 1 PAKET
MANTANGAI apuas
316 | Pengadaan alkon dan alat tangkap ikan Desa Sei Ahas DESA SEI AHAS KEC@:')/SZ:N MANTANGAI, Kab. 1 PAKET
317 PEMBANGUNAN BALAI BASARAH HINDU KAHARINGAN DESA DESA MASAHA KECAMATAN MANDAU 1 1
MASAHA TALAWANG, Kab. Kapuas
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PENGADAAN BIBIT BEBEK PETELUR DAN PAKANNYA PADA

318 | KELOMPOK TANI DESA ANJIR SERAPAT BARU KM.8 KECKAPUAS |  DESAANJIR SERAPAT BARU KM.8 KEC.KAPUAS 1 PAKET
TIMUR TIMUR, Kab. Kapuas

319 | PENGADAAN PENGGILINGAN PADI DI DESA TAJEPAN DESA TAJEPAN KE%‘;@;’SUAS MURUNG, Kab. 1 paket

320 | jalan rusak dan sulit dilalui para petani di desa. Desa Pangkalan Sarlk};‘e)ﬁzrsnatan Basarang, Kab. 1 Paket
PENGADAAN BIBIT BEBEK PETELUR DAN PAKANNYA PADA

321 | KELOMPOK TANI DESA ANJIR SERAPAT TENGAH KEC.KAPUAS DESA ANJIR SERAPAT TENGAH KEC KAPUAS 1 PAKET
TIMUR TIMUR, Kab. Kapuas

322 PEMBANGUNAN BALAI BASARAH HINDU KAHARINGAN DESA DESA RAHUNG BUNGAI KECAMATAN KAPUAS 1 1
RAHUNG BUNGAI HULU, Kab. Kapuas

323 | halaman rusak dan becek perlu penikatan Desa Panarung. Kecamatan Basarang, Kab. Kapuas 1 Paket
KEKURANGAN MEJA DAN KURSI UNTUK PROSES MENGAJAR,

324 | PENGADAAN MEBELER MEJA KURSI LEMARI UNTUK SMP NU KUALA KAPUAS, Kab. Kapuas 1 PAKET
KUALA KAPUAS

35 BANTUAN PERAHU DAN ALAT TANGKAP IKAN DI DESA SEI DESA SEI NYAMUK KEL. PALINGKAU KEC. 1 aket
NYAMUK KEL. PALINGKAU KEC. KAPUAS MURUNG KAPUAS MURUNG, Kab. Kapuas P
BANTUAN HAND TRAKTOR DI DESA SEI TATAS HILIR KEC. PULAU DESA SEI TATAS HILIR KEC. PULAU PETAK, Kab.

326 1 paket
PETAK Kapuas
REHAB DAN PENDALAMAN HANDEL SAKA SAMBUNG PANJANG

397 5000 M (JALAN USAHA TANI DAN PENGAIRAN PERTANIAN) HANDEL SAKA SAMBANG DESA MANTANGAI HILIR 1 1
HANDEL SAKA SAMBANG DESA MANTANGAI HILIR KECAMATAN KECAMATAN MANTANGAI, Kab. Kapuas
MANTANGAI

328 | halaman sekolah Sekolah SMPN Satu Atap-2 rusak dan becek Desa Basarang RT.002, Kab. Kapuas 1 Paket

329 UNTUK KEBUTUHAN PERWOSI, DANA HIBAH UNTUK PERWOSI / JALAN PEMUDA KM.4,5 KUALA KAPUAS 1 PAKET
PERSATUAN WANITA OLAHRAGA SELURUH INDONESIA KALIMANTAN TENGAH , Kab. Kapuas
BANTUAN PENGADAAN MESIN CETAK BATAKO DAN PENDUKUNG

330 | SARANA PRODUKSI BATOKO UNTUK KELOMPOK USAHA "BINA DESAMALUEN KEGRMATAN BASARANG, Kab. 1 1
FAMILY" DESA MALUEN KECAMATAN P
Halaman Rusak sudah perlu perbaikan dan peningkatan. SDN-1 SDN-1 Rt.002 Desa Basarang. Kecamatan Basarang,

331 1 Paket
Basarang Kab. Kapuas

33 BANTUAN BIBIT AYAM POTONG DAN PAKAN KELOMPOK TANI DESA MAJU BERSAMA KECAMATAN KAPUAS 1 PAKET
PANDUHUP DESA MAJU BERSAMA KECAMATAN KAPUAS BARAT BARAT, Kab. Kapuas

333 PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DUSUN BUKIT KERAMAT DESA MUROI RAYA KECAMATAN MANTANGAI, 1 PAKET
DESA MUROI RAYA KECAMATAN MANTANGAI Kab. Kapuas

334 | Pengadaan alkon dan alat tangkap ikan Desa Katimpun DESAKATIMPUN KE?('Z'\;&ZAN MANTANGAL, Kab. 1 PAKET
BANTUAN PENGADAAN MESIN CETAK BATAKO DAN MESIN

335 | CETAK SABLON KAOS UNTUK KELOMOK USAHA "BINA MUDA DESA BUNGAI JAI':bKESAU“:lS\TAN BASARANG, 1 1
MANDIRI" DESA BUNGAI JAYA KECAMATAN -fap

336 PENGADAAN BIBIT SAPI PADA KELOMPOK TANI DESA SIDOREJO DESA SIDOREJO KEC.TAMBAN CATUR, Kab. 1 PAKET
KEC.TAMBAN CATUR Kapuas

337 | Peningkatan Jalan Menuju Desa Danau Rawah DESA DANAU RAWAH KECAMATAN MANTANGAI, 1 PAKET

Kab. Kapuas

338 | BANTUAN TRAKTOR DI DESA PALANGKAI DESA PALANGKAI g&;umu PETAK, Kab. 1 paket

339 BANTUAN DANA HIBAH PEMBANGUNAN / REHAB MASJID REI IV DESA PANGAKALAN REKAN KECAMATAN 1 1
DESA PANGAKALAN REKAN KECAMATAN BASARANG BASARANG, Kab. Kapuas

340 | KONTRAK MEDIA CETAK HARIAN UMUM TABENGAN TABENGAN KABUPATEN KAPUAS, Kab. Kapuas 1 PAKET

341 | BANTUAN TRAKTOR DI DESA KARYA BERSAMA DESA KARYA BERSAMA KEC. KAPUAS MURUNG, 1 paket

Kab. Kapuas

BANTUAN DANA HIBAH PEMBANGUNAN MASJID DESA

342 MANTANGAI TENGAH DESA MANTANGAI TENGAH, Kab. Kapuas 1 1

343 PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL (PASAR SENIN) DESA DESA ANJIR SERAPAT TENGAH KM.10,5 1 PAKET
ANJIR SERAPAT TENGAH KM.10,5 KEC.KAPUAS TIMUR KEC.KAPUAS TIMUR, Kab. Kapuas
BANTUAN DANA HIBAH PIMPINAN DAERAH WANITA ISLAM

344 | KABUPATEN KAPUAS KELURAHAN SELAT HILIR KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS KELURAHAN SELAT HILIR 1 PAKET

SELAT

KECAMATAN SELAT, Kab. Kapuas
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Peningkatan Jalan Antar Desa Tarantang menuju Lokasi Perusahaan DESA TARATANG KECAMATAN MANTANGAI, Kab.
345 ’ 1 PAKET
PT. Graha Inti Jaya Kapuas
346 | PENGADAAN KANDANG DAN 20 EKOR SAPI KELOMPOK FAMILY JALAN JEPANG PEREm:SL'LY PERMATA, Kab. 2 EKOR
347 | Jalan Menju Pelabuhan Pery Desa Pulau Kaladan DESA PULAU KALADAN KECAMATAN MANTANGA, 1 PAKET
Kab. Kapuas
48 PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL (PASAR JUMAT) DESA DESA ANJIR SERAPAT TENGAH KM.6,5 1 PAKET
ANJIR SERAPAT TENGAH KM.6,5 KEC.KAPUAS TIMUR KEC.KAPUAS TIMUR, Kab. Kapuas
349 PENGADAAN PERAHU CAS DAN ALAT TANGKAP IKAN KELOMPOK | DESA SEI KAPAR. KECAMATAN MANTANGAI, Kab. 1 PAKET
HASUNDAU DESA SEI KAPAR KECAMATAN MANTANGAI Kapuas
350 PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL (PASAR RABU) DESA DESA PULAU KUPANG RT.03 KEC.BATAGUH, Kab. 1 PAKET
PULAU KUPANG RT.03 KEC.BATAGUH Kapuas
Peningkatan Jalan Antar Desa Sei Kapar menuju Lokasi Perusahaan DESA SEI KAPAR KECAMATAN MANTANGAI, Kab.
351 ! 1 PAKET
PT. Graha Inti Jaya Kapuas
PENGADAAN PERAHU CAS DAN ALAT TANGKAP IKAN KELOMPOK
352 | MEKAR SARI DESA ANJIR KELAMPAN KM 5 KECAMATAN KAPUAS DESA ANJIR KELAMPAN KM 5 KECAMATAN 1 PAKET
BARAT KAPUAS BARAT, Kab. Kapuas
Peningkatan Jalan Antar Desa Lamunti menuju Lokasi Perusahaan PT. DESA LAMUNTI KECAMATAN MANTANGAI, Kab.
353 ) 1 PAKET
Graha Inti Jaya Kapuas
454 | PENINGKATAN JALAN HANDIL SETUJU DESA ANJIR SERAPAT L T oo AT AT TENGAH 1 oAKET
TENGAH KM.11 SEBERANG KEC.KAPUAS TIMUR ’ Kapljas e
355 PENINGKATAN JALAN HANDIL GARDU DESA ANJIR SERAPAT HKAI\;I\I?;LS%QE%I\? (IBE?(AI;CANK‘XEUS/-I\ESRﬁ/IAJRTI&A%R 1 PAKET
TIMUR KM.12 SEBERANG KEC.KAPUAS TIMUR ' Kaptjas » Rap.
356 PENGADAAN PERAHU CAS DAN ALAT TANGKAP IKAN KELOMPOK | DESA SEI PITUNG KECAMATAN KAPUAS BARAT , 1 PAKET
REGENERASI DESA SEI PITUNG KECAMATAN KAPUAS BARAT Kab. Kapuas
357 PENINGKATAN JALAN HANDIL CEMPAKA WATU DESA ANJIR HANDIL CEMPAKA WATU DESA ANJIR MAMBULAU 1 PAKET
MAMBULAU TIMUR KEC.KAPUAS TIMUR TIMUR KEC.KAPUAS TIMUR, Kab. Kapuas
"LAPANGAN BULU TANGKIS DI DESA PALANGKAI KEC. PULAU "DESA PALANGKAI KEC. PULAU PETAK", Kab.
358 PETAK" K 1 paket
apuas
PENIMBUNAN HALAMAN + PAPING SDN 1 MAMBULAU RT IV
359 | KELURAHAN MAMBULAU KECAMATAN KAPUAS HILIR UKURAN 20 RT IV KELURAHAN MAMBULAU KECAMATAN 1 1
KAPUAS HILIR, Kab. Kapuas
METER x 20 M2
360 PENINGKATAN JALAN HANDIL SINJUNG DALAM DESA ANJIR HANDIL SINJUNG DALAM DESA ANJIR SERAPAT 1 PAKET
SERAPAT TENGAH KEC.KAPUAS TIMUR TENGAH KEC.KAPUAS TIMUR, Kab. Kapuas
361 PENINGKATAN JALAN HANDIL MANTAT DALAM DESA ANJIR HANDIL MANTAT DALAM DESA ANJIR SERAPAT 1 PAKET
SERAPAT TENGAH KEC.KAPUAS TIMUR TENGAH KEC.KAPUAS TIMUR, Kab. Kapuas
362 REHAB JEMBATAN 4 x 7 DI DESA PULAU MAMBULAU RT I DESA PULAU MAMBULAU RT Il KECAMATAN 1 1
KECAMATAN BATAGUH BATAGUH, Kab. Kapuas
363 BANTUAN TERNAK SAPI KELOMPOK MUDA BERKARYA DESA DESA LAMUNTI PERMAI KECAMATAN MANTANGAI 1 PAKET
LAMUNTI PERMAI KECAMATAN MANTANGAI , Kab. Kapuas
364 | Pengadaan Sumur Bor Desa Pangkalan Sari DESA PANGKALAN SARI KECAMATAN BASARANG, 1 PAKET
Kab. Kapuas
365 REHAB JEMBATAN 4 x 10 M DI DESA PULAU MAMBULAU RT III DESA PULAU MAMBULAU RT IIl KECAMATAN 1 1
KECAMATAN BATAGUH BATAGUH, Kab. Kapuas
366 PENINGKATAN JALAN HANDIL MELATI DESA ANJIR MAMBULAU HANDIL MELATI DESA ANJIR MAMBULAU TIMUR 1 PAKET
TIMUR KEC.KAPUAS TIMUR KEC.KAPUAS TIMUR, Kab. Kapuas
367 PENGADAAN PERAHU CAS DAN ALAT TANGKAP IKAN KELOMPOK DESA MANUSUP KECAMATAN MANTANGAI, Kab. 1 PAKET
MANUSUP JAYA DESA MANUSUP KECAMATAN MANTANGAI Kapuas
368 PERBAIKAN JALAN JEMBATAN ULIN BAKTI ABRI RT.1 GG KATAPI BAKTI ABRI RT.1 GG KATAPI KELURAHAN PULAU 1 PAKET
KELURAHAN PULAU KUPANG KEC.BATAGUH KUPANG KEC.BATAGUH, Kab. Kapuas
369 | Pembangunan Jalan dan Tambatan Perahu Desa Tarantang DESA TARANTANG KECAMATAN MANTANGA, 1 PAKET
Kab. Kapuas
370 | Semenisasi Gg. Miul Rt 8 Desa Pujon kecamatan Kapuas Tengah Gg. Miul Rt 8 Desa Pujon kecamatan Kapuas Tengah, 1 paket
Kab. Kapuas
371 PENGADAAN PERAHU CAS DAN ALAT TANGKAP IKAN KELOMPOK | DESA MANUSUP, KECAMATAN MANTANGAI, Kab. 1 PAKET
MANUSUP INTI DESA MANUSUP KECAMATAN MANTANGAI Kapuas
. DESA MANTANGAI TENGAH KECAMATAN
372 | Rehab dan Penambahan Ruang SD Mantangai Tengah MANTANGAI, Kab. Kapuas 1 PAKET
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PENGADAAN CULTIVATOR ALAT PERTANIAN DESA LUNUK
373 | RAMBA RT. 03 KELOMPOK BALI JAYA DESA LUNUK RAMBA DESALUNUKRANEA KECANMATAN BASARANG, 1 PAKET
KECAMATAN BASARANG -fap
374 | Pengadaan Ambulance Desa Pangkalan Sari DESA PANGKALAN SAR| KECAMATAN BASARANG, 1 PAKET
Kab. Kapuas
375 PENGADAAN MOBIL DAMKAR DAN ALAT PEMADAMNYA DESA DESA ANJIR MAMBULAU BARAT KEC.KAPUAS 1 PAKET
ANJIR MAMBULAU BARAT KEC.KAPUAS TIMUR TIMUR, Kab. Kapuas
376 PEMBANGUNAN RUMAH GURU DESA DANAU RAWAH DESA DANAU RAWAH KECAMATAN MANTANGAI, 1 PAKET
KECAMATAN MANTANGAI Kab. Kapuas
577 | PENGADAAN MOBIL DAMKAR DAN ALAT PEMADAMNYA DESA DESA ANJIR MAMBULAU TENGAH KEC.KAPUAS 1 PAKET
ANJIR MAMBULAU TENGAH KEC.KAPUAS TIMUR TIMUR, Kab. Kapuas
378 PENGADAAN MOBIL DAMKAR DAN ALAT PEMADAMNYA DESA DESA BANDAR RAYA KEC.TAMBAN CATUR, Kab. 1 PAKET
BANDAR RAYA KEC.TAMBAN CATUR Kapuas
- . . Gg. Marsudi Rt 07 Desa Pujon kecamatan Kapuas
379 | Semenisasi Gg. Marsudi Rt 07 Desa Pujon kecamatan Kapuas Tengah Tengah, Kab. Kapuas 1 paket
380 | PENGADAAN SUMUR BOR KEC.KAPUAS TIMUR KEC.KAPUAS TIMUR, Kab. Kapuas 1 PAKET
PENGADAAN MESIN PENGOLAHAN PAKAN IKAN DESA SIMPANG
381 BUNGA TANJUNG DESA SIMPANG BUNGA TANJUNG, Kab. Kapuas 1 PAKET
382 | KERJASAMA KONTRAK MEDIA KE DINAS KOMINFO BANUAKITA.COM, Kab. Kapuas 1 PAKET
PENGADAAN KANDANG AYAM SISTEM CLOSE HOUSE DAN
383 | PERLENGKAPANNYA. UNTUK KELOMPOK PETERNAKAN DI DESA | DESA SEIPAPUYU Kﬁg'mPUAS MURUNG, Kab. 1 paket
SEI PAPUYU KEC. KAPUAS MURUNG P
PENGADAAN KOLAM BIOPLOK DAN BIBIT IKAN LELE SERTA
384 | PAKANNYA DI EMPAT KELOMPOK KEC KAPUAS TIMUR KEC.KAPUAS TIMUR, Kab. Kapuas ! PAKET
385 | Semenisasi jl. Hartein Desa Pujon Kecamatan Kapuas tengah JI- Hartein Desa Pujon Kecamatan Kapuas tengah, 1 paket
Kab. Kapuas
PENGADAAN KOLAM BIOPLOK DAN BIBIT IKAN LELE SERTA
386 | PAKANNYA DI EMPAT KELOMPOK KEC.TAMBAN CATUR KEC TAMBAN CATUR,, Kab. Kapuas ! PAKET
387 PENGADAAN PJU DESA ANJIR SERAPAT TENGAH SEBERANG g/I-E\I\S/I/;\’/i\INbJIIET\JgI/E-\T\JAIZ\//ﬂ ; EES%EE?E%I\TSRKI\IQE 1 PAKET
KM.11 SAMPAI DENGAN KM.13 KEC.KAPUAS TIMUR lKapuas. » 0.
388 | BANTUAN TERNAK SAPI DESA SARI MAKMUR DESA SARI MAKMUR KECAMATAN MANTANGAI, 1 PAKET
Kab. Kapuas
LANJUTAN PENINGKATAN JALAN COR LAPIS ASPAL JALAN JALAN TEMBUS RT.02 MENUJU HANDEL TARAM
389 | TEMBUS RT.02 MENUJU HANDEL TARAM DESA SEI JANGKIT DESA SEI JANGKIT KECAMATAN BATAGUH, Kab. 1 PAKET
KECAMATAN BATAGUH Kapuas
Peningkatan badan jalan Rt 01 menuiju jalan lintas desa tapen Rt 01 menuju jalan lintas desa tapen kecamatan
390 1 paket
kecamatan Kapuas Tengah Kapuas Tengah, Kab. Kapuas
301 | PENGADAAN PJU HANDIL MANTAT DALAM DESA ANJIR SERAPAT | HANDIL MERTES DACAM DESA SR SERAPAT 1 DAKET
TENGAH SEBERANG KEC.KAPUAS TIMUR Kapués e
LANJUTAN PENINGKATAN JALAN COR LAPIS ASPAL RT. 07 HANDEL SEI RUNGUN DESA ANJIR MAMBULAU
392 | HANDEL SEI RUNGUN DESA ANJIR MAMBULAU BARAT BARAT KECAMATAN KAPUAS TIMUR. Kab. Kapuas 1 PAKET
KECAMATAN KAPUAS TIMUR ’ -fap
393 | KERJASAMA KONTRAK MEDIA KE DINAS KOMINFO KALTENGEKSPRES.COM, Kab. Kapuas 1 PAKET
BANTUAN AYAM PEDAGING + KANDANG DAN PAKAN DESA SARI Desa Sari Makmur Kecamatan Mantangai, Kab.
394 1 PAKET
MAKMUR Kapuas
s | PEICIOM P O eV e | PR PGSR
SERAPAT TIMUR SEBERANG KEC.KAPUAS TIMUR Kapu.as P
DESA SEKATA BANGUN KECAMATAN
396 | BANTUAN TERNAK SAPI DESA SEKATA BANGUN MANTANGAI, Kab. Kapuas 1 PAKET
397 PENGADAAN PJU DESA ANJIR MAMBULAU TIMUR SEBERANG DESA ANJIR MAMBULAU TIMUR SEBERANG KM.7 1 PAKET
KM.7 KEC.KAPUAS TIMUR KEC.KAPUAS TIMUR, Kab. Kapuas
308 PEMASANGAN LAMPU PJU DESA TERUSAN RAYA BARAT DESA TERUSAN RAYA BARAT KECAMATAN 1 PAKET
KECAMATAN BATAGUH BATAGUH, Kab. Kapuas
399 PEMASANGAN LAMPU PJU DESA BAGUNTAN RAYA KECAMATAN DESA BAGUNTAN RAYA KECAMATAN BATAGUH, 1 PAKET
BATAGUH Kab. Kapuas
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400 BANTUAN AYAM PEDAGING +KANDANG DAN PAKAN DESA Desa Sekata Bangun Kecamatan Mantangai, Kab. 1 PAKET
SEKATA BANGUN Kapuas
401 | BANTUAN PEMAGARAN DAN PENEMBOKAN SDN 1 ANJIR SDN 1 ANJIR SERAPAT TENGAH KEC.KAPUAS ; PAKET
SERAPAT TENGAH KEC.KAPUAS TIMUR TIMUR, Kab. Kapuas
BANTUAN PENGADAAN HANDTRAKTOR SINGKAL KWIK 4 UNIT
402 | KELOMPOK TANI NAGA GINI DESA SIDO MULYO KECAMATAN DESA SIDOMULYO KECRMATAN TAMBAN CATUR 1 PAKET
TAMBAN CATUR -rap
403 | BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG GURU (KANTOR) SDN 2 ANJIR SDN 2 ANJIR SERAPAT BARAT KEC.KAPUAS ; PAKET
SERAPAT BARAT KEC.KAPUAS TIMUR TIMUR, Kab. Kapuas
404 | PENGADAAN VIDIO TRON UNTUK DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN 'f(‘;gt]aZATEN KAPUAS, Kab. 1 PAKET
PENGADAAN KELOTOK UNTUK MENGANTAR GURU-GURU
405 | MENYUSUR SUNGAI TERUSAN DI KORWIL PENDIDIKAN KORWIL PENDIDIKAN KEC.BATAGUH, Kab. Kapuas 1 PAKET
KEC.BATAGUH
406 | Semenisasi Gg. hj kunik desa pujon kecamatan kapuas tengah Gg. hj kunik desa pujon kecamatan kapuas tengah, 1 paket
Kab. Kapuas
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
407 | PENGADAAN VIDIO TRON UNTUK DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS, Kab, Kapuas 1 PAKET
40 | REHAB RUMAH IBADAH ATAP DAN PELAPON GEREJA YAHYA DESA SIDO MULYO KECAMATAN TAMBAN CATUR, ; PAKET
DESA SIDO MULYO KECAMATAN TAMBAN CATUR Kab. Kapuas
409 | REHAB TOTAL KONWIL DINAS PENDIDIKAN KEC.BATAGUH KORWIL PENDIDIKAN ,EE;J‘;"S"ATAN BATAGUH, 1 PAKET
410 | PENGADAAN HAND TRAKTOR TANGAN DESA TAMBUN RAYA DESATAVBUNRAYA Klfa%ﬁg"s’*TAN BASARANG, 1 PAKET
PENGADAAN BIBIT AYAM KAMPUNG BESERTA PAKAN
411 | KELOMPOK TERNAK HARAPAN BERSAMA DESA BANDAR MEKAR DESA BANDACF;'}"ESAE ';EIEAMATAN TAMBAN 1 PAKET
KECAMATAN TAMBAN CATUR » ab. fapuas
41 | PENGEMBANGAN TAMAN PANCASILA (TAMAN BERMAIN RAMAH PERBATASAN ANJIR SERAPAT TIMUR, Kab. ; PAKET
ANAK) PERBATASAN ANJIR SERAPAT TIMUR Kapuas
PENGADAAN BIBIT AYAM KAMPUNG BESERTA PAKAN
413 | KELOMPOK TERNAK CANDRAWASIH DESA PALAMPAI DESA PALAMPAI '@EEA}Q"ATAN KAPUAS KUALA, 1 PAKET
KECAMATAN KAPUAS KUALA ab. Rapuas
414 Semenisasi jalan Rt 05 jalan Darma Surya Seberang desa pujon Rt 05 jalan Darma Surya Seberang desa pujon 1
paket
kecamatan kapuas tengah kecamatan kapuas tengah, Kab. Kapuas
415 | BANTUAN HAND TRAKTOR TANGAN DESA Sekata Bangun Desa Sekata Bangun Kec. Mantangai, Kab. Kapuas 1 PAKET
BANTUAN PENGADAAN MESIN DOMPENG KELOMPOK NELAYAN
416 | HARAPAN BERSAMA DESA PALAMPAI KECAMATAN KAPUAS DESA PALAMPAI, KECAMATAN KAPUAS KUALA, 1 PAKET
Kab. Kapuas
KUALA
417 | BANTUAN HANDTRAKTOR TANGAN DESA Sari Makmur Desa Sari Makmur Kec. Mantangai, Kab. Kapuas 1 PAKET
415 | BANTUAN BANGUNAN UNTUK USAHA TAHU BESERTA DESA SAKA LAGON KEC. PULAU PETAK, Kab. ; ket
PERLENGKAPANNYA DI DESA SAKA LAGON KEC. PULAU PETAK Kapuas P
419 | BANTUAN PENGADAAN MESIN DOMPENG KELOMPOK NELAYAN DESA PALAMPAI. KECAMATAN KAPUAS KUALA, ; PAKET
BINA HARAPAN DESA PALAMPAI KECAMATAN KAPUAS KUALA Kab. Kapuas
BANTUAN PENGADAAN BIBIT IKAN BANDENG BESERTA PAKAN
420 | KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN MAJU BERSAMA DESA DESA PALAMPAI ﬁgA}gAzg\g KAPUAS KUALA, 1 PAKET
PALAMPAI KECAMATAN KAPUAS KUALA -rap
Penambahan ruang/rehab 2 ruangan SDN 1 Tapen Desa tapen SDN 1 Tapen Desa tapen kecamatan kapuas tengah,
421 1 paket
kecamatan kapuas tengah Kab. Kapuas
422 | BANTUAN MUSHOLA AL - BASYIR DI DESA SEI BASIRH DESA SE BAS'R'H}EaEpiAEAPUAS HILIR, Kab. 1 paket
403 | PENGADAAN MESIN PERONTOK PADI KELOMPOK TANI BUDI DESA PALAMPAI KECAMATAN KAPUAS KUALA., ; PAKET
MANTARI DESA PALAMPAI KECAMATAN KAPUAS KUALA Kab. Kapuas
404 | HIBAH UNTUK MUSHOLA AL - FALAH DESA SUMBER ALASKA RT 4 DESA SUMBER ALASKA KEC. DADAHUP, Kab. ; ket
KEC. DADAHUP Kapuas P
425 | HIBAH UNTUK PUSPA KAB KAPUAS PUSPA KAB KAPUAS, Kab. Kapuas 1 paket
BANTAUN ALAT HABSY DAN SOUND SYSTEM SELENGKAPNYA
426 | KELOMPOK MAULID RAUDATUL TALIM DESA PEMATANG DESA PEMATANG EE?I\(MATAN KAPUAS KUALA, 1 PAKET
KECAMATAN KAPUAS KUALA ab. Rapuas
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PEMBANGUNAN KANDANG AYAM SISTEM CLOSE HOUSE DAN

427 | PERLENGKAPANYA UNTUK KELOMPOK PETERNAKAN DI DESA DESAANJR PAL‘%’!EA&LG[EEC' PULAU PETAK, 1 paket
ANJIR PALAMBANG -rap

428 | KERJASAMA KONTRAK MEDIA KE DINAS KOMINFO BARITOINFO.COM, Kab. Kapuas 1 PAKET
BANTUAN PEMBUATAN PAGAR PURA DESA, PURA PUSEH, PURA

429 | PED KELOMPOK BANJAR MERTA SARI DESA TAMBAN LUAR DESA TAMBAN LUAR I;ECAMATAN BATAGUH, Kab. 1 PAKET
KECAMATAN BATAGUH apuas

430 LANJUTAN PENINGKATAN JALAN COR LAPIS ASPAL DESA DESA TERUSAN RAYA BARAT KECAMATAN 1 PAKET
TERUSAN RAYA BARAT KECAMATAN BATAGUH BATAGUH, Kab. Kapuas

431 | PUBLIKASI MEDIA DI DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, Kab. Kapuas 1 paket

432 | KERJASAMA KONTRAK MEDIA KE DINAS KOMINFO POJOK62.COM, Kab. Kapuas 1 PAKET
penambahan ruang belajar TK kasih bunda Rt 07 desa pujon TK kasih bunda Rt 07 desa pujon kecamatan kapuas

433 1 paket
kecamatan kapuas tengah tengah, Kab. Kapuas
PUBLIKASI DAN MEDIA DI DINAS SATUAN PAMONG PRAJA SATUAN PAMONG PRAJA, SATPOL PP, Kab.

434 1 paket
SATPOL PP Kapuas
BANTUAN DANA PEMASANGAN PELAPON DAN COR LANTAI

435 | KERAMIK LANGGAR MUSSAHADAH DESA PALAMPAI KECAMATAN | DESAPALANPAL KECAMATANKAPUAS KUALA 1 PAKET
KAPUAS KUALA - Kap

436 BANTUAN DANA PEMBANGUNAN GEREJA GKE HOSANA DESA DESA TERUSAN RAYA BARAT KECAMATAN 1 PAKET
TERUSAN RAYA BARAT KECAMATAN BATAGUH BATAGUH, Kab. Kapuas

437 | PUBLIKASI MEDIA DI DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN, Kab. Kapuas 1 paket
Penambahan ruang blajar SMP satu atap satu ruangan desa jakatan desa jakatan masaha kecamatan mandau talawang,

438 1 paket
masaha kecamatan mandau talawang Kab. Kapuas

439 | KERJASAMA KONTRAK MEDIA KE DINAS KOMINFO TEWENEWS.COM, Kab. Kapuas 1 PAKET
PENINGKATAN JALAN DARI HOLING PT.KTP MENUJU DESA

440 LAWANG KAMAH DI DESA LAWANG KAMAH DESA LAWANG KAMAH KEC. TIMPAH, Kab. Kapuas 1 paket
"JEMBATAN SEI HIYANG MENUJU DESA LAWANG KAMAH KEC. DESA LAWANG KAMAH KECAMATAN TIMPAH, Kab.

441 1 paket
TIMPAH Kapuas

442 | PENGADAAN BIBIT SAWIT KEL. SEI PASAH KEC. KAPUAS HILIR KEL SEI PASAH KEC. KAPUAS HILIR, Kab. Kapuas 300 bibit

443 | KERJASAMA KONTRAK MEDIA KE DINAS KOMINFO I NEWS TV, Kab. Kapuas 1 PAKET

444 | hibah gereja Panduhup desa kaburan kecamatan pasak talawang desa kaburan kecamKa;;Sap;asak talawang, Kab. 1 paket

445 | hibah gereja GKE ASI desa Masaran kecamatan kapuas tengah desa Masaran keca&waagizskapuas tengah, Kab. 1 paket
PEMBERSIHAN HANDEL BARU BANGKOK KIRI DAN KANAN

446 PANJANG 1.5 KM HANDEL BARU BANGKOK, Kab. Kapuas 1 paket

447 BANTUAN RUMAH IBADAH MESJID AT - TAQWA RT.07 DESA RT.07 DESA NARAHAN BARU KEC. PULAU PETAK, 1 aket
NARAHAN BARU KEC. PULAU PETAK Kab. Kapuas P

448 bantuan kelompok ternak kambing "hambuyung" desa marapit desa marapit kec kapuas tengah, Kab. Kapuas 1 paket
kec.kapuas tengah

449 SEMENISASI HANDEL SIMPANG BUNGAI RT.11 DESA ANJIR RT.11 DESA ANJIR PALAMBANG KEC. PULAU 1 aket
PALAMBANG PETAK, Kab. Kapuas P

450 bantuan kelompok ternak sapi + kandang "kalaman hinje" desa pujon desa pujon kecamatan kapuas tengah, Kab. Kapuas 1 paket
kecamatan kapuas tengah

451 | BIBIT IKAN PATIN PALINGKAU LAMA RT.8 KEL. PALINGKAU LAMA RT.8 KEL. PALINGKAU LAMA KEC. KAPUAS 300 bibit

MURUNG, Kab. Kapuas

452 | DIR SP1KEC. KAPUAS MURUNG SP1KEC. KAPUAS MURUNG, Kab. Kapuas 1 paket

453 | DIR SP2 KEC. KAPUAS MURUNG SP2 KEC. KAPUAS MURUNG, Kab. Kapuas 1 paket

454 | DIR SP3 KEC. KAPUAS MURUNG SP3 KEC. KAPUAS MURUNG, Kab. Kapuas 1 paket
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455 bantuan kelompok ternak sapi tanjung rendan bersatu desa rendan desa rendan kec.mandau talawang, Kab. Kapuas 1 paket
kec.mandau talawang
456 | hibah media antaranews (kominfo) kominfo, Kab. Kapuas 1 paket
457 MASJID SABILAL MUHTADIN DESA TALEKUNG PUNAI KEC. DESA TALEKUNG PUNAI KEC. KAPUAS MURUNG, 1 aket
KAPUAS MURUNG Kab. Kapuas P
458 | peningkatan jalan desa handiwung kec.pulau petak desa handiwung kec.pulau petak, Kab. Kapuas 1 paket
SEMENISASI JALAN HANDEL KUPANG DARAT RT.4 KEL. PULAU
459 KUPANG KEC. BATAGUH RT.4 PULAU KUPANG KEC. BATAGUH, Kab. Kapuas 1 paket
460 f(;\tj;':an pembangunan gedung olahraga di desa handiwung kec.pulau desa handiwung kec. pulau petak, Kab. Kapuas 1 paket
461 | SENELISASI JALANHANDEL ALATRT 8 PULAU KUPANG KEC. PULAU KUPANG KEC. BATAGUH, Kab. Kapuas 1 paket
462 | JEMBATAN TISIEN ULIN RT.02 RT.01 DESA TERUSAN RAYA TERUSAN RAYA KEC. BATAGUH, Kab. Kapuas 1 paket
463 rehab rr_]ushola dan. pembuatan tempat wudhu langgar di handel desa handiwung kec.pulau petak, Kab. Kapuas 1 paket
sangabi desa handiwung kec.pulau petak
464 REHAB SDN 7 HANDEL SUKAMARA RT.16 KEL PULAU KUPANG R.16 KEL. PULAU KUPANG KEC. BATAGUH, Kab. 1 ket
KEC. BATAGUH Kapuas pake
465 | rehab tempat penggilingan padi di desa handiwung kec.pulau petak desa handiwung kec.pulau petak, Kab. Kapuas 1 paket
466 | JEMBATAN HANDEL SEPAKAT RT.22 KEL. PULAU KUPANG RT.22 KEL PULAU KUZ':)’:SSKEC' BATAGUH, Kab. 1 paket
467 | peningkatan jalan di desa tajepan kec.kapuas murung desa tajepan kec.kapuas murung, Kab. Kapuas 1 paket
468 SEMENISASI JALAN HANDEL SUKAMARA RT.16 KEL. PULAU RT.16 KEL. PULAU KUPANG KEC. BATAGUH, Kab. 1 aket
KUPANG KEC. BATAGUH Kapuas P
469 SEMENISASI JALAN HANDEL MEREH RT.6 DESA SEI JANGKIT RT.6 DESA SEI JANGKIT KEC. BATAGUH, Kab. 1 aket
KEC. BATAGUH Kapuas P
470 | MESJID "AL-HUDA" RT.2 DESA SEI JANGKIT KEC. BATAGUH RT.2 SEI JANGKIT KEC. BATAGUH, Kab. Kapuas 1 paket
e MESJID "SIRAJUL MUNIR" PASAR JUMAT RT.09 DESA TERUSAN PASAR JUMAT RT.09 DESA TERUSAN RAYA HULU 1 aket
RAYA HULU KEC. BATAGUH KEC. BATAGUH, Kab. Kapuas P
472 | SEMENISASI JALAN RT.3 KEL. PULAU KUPANG AR KUEQ":J‘:SKEC' BATAGUH, Kab. 1 paket
MESJID "NORUL JANNAH" RT.9 DESA SEI JANGKIT KEC. RT.9 DESA SEI JANGKIT KEC. BATAGUH, Kab.
473 1 paket
BATAGUH Kapuas
RKM "NOOR JANNAH" DESA BATANJUNG RT.007 KEC. KAPUAS DESA BATANJUNG RT.007 KEC. KAPUAS KUALA,
474 1 paket
KUALA Kab. Kapuas
475 | AL-HABSY "RIYADUL JANNAH" RT.8 ALAI KEL. PULAU KUPANG RT.8 ALAIKEL. Puk‘a\t’ ﬁg:ﬁ;@ KEC. BATAGUH, 1 paket
476 | bantuan ambulan di desa tajepan kec.kapuas murung desa tajepan kec.kapuas murung, Kab. Kapuas 1 paket
477 MESJID "AL - JAMIYAH" DESA BATANJUNG RT.008 KEC. KAPUAS DESA BATANJUNG RT.008 KEC. KAPUAS KUALA, 1
paket
KUALA Kab. Kapuas
" " HANDEL KOTA RT.10 KEL. PULAU KUPANG KEC.
478 | RKM "AL - MUHSIN" HANDEL KOTA RT.10 KEL. PULAU KUPANG BATAGUH, Kab. Kapuas 1 paket
479 | pembangunan langgar di desa tajepan kec.kapuas murung desa tajepan kec.kapuas murung, Kab. Kapuas 1 paket
480 | peningkatan jalan di desa bina jaya A1 kec.dadahup desa bina jaya A1 kec.dadahup, Kab. Kapuas 1 paket
481 GROUP AL - HABSY DAN YASINAN "AL - HIDAYAH" HANDEL KOTA HANDEL KOTA RT.10 KEL. PULAU KUPANG KEC. 1 aket
RT.10 KEL. PULAU KUPANG BATAGUH, Kab. Kapuas P
48 LANGGAR "NURUL IMAN" RT.4 HANDEL BUDI BESAR DESA BUDI RT.4 HANDEL BUDI BESAR DESA BUDI MUFAKAT 1 aket
MUFAKAT KEC. BATAGUH KEC. BATAGUH, Kab. Kapuas P
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483 BANTUAN ALAT SOUND SYSTEM "BERKAT BERSAMA" DESA DESA TERUSAN RAYA KEC. BATAGUH, Kab. 1 paket
TERUSAN RAYA KEC. BATAGUH Kapuas
484 SEMENISASI HALAMAN SEKOLAH SDN 2 BATANJUNG KEC. DESA BATANJUNG KEC. KAPUAS KUALA, Kab. 1 paket
KAPUAS KUALA Kapuas
485 Ikaencj.u(::gaphirgbangunan mas]ld darul mutagin desa bina jaya A1 desa bina jaya A1 kec.dadahup, Kab. Kapuas 1 paket
486 | Lanjutan pembangunan balai desa bina jaya A1, kec.dadahup Desa bina jaya A1 kec.dadahup, Kab. Kapuas 1 paket
487 E’EE\T(ESQT"”ES,{ANPBEWSE&,\'A’)‘\GTQNHTJ%QNK'E}ﬁ\ﬁlm'\b’%g NG KEL. PULAU KUPANG KEC. BATAGUH, Kab. Kapuas 1 paket
488 | peningkatan jalan di desa karya bersama kec.kapuas murung desa karya bersama kec.kapuas murung, Kab. Kapuas 1 paket
489 | pembangunan langgar di desa karya bersama kec.dadahup desa karya bersama kec.kapuas murung, Kab. Kapuas 1 paket
490 YFTAE\JRMOHC'?NAN BANTUAN I:ERAHU/KELOTOK CES DAN ALAT "KEL. PULAU KUPANG KEC. BATAGUH, Kab. 1 paket
GKAP "MAJU BERSAMA" KEL. PULAU KUPANG Kapuas
491 | peningkatan jalan di desa banama kec.pulau petak desa banama kec.pulau petak, Kab. Kapuas 1 paket
152 | KELOWPOK HARAPANKITA OESA PEVATANG KEG.KiPUss | DESAPEMATANGKE KAPURSKURLAKab. | |
KUALA
493 | LANGGAR "MIFTAHUL JANNAH' RT.007 DESA BATANJUNG RT.007 DESA BATA&QES;:ESC' KAPUAS KUALA, 1 paket
494 | "GROUP HABSY "JAMIULPATA" RT.007 DESA BATANJUNG "RT.007 DESA BATAKZgFJI'(“apraESC' KAPUAS KUALA, 1 paket
495 | pengadaan perahul/cas di desa banama kec.pulau petak desa banama kec.pulau petak, Kab. Kapuas 1 paket
496 | peningkatan jalan di desa saka batur rt 01 kecamatan pulau petak el }lg‘:)ir::tan pulau petak, Kab. 1 paket
497 | peningkatan jalan di desa saka lagun kec. pulau petak desa saka lagun kec. pulau petak, Kab. Kapuas 1 paket
498 | peningkatan jalan di desa bunga mawar kec.pulau petak desa bunga mawar kec.pulau petak, Kab. Kapuas 1 paket
499 | peningkatan jalan di desa teluk palinget kec.pulau petak desa teluk palinget kec.pulau petak, Kab. Kapuas 1 paket
500 | peningkatan jalan di desa handel palambang desa handel palambang, Kab. Kapuas 1 paket
501 | pembangunan langgar di desa palambang desa palambang, Kab. Kapuas 1 paket
502 | peningkatan jalan di desa sei haur desa sei haur, Kab. Kapuas 1 paket
503 | peningkatan jalan di sei lasar kec.kapuas murung sei lasar kec.kapuas murung, Kab. Kapuas 1 paket
504 | lanjutan pembangunan desa mampai kec.kapuas murung desa mampai kec.kapuas murung, Kab. Kapuas 1 paket
505 | lanjutan pembangunan langgar di desa B1 kec.dadahup desa B1 kec.dadahup, Kab. Kapuas 1 paket
506 | pembangunan aula di desa B4 kec.dadahup desa B4 kec.dadahup, Kab. Kapuas 1 paket
507 | lanjutan pembangunan GOR di desa A2 kec.dadahup desa A2 kec.dadahup, Kab. Kapuas 1 paket
508 | pembangunan masjid di desa A5 kec.dadahup desa A5 kec.dadahup, Kab. Kapuas 1 paket
509 | peningkatan jalan di desa sei asam kec.kapuas hilir desa sei asam kec.kapuas hilir, Kab. Kapuas 1 paket
510 | peningkatan jalan handel pampulu handel pampulu, Kab. Kapuas 1 paket
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511 | peningkatan jalan dan titian di palingkau lama kec.kapuas murung palingkau lama kec.kapuas murung, Kab. Kapuas 1 paket
512 | pengadaan alat musik di desa palangkau lama kec.kapuas murung palangkau lama kec.kapuas murung, Kab. Kapuas 1 paket
513 | lanjutan pembangunan desa narahan lama kec.pulau petak desa narahan lama kec.pulau petak, Kab. Kapuas 1 paket
514 Ezg:angunan halaman dan parkiran desa narahan baru kec.pulau desa narahan baru kec.pulau petak, Kab. Kapuas 1 paket
515 | lanjutan pembangunan jalan di desa mawar mekar kec.pulau petak desa mawar mekar kec.pulau petak, Kab. Kapuas 1 paket
516 | pembangunan kandang sapi di desa saka lagun kec.pulau petak desa saka lagun kec.pulau petak, Kab. Kapuas 1 paket
517 | pengadaan sapi di desa saka lagun, kec.pulau petak desa saka lagun, kec.pulau petak, Kab. Kapuas 1 paket
518 | pengadaan perahulcas di desa tajepan kec.kapuas murung desa tajepan kec.kapuas murung, Kab. Kapuas 1 paket
519 | pengadaan sumur bor di palingkau kecil 10 titik kec.kapuas murung palingkau kecil kec.kapuas murung, Kab. Kapuas 1 paket
520 | peningkatan halaman kantor camat palingkau baru kec.kapuas murung palingkau baru kec.kapuas murung, Kab. Kapuas 1 paket
521 | peningkatan jalan di palingkau besar kec.kapuas murung palingkau besar kec.kapuas murung, Kab. Kapuas 1 paket
52 Fneur:ﬂigaan alat habsyi dan sound system di daerah kec.kapuas kec kapuas murung, Kab. Kapuas 1 paket
523 | pengadaan alat habsyi dan sound system di daerah kec.pulau petak kec.pulau petak, Kab. Kapuas 1 paket
524 | pengadaan alat habsyi dan sound system di daerah kec.dadahup kec.dadahup, Kab. Kapuas 1 paket
525 | pengadaan perahu/cas di desa handiwung kec.pulau petak desa handiwung kec.pulau petak, Kab. Kapuas 1 paket
526 | pembangunan masjid di desa saka lagun kec.pulau petak desa saka lagun kec.pulau petak, Kab. Kapuas 1 paket
527 | pembangunan langgar di desa banama kec.pulau petak desa banama kec.pulau petak, Kab. Kapuas 1 paket
528 | BANTUAN HAND TRAKTOR KELOMPOK TANI SEMANGKA KELOMPOK TANI SEMANGKA, Kab. Kapuas 1 paket
529 | halaman becek. Penimbunan halaman SDN 2 saja mangkahai Saka mangkahai, Kab. Kapuas 1 Paket
530 | Menunjang ekonomi masyarakat. Bantuan alat pencetak pentol Kecamatan selat, Kab. Kapuas 2 Paket
531 (l;/l;giunjang fasilitas keagamaan. Bantuan rumah ibadah langgar sirajul Kelurahan selat hilir. Kecamatan selat, Kab. Kapuas 1 Paket
532 | Halaman becek. Penimbunan halaman tk nurul a'in Kecamatan kapuas hilir, Kab. Kapuas 1 Paket
533 I\F/I:}Et?jaarri}?nfasilitas keagamaan. Bantuan dana hibah untuk majelis Kecamatan selat, Kab. Kapuas 1 Paket
534 | Meningkatkan Masyarakat. Bantuan ternak sapi Kecamatan kapuas barat, Kab. Kapuas 1 Paket
535 gﬂyzr;ﬁrgzpeglotesejahteraan masyarakat. Bantuan kandang dan bibit Kecamatan kapuas barat, Kab. Kapuas 1 Paket
536 | Perlu perbaiakan jalan. Rekonstruksi jalan tambun bungai GG. 2 Kecamatan selat, Kab. Kapuas 1 Paket
537 | Menunjang fasilitas kesehatan. Rehab bangunan pustu Desa mambulau, Kab. Kapuas 1 Paket
538 gﬂe?TlT:iing fasilitas pelayanan desa. Penimbunan halaman kantor desa Kecamatan bataguh, Kab. Kapuas 1 Paket
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539 | Masyarakat membutuhkan. Pembuatan saluran drenase 1. Cilik riwut gg SDN 1 selat dalam kecamatan selat, 1 Paket
Kab. Kapuas
540 | Pembangunan masjid Sirujuth Tholibin Fathonah Desa Tambun Raya Desa Tambun Raya KK:;s;atan Basarang, Kab. 1 paket
541 Pengaspalan ruas jalan hampatung , antasari sepanjang 3 km selat jalan hampatung , antasari selat utara kecamatan 3 Kilometer
utara selat, Kab. Kapuas
542 | pelebaran gang hamzah rt. 05 selat utara gang hamzah t. 05 selat utara kecamatan selat 300 meter
, Kab. Kapuas
543 | penataan halaman/pagar mesjid baiturahim km 3,5 selat utara Mesjid baiturahim km 3,5 selat utara kecamatan selat 400 Meter
, Kab. Kapuas kuadrat
544 pengadaan bangku, mimbar, AC dan sound system gereja parapah gereja parapah selat utara kecamatan selat 4 unit
selat utara , Kab. Kapuas
) ) gereja parapah selat utara kecamatan selat Meter
545 | penimbunan halaman gereja parapah selat utara . Kab. Kapuas 3000 kuadrat
546 | pengaspalan handel ulis handel ulis kecamatan selat, Kab. Kapuas 700 meter
547 | pelebaran gang baitun najah sepanjang 200 m rt. 10 selat utara gang baitun najah rt. 10 selat utara kecamatan selat 200 meter
, Kab. Kapuas
548 pelebaran dan semenisasi gang suka ramai sepanjang 2.700 m rt. 04 gang suka ramai rt. 04 selat utara kecamatan selat 27 M
selat utara , Kab. Kapuas ’
. jalan kapuas selat hulu kecamatan selat )
549 | pengaspalan jalan kapuas selat hulu Kab. Kapuas 3 Kilometer
gang 7 dan gang 9 saka purun selat dalam kecamatan
550 | semenisasi gang 7 dan gang 9 saka purun selat dalam selat 300 meter
, Kab. Kapuas
551 pembuatan drainase rawan banjir dalam satu kawasan ( rt. 01. rt. 06, rt. satu kawasan (rt. 01.rt. 06, rt. 12 dan rt. 17 ) \ di 208 M
12 danrt. 17 ) panjang 2.080 m, lebar 1 m di kelurahan selat dalam kelurahan selat dalam kecamatan selat, Kab. Kapuas !
552 | pembuatan drainase di jalan saka purun selat dalam jalan saka purun selat}g:‘l)igskecamatan selat, Kab. 2 Kilometer
553 | pembangunan aula puskesmas pulau telo ukuran7x12 m puskesmas pulau telo kecamatan selat, Kab. Kapuas 84 khljl:(tjf;t
554 pembuatan ruang tunggu pasien ukuran 7x11 m dan fasilitasnya di puskesmas pulau telo kecamatan selat 77 Meter
puskesmas pulau telo , Kab. Kapuas kuadrat
kontrak media di dinas pendidikan, dinas kesehatan, RSUD, dispora dinas pendidikan, dinas kesehatan, RSUD, dispora .
555 dan DPRD 1 unit
dan DPRD
, Kab. Kapuas
puskesmas panamas Meter
556 | pembangunan aula ukuran 6x10 m puskesmas panamas Kab. Kapuas 60 Kuadrat
557 | pelebaran gang sdn selat 2 sepanjang 200 m rt. 14 selat hulu gang sdn selat 2 t. 14 selat hulu 200 meter
, Kab. Kapuas
558 | pengaspalan gang selaras rt. 04 selat hulu gang selaras rt. 04 selat hulu kecamatan selat 300 meter
, Kab. Kapuas
. . . gang 4 jalan seitaji selat hilir kecamatan selat
559 | pengaspalan gang 4 jalan seitaji selat hilir . Kab. Kapuas 200 meter
560 | rehab lantai + keramik + plafon gereja kahanjak selat dalam gereja kahanjak selat dalam kecamatan salat, Kab. 200 Moter
Kapuas kuadrat
q desa pulau telo baru, murung keramat, dan selat hilir
56¢ | Pengadaan perahu n_tﬂayan (ces) untuk desa pulau telo baru, murung kec. Selat 50 unit
keramat, dan selat hilir kec. Selat ’
, Kab. Kapuas
562 | rehab kantor guru SDN 2 (handil usang) selat utara SDN 2 (handil usang) selat utara kecamatan selat, 72 Meter
Kab. Kapuas kuadrat
563 pengadaan sound system untuk gereja kahanjak, kamiar dan GMII kec. gereja kahanjak, kamiar dan GMII kec. Selat 3 unit
Selat , Kab. Kapuas
pembangunan kandang ayam petelor + bibit + pakan di kelurahan kelurahan panamas, selat utar, desa pulau telo dan
pulau telo baru, lama dan kelurahan selat utara, selat Meter
564 | panamas, selat utar, desa pulau telo dan pulau telo baru, lama dan 120
kelurahan selat utara, selat dalam kec. Selat dalam kec. Selat kuadrat
! ) , Kab. Kapuas
) desa pulau telo baru, pulau telo lamadan kelurahan
565 pembangunan kandang ayam close house di desa pulau telo baru, selat utara, selat dalam ke, Selat 120 Meter
pulau telo lamadan kelurahan selat utara, selat dalam kec. Selat kuadrat
, Kab. Kapuas
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. kantor kelurahan selat hulu Meter
566 | lanjutan pembangunan kantor kelurahan selat hulu Kab. Kapuas 300 Kuadrat
567 | rekontruksi jalan usaha tani di kelurahan panamas kelurahan panamas 3 Kilometer
, Kab. Kapuas
568 | rehab 3 ruangan kelas SDN 1 selat barat SDN 1 selat barat kecamatan selat 216 Moter
, Kab. Kapuas kuadrat
569 | rehabilitasi sungai selat sepanjang 3 km di selat hulu dan selat utara Solat hulu dan selat utara 3 Kilometer
, Kab. Kapuas
570 | dana hibah untuk seksi pelayanan anak jemaat GKE selat kuala kapuas Jemaat GKE selat kuala kapuas 1 paket
, Kab. Kapuas
571 | dana hibah untuk komisi pelayanan anak resort kabupaten kapuas komisi pelayanan anak resort kabupaten kapuas 1 paket
, Kab. Kapuas
579 Dana hibah untuk balai jemaat lingkungan pelayanan 2 jemaat GKE Jemaat GKE selat 1 aket
selat kuala kapuas , Kab. Kapuas P
573 penimbunan halaman semenesasi jalan keruing gang Il sepanjang 500 Jalan keruing gang 1l selat dalam 500 meter
m selat dalam , Kab. Kapuas
574 peningkatan jalan komplek peternakan kelurahan selat dalam item : jalan komplek peternakan kelurahan selat dalam 340 meter
aspal, tebal : 3 cm, lebar : 4 m, panjang : 340 m , Kab. Kapuas
575 saluran drainase panjang 200 m, kanan dan kiri, jalan komplek jalan komplek peternakan rt. 19 kel. Selat dalam 200 meter
peternakan rt. 19 kel. Selat dalam , Kab. Kapuas
penimbunan jalan BPP gang almunin 2 dan siring rt. 05 kel. Selat dalam jalan BPP gang almunin 2 dan siring rt. 05 kel. Selat
576 . L dalam 200 meter
Lebar : 4 m, panajng : 200 m
, Kab. Kapuas
577 | semenisasi jalan cilik riwut gang damai rt. 30 selat hulu Jalan cllik riwnut gang damai rt. 30 selat hulu 300 meter
, Kab. Kapuas
578 | Masyarakat membutuhkan jalan bagus. Rekontruksi jalan JI. Tambun bungai Gg. 6/3b depan greja mufakat 1 Paket
kelurahan selat dalam kecamatan selat, Kab. Kapuas
579 | Masyarakat membutuhkan jalan baik. Sejenis asid jalan gang RT 1 Pulau telo baru, Kab. Kapuas 1 Paket
. i elurahan selat barat. Kecamatan selat, Kab. Kapuas akel
s | Jerir o et el Srn S SRS (st . st o s | 1| P
581 ng::gsa%:ggﬁfﬂ lge;g;maan. Bantuan alat habsyi lengkap untuk Desa sare pulau kecamatan bataguh, Kab. Kapuas 1 Paket
582 '\P/l? nﬂsgﬂ:{:{f:;;:' media cetak. Hibah dan kerjasama dengan media Jl.pemuda kecamatan selat, Kab. Kapuas 1 Paket
583 Zﬂeenr;u:r{arzgérig‘o;r_lr_]as:;r;t; 'r;r:;il?e?é?}i(stimmk' Hibah dan kerjasama JI. Pemuda kecamatan selat, Kab. Kapuas 1 Paket
. semenisasi jalan cilik riwut gg 5 citra permai rt 12 rw
584 | kondisi jalan rusak 04 kelurahan selat hulu kecamatan selat, Kab. Kapuas L paket
s semenisasi jalan cilii riwut gg damai 12 rt 25 kelurahan
585 | kondisi jalan rusak selat hulu kecamatan selat, Kab. Kapuas L paket
- jembatan ulin menuju masjid tajuddin jalan cilik riwut
586 | kondisi jembatan rusak kelurahan selat hulu kecamatan selat, Kab. Kapuas ! paket
s peningkatan jalan barito gg 7 baru kelurahan selat hulu
587 | kondisijalan rusak kecamatan selat, Kab. Kapuas 1 paket
588 ye??ﬁjrsgat sangat membutuhkan. Pembuatan 2 buah pintu air di desa Desa sei pitung kecamatan kapuas barat, Kab. Kapuas 1 Paket
589 | Kondisi ialan rusak peningkatan jalan barito gg 8 kelurahan selat hulu 1 aket
I kecamatan selat, Kab. Kapuas P
semenisasi jalan cilik riwut handel semangat gg 4 A rt
590 | kondisijalan rusak 04 kelurahan selat dalam kecamatan selat, Kab. 1 paket
Kapuas
591 I}\//I;;r::::l;z;r;:natrrl:nr%l;arﬁluunr;umkarﬂenunjang fasilitas. Hibah untuk Kelurahan selat utara. Kecamatan selat, Kab. Kapuas 1 Paket
peningkatan jalan cilik riwut gg 4 rt 8 rw 9 lanjutan
592 | kondisi jalan rusak pekerjaan lembaga pemasyarakatan (LP) , Kab. 1 paket
Kapuas
503 Menunjang kegiatan belajar anak-anak. Bantuan sarana bermain PAUD Desa anjir mambulau kecamatan kapuas timur, Kab. 1 Paket
KB kartini di Handel mulia Kapuas
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504 | drainase rusak siring jalan jawa gg tiga serangkai kelurahan selat 1 paket
barat kecamatan selat, Kab. Kapuas
20.000 bibit ayam potong dan pakan ayam kecamatan
595 | meningkatkan ekonomi masyarakat pulau petak, kecamatan basarang, kecamatan kapuas 1 paket
barat, Kab. Kapuas
506 Masygrak‘at membutuhkan penerangan jalan. Pengadaan PJU kali anjir Kecamatan kapuas timur, Kab. Kapuas 1 Paket
pasar jum'at KM. 6
2000 bibit bebek dan pakan bebek kecamatan
597 | meningkatkan ekonomi masyarakat basarang, kecamatan pulau petak, kecamatan kapuas 1 paket
barat, Kab. Kapuas
598 | meningkatkan ekonomi masyarakat 40 sapi di kecamatan pulau petak, Kab. Kapuas 1 paket
Menunjang kegiatan keagamaan. Bantuan alat habsyi, sound system JI. Pemuda kelurahan selat dalam kecamatan selat,
599 d ; . - 1 Paket
dan baju gamis untuk kelompok habsyi Fathul arifin Kab. Kapuas
600 | meningkatkan ekonomi masyarakat mesin penggilingan sapi di kapuas timur, Kab. Kapuas 1 paket
hibah yayasan majlis daruzzahro jalan pemuda rt 09
601 | memerlukan dana rehab karena perlu adanya perbaikan rw 9 kelurahan selat dalam kecamatan selat, Kab. 1 2000000
Kapuas
Masyarakat sangat memerlukan jalan bagus. Rekontruksi jalan desa
602 batuah Rt 01 sekonder 3 KM. 9 Kecamatan basarang, Kab. Kapuas 1 Paket
hibah dambar tirta borneo kapuas jalan jawa rt 38 P
603 | masyarakat membutuhkan alat perlengkapan kebakaran kelurahan selat tengah kecamatan selat, Kab. Kapuas L 200000
604 | drainase rusak siring jalan jawa rt 38 kelurahan selat tengah 1 paket
kecamatan selat, Kab. Kapuas
605 | kondisijalan rusak semenisasi jalan cilik riwut rt 8 gg 4 kelurahan selat 1 paket
dalam kecamatan selat, Kab. Kapuas
semenisasi jalan cilik riwut rt 4 gg 5 samping masjid
606 | kondisi jalan rusak darul mu amanah kelurahan selat dalam kecamatan 1 paket
selat, Kab. Kapuas
.- semenisasi gg maju kelurahan selat utara kecamatan
607 | kondisi jalan rusak selat, Kab. Kapuas 1 paket
608 | kondisi jalan rusak penimbunan gg dionie h. rintuh kelurahan selat utara 1 paket
kecamatan selat, Kab. Kapuas
609 | kondisi jalan rusak penimbunan jalan ulis dan pengaspalan kelurahan 1 paket
selat utara kecamatan selat, Kab. Kapuas
610 | kondisi jalan rusak peningkatan jalan barito gg XII baru kelurahan selat 1 paket
hulu kecamatan selat, Kab. Kapuas
peningkatan jalan dan semenisasi desa bunga mawar
611 | kondisi jalan rusak handel tabalien rt 7 kecamatan pulau petak, Kab. 1 paket
Kapuas
. . ) SDN 1 selat hulu rahab ruangan di kelurahan selat
612 | perlunya rehab untuk menunjang aktivitas pembelajaran hulu kecamatan selat, Kab. Kapuas 1 paket
Perlunya rehab perbaikan ruangan untuk menunjang aktivitas belajar SDN 5 selat hulu kelurahan selat hulu kecamatan
613 4 1 paket
mengajar selat, Kab. Kapuas
614 | rehab lanjutan aula untuk menunjang aktivitas belajar mengajar SMPN 2 pulau telo desa pulau telo kecamatan selat, 1 paket
Kab. Kapuas
Masyarakat membutuhkan jalan bagus. Melapis pengaspalan jalan JI. Pemuda Gg. V kelurahan selat dalam kecamatan
615 b o 1 Paket
Pemuda Gg. V Komplek griliya agung mandiri selat, Kab. Kapuas
Minimnya usaha ternak bagi masyarakat. Bantuan kandang dan bibit Desa anijir serapat timur Km. 13 kecamatan kapuas
616 . 1 Paket
ayam petelor timur, Kab. Kapuas
Masyarakat sangat membutuhkan perbaikan jalan. Permohonan JI. K.U Soerapati kelurahan selat hilir kecamatan selat,
617 . . 1 Paket
semenisasi JI. K.U Soerapati Gg. 1 Kab. Kapuas
Masyarakat sangat membutuhkan jalan baik. Permohonan semenisasi JI. Teratai Gg 4.kelurahan selat tengah kecamatan
618 ) . ; 1 Paket
lapis aspal jl. Teratai Gg. 4 selat, Kab. Kapuas
619 | tidak adanya akses jalan untuk menunjang relokasi di desa kota baru desa kota baru keca}r(n:;igskapuas tengah, Kab. 1 paket
620 | kondisi jalan masih tidak layak di jl raden kaut desa kota baru jl raden kaut, Kab. Kapuas 1 paket
621 | kondisi gereja belum memadai untuk melaksanakan acara keagamaan desa balai banjang, Kab. Kapuas 1 paket
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622 | kondisi jalan desa yang belum memadai desa sei hanyo, Kab. Kapuas 2 Kilometer
623 | kondisi jalan menuju kantor kecamatan yang tidak memadai desa sei pinang, Kab. Kapuas 500 meter
624 tggg;ﬁ:ﬁ ASlI yang belum memadai untuk menunjang kegiatan desa masaran, Kab. Kapuas 1 paket
625 I:T?Q:;ij aSrDN yang tidak memadai untuk menunjang kegiatan belajar desa kotabaru, Kab. Kapuas 1 paket
626 | kondisi SDN yang kurang memadai desa tumbang Diring, Kab. Kapuas 1 paket
627 | kondisi SDN yang kurang memadai Desa Karetau Manta'a, Kab. Kapuas 1 paket
628 | kondisi SDN yang kurang memadai Desa Tumbang Dandang, Kab. Kapuas 1 paket
629 | kondisi SDN yang kurang memadai desa Tumbang Tukun, Kab. Kapuas 1 paket
630 | kondisi SDN kurang memadai desa Kaburan, Kab. Kapuas 1 paket
631 | kondisi SDN yang kurang Memadai Desa Tumbang Nusa, Kab. Kapuas 1 paket
632 | kondisi SMPN satu atap kurang memadai Desa Kota Baru, Kab. Kapuas 1 paket
633 | minimnya ruang belajar di SDN 1 desa Masaran, Kab. Kapuas 1 paket
634 | kondisi SDN yang kurang memadai desa Tumbang tihis, Kab. Kapuas 1 paket
635 | kondisi SDN yang kurang Memadai Desa Mampai Jaya, Kab. Kapuas 1 paket
636 | kondisi SDN yang Kurang Memadai Desa Hurung Tampang, Kab. Kapuas 1 paket
637 | kondisi Postu yang kurang memadai desa kotabaru, Kab. Kapuas 1 paket
638 | kondisi rumah dinas tenaga kesehatan yang kurang memadai desa dandang, Kab. Kapuas 1 paket
639 | kurangnya ruangan di Puskesmas desa Jangkang, Kab. Kapuas 1 paket
640 | kondisi postu yang kurang memadai desa tumbang tukun, Kab. Kapuas 1 paket
641 | kondisi postu yang ada tidak memadai desa buhut jaya, Kab. Kapuas 1 paket
642 | minimnya bibit ternak sapi desa sei hanyo, Kab. Kapuas 1 paket
643 | minimnya ketersediaan bibit ternak Babi desa kotabaru, Kab. Kapuas 1 paket
644 | minimnya ketersediaan bibit ternak babi desa masaran, Kab. Kapuas 1 paket
645 | minimnya ketersediaan bibit ternak babi desa penda muntei, Kab. Kapuas 1 paket
646 | minimnya ketersediaan bibit ternak ayam desa kota baru, Kab. Kapuas 1 paket
647 | minimnya ketersediaan bibit ikan patin kecamatan timpah, Kab. Kapuas 1 paket
648 | minimnya ketersediaan bibit ikan patin kecamatan kapuas tengah, Kab. Kapuas 1 paket
649 | minimnya ketersediaan bibit ikan patin kecamatan kapuas hulu, Kab. Kapuas 1 paket
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650 | minimnya ketersediaan bibit ikan patin kecamatan mandau talawang, Kab. Kapuas 1 paket
651 | minimnya ketersediaan bibit ikan patin kecamatan pasak talawang, Kab. Kapuas 1 paket
652 | belum adanya turap siring dan ruas jalan singa apui desa kotabaru, Kab. Kapuas 1 Kilometer
653 | tidak tersedianya gedung penunjang kegiatan olahraga desa dadahup kecamatan dadahup, Kab. Kapuas 1 paket
654 | kondisi jalan kurman anang masih banyak yang rusak desa dadahup kecamatan dadahup, Kab. Kapuas 500 meter
655 | kondisi jalan yang masih belum memadai di jl padat karya desa dadahup kecamatan dadahup, Kab. Kapuas 350 meter
656 | minimnya ketersediaan bibit sawit untuk kelompok maju bersama desa dadahup kecamatan dadahup, Kab. Kapuas 1 paket
657 Ezlr?l:?:;u?MPN 1 Dadahup yang fidak bisa digunakan karena sefalu desa dadahup kecamatan dadahup, Kab. Kapuas 1 paket
658 kmoé]:;i J;ﬁgf:&?ﬁ:ﬁ?ﬁ; yang belum disemenisasi sehingga desa dadahup kecamatan dadahup, Kab. Kapuas 300 meter
659 Eiz\(/jiitsai Sjilva;r:ngNDl yang belum di semenisasi sehingga menghambat desa dadahup kecamatan dadahup, Kab. Kapuas 300 meter
660 | konsidi halaman SDN 2 yang masih Rusak desa dadahup kecamatan dadahup, Kab. Kapuas 1 halaman
661 | kondisi jalan yang masih rusak desa manuntung kecamatan dadahup, Kab. Kapuas 500 meter
662 | kondisi halaman sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Bina Jaya Bina Jaya kecamatan Dadahup, Kab. Kapuas 1 halaman
663 | kondisi jalan permukiman yang rusak di desa bina jaya desa bina jaya kecamatan dadahup, Kab. Kapuas 500 meter
664 | minimnya ketersediaan bibit untuk usaha ternak warga Desa Bina Jaya Kecamatan Dadahup, Kab. Kapuas 1 paket
665 | kondisi jalan Alkah Keluarga Desa Dadahup yang masih rusak desa dadahup kecamatan dadahup, Kab. Kapuas 200 meter
666 | kondisijalan yang masih rusak dan kurang lebar di jalan Gusti Budiman Desa dadahup Kecamatan Dadahup, Kab. Kapuas 200 meter
667 mﬁz ﬁ?;?’%;g:;ﬂpumu‘( penunjang kegiatan olahraga di Lapangan Desa Dadahup Kecamatan Dadahup, Kab. Kapuas 1 paket
668 | kondisi Jembatan yang ada di jln Darmawan Dadahup Rusak Berat Desa Dadahup Kecamatan Dadahup, Kab. Kapuas 1 paket
669 | tidak adanya jalan permukiman penduduk di desa Sumber Alaska Desa Sumber AIaskaK};Sﬁz?atan Dadahup, Kab. 500 meter
670 tJig;Z gizr;)ﬁ;lat khususnya Handtraktor untuk Kelompok Tani Hendra desa dadahup kecamatan dadahup, Kab. Kapuas 5 Unit
671 | kondisi jalan budi utomo yang telah rusak desa dadahup kecamatan dadahup, Kab. Kapuas 400 meter
672 | kondisi jembatan patua dadahup yang membutuhkan perbaikan desa dadahup kecamatan dadahup, Kab. Kapuas 1 paket
tidak adanya fasilitas laptop maupun komputer untuk meningkatkan
673 | standar pelayanan multimedia menuju pendidikan berbasis digital kecamatan dadahup, Kab. Kapuas 20 Unit
SMKN 1 Dadahup

674 | minimnya ketersediaan bibit sapi yang bagus untuk kelompok tani desa petak batuah kecamatan dadahup, Kab. Kapuas 1 paket
675 | kondisi masjid Ar-Rahman Dadahup yang rusak desa dadahup kecamatan dadahup, Kab. Kapuas 1 paket
676 zgm;ggeﬁg#;jﬂg 2L‘;’g?;?;g:ngliszzﬁg[Srdsiizglijp yang telah rusak desa dadahup kecamatan dadahup, Kab. Kapuas 1 paket
677 | masjid alikhlas dadahup rusak desa dadahup kecamatan dadahup, Kab. Kapuas 1 bangunan
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hibah media warta kalteng jalan pemuda km 5.5
678 | wawasan masyarakat kelurahan selat utara kecamatan selat, Kab. Kapuas L paket
hibah media prima media jalan pemuda km 5.5
679 | wawasan masyarakat kelurahan selat utara kecamatan selat komunikasi dan 1 paket
informatika, Kab. Kapuas
hibah media narasi kalteng jalan pemuda km 5.5
680 | wawasan masyarakat kelurahan selat utara kecamatan selat komunikasi dan 1 paket
informatika, Kab. Kapuas
20.000 bibit bebek dan pakan bebek dinas pertanian
681 | meningkatkan ekonomi masyarakat jalan pemuda km 4.5 kelurahan selat utara kecamatan 1 pakaet
selat, Kab. Kapuas
682 | HIBAH MEDIA BACAKABAR.ID KAPUAS, Kab. Kapuas 1 PAKET
683 | HIBAH MEDIA KALTENG.COM KABUPATEN KAPUAS, Kab. Kapuas 1 PAKET
684 | HIBAH MEDIA KABAR KALIMANTAN{ KABUPATEN KAPUAS&t'a“QANTAN TENGAH, Kab. 1 PAKET
685 PENINGKATAN JALAN DESA HANDEL BAHANAU BESAR DESA HANDEL BAHANAU BESAR KECAMATAN 1 Paket
KECAMATAN BATAGUH BATAGUH, Kab. Kapuas
Sumber : SIPD RI, 2024
Tabel 4.7 Usulan Kabupaten Kapuas ke Provinsi Kalimantan Tengah
USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI

Menurunnya APM untuk jenjang sekolah
SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Pembangunan Gedung SMA sebanyak 1 Paket

Desa Danau Pantau, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih kurangnya upaya kesiapsiagaan
masyarakat menghadapi ancaman bencana,
terutama masyarakat yang tinggal di daerah

rawan bencana

Sarana Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 1 paket

JI. Poros Palangka Raya Buntok Km
123, Provinsi Kalimantan Tengah

Rendahnya Kewirausahaan dan Komptensi
Kapasitas SDM Koperasi, Usaha Mikro dan
Kecil

Masih rendahnya kemampuan Koperasi dan UMK dalam menjalankan
Digital Marketing. Pelatihan Digital Marketing Online Bagi Koperasi dan
UMKM. 2 kegiatan

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Rendahnya Kewirausahaan dan Komptensi
Kapasitas SDM Koperasi, Usaha Mikro dan
Kecil

Masih rendahnya kemampuan Pelaku Usaha dalam mengolah hasil
potensi lokal. Pelatihan Pemberdayaan UMKM. 2 kegiatan

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Rendahnya Kewirausahaan dan Komptensi
Kapasitas SDM Koperasi, Usaha Mikro dan
Kecil

Masih lemahnya kualitas SDM pengurus/pengawas dan pengelola
koperasi. Pelatihan Manajemen Perkoperasian. 1 kegiatan

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Rendahnya Kewirausahaan dan Komptensi
Kapasitas SDM Koperasi, Usaha Mikro dan
Kecil

Masih sedikitnya koperasi yang mampu menyusun laporan keuangan
sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK)

Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan Desain Grafis berbasis
Kompetensi untuk Pencari Kerja. Pelatihan Desain Grafis. 1 paket

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK)

Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan Menjahit berbasis Kompetensi
untuk Pencari Kerja. Pelatihan Menjahit . 1 Paket

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah
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Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK)

Tidak tersedianya anggaran Pelatihan berbasis non kompetensi dan
padat karya untuk pencari kerja yang ingin berwirausaha.
Penyebarluasan Penempatan Tenaga Kerja melalui Pelatihan Padat
Karya. 1 Paket

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK)

Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan job fair. Job Fair/Bursa
Kerja di Kabupaten Kapuas

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Tidak adanya skala proritas dalam
menentukan cabang olahraga yang akan
dilaksanakan

Kurang pelatihan yang memiliki sertifikasi lesensi disetiap cabang
olahraga. Sertifikasi Pelatih Fisik Dasar. 1 kegiatan

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Kurang optimalnya pengelolaan potensi
produk wisata Kalimantan Tengah baik objek
wisatanya, SDM pariwisata, dan hasil
kerajinan tangan yang digunakan sebagai ciri
khas oleh-oleh sebuah destinasi

Pelatihan/Bimtek bagi Pemandu Wisata dan Kelompok Sadar Wisata
Belum Pernah dilaksanakan di Kabupaten mengingat Kabupaten
Kapuas memilik Potensi dan Objek Wisata yang dapat dikembangkan
kedepannya. Pelatihan/Bimtek Bagi Pemandu Wisata dan Kelompok
Sadar Wisata. 40 orang

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Kurang optimalnya pengelolaan potensi
produk wisata Kalimantan Tengah baik objek
wisatanya, SDM pariwisata, dan hasil
kerajinan tangan yang digunakan sebagai ciri
khas oleh-oleh sebuah destinasi

Pelatihan/Bimtek Digital Marketing Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif belum
pernah dilaksanakan di Kabupaten dan Pelaku Ekonomi Kreatif sangat
mengharapkan sistim penjualan berbasis digital menyesuaikan eranya.
Pelatihan/Bimtek Digital Marketing Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. 40
orang

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Kurang optimalnya pengelolaan potensi
produk wisata Kalimantan Tengah baik objek
wisatanya, SDM pariwisata, dan hasil
kerajinan tangan yang digunakan sebagai ciri
khas oleh-oleh sebuah destinasi

Kurangnya SDM Pelaku Ekraf. Peningkatan SDM Pelaku Ekonomi
Kreatif Tingkat Dasar. 20 orang

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Kurang optimalnya pengelolaan potensi
produk wisata Kalimantan Tengah baik objek
wisatanya, SDM pariwisata, dan hasil
kerajinan tangan yang digunakan sebagai ciri
khas oleh-oleh sebuah destinasi

Kurangnya pengrajin dan sudah sepuh. Pelatihan Pembuatan Produk
Getah Nyatu & Upak Nyamu. 20 orang

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

belum optimalnya pendataan dan penataan
arsip

Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap
pengelolaan bahan pustaka. Pelatihan Pengelolaan Bahan
Pustaka/Pengolahan Buku. 1 kegiatan

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

belum optimalnya pendataan dan penataan
arsip

Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap
pengelolaan perpustakaan. Pelatihan Pengelola Perpustakaan. 25 orang

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih kurangnya upaya kesiapsiagaan
masyarakat menghadapi ancaman bencana,
terutama masyarakat yang tinggal di daerah

rawan bencana

Pakaian Belum Memenuhi Standar. Pengadaan Pakaian Dinas dan
Atribut Perlengkapannya (PDL 2 Damkar) 38 Stel

Kuala Kapuas
, Provinsi Kalimantan Tengah

Minimnya sarana dan prasarana belajar

Akses SMA terdekat terlalu jauh. Pembangunan Unit Sekolah Baru
(SMA). 1 paket

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Minimnya sarana dan prasarana belajar

Akses SMA terdekat terlalu jauh. Pembangunan Unit Sekolah Baru
(SMA). 1 paket

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Minimnya sarana dan prasarana belajar

Akses SMA/SMK terdekat terlalu jauh. Pembangunan Unit Sekolah Baru
(SMA/SMK). 1 paket

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Minimnya sarana dan prasarana belajar

Belum adanya SMA terdekat. Pembangunan Unit Sekolah Baru (SMA)
Mandau Talawang. 1 paket

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Belum meratanya distribusi guru antar daerah

Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik. Penambahan Tenaga
Pendidik / Guru SMKN - 1 Pasak Talawang. 2 orang

Kabupaten KApuas, Provinsi
Kalimantan Tengah
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masih rendahnya kemampuan Sumber Daya
Manusia (SDM) memanfaatkan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kegiatan
tertib administrasi kependudukan di provinsi
dan kabupaten/kota

Kondisi alat cetak terbatas dan telah usang karena waktu pemakaian
yang terlalu lama. (Pengadaan Alat Cetak KTP-el Spesifikasi : Printer
Fargo HDP 5600 Encorder = 3 Buah)

Kecamatan Selat, Provinsi Kalimantan
Tengah

masih rendahnya kemampuan Sumber Daya
Manusia (SDM) memanfaatkan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kegiatan
tertib administrasi kependudukan di provinsi
dan kabupaten/kota

Kondisi alat cetak terbatas dan telah usang karena waktu pemakaian
yang terlalu lama. (Printer Cetak Kartu Identitas Anak Spesifikasi : Evolis
Primacy Simplex SP00308 = 2 Buah)

Kecamatan Selat, Provinsi Kalimantan
Tengah

masih rendahnya kemampuan Sumber Daya
Manusia (SDM) memanfaatkan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kegiatan
tertib administrasi kependudukan di provinsi
dan kabupaten/kota

Kondisi alat cetak terbatas dan telah usang karena waktu pemakaian
yang terlalu lama. (Pengadaan Ribbon Pencetak KTP-el Spesifikasi :
Ribbon HDP 5000/5600 = 45 Buah)

Kecamatan Selat, Provinsi Kalimantan
Tengah

masih rendahnya kemampuan Sumber Daya
Manusia (SDM) memanfaatkan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kegiatan
tertib administrasi kependudukan di provinsi
dan kabupaten/kota

Kondisi alat cetak terbatas dan telah usang karena waktu pemakaian
yang terlalu lama. (Pengadaan Retransfer film KTP-el Spesifikasi :
Retransfer Film HDP 5000/5600 = 15 Buah)

Kecamatan Selat, Provinsi Kalimantan
Tengah

masih rendahnya kemampuan Sumber Daya
Manusia (SDM) memanfaatkan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kegiatan
tertib administrasi kependudukan di provinsi
dan kabupaten/kota

Kondisi alat cetak terbatas dan telah usang karena waktu pemakaian
yang terlalu lama. (Pengadaan Ribbon Kartu Identitas Anak Spesifikasi :
Evolis Ribbon Color YMCKO R5fp00308 = 20 Buah)

Kecamatan Selat, Provinsi Kalimantan
Tengah

masih rendahnya kemampuan Sumber Daya
Manusia (SDM) memanfaatkan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kegiatan
tertib administrasi kependudukan di provinsi
dan kabupaten/kota

Kondisi alat cetak terbatas dan telah usang karena waktu pemakaian
yang terlalu lama. (Pengadaan Pembersih (Cleaning Kit) Printer KIA
Spesifikasi : Cleaning Kit Evolis CK-A0308 = 10 Buah)

Kecamatan Selat, Provinsi Kalimantan
Tengah

Tingginya angka pernikahan anak di usia dini
di Provinsi Kalimantan Tengah

Masih rendahnya pemahaman Forum Anak tentang 2P. (Pelatihan
Peran Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) = 1 Kegiatan)

Kecamatan Selat, Provinsi Kalimantan
Tengah

Tingginya angka pernikahan anak di usia dini
di Provinsi Kalimantan Tengah

Masih tingginya tingkat kekerasan seksual terhadap Anak. Advokasi
Kekerasan Seksual Terhadap Anak = 1 Kegiatan

Kec. Selat, Provinsi Kalimantan
Tengah

menurunnya rasio pemakaian kontrasepsi

Masih lemahnya kualitas SDM. Pelatihan Pusat Pembelajaran Keluarga
(PUSPAGA) = 1 Kegiatan

Kec. Selat, Provinsi Kalimantan
Tengah

Belum optimalnya penanganan PPKS melalui
rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial,
penanganan fakir miskin serta perlindungan
dan jaminan sosial

Bantuan Beras bagi anak dalam panti dan luar panti 3 (tiga) LKS. 20
paket

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Belum optimalnya penanganan PPKS melalui
rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial,
penanganan fakir miskin serta perlindungan
dan jaminan sosial

Bantuan Beras bagi anak dalam panti dan luar panti 3 (tiga) LKS. 20
paket

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Belum optimalnya penanganan PPKS melalui
rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial,
penanganan fakir miskin serta perlindungan
dan jaminan sosial

Bantuan Beras bagi anak dalam panti dan luar panti 3 (tiga) LKS. 19
paket

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

masih tingginya jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Bantuan Tunai anak keluarga miskin. 50 orang

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

masih tingginya jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Bantuan Tunai anak keluarga miskin

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah
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Kurang optimalnya pengelolaan potensi
produk wisata Kalimantan Tengah baik objek
wisatanya, SDM pariwisata, dan hasil
kerajinan tangan yang digunakan sebagai ciri
khas oleh-oleh sebuah destinasi

Perlunya kemasan produk yang menarik dan kekinian. Pelatihan
Pengemasan Produk . 20 orang

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Belum optimalnya penanganan PPKS melalui
rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial,
penanganan fakir miskin serta perlindungan
dan jaminan sosial

Bantuan Beras bagi anak dalam panti dan luar panti 3 (tiga) LKS. 59
Paket

Kecamatan Basarang, Kecamatan
Selat, Kecamatan Kapuas Timur
, Provinsi Kalimantan Tengah

Akses kelola perhutanan sosial bagi
masyarakat dalam rangka pemberdayaan
masyarakat masih rendah

Petani Belum Seluruhnya mengunakan pembeku anjuran. Pembeku
Latek (Asam Formiat ). 139 Ha

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Akses kelola perhutanan sosial bagi
masyarakat dalam rangka pemberdayaan
masyarakat masih rendah

Petani Belum Seluruhnya mengunakan pembeku anjuran. Pembeku
Latek (Asam Formiat ). 50 Ha

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih rendahnya produksi dan produktivitas
komoditas perkebunan

Petani Belum Seluruhnya mengunakan pembeku anjuran. Pembeku
Latek (Asam Formiat ). 139 Ha

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih rendahnya produksi dan produktivitas
komoditas perkebunan

Petani Belum Seluruhnya mengunakan pembeku anjuran. Pembeku
Latek (Asam Formiat ). 50 Ha

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih rendahnya produksi dan produktivitas
komoditas perkebunan

Petani Belum Seluruhnya mengunakan pembeku anjuran. Pembeku
Latek (Asam Formiat ). 100 Ha

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Pola Kemitraan petani kebun belum maksimal

Pencurian Bokar di Tingkat Petani dan Pengumpul. Bangunan Bokar
Ukuran 5x 10 M. 1 Unit

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Pola Kemitraan petani kebun belum maksimal

Pencurian Bokar di Tingkat Petani dan Pengumpul. Bangunan Bokar
Ukuran 5x 10 M. 1 Unit

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian
dan peternakan masih kurang dan relatif
terbatas

Sarana pendukung kegiatan inseminasi buatan, 1 paket. Minat
masyarakat untuk inseminasi buatan tinggi, namun dukungan APBD
Kabupaten terbatas

Mantangai, Dadahup, Kapuas
Murung, Basarang, Tamban Catur,
Kapuas Kuala
, Provinsi Kalimantan Tengah

Masih rendahnya produksi dan produktivitas
komoditas perkebunan

Pekebun tidak memakai mangkok. pisau sadap tidak standart. Peralatan
sadap tanaman karet. 3 Paket

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian
dan peternakan masih kurang dan relatif
terbatas

Sarana pendukung kegiatan inisiasi pembibitan sapi di masyarakat, 1
Paket. Permasalahan : Permintaan bibit sapi tinggi setiap tahun dan
selalu didatangkan dari luar daerah, disamping dapat memberdayakan
kelompok tani yang eksis

Desa Manyahi Kecamatan Mantangai
, Provinsi Kalimantan Tengah

Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian
dan peternakan masih kurang dan relatif
terbatas

Pengembangan Hijauan Pakan Ternak, 1 paket. Permasalahan:
Perlunya Dukungan terhadap kegiatan inisiasi pembibitan sapi
masyarakat

Desa Manyahi Kecamatan Mantangai
, Provinsi Kalimantan Tengah

PENETAPAN P-RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

IV-81




USULAN

MASALAH

ALAMAT LOKASI

Masih rendahnya produksi dan produktivitas
komoditas perkebunan

Peralatan kebun tidak memadai. Peralatan pasca panen sawit. 1 paket

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih rendahnya produksi dan produktivitas
komoditas perkebunan

Peralatan kebun tidak memadai. Peralatan pasca panen sawit. 1 paket

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih rendahnya produksi dan produktivitas
komoditas perkebunan

Peralatan tradisional. Peralatan pasca panen pengolahan kelapa. 2 unit

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih rendahnya produksi dan produktivitas
komoditas perkebunan

Meningkatnya kasus gangguan usaha perkebunan. Sosialisasi
Gangguan Usaha Perkebunan. 2 kali

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Produksi dan mutu hasil pertanian masih
rendah

Bantuan pupuk dan kapur pertanian, 5000 Ha. Permasalahan : Masih
rendahnya produktivitas komoditas padi yang salah satu penyebabnya
adalah penggunaan pupuk yang belum memenuhi rekomendasi

Bataguh, Kapuas Kuala, Tamban
Catur, Kapuas Timur
, Provinsi Kalimantan Tengah

Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian
dan peternakan masih kurang dan relatif
terbatas

Combine Harvester, 4 unit. Waktu panen serempak mengakibatkan
kurangnya tenaga kerja untuk panen dan pasca panen

Kapuas Kuala, Tamban Catur,
Bataguh
, Provinsi Kalimantan Tengah

Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian
dan peternakan masih kurang dan relatif
terbatas

Power Threser, 25 Unit. Permasalahan : Waktu panen serempak
mengakibatkan kurangnya tenaga kerja untuk panen dan pasca panen

Kapuas Kuala, Kapuas Timur, Pulau
Petak, Kapuas Murung
, Provinsi Kalimantan Tengah

Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian
dan peternakan masih kurang dan relatif
terbatas

Bantuan Cultivator, 15 Unit. Terbatasnya sarana pengolahan tanah
untuk komoditas hortikultura

Basarang, Kapuas Timur, Kapuas
Hilir, Pulau Petak, Kapuas Murung,
Dadahup, Kapuas Barat, Timpah,
Mandau Talawang, Kapuas Hulu
, Provinsi Kalimantan Tengah

Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian
dan peternakan masih kurang dan relatif
terbatas

Bantuan Traktor Roda 2 sebanyak 50 unit karena Rasio antara
ketersediaan alat dengan kebutuhan baru mencapai 25%

Kapuas Timur, Dadahup, Tamban
Catur, Kapuas Kuala, Pulau Petak,
Bataguh, Kapuas Murung, Kapuas
Hilir
, Provinsi Kalimantan Tengah

Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian
dan peternakan masih kurang dan relatif
terbatas

Pembangunan jalan pertanian 9 km, karena Sulitnya akses ke lahan
berdampak pada meningkatnya biaya produksi dan angka kehilangan
hasil

Bataguh (Sei Jangkit), Kapuas Timur
(Anijir Serapat Baru)
, Provinsi Kalimantan Tengah

Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian
dan peternakan masih kurang dan relatif
terbatas

Bantuan obat-obatan pertanian, 4 paket. Karena Terbatasnya stok obat-
obatan pada gudang obat-obatan sebagai antisipasi DPI dan serangan
OPT

Selat, Tamban Catur, Kapuas
Murung, Kapuas Timur
, Provinsi Kalimantan Tengah
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Produksi dan mutu hasil pertanian masih
rendah

Pengembangan aneka cabe 25 Ha. Sentra-sentra produksi cabai perlu
dukungan untuk penguatan dalam rangka mendukung kebijakan  terkait
inflasi

Kapuas Timur, Dadahup, Kapuas
Murung, Kapuas Murung, Kapuas
Hilir, Pulau Petak
, Provinsi Kalimantan Tengah

Produksi dan mutu hasil pertanian masih
rendah

Pengembangan jeruk 20 Ha. Pemanfaatan lahan-lahan potensial untuk
pengembangan komoditas prioritas provinsi Kalteng dan didukung oleh
usulan desa dalam Musrenbang Kecamatan

Pulau Petak, Kapuas Hilir, Dadahup,
Kapuas Barat
, Provinsi Kalimantan Tengah

Kurangnya dukungan PSU pada kawasan
permukiman untuk mendukung permukiman
yang layak

Meningkatnya masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Kapuas
terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh
penyediaan PSU yang memadai. Perumahan Griya Sederhana Desa
Pulau Telo Baru / Kecamatan Selat 1 Paket Rp 5.000.000.000

Perum Griya sederhana/ Desa Pulau
Telo Baru, Kab. Kapuas
, Provinsi Kalimantan Tengah

Masih kurangnya upaya kesiapsiagaan
masyarakat menghadapi ancaman bencana,
terutama masyarakat yang tinggal di daerah

rawan bencana

Untuk penyuluhan penanganan Karhutla dan Banjir karena Wilayah
Kabupaten Kapuas Cukup Luas. Mobil Penyuluhan (Lengkap Set LED
dan Proyektor). 1 unit

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih kurangnya upaya kesiapsiagaan
masyarakat menghadapi ancaman bencana,
terutama masyarakat yang tinggal di daerah

rawan bencana

Untuk Penanganan Karhutla dan Banjir di dukung armada angkutan
personil TRC. Mobil Angkutan Personil TRC (Mini Bus) Kapasitas 25
Orang. 1 unit

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih kurangnya upaya kesiapsiagaan
masyarakat menghadapi ancaman bencana,
terutama masyarakat yang tinggal di daerah

rawan bencana

Untuk menjangkau atau menyisir sungai kecil ketika bencana Karhutla
dan bencana yang lain. Speed Boat Karet dan Mesin Tempel 25 PK. 1
unit

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih kurangnya upaya kesiapsiagaan
masyarakat menghadapi ancaman bencana,
terutama masyarakat yang tinggal di daerah

rawan bencana

Untuk pengamanan personil dalam pelaksanaan pemadaman. Alat
Pelindung Diri (APD) Sarpras Karhutla untuk 25 Orang Personil. 25 set

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih kurangnya upaya kesiapsiagaan
masyarakat menghadapi ancaman bencana,
terutama masyarakat yang tinggal di daerah

rawan bencana

Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten
Kapuas. Makanan Siap Saji. 1 paket

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih kurangnya upaya kesiapsiagaan
masyarakat menghadapi ancaman bencana,
terutama masyarakat yang tinggal di daerah

rawan bencana

Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten
Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih kurangnya upaya kesiapsiagaan
masyarakat menghadapi ancaman bencana,
terutama masyarakat yang tinggal di daerah

rawan bencana

Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten
Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih kurangnya upaya kesiapsiagaan
masyarakat menghadapi ancaman bencana,
terutama masyarakat yang tinggal di daerah

rawan bencana

Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten
Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah
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Masih kurangnya upaya kesiapsiagaan
masyarakat menghadapi ancaman bencana,
terutama masyarakat yang tinggal di daerah

rawan bencana

Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten
Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih kurangnya upaya kesiapsiagaan
masyarakat menghadapi ancaman bencana,
terutama masyarakat yang tinggal di daerah

rawan bencana

Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten
Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih kurangnya upaya kesiapsiagaan
masyarakat menghadapi ancaman bencana,
terutama masyarakat yang tinggal di daerah

rawan bencana

Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten
Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih kurangnya upaya kesiapsiagaan
masyarakat menghadapi ancaman bencana,
terutama masyarakat yang tinggal di daerah

rawan bencana

Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten
Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

Pengadaan Truk Sampah 2 Unit x 700jt = 1,4M. Dibutuhkan dalam
upaya penguatan pengelolaan persampahan

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

Kendaraan Roda 3 sebanyak 10 Unit x 50jt = 500 jt. Dibutuhkan dalam
upaya penguatan pengelolaan persampahan

Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

Alat transportasi pengangkut sampah (Tossa). 2 Unit

Kec. Kapuas Hilir, Kel. Sei Pasah,
Provinsi Kalimantan Tengah

Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

Pengadaan truk pengangkut sampah. (1 Unit)

Kec. Kapuas Hilir, Kel. Sei Pasah,
Provinsi Kalimantan Tengah

Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

Pengadaan truk pengangkut sampah. (1 Unit)

Kec. Kapuas Murung, Kel. Palingkau,
Provinsi Kalimantan Tengah

Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 1 Unit

Kec. Kapuas Murung, Kel. Palingkau,
Provinsi Kalimantan Tengah

Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 3 Unit

Kec. Basarang, Desa Pangkalan
Rekan, Provinsi Kalimantan Tengah

Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Unit)

Kec. Kapuas Tengah, Desa Hurung
Pukung, Provinsi Kalimantan Tengah
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Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Paket)

Kec. Kapuas Tengah, Desa Pujon,
Provinsi Kalimantan Tengah

Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 1 Paket

Kec. Kapuas Tengah, Desa Pujon,
Provinsi Kalimantan Tengah

Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Unit)

Kec. Timpah, Desa Aruk, Provinsi
Kalimantan Tengah

Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Unit)

Kec. Timpah, Desa Timpah, Provinsi
Kalimantan Tengah

Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

Pembangunan Tempat Penampungan Akhir Sampa. (1 Paket)

Kec. Timpah, Desa Timpah, Provinsi
Kalimantan Tengah

Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

Program Kampung Iklim. (1 Kegiatan)

Kec. Kapuas Hilir, Kel. Sei Pasah,
Provinsi Kalimantan Tengah

Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 10 Unit

Kab. Kapuas, Kec. Selat, Provinsi
Kalimantan Tengah

Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (2 Unit)

Kab. Kapuas, Kec. Selat, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih tingginya Kondisi jalan provinsi dalam
kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan
maupun rusak berat

SEMENISASI DESA TAMBAN LUPAK. 1 paket

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih tingginya Kondisi jalan provinsi dalam
kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan
maupun rusak berat

SEMENISASI DESA NANING KECAMATAN BASARANG . 1 paket

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih tingginya Kondisi jalan provinsi dalam
kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan
maupun rusak berat

SEMENISASI JALAN ALAI MUARA RT. 028 KELURAHAN PULAU
KUPANG . 1 paket

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih tingginya Kondisi jalan provinsi dalam
kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan
maupun rusak berat

SEMENISASI JALAN ALAI PANTAI RT. 025 KELURAHAN PULAU
KUPANG. 1 paket

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih tingginya Kondisi jalan provinsi dalam
kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan
maupun rusak berat

SEMENISASI JALAN DESA TAMBAN LUPAK KECAMATAN KAPUAS
KUALA .1 paket

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih tingginya Kondisi jalan provinsi dalam
kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan
maupun rusak berat

USULAN JALAN KABUPATEN DESA BUDI MUFAKAT KECAMATAN
BATAGUH. 1 paket

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih tingginya Kondisi jalan provinsi dalam
kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan
maupun rusak berat

PERBAIKAN/SEMENISASI JALAN/TEMPAT PARKIR ALKAH HKKBM
KABUPATEN KAPUAS

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah
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Masih tingginya Kondisi jalan provinsi dalam
kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan
maupun rusak berat

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JALAN TAMBUN BUNGAI GG. 2.1
paket

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih tingginya Kondisi jalan provinsi dalam
kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan
maupun rusak berat

SEMENISASI JALAN USAHA TANI PALINGKAU LAMA KAPUAS
MURUNG. 1 paket

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih tingginya Kondisi jalan provinsi dalam
kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan
maupun rusak berat

SEMENISASI JALAN DESA LAWANG TAMANG KECAMATAN
MANDAU TALAWA 1 paket

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih tingginya Kondisi jalan provinsi dalam
kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan
maupun rusak berat

PENGASPALAN JALAN SULAWESI GG. IV RT. 12 RW. 04
KELURAHAN SELAT BARAT KECAMATAN SELAT
. 1 paket

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih tingginya Kondisi jalan provinsi dalam
kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan
maupun rusak berat

JALAN MASUK PERUMAHAN NSD HANDEL BERE .1 paket

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Masih tingginya Kondisi jalan provinsi dalam
kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan
maupun rusak berat

JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA SEDERHANA DI JALAN
JEPANG. 1 paket

kabupaten kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Tabel 4.8 Daftar Usulan Rencana Kegiatan Hasil Pembahasan Forum Perangkat
Daerah Untuk RKPD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025

VOLUME/TARGET PERANGKAT
NO NAMA USULAN/KEGIATAN INDIKATIF LOKASI (Akurat) DESA/KELURAHAN (Buah,Paket,unit km, di) DAERAH
1 2 3 4 5
KECAMATAN : SELAT
| BIDANG INFRASTRUKTUR
A. Jalan dan Jembatan
1. Rehabilitasi Jalan Jalan Kalimantan GG. V RT/RW. 017/005 P=150M,L=26M PUPRPKP
2. Pengaspalan Jalan/ Semenisasi dan JI. Mawar Pasar Blok R RT.07/01 2,5 x 100 Meter PUPRPKP
Gorong-Gorong
3. Pembuatan Got/ Saluran Air JI. Anggrek RT.09/02 100Mx1M PUPRPKP
4. Pembangunan/Rehab Jembatan JI Melati Panjang 3 Meter PUPRPKP
5. Pembuatan Draenase JI Melati Panjang 5 Meter PUPRPKP
6.  Pembuatan Draenase Rawan Banjir RT.01, RT.06, RT.12, dan RT.17 Total Panjang =2.080 M,L=1M PUPRPKP
terletak di satu kawasan
7. Pengaspalan Jalan Saka Purun RT. 10 Gg. VII, Gg. IX, Gg. X, Gg. XIl | TotalP=900m L=4m PUPRPKP
dan Saka Purun Ujung
8.  Semenisasi jalan/gang Semangat Baru RT.04 Gg. IV Total P=1.750m L=3m PUPRPKP

Semangat Baru RT.04 Gg. IV A

Semangat Baru RT.04 Gg.V.B

Semangat Baru RT.04 Gg. VI.A

Semangat Baru RT.04 Gg. VIL.A

Semangat Baru RT.04 Gg. IX.A

Semangat Baru RT.04 Gg. IX.B

Semangat Baru RT.04 Gg.X

Semangat Baru RT.04 Gg.XIIl.A

Semangat Baru RT.04 Gg.XIII.B
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Semangat Baru RT.04 Gg.XVA
Semangat Baru RT.04 Gg. XV.B
9. Pengaspalan Jalan/Penimbunan Gang JI. Tjilik Riwut Gang .V.B RT.16 P=300 M, L=4 M PUPRPKP
10.  Penyiringan Lanjutan JI. Pemuda Handel Tenaga Muda RT.09 & RT.11 P=300 M, L=60 CM PUPRPKP
11. Pembangunan Aula Kantor Kelurahan JI. Cilik Riwut Gg. Damai RT.030 Kel. Selat Hulu 1 Paket PUPRPKP
Selat Hulu
12.  Perbaikan Jembatan untuk ke Mesjid JI. Cilik Riwut Gg. | Tajuddin RT.012B 1 Paket PUPRPKP
Tajuddin
13.  Perbaikan Jalan di Jalan Usaha Tani JI. Trans Kalimantan Tembus Kapuas RT. 15 6x 1500 M PUPRPKP
14, Peningkatan Jalan Kabulat JI. Transkalimantan 4x250 M PUPRPKP
15. Peningkatan Jembatan Titian dan Jalan JIMahakam RT 7 1x100 M PUPRPKP
Semenisasi / Gorong-gorong Lingkungan
JI. Trans Kaliman RT 18 4x250 M PUPRPKP
JI Citra Peramai RT 12 A 2,5x 150 M PUPRPKP
JI Citra Peramai RT 30 3x150M PUPRPKP
JI. Kapuas RT 2 1,5x200 M PUPRPKP
Jl.Mahakam Gang 7 2x40M PUPRPKP
Jl.Mahakam Gang 7 2x150M PUPRPKP
16.  Pembangunan Jalan Titian & Semenisasi MURUNG KERAMAT RT.01,02,08,09, dan 15 Jalan Titian (P:810m &L : 1,8 PUPRPKP
m ) dan Semenisasi (P : 100 m &
L:18m)
17.  Semeninsas dan Pelebarani Jalan Bhakti JL. BHAKTI ABRI RT.02,04,05,06,07 dan 18 Semeninsasi Jalan Bhakti ABRI ( PUPRPKP
ABRI dan Jalan Telaga Dalam serta P:1.700m&L:4m)
Rehab Jembatan Muara Tarantang JI.TELAGA DALAM RT.16 Semenisasi Jalan Telaga Dalam ( PUPRPKP
P:1.700m&L:2m)
JL. BHAKTI ABRI RT.07 Rehab Jembatan Muara PUPRPKP
Tarantang (P:30m&L:4m)
18.  Pengaspalan JI. Garuda Gg. | RT. 03 3x400m PUPRPKP
19.  Pengaspalan Jalan JI. Patih Rumbih Gg. 6 RT. 09 200 m2 PUPRPKP
20.  Peningkatan jalan Jalan Sulawesi Gg Ill 4x200 M PUPRPKP
21.  Paving Blok Halaman Kantor Kelurahan Kantor Kelurahan Selat Utara 20x20 M PUPRPKP
selat Utara
22.  Pengerukan / Pendalaman Handel RT. 01, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 07, RT. 08, 15KM x4 M PUPRPKP
RT. 09, RT. 10
23.  Semenisasi Jalan Lingkungan JI. Pemuda Gg. Mandiri RT. 01 70Mx4M PUPRPKP
24.  Peningkatan Pelebaran/ Semenisasi JI Pemuda Km 4,5 Gg Hamzah 1x256 M PUPRPKP
Jalan Lingkungan
25.  Pengaspalan jalan Lingkungan JI Pemuda Km 4,5 Gg Hamzah 5x256 M PUPRPKP
26.  Pembangunan Jalan Usaha Tani di RT.06 | Panamas 1 Pkt, P= 600 m, L=2 m PUPRPKP
27.  Semenisasi jalan poros Kelurahan di Panamas 1 Pkt, P=350m, L=2 m PUPRPKP
RT.09
28.  Semenisasi jalan poros Kelurahan di Panamas 1 Pkt, P= 500 m, L=2 m PUPRPKP
RT.10
29.  Pembangunan Jembatan/Titian di RT.11 Panamas 1Bh, P=500 m, L=2,5m PUPRPKP
seberang sungai Handel Panamas
30.  Pembangunan Jembatan Penyebrangan Panamas 2x120M PUPRPKP
RT 2 Handel Panamas
31.  Perbaikan Jalan JI. Jepang gang Puskemas RT. 4 Desa Pulau 200 M PUPRPKP
Telo
32.  Perbaikan Jalan JI. Manggis RT. 3 Desa Pulau Telo 300M PUPRPKP
33.  Pelebaran Jalan Durian (Pengaspalan) RT.01 Desa Pulau Telo Baru 1km PUPRPKP
34.  Penyiringan Jalan/Bantaran Sungai RT.01, 02, 03 Desa Pulau Telo Baru 600 meter PUPRPKP
B. Pelabuhan/Dermaga
1. Pembangunan Pelabuhan/Dermaga RT.01 Desa Pulau Telo Baru 2 Buah DISHUB /PUPRPKP
C. Irigasi
1. Drainase JI. Pilau dan JI. Patih Rumbih (RT. 08-RT. 15) +700 m PUPRPKP
2. Pengerukan sungai/handel baru JI. Kasturi RT 6 Desa Pulau Telo Panjang 1.000 Meter PUPRPKP
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3. Pembersihan Tarsil/Badan Jalan RT.04,05,06 Desa Pulau Telo Baru 9KM PUPRPKP
4. Pembersihan Handel Udui RT.01 Desa Pulau Telo Baru 1,3km PUPRPKP
5. Pembersihan Handel Baru Bengkok RT.04 Desa Pulau Telo Baru 1,5 km PUPRPKP
6.  Pembersihan Handel Kehu RT.05 Desa Pulau Telo Baru 1km PUPRPKP
7. Pembersihan Handel Bakengkeng RT.05 Desa Pulau Telo Baru 1,5 km PUPRPKP
D. Listrik
1. Penerangan jalan Umum RT. 18 Kampung Kabulat 20 Titik DISHUB
2. Pemasangan tiang dan lampu PJU RT.01, RT.06, RT.08, RT.10, RT.11, RT.13, Total 91 titik Dinas Perhubungan -
RT.16, RT.19, RT.21 PLN
3. Pembuatan Tiang listrik JI. Durian Gang Sukun dan JI. Jepang Gang 10 Unit DISHUB
Puskesmas RT 4
4. Pergantian Lampu PJU JI. Cilik Riwut RT. 5, JI. Kasturi RT. 3 dan 6 15 Titik DISHUB
5. Penerangan Jalan Umum (PJU) RT. 04,05,06,07,08 Desa Pulau Telo Baru 50 buah Dinas Perhubungan -
PLN
E. Telekomunikasi
1. Pembuatan tower JI. Jepang RT. 4 1 Titik
F. Air Bersih
1. Penyaluran Air PDAM RT.05 dan 06 Desa Pulau Telo Baru 1 paket PDAM Kab. Kapuas
2. Pembuatan Sumor Bor Desa Pulau Telo 10 titik PUPRPKP
G. Sanitasi
H. Perumahan dan Permukiman
1. Bedah Rumah/Rehab 150 Rumah PUPRPKP
2. Pembangunan Pasar di Jalan Barito RT. 19 1 Paket PUPRPKP
3. Bantuan Bedah Rumah/Pembangunan RT.01,02,03,04,05,06 Desa Pulau Telo Baru 50 Buah PUPRPKP
Baru
4. Bedah Rumah Wilayah Kelurahan Selat Dalam 30 buah
Il BIDANG PENDIDIKAN
1. Penimbunan & Penyiringan halaman Murung Keramat RT.01 dan Tarantang RT.06 ( 2 Paket masing - masing P : 60 Dinas Pendidikan
SDN 1 Murung Keramat dan 2 Murung m&L:20m)+ (1 Unit Sumur
Keramat ( + Sumur Bor) Bor SDN 2 Murung Keramat )
2. Penimbunan Halaman/Perbaikan Ruang SDN JI. Garuda Gg. | RT.03 Dinas Pendidikan
Kelas
3. Penimbunan Sirtu SDN 1 Handel Berkat Makmur RT.08 50 M x20 M Dinas Pendidikan
4. Perbaikan Sekolah TK Parapah JI. Hampatung RT.5 2 Ruangan Dinas Pendidikan
5. Perbaikan SDN 1 Selat Utara Handel Berkat Makmur RT.08 6 Ruangan Dinas Pendidikan
6. Pagar SDN -1 Selat Dalam P=90m Dinas Pendidikan
7. Pagar SDN-2 Selat Dalam P=80m Dinas Pendidikan
8. Penimbunan halaman SDN-2 Selat Dalam P=60m,L=8m Dinas Pendidikan
9. Pembangunan/Rehabilitasi Paud/TK RT.01 dan 04 Desa Pulau Telo Baru 2 unit Dinas Pendidikan
10.  Penimbunan/Pemasangan Paving SDN 1 Pulau Telo Baru 1 Paket Dinas Pendidikan
11. Bantuan Alat Permainan Edukatif TK TK Permata Bunda dan TK Bifahmidin Desa 1 Paket Dinas Pendidikan
Pulau Telo Baru
1l BIDANG KESEHATAN
1. Pembangunan Puskesmas Selat Utara 1 Paket Dinas Kesehatan
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2. Pembangunan Posyandu Handel Berkat Makmur. Posyandu amanah 1 Paket Dinas Kesehatan
3. Pengadaan Meja dan Kursi Posyandu 4 Posyandu 20 Set Dinas Kesehatan
4. Pembuatan pagar Polindes Sayang Ibu 20m Dinas Kesehatan
5. Pembangunan Poskesdes RT.02 Desa Pulau Telo Baru 1 unit Dinas Kesehatan
6. Bangunan Baru PUSTU (Puskesmas MURUNG KERAMAT RT.15 (1 Unit Bangunan ) Pemerintah Desa dan
Pembantu) Kelurahan
v BIDANG EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN
1. Pertanian
1. Usulan Bibit Pupuk Padi POKTAN SELAT HULU 1 Paket Dinas Pertanian
2. Usulan Bibit Bebek dan Ayam POKTAN SELAT HULU 1 Paket Dinas Pertanian
3. Power Trayser Poktan Bina Bersama 1 Unit Dinas Pertanian
4. Kultivator Poktan KaryaTani 2 Unit Dinas Pertanian
5. Hand traktor GAPOKTAN Utara 1 Unit Dinas Pertanian
6. Pembelian hand traktor Desa Pulau Telo 10 Unit Dinas Pertanian
7. Bantuan Pengadaan Pupuk Padi Gapoktan Desa Pulau Telo Baru 1 Paket Dinas Pertanian
2. Ketahanan Pangan
1. Bantuan Pangan Beras Masyarakat Ekonomi Menengah Kebawah Desa 1Ls Dinas Ketahanan
Pulau Telo Baru Pangan
3. Kehutanan
4. Perkebunan
1. Perahu Nelayan dan alat tangkap ikan Desa Pulau Telo 10 Unit Dinas Perikanan
5. Perikanan
1. Bantuan Pengadaan Perahu dan Alat Kelompok Nelayan Desa Pulau Telo Baru 20 Paket Dinas Perikanan
Tangkap lkan
6. Pertambangan
7. Perdagangan
1. Pembangunan/ Rehab Pasar Sanjaya Selat Hilir 1 Paket Dinas Perindagkop
dan UKM
8. Ketenaga Kerjaan
1. Pelatihan Kelompok Usaha Bersama Poktan RT. 07 4 Kali
2. Pelatihan Kader Posyandu Selat Utara 4 kali
3. Pelatihan Desa Pulau Telo 2 Paket Dinas Tenaga Kerja
9. Pertamanan
1. Pembuatan Taman Ramah Anak/ Ruang Forum Anak Daerah Kec. Selat 1 Paket DLH / PUPRKP
Terbuka Hijau
\ BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
1. Pemerintahan Kecamatan
1. Rehab Berat Kantor Camat 1 Paket PUPRPKP
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2. Pemerintah Kelurahan dan Desa
1. Penambahan Insentif RT SELAT HULU 1 Paket Pemerintah Daerah
2. BangunanBaru Kantor Kelurahan MURUNG KERAMAT RT.02 (1 Unit Bangunan ) Pemerintah Desa dan
Kelurahan
3. Pembangunan Aula Kantor Kelurahan Kantor Kel. Selat Utara 1 Paket PUPRPKP
Selat Utara
4. Pembangunan Pos Kamling RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 08 4 Unit SATPOLPP DAMKAR
5. Pengadaan Alat Damkar BPK Berkah, BPK Syifaul Qalbi, BPK Antasari 3 Unit SATPOLPP DAMKAR
6.  Pembangunan Gedung Pemerintahan Jalan Jepang RT.01 Desa Pulau Telo Baru 1 Unit Pemerintah Daerah
7. Penambahan Insentif Kadar Posyandu 1 Paket
dari 50.000 menjadi 250.000
3. Lembaga Adat
1. Pembangunan Balai Adat Selat Tengah 1 Paket PUPRKP
4. Lain-lain
1. Alat Angkut Sampah/Motor Tossa 21 RT dilingkungan Kelurahan Selat Dalam 21 buah
KECAMATAN : MANTANGAI
| BIDANG INFRASTRUKTUR
A. Jalan dan Jembatan
1 Peningkatan Jalan Aspal menuju Desa Sekata Bangun 5Kmx4m PUPRPKP
Puskesmas
2 Peningkatan/Pelebaran Badan Jalan, Desa Mantangai Tengah RT. 01 P=403 L=4 PUPRPKP
Siring jalan & Penimbunan.
3 Peningkatan jalan antar desa yaitu desa Desa Bukit Batu- Sei Gita - Murui Raya 27 Km x 4m PUPRPKP
bukit batu, sei gita dan murui raya
4 Peningkatan Jalan Aspal (Jalan lintas Desa Danau Rawah 18 km x 4m PUPRPKP
Desa Danau Rawah-Buntok)
5  Jalan Kabupaten 10 km kedesa Warga Desa Warga Mulya 10 Km x 4m PUPRPKP
Mulia-Sriwidadi - Desa Sari Makmur
6  Peningkatan Jalan Pelajar Desa Manusup 1.700 M x 4m PUPRPKP
7  Pelebaran Badan Jalan SMP dan Desa Mantangai Hilir RT.04 P : 550 Meter PUPRPKP
Jembatan Culvert Box L : 4,30 Meter
1 Unit
8  Semenisasi Badan Jalan Desa dan Desa Mantangai Hilir RT.07 1 Paket PUPRPKP
Jembatan Culvert Box Sei Kanamit Lintas
Trans Kalimantan
9  Pembukaan Jalan Poros Utara Desa Manyahi Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, 3.000 m x 4m PUPRPKP
Blok E
10  Peningkatan Jalan Poros Penghubung Desa Sekata makmur Blok A, Blok B, Blok C, Blok | 3.000 m x 4m PUPRPKP
antar Desa D, Blok E
11 Pelebaran Jalan Desa Desa Pulau Kaladan 1 s/d 12 3kmx4m PUPRPKP
12 Pengaspalan/Semenisasi/Cor Beton Jalan | Desa Pulau Kaladan 3,5km x 4m PUPRPKP
Antar Desa (Pulau Kaladan-Lamunti)
13 Semenisasi/Rabat Beton Jalan Palajar Desa Lamunti Pemai P=1,5Km lebar=4m PUPRPKP
depan Kantor Desa dan Areal Sekolah
14 Jalan Poros Desa Desa Kalumpang RT. 01 2Kmx4m PUPRPKP
15 Jalan Penghubung dari Lintas ke Desa Desa Kalumpang RT. 01 630 Meter x 4m PUPRPKP
16 Pengerasan Jalan Cor Beton Desa Rantau Jaya 4 Km x 4m PUPRPKP
17 Peningkatan Jalan Pemukiman Desa Suka Maju RT01, RT02, RT06 Panjang 3.300Meter Lebar 3Meter | PUPRPKP
18 PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN Desa Lamunti Baru 4 Km x 4m PUPRPKP
19 Peningkatan jalan usaha tani Desa Lamunti Baru 10 Km x 4m PUPRPKP/DISTAN
20  Pelebaran Jalan Desa Desa Manusup 1.500 M x 4m PUPRPKP
21 Peningkatan Jalan CRD Desa Manusup 2.500 M x 4m PUPRPKP
22 Peningkatan Jalan Menuju SMK & CRD Desa Manusup 1.200 M x 4m PUPRPKP
23 Pembukaan dan Penimbunan jalan Tumbang Muroi 4 Km x 4m PUPRPKP
Taburu - Jalan Lintas
24 Pengerasan Jalan Poros Desa Desa Kaladan Jaya 5Kmx4m PUPRPKP
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25  Peningkatan Jalan Desa Desa Sidomulyo 2Km x4m PUPRPKP
26 Pengerasan Jalan Cor Beton Desa Rantau Jaya 4 Km x 4m PUPRPKP
27  Peningkatan jalan dari Desa menuju Ke Desa Katunjung 1 Paket PUPRPKP
Kecamatan Mantangai
28  Pembangunan Jalan Rabat Beton Lintas Desa Sei Kapar (seberang RT. 02) 4MX3.500M PUPRPKP
Ferry
29  Pengerasan Jalan Poros antar Desa (Sari | Desa Sari Makmur 6 Mx5KM PUPRPKP
Makmur-Warga Mulya)
30  Pembangunan Jalan poros desa dengan Desa Sriwidadi 26Kmx4m PUPRPKP
material Sirtu RT 5-6
31 Peningkatan jalan lingkungan Desa Lamunti Baru 4 Km x 4m PUPRPKP
32 Peningkatan jalan penghubung dari Lintas | Desa Harapan Jaya 1100 meter x 4m PUPRPKP
Kecamatan ke Desa
33 Jalan Penghubung Antara Desa Desa Tarantang RT.011 4.000 Meter x 4m PUPRPKP
Tarantang dan Desa Lamunti
34 PELEBARAN JALAN DESA Desa Tarantang 4.000 Meter x 4m PUPRPKP
TARANTANG
35  JALAN LINTAS MENUJU PT. G.IJ Desa Tarantang RT.01 3.000 Meter x 4m PUPRPKP
36  Pelebaran dan Pengaspalan Jalan Antang | Desa Mantangai Hulu RT. 01 1 Paket PUPRPKP
Patahu RT. 01
37  Pelebaran dan Pengaspalan Jalan Antang | Desa Mantangai Hulu RT. 02 1 Paket PUPRPKP
Patahu RT. 02
38  Pelebaran dan Pengaspalan Jalan Antang | Desa Mantangai Hulu RT. 03 1 Paket PUPRPKP
Patahu RT. 03
39  Pengerasan Jalan Palehon Baru Desa Mantangai Hulu RT. 04 1 Paket PUPRPKP
40  Lanjutan Pengerasan dan Pengaspalan Desa Manusup Hilir 1.500 M x 4m PUPRPKP
Jalan Tembus Lintas
41 Aspal Jalan Desa Desa Lahei Mangkutup RT. 01 s/d RT 07 600 M x 4m PUPRPKP
42 Peningatan Jalan Desa ( Semenisasi ) Desa Sei Ahas RT. 01 s/d 03 1000 M x 4m PUPRPKP
43 Pembangunan Jalan Desa Desa Katimpun 2Kmx4m PUPRPKP
44 Peningkatan jalan penghubung desa Desa Humbang Raya 2,7Km PUPRPKP
humbang raya menuju jalan nasional
(ruas Palangka Raya-Timpah)
45  Jalan Tembus Lapetan Danau Rawah Desa Lapetan (di Belakang Desa) 7 km PUPRPKP
46  Jembatan Box Skunder Desa Manyahi RT. 002/RT. 003 1 Paket PUPRPKP
47 Pembangunan Jembatan Box Desa Sekata Bangun - Desa Manusup 2 Unit PUPRPKP
48  Cor Beton Jembatan Box Culvert Desa Kalumpang RT.005 40 Meter PUPRPKP
49  Pembangunan Jembatan BOX Antar Desa Pulau Kaladan 8 Unit PUPRPKP
Desa (Pulau Kaladan-Lamunti)
50  Rehabilitas Jembatan Sekunder Desa Lamunti Permai 3B5Mx2M PUPRPKP
51  Jembatan Penghubung antar Desa Desa Rantau Jaya 1 Paket PUPRPKP
52  Jembatan Penghubung Desa Suka Maju RT02-RT04 Panjang 20 meter Lebar 9 Meter PUPRPKP
53  Jembatan penyeberangan tengah Desa Lamunti Baru P=20 m lebar=4 m PUPRPKP
54  Pembuatan jembatan file slab yang Desa Bukit Batu 800 M PUPRPKP
menghubungkan antara Desa Bukit Batu,
Sei Gita dan Murui Raya
55  Pembuatan Jembatan box SMPN 13 Desa Bukit Batu 4x6M PUPRPKP
satap mantangai
56  Jembatan Jalan CRD & Menuju SMK Desa Manusup 4 Buah PUPRPKP
57  Jembatan Penghubung Antar Desa Desa Rantau Jaya PUPRPKP
58  Jembatan Box Skunder Desa Sidomulyo RT.002 6mx5m PUPRPKP
59  Jembatan BOX usaha Tani Desa Mantangai Tengah RT 1/ Sei Pinang 6X10 PUPRPKP
60  Pembuatan jembatan file slab yang Desa Bukit Batu 800 Meter PUPRPKP
menghubungkan antara desa bukit batu,
sei gita dan murui raya
61  Jembatan BOX menuju jalan lintas Desa Katunjung 8x12 PUPRPKP
62  Pembangunan Jembatan Box Desa Suka Maju (Perbatasan) 1 unit (4x8 m) PUPRPKP
63  Rehab Jembatan Desa Lamunti RT. 01 RT.02 RT. 03 18,5 Meter PUPRPKP
64  Pembangunan Jembatan Sekunder Desa Mantangai Hilir 4 Unit PUPRPKP
65  Pembangunan Jembatan Sekunder (RT. Desa Sriwidadi 2 unit box cover PUPRPKP
01-RT,05) (RT.04-RT.06)
66  Pembangunan jembatan box culvert Desa Harapan Jaya RT. 02 2UNIT PUPRPKP
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67  Rehap jembatan Rt.004 Desa Danau Desa Danau Rawah 350 m PUPRPKP
Rawah
68  Pembangunan Jembatan Saka Banama Desa Mantangai Hulu RT. 02 1 Paket PUPRPKP
69  Pembangunan Jembatan Box Palehun Desa Mantangai Hulu RT. 04 1 Paket PUPRPKP
Baru
70  Rehap titian menuju dermaga Desa Desa Danau Rawah 1 Unit PUPRPKP
Danau Rawah
71 Pembuatan Jembatan box Desa Muroi Raya 8 buah (100 m) PUPRPKP
72 Jembatan BOX Penghubung JI. Amulne Desa Tumbang Mangkutup JIn. Amuline 6x10m PUPRPKP
ke - JIn Kabupaten
73 Jembatan BOX Penghubung Batas RT | Desa Tumbang Mangkutup Jin. Kaud RT. 02 6x10m PUPRPKP
danRT I
74 Rehabilitasi/ Pembangunan Pelabuhan Desa Sei Ahas RT. 01 1 unit PUPRPKP
Tambatan Perahu
75  Rekonstruksi Jembatan Desa/Culvert Box | Desa Mantangai Hilir RT.01 1 Unit PUPRPKP
76 Rekonstruksi Jembatan Desa Desa Mantangai Hilir RT.01, RT.07, RT.10 4 Unit PUPRPKP
77  Jembatan antar blok Desa Warga Mulya (4 Unit) PUPRPKP
78  pembangunan jembatan box Desa Sei Gita 5 Paket PUPRPKP
B. Pelabuhan/Dermaga
1. Pelabuhan Ferry 2 Unit Desa Sei Kapar RT. 02 8x10 M/4x10 M DINAS
PERHUBUNGAN
2. Pembangunan Dermaga Kecamatan Desa Mantangai Tengah 30x8 DINAS
PERHUBUNGAN
3. Siring Pantai Jalan Desa Manusup P=1.500m DINAS
PERHUBUNGAN
4. Pembangunan Pelabuhan Kesehatan Desa Manusup 1 Paket DINAS KESEHATAN
5. Siring Pantai Jalan Desa Manusup Hilir P =3.000m PUPRPKP
6.  Pembuatan Jembatan/tambatan perahu Desa Humbang Raya 1 Kegiatan PUPRPKP
RT. 01
7. Pembuatan Jembatan/tambatan perahu Desa Humbang Raya 1 Kegiatan PUPRPKP
RT. 03
C. Irigasi
1. Rehabilitasi Saluran Skunder Desa Manyahi Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, 3.000 M PUPRPKP
Blok E
2. pembangunan drainase / Selokan Mantangai Tengah RT. 01 270x2 PUPRPKP
3. Rehabilitasi Parit/Lingkungan Desa Suka Maju 74 km PUPRPKP
4. Pendalaman/Pencucian Parit Desa Sekata Bangun 5Km PUPRPKP
5. Rehabilitasi Saluran Skunder Desa Sekata makmur Blok A, Blok B, Blok C, Blok | 3.000 M PUPRPKP
D, Blok E
6.  Pendalaman Sekunder, Tersier Desa Rantau Jaya 7Km PUPRPKP
7. Penggalian/ Pendalaman Sungai Desa Kaladan Jaya 5Km PUPRPKP
Sekunder
8.  Pendalaman Sekunder, Tersier Desa Rantau Jaya 7Km PUPRPKP
9. Pembuatan Galian Irigasi Dusun Tanjung Desa Tumbang Muroi (Tanjung Kalanis) 7KM PUPRPKP
Kalanis
10.  Pembuatan galian irigasi Desa Danau Desa Danau Rawah 2km PUPRPKP
Rawah
11. Rehabilitasi saluran/ Cuci Parit / Desa Sari Makmur 7,5Km PUPRPKP
Pendalaman Sungai Sekunder
12.  Pendalaman saluran sekunder Desa Warga Mulya PUPRPKP
13.  Pelebaran dan Pengerukan Sungai/Tarsil Desa Lapetan (Sungai Tajuk) 4mx6m PUPRPKP
Penghubung Ke Jalan Lintas
14.  Pengerukan Sungai (Sei Kalaten) Desa Manusup Hilir 1 Paket PUPRPKP
D. Listrik
1. Penambahan Jaringan Listrik Desa Suka Maju RT01, RT02, RT03, RT06 73 Tiang PLN
2. Penggadaan peneranganllistrik Desa Sei Gita 150 rumah PLN
(PLN/PLTS TERPUSAT)
3. Pengadaan Listrik PLN Desa Katunjung Desa Katunjung 1 Unit Per Rumah PLN
4. PLN Desa Katimpun 187 Pelanggan PLN
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5. LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM Desa Sei Gawing 1 Paket (50 unit) PLN
6.  Penambahan Tiang Listrik Desa Kaladan Jaya 1 Paket PLN
7. Pengadaan penerangan/listrik (PLN/PLTS | Desa Muroi Raya 1 Paket (200 rumah) PLN
Terpusat
8. Pengadaan peneranganl/listrik (PLN/PLTS | Desa Muroi Raya 1 Paket (150 rumah) PLN
Terpusat (Dusun Tanjung Jaya, Dusun
Bukit Keramat, RT Sambang dendan RT
Olek Garu)
E. Telekomunikasi
1. Menara BTS Telkomsel Desa Sekata makmur 1 Unit DISKOMINFO
2. Pembangunan Tower BTS Telkomsel Desa Kaladan Jaya 1 Unit DISKOMINFO
3. Tower Telkomsel Desa Katimpun 1 Paket DISKOMINFO
F. Air Bersih
1. Pembuatan Sumur Bor Desa Sei Gita 10 Unit PUPRPKP
2. Sumur Bor Desa Rantau Jaya 10 titik PUPRPKP
3. Pamsimas Desa Sidomulyo RT.001 dan 2 2 Unit PUPRPKP
4. Sumur Bor Dan Tong Tuwer Desa Lamunti 2 Unit PUPRPKP
5. Pembuatan Sumur Bor Desa Danau Rawah 10 unit PUPRPKP
6.  Pansimas Desa Lapetan RT. 01-02-03 3 unit PUPRPKP
G. Sanitasi
1. WC/Sanitasi Masyarakat 100 Unit Sei Kapar 2x2M APBD/PUPRPKP
2. Pembangunan Wc dan Sumur Bor SMPN Desa Sriwidadi 1 Paket APBD/PUPRPKP
6 MANTANGAI
3. Pembangunan MCK Desa Tabore 6 Paket PUPRPKP
4. WC Desa Lamunti 2 unit PUPRPKP
5. Pembangunan WC/Sanitasi Masyarakat Desa Sei Kapar 22 M PUPRPKP
100 Unit
H. Perumahan dan Permukiman
1. Bedah Rumah Desa Sekata makmur 15 Unit PUPRPKP/DINSOS
2. Bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) Desa Humbang Raya 50 kk PUPRPKP/DINSOS
3. Relokasi Rumah Bebas Banjir Penduduk Desa Tumbang Murui 357 KK PUPRPKP/DINSOS
4. Relokasi Rumah Bebas Banjir Penduduk Desa Lapetan (Bukit Tajuk) 210 KK PUPRPKP/DINSOS
Il BIDANG PENDIDIKAN
1. Penambahan Ruang Kelas SD SDN 1 Sekata Bangun 2 Ruang Dinas Pendidikan
2. Pembangunan Perumahan Guru SDN 1 Desa Kalumpang RT. 005 4 Unit Dinas Pendidikan
Kalumpang dan SMP 8 Satu Atap Desa
Kalumpang
3. Pagar SDN Lamunti Permai Desa Lamunti Permai 2 Paket Dinas Pendidikan
4. Pagar SMPN 4 Mantangai Desa Lamunti Permai 3 Paket Dinas Pendidikan
5. Rehap Total Gedung Sekolah SD Desa Rantau Jaya Paket Dinas Pendidikan
6.  Penambahan Ruang Kelas SDN 1 Suka SDN 1 Suka Maju 2 kelas Dinas Pendidikan
Maju
7. REHAP GEDUNG SEKOLAH TK Desa Lamunti Baru 1 PAKET Dinas Pendidikan
8.  Pengarasan jalan SMPN 13 satap Desa Bukit Batu 500 M Dinas Pendidikan
mantangai
9. Penambahan gedung SMPN 13 satu atap Desa Bukit Batu Sepaket Dinas Pendidikan
mantangai dan rumah dinas guru
10.  Jembatan BOX Menuju Sekolah SD Desa Manusup RT. 007 4mx 12m Dinas Pendidikan
11. Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa Tumbang Muroi Paket Dinas Pendidikan
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12.  Pembangunan Gedung Sekolah TK Desa Sidomulyo 1 Paket Dinas Pendidikan
13.  Pembangunan Ruang Kelas SD Desa Sidomulyo 1 Paket Dinas Pendidikan
14.  Penambahan gedung SMPN 13 satap Desa Bukit Batu 1 Unit Dinas Pendidikan
mantangai dan rumah dinas guru
15. Penimbunan Halaman SDN 1 Desa Katunjung 10x25 Dinas Pendidikan
KATUNJUNG
16.  Penimbunan Halaman SMP 1 Atap Desa Katunjung 20 x40 Dinas Pendidikan
KATUNJUNG
17.  Penimbunan Halaman SDN 1 Tumbang Desa Tumbang Mangkutup 15x25 Dinas Pendidikan
Mangkutup
18.  Penimbunan Halaman Sekolah TK dan Desa Tumbang Mangkutup 1 Paket Dinas Pendidikan
PAUD
19.  Pembangunan Gedung TPQ Desa Tumbang Mangkutup 1 Paket Dinas Pendidikan
20.  Rehab Ruang Kelas Sekolah SD Desa Sei Kapar 6x22 M Dinas Pendidikan
21.  Penambahan Gedung SD Desa Sriwidadi RT. 05 3 kelas Dinas Pendidikan
22.  Pembuatan Sumur dan Wc SMPN 6 Desa Sriwidadi 1 Paket Dinas Pendidikan
Mantangai
23.  REHAP GEDUNG SEKOLAH TK Desa Lamunti Baru 1 Paket Dinas Pendidikan
25.  Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa Lahei Mangkutup 1 Unit Dinas Pendidikan
SMP
26.  Rumah Dinas Guru Desa Tarantang RT. 04 dan RT. 05 6 ruang Dinas Pendidikan
28.  Penimbunan Halaman SDN 1 Mantangai Desa Mantangai Hulu 1 Paket Dinas Pendidikan
Hulu
29.  Penimbunan Halaman Sekolah SD Desa Manusup Hilir 1 Paket Dinas Pendidikan
30.  Rehabilitasi Sekolah SDN Sari Makmur Desa Sari Makmur 1 Paket Dinas Pendidikan
31.  Penimbunan Halaman SDN-1 Sei Ahas Desa Sei Ahas 20x40 M Dinas Pendidikan
32.  Pendirian SMA Desa Warga Mulya 1 Paket Dinas Pendidikan
33.  Penambahan gedung SMP Desa Warga Mulya 1 Paket Dinas Pendidikan
34.  Pembangunan Rumah dinas SD Dusun Desa Sei Gita 1 Unit Dinas Pendidikan
Karahau
35.  Gedung SD Desa Lapetan (RT. 01) 8x10 Dinas Pendidikan
36.  Penimbunan halaman SDN 1 Katunjung Desa Katunjung 10mx25m Dinas Pendidikan
37.  Penimbunan halaman SMPN 1 Katunjung Desa Katunjung 20mx40m Dinas Pendidikan
38.  Penambahan meja dan kursi untuk SD Desa Bukit Batu 1 Paket Dinas Pendidikan
dan SMP
39.  Tenaga Pendidik/Guru SD Desa Humbang Raya 1 orang Dinas Pendidikan
40.  Tenaga Pendidik/Guru SMPN 1 Atap Desa Katunjung 6 orang Dinas Pendidikan
Katunjung (guru MTK, guru IPA, guru B.
Inggris, Guru Agama Islam, Agama
Kristen, Agama Hindu)
41.  Pengadaan Tenaga Pendidik SD Desa Lapetan 6 orang Dinas Pendidikan
42.  Pengadaan Tenaga Pendidik SD Desa Danau Rawah 6 orang Dinas Pendidikan
43.  Rehab dan Penambahan ruang kelas SD Desa Lapetan 1 Paket Dinas Pendidikan
1l BIDANG KESEHATAN
1 Penimbunan halaman pustu Desa Lamunti Baru 1 Paket Dinas Kesehatan
2 Pembangunan pagar puskesmas Desa Bukit Batu Sepaket Dinas Kesehatan
3 Penimbunan Halaman Poskesdes Desa Manusup RT.03 80 M Dinas Kesehatan
4 Bidan Desa DesaTumbang Muroi 1 orang Dinas Kesehatan
5  Rehab/Perbaikan Gedung Pustu Desa Kaladan Jaya 1 Unit Dinas Kesehatan
6  Pembuatan Pagar Pustu Desa Sidomulyo 1 Unit Dinas Kesehatan
7 Pengadaan bidan Kit Desa Rantau Jaya 1 Paket Dinas Kesehatan
8  Pengadaan bidan Kit Desa Tumbang Muroi 1 PAKET Dinas Kesehatan
9  Pengadaan Bidan Kit Desa Mantangai Tengah RT. IlI 1 PAKET Dinas Kesehatan
10  Pengadaan Bidan Kit Desa Katunjung 1 PAKET Dinas Kesehatan
11 Jamban Sehat Desa Lamunti 20 Unit PUPRPKP
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12 Pengadaan PUSTU Kit Desa Sriwidadi RT. 05 1 PAKET Dinas Kesehatan
13 Pengadaan PUSTU Kit Desa Lamunti Baru 1 PAKET Dinas Kesehatan
14 Pengadaan Bidan Kit Sumber Makmur 1 Paket Dinas Kesehatan
15 Penataan halaman pustu dengan Desa Lahei Mangkutup RT. 04 1 Paket Dinas Kesehatan
VAVING
16 PEMBANGUNAN PUSKESMAS Desa Harapan Jaya 1 Unit Dinas Kesehatan
PEMBANTU
17 Tenaga Nakes/Bidan Desa Danau Rawah 5 orang Dinas Kesehatan
18  Pembangunan PUSTU Desa Tumbang Mangkutup 1 Unit Dinas Kesehatan
19 Pengadaan PUSTU Kit Desa warga Mulya 2 Set/paket Dinas Kesehatan
20  Sosialisasi Pencegahan Stunting, TBC, Kec. Mantangai 1Ls Dinas Kesehatan
Paru-paru & Narkoba di lokus
(narasumber)
v BIDANG EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN
1. Pertanian
1. Pengadaan Bibit Karet/Sawit Desa Sekata Bangun 25.000 Btg DINAS PERTANIAN
2. Bibit Jambu Kristal Desa Bukit Batu 6 Poktan DINAS PERTANIAN
3. Peningkatan jalan usaha tani Desa Lamunti Baru 10 Km DINAS PERTANIAN
4. Permohonan Bantuan Alat Pertanian Desa Sumber Makmur 1 Paket DINAS PERTANIAN
Traktor
5. Pengerasan Jalan Usaha Tani (Sei Desa Pulau Kaladan 3,5Km DINAS PERTANIAN
Tatumbu)
6.  Semenisasi/Cor Beton jalan usaha tani Desa Pulau Kaladan 45 km DINAS PERTANIAN
(Sei Tatumbu)
7. Permohonan Bantuan Alat Pertanian Desa Lapetan (Bukit Tajuk) 2 unit DINAS PERTANIAN
Traktor Mini
2. Ketahanan Pangan
3. Kehutanan
4. Perkebunan
5. Perikanan
1. Bantuan Perikanan Desa Kaladan Jaya 1 Paket DINAS PERIKANAN
2. Pengadaan Bibit Budi Daya lkan & Desa Manusup 2 Kelompok DINAS PERIKANAN
Pelengkapan Alat lainnya
3. Perahu Penangkapan lkan Desa Sei Ahas 1 Kelompok DINAS PERIKANAN
4. pengadaan alkon dan alat pancing ikan Desa Sei Gita 15 unit DINAS PERIKANAN
5. Pengadaan alat tangkap ikan Desa Lapetan 210 kk DINAS PERIKANAN
6.  Pelabuhan Tambat Desa Lapetan (Danau Tajuk) 4mx6m DINAS PERIKANAN
7. Pengadaan bibit dan Pakan lkan Desa Mantangai Tengah 1 Paket/1 Poktan (Rimba Lestari) DINAS PERIKANAN
6. Pertambangan
7. Perdagangan
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8. Ketenaga Kerjaan
9. Peternakan
1. Pengadaan Ternak Sapi dan Kambing Desa Sekata Bangun 100 Ekor DINAS PERTANIAN
2. Temak Sapi Desa Suka Maju DINAS PERTANIAN
3. Pengadaan ternak Sapi Desa Manusup 1 Kelompok DINAS PERTANIAN
4. Bantuan Pengadaan Bibit Ternak Desa Tabore 1 Paket DINAS PERTANIAN
Kambing
5. Bantuan Peternakan Bebek Desa Kaladan Jaya 1 Paket DINAS PERTANIAN
6.  Pengadaan Ternak Ayam, Bebek, Sapi Desa Lapetan (Bukit Tajuk) 210 kk DINAS PERTANIAN
10. Sosial
1. Bantuan Peralatan Kesenian Desa Kaladan Jaya 1 Paket DINAS
KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
2. Bangunan Rumah Ungsi Bencana Banjir Desa Tumbang Mangkutup 1 Unit PUPRPKP
v BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
1. Pemerintahan Desa
PR 1. Rehab Kantor Kecamatan Mantangai Kantor Kecamatan Mantangai 1 Unit PUPRPKP
2. Penataan Halaman Kantor Kecamatan Kantor Kecamatan Mantangai 1 Paket PUPRPKP
Mantangai
3. Rehab Rumah Jabatan Camat Mantangai | Kantor Kecamatan Mantangai 1 Unit PUPRPKP
4. Pengadaan Motor Trail Untuk Operasional | Kantor Kecamatan Mantangai 1 Unit BPPRD
Pemungut Pajak PAD Kecamatan
5. RENOVASI DAN PENAMBAHAN Desa Sei Gawing 1 Paket SETDA
KANTOR DESA
6.  Penimbunan Halaman Kantor dan Balai Desa Manusup Hilir RT. 03 200M SETDA
Desa
2. Lembaga Adat
1. Pembinaan Lembaga Adat Desa Tumbang Muroi 1 Paket DINAS
KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
3. Kelembagaan Sosial
KECAMATAN : DADAHUP
| BIDANG INFRASTRUKTUR
A. Jalan dan Jembatan
1. Pengaspalan Jalan menuju Kantor Kantor Camat Dadahup 250 m DPUPR
Kecamatan Dadahup
2. Jalan Poros Desa Desa Kahuripan Permai P=3500M;L=8M DPUPR
3. Pengerasan Jalan Penghubung Antar Desa Harapan Baru 6,5Km DPUPR
Desa
4. Pembangunan Jembatan Box Lahan Desa Harapan Baru 140 unit DPUPR
Usaha Tani
5. Pembangunan Jembatan Pimer Desa Sumber Alaska P=30M;L=5M DPUPR
6.  Pembangunan Jalan Desa Sumber Alaska 3Km DPUPR
7. Pembangunan Semenisasi Jalan Desa Manuntung 2,7Km DPUPR
Penghubung Desa Manuntung Ke Desa
Bina Jaya
8. Jembatan Beton/Jembatan Box Culvert Desa Manuntung 10 unit DPUPR
Penghubung antar RT
9. Jalan Usaha Tani Desa Bina Jaya 2.500 M DPUPR
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10.  Jalan Usaha Tani Dan Box/Jembatan Desa Petak Batuah 17 Km/42 buah DPUPR
Usaha Tani
11. Jalan Pemukiman Desa Petak Batuah 7,1 Km DPUPR
12.  Perbaikan Jembatan Penghubung Desa Desa Dadahup Raya P=24M;L=4M DPUPR
Dadahup Raya dengan Desa Menteng
Karya
13.  Semenisasi Jalan Desa Bentuk Jaya RT 08 1Km DPUPR
14.  Penimbunan dan Semenisasi Halaman Desa Bentuk Jaya L=70m;P=80M;T=1M DPUPR
Mesjid An-Nur
15.  Jembatan Bo